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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-

Mengingat :

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044,

1. Pasal 18 avat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang




Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
lzin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6655);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329);




10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteria Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15
Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
530);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044.
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Cianjur.

Bupati adalah Bupati Cianjur.
Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penvelenggaraan Penataan Ruang  adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang vang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil
Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten vang dilengkapi
dengan peraturan zonasi kabupaten /kota.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan vang selanjutnya disebut RTBL
adalah rencana bagi zona-zona yang pada rencana rinci Tata Ruang
ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan
Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
Tata Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur
Ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
Tata Ruang.
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Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/ atau aspek fungsional.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Sistem Pusat Permukiman adalah sistem pusat pelayanan kegiatan
perkotaan dan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada
Kawasan Perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan Kawasan Perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa
Kabupaten /Kota.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah merupakan pusat permukiman
yvang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer
dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan
kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan
kawasan sekunder kedua.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar
pusat kegiatan wilayah, atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat
Kegiatan Lokal.

Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan Lokal Primer adalah jalan vang menghubungkan antarpusat kegiatan
di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan
perdesaan.

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan.

Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat
kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan
kawasan perdesaan.

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan
dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang vang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan
angkutan perdesaan (ADES).
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Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk
pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan
kendaraan angkutan.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang
melintasi Wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang
dan/atau barang.

Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan
naik turun penumpang.

Alur Pelayaran Kelas Il adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar,
dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk
dilayari di bawah kewenangan Provinsi.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan vang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal vang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang
digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di
sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan vang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten /kota.

Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan
kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan
bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai
dengan usaha pokoknya.

Sistem Jaringan Energi adalah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi
untuk mendistribusikan energi dari pembangkit ke pengguna.

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan- Konsumen
adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di
permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-
konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah Pembangkit listrik yang
memanfaatkan tenaga matahari.
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Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik
yvang memanfaatkan tenaga panas bumi.

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) adalah pembangkit listrik
skala menengah yang memanfaatkan sumber tenaga air dengan kapasitas
100 - 1.000 kW.

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik
skala kecil yvang memanfaatkan sumber air dengan kapasitas kurang dari
100 kW.

Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan
tenaga lainnya.

Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) adalah jenis pembangkit listrik tenaga
air dengan kapasitas antara 1 - 10 mW.

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga
listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara tegangan
nominal di atas 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik vang
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara tegangan nominal 35
kV sampai dengan 230 kV.

Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman
atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel
bawah laut telekomunikasi.

Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan vang melayani telekomunikasi
bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat
yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan, bangunan air beserta
bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air,
baik langsung maupun tidak langsung,.

Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
irigasi.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi vang terdiri atas
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri
atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi,
bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi vang berfungsi sebagai
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas
saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks
kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
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Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan
pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Jaringan Prasarana lainnya adalah jaringan dan bangunan yang berfungsi
untuk kepentingan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah,
persampahan, evakuasi bencana, dan drainase.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem
fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku,
termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses
pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/
atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan
penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air
minum,

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah Keseluruhan sistem
pengelolaan air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, proses
produksi, dan kegiatan lainnya sehingga efluen hasil pengolahan layak dan
aman dikembalikan ke alam, termasuk sistem jaringan, pengolahan, dan
pembuangan efluen.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan
pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana
dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah
laut air limbah.

Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan
penanganan sampah.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur perjalanan vang menerus (termasuk
jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian
bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman,
yvang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat
penyelamatan atau evakuasi.

Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman
atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan
lebih lanjut.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan
mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke
Badan Air penerima.
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Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari
saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase
primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari
saluran-saluran pembuangan rumah tangga.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Lindung adalah Wilayah vang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau,
embung, waduk, dan sebagainya.

Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau kecil yang
luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer
persegi).

Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut DAS adalah suatu Wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, vang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yvang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Cekungan Air Tanah selanjutnya disebut CAT adalah suatu Wilayah yang
dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis
seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung.

Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat
digunakan untuk irigasi atau keperluan lain,

Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang
terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah
atau air permukaan sebagai bagian dari siklus hidrologis yang potensial
dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
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Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan
bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan tata air, kelancaran ketertiban pengaturan, dan
pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan
kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara
lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk,
serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau
keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang
memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem
asli, dikelola pada sistem zonasi tertentu untuk tujuan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan
terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua
situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar
budaya.

Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-
faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-
masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai
antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh
puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
pelestarian alam, dan taman buru,

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor-
faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-
masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di
bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan
suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa
pasang surut dan lebak, lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur
maupun tumpang sari.
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Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan
kering untuk komoditas perkebunan.

Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan
untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani
(berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan)
berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana
sarana umum yang ada.

Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilavah
pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang
batuan.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan vang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan
pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait
di bidang tersebut.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk
kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana
dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan,
pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran dan pemerintahan.
Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat
tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran
tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah suatu kawasan untuk
permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan
pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan lainnya.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan
untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan
keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat
latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.

Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi
untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air
bumi yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang potensial mengalami
bencana alam.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah
yang Penataan Ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap _kedaulatan negara, pertahanan dan
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keamanan negara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disebut KSK adalah Wilayah
vang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budayva
dan/atau lingkungan.

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan
pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur
Ruang dan Pola Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang selanjutnya disebut KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
RTR.

Indikasi Program Utama adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR
vang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi,
besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan
dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun
perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut SPPR
adalah upaya menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program
sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara

terpadu.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan umum
zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan
disinsentif dan arahan sanksi.

Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang
Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan
kawasan sekitar jaringan prasarana.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah
koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas persil/kaveling.

Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana
tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan
daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu
didorong pengembangannya.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana
Tata Ruang.
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129. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang
tidak sesuai RTR.

130. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.

131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

132. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat
dan bergerak dalam menyelenggarakan Penataan Ruang.

133. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut FPRD adalah
wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
Kawasan Strategis Kabupaten;
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
hak dan kewajiban, dan peran masyarakat:
. kelembagaan;
ketentuan lain-lain;
ketentuan penyidikan;

R Mo a0 o

—

. ketentuan pidana;
ketentuan peralihan;
. ketentuan penutup;

— #I._n-.

=

n. penjelasan; dan
0. lampiran.

(2) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas vang ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh Wilayah
daratan dengan kurang lebih 363.192 (tiga ratus enam puluh tiga ribu
seratus sembilan puluh dua) hektare yang terletak di antara 60 36’ 10,8” -
70 27" 14,4” Lintang Selatan dan 1070 5'20,4" - 1070 13’ 37,2" Bujur Timur.
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(3) Batas Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Purwakarta;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten
Bogor.

(4) Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 32
Kecamatan terdiri atas :

Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Campakamulya,
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku,
. Kecamatan Cipanas;
. Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi,
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah,
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande,
Kecamatan Naringgul;
. Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran,
Kecamatan Pasirkuda;
Kecamatan Sindangbarang;
aa. Kecamatan Sukaluyu;
bb. Kecamatan Sukanagara;
cc. Kecamatan Sukaresmi;
dd. Kecamatan Takokak;
ee. Kecamatan Tanggeung; dan
ff. Kecamatan Warungkondang.

(5) Lingkup Wilayah RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

NeMgscrenoUOoBRgrETTERPOQAODDE
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BAB 11
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah
Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
adalah mewujudkan Daerah yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan
dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara
efisien, seimbang, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Daerah.

(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdin atas: '

a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3) Kebijakan pengembangan  Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di Wilayah Utara dan

pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tengah dan
Selatan berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan;

b. pemantapan prasarana di Wilayah utara dan pengembangan prasarana
pada Wilayah tengah dan selatan untuk mendorong perkembangan
pencapaian rencana Struktur Ruang yang berkualitas, andal, dan
berkelanjutan; dan

c. perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana alam,
dengan perwujudan rencana sistem prasarana Wilayah berupa
penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan Kawasan
lindung;

b. kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan
dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup;

c. peningkatan fungsi Kawasan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara; dan

d. pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
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(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi meminimalisasi
kesenjangan kesejahteraan masyarakat; dan

b. pengembangan Ruang fungsional yang terintegrasi dengan
pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan
berkelanjutan serta berorientasi pada pemerataan pembangunan
Daerah.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah
Pasal 5

(1) Strategi pengaturan dan pengendalian pusat kegiatan di Wilayah Utara dan
pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Tengah dan Selatan
berdasarkan peran dan fungsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. mengatur peran dan fungsi pusat kegiatan dalam mengembangkan
Daerah secara menyeluruh sesuai potensi dan peluang yang dimiliki;

b. mengendalikan perkembangan pusat kegiatan di WP Utara dengan
membatasi kegiatan perkotaan yang berpotensi menyebabkan alih fungsi
Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya pertanian, serta menerapkan
kebijakan pengendalian secara ketat bagi perkembangan kegiatan
perkotaan yang berada di kawasan Puncak Cianjur; dan

c. mengembangkan WP tengah dan WP selatan dengan tetap
mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Lindung yang telah
ditetapkan.

(2) Strategi pemantapan prasarana di Wilayah Utara dan pengembangan
prasarana pada Wilayah Tengah dan Selatan untuk mendorong
perkembangan pencapaian rencana Struktur Ruang yang berkualitas,
andal, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf b, meliputi:

a. menjaga kehandalan sarana dan prasarana di WP Utara;

b. mengembangkan ketersediaan prasarana utama baik secara kualitas
maupun kuantitas;

c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan
fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap
Wilayah Pengembangan;

d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air;
dan

e. meningkatkan layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya
terutama di PKW dan PKL.

(3) Strategi perlindungan terhadap manusia dan kegiatannya dari bencana
alam, dengan perwujudan rencana sistem prasarana Wilayah berupa
penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf ¢, meliputi:
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a. mengidentifikasi potensi dan tingkat kerawanan bencana menurut jenis

b

dan sifat kerentanan bencana; dan

. menetapkan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana yang berfungsi
lindung pada kawasan dengan fungsi budi dava.

(4) Strategi perwujudan, pengembangan dan optimalisasi pengembangan
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a,
meliputi:

a.

(5) St
de

menjaga kualitas dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung di dalam
dan luar kawasan hutan, serta mengembalikan fungsi Kawasan Lindung
yang telah berubah fungsi secara bertahap;

. mengoptimalkan potensi lahan budi daya dan sumber dava alam guna

mendorong pertumbuhan sosial ekonomi terutama di wilayah- Wilayah
yang belum berkembang;

. menyediakan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling

sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan,
meliputi 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) Ruang
Terbuka Hijau Privat;

. Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan

lahan, akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian
dari Ruang Terbuka Hijau publik, penghijauan bangunan serta
pengembangan koridor ruang hijau yang menghubungkan antar Ruang
Terbuka Hijau; dan

. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas serta kerjasama antar

Pemerintah Daerah, badan usaha, swasta dan masyarakat dalam
penyediaan, pembangunan, perluasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau.

rategi kebijakan pemanfaatan potensi pertambangan secara berkelanjutan
ngan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:

a

b.

C.

d.

. mengoptimalkan potensi usaha pertambangan dengan mengembangkan
energi bersih dan terbarukan;

mempercepat proses bisnis perseroan dan memiliki fleksibilitas dalam
menjalin kemitraan bisnis;

meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak badan
usaha milik negara dan swasta; dan

menata dan mengendalikan potensi usaha pertambangan secara
berkelanjutan dengan berbasis lingkungan hidup.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c,
meliputi:

a.

b.

menetapkan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan
negara yang terletak di Daerah;

mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
negara;

- mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak

terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai




zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan
negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

d. membantu memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan
Negara.

(7) Strategi pembangunan berbasis mitigasi bencana dan berwawasan

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, meliputi:

a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya
terbangun di Kawasan Rawan Bencana;

b. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi
bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Risiko Perubahan
Iklim;

c. mengembangkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi untuk mengurangi
risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari
terjadinya bencana; dan

d. menetapkan alokasi Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan mengacu
pada peta Rawan Bencana.

(8) Strategi perwujudan pengembangan Daerah yang berorientasi
meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:

a. mendorong laju perkembangan perekonomian berbasis pertanian dan
pariwisata yang diperkuat oleh pengembangan industri, perdagangan,
dan jasa sesuai potensi sumber daya yang tersedia serta tetap
memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

b. meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang
dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian
kawasan lindung; dan

c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pemanfaatan lahan
kawasan perbatasan dengan kabupaten perbatasan.

(9) Strategi pengembangan Ruang fungsional yang terintegrasi dengan
pengembangan agribisnis dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan
serta berorientasi pada pemerataan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan sistem perkotaan yang dapat memicu pertumbuhan
Wilayah secara merata diseluruh Daerah melalui pengembangan pusat
pertumbuhan ekonomi pada tiap pusat kegiatan; dan

b. menetapkan peran dan fungsi setiap pusat kegiatan berdasarkan
kemampuan, potensi dan peluang yang dimiliki serta meningkatkan
interaksi antara pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan
prasarana.




BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Sistem Pusat Permukiman; dan

b. Sistem Jaringan Prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 7

(1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)] sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,
berupa PKW Cidaun - Rancabuaya berada di Kecamatan Cidaun.
(3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
terdiri atas:
a. PKL Cianjur berada di Kecamatan Cianjur;
b. PKL Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan
c. PKL Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.
(4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud avat (1) huruf c,
terdiri atas:
PPK Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
PPK Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;
PPK Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;
PPK Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
PPK Campaka berada di Kecamatan Campaka;
PPK Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
PPK Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
. PPK Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan
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PPK Cibinong berada di Kecamatan Cibinong.

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d,
terdiri atas:

a.
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(4)

PPL Pacet berada di Kecamatan Pacet;

PPL Sukaresmi berada di Kecamatan Sukaresmi,

PPL Cugenang berada di Kecamatan Cugenang;

PPL Mande berada di Kecamatan Mande;

PPL Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;

PPL Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;

PPL Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
PPL Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;

PPL Bojongpicung berada di Kecamatan Bojongpicung;
PPL Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;

PPL Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;

PPL Takokak berada di Kecamatan Takokak;

. PPL Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya;

PPL Cijati berada di Kecamatan Cijati;

PPL Pasirkuda berada di Kecamatan Pasirkuda;
PPL Cikadu berada di Kecamatan Cikadu,

PPL Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
PPL Leles berada di Kecamatan Leles; dan

PPL Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta.

(6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan masing-masing Kecamatan
PKW, PKL, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat

dan ayat (5) diatur dengan RDTR vang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum
Pasal 8

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b meliputi:

a. Sistem Jaringan Transportasi,
b. Sistem Jaringan Energi;

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;



d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 9
(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

a meliputi:
a. Sistem Jaringan Jalan;
b. Sistem Jaringan Kereta Api;
c. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
d. Sistem Jaringan Transportasi Laut.

(2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran [I-2.A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a meliputi:

a. Jalan Umum;
b. Jalan Tol;
c. Terminal Penumpang; dan
d. Jembatan Timbang.
(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin atas:
a. Jalan Arteri;
b. Jalan Kolektor;
c. Jalan Lokal; dan
d. Jalan Lingkungan.
(3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Jalan Arteri Primer; dan
b. Jalan Arteri Sekunder.
(4) Jalan Arteri Primer sebagaimana pada ayat (3) huruf a meliputi ruas jalan:
a. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
b. Jin. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan;
c. JIn. Printis Kemerdekaan (Cianjur);
d. Lingkar Cianjur;
e. Bts. Kota Cianjur - Citarum;



f. Eks Toll Rajamandala; dan

g. JIn, Raya Bandung (Cianjur).
(5) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana pada ayat (3) huruf b meliputi ruas
jalan:
Jalan Adi Sucipta;
Jalan Amalia Rubini;
Jalan Guru H. Isa;
Jalan Hos Cokroaminoto;
Jalan Ir. H. Juanda;
Jalan Kh R. Abdullah Bin Nuh;
Jalan Kh, Hasyim Ashari;
Jalan Mangun Sarkoro;
Jalan Pangeran Hidayatullah;
Jalan Siliwangi;
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Jalan Suroso;
Jalan Lingkar Selatan;
. Rencana Jalan Lingkar Selatan;
Bojong - Sukataris; dan
0. Pramuka (Cikolotok - Sindanglaka).
(6) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Jalan Kolektor Primer; dan
b. Jalan Kolektor Sekunder.
(7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:
a. Jalan Lokal Primer; dan
b. Jalan Lokal Sekunder.

(8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa
Jalan Lingkungan Primer berada di seluruh Kecamatan.

(9) Jalan Kolektor dan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dimuat dalam tabel dan tercantum dalam Lampiran 1I-2.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status
dan fungsinya.

(11) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(12) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan:
a. Cikarang - Ciranjang;
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b. Ciranjang — Padalarang;

c. Sukabumi - Ciranjang;

d. Soreang — Ciwidey ~ Cidaun;
e. Caringin - Cianjur;
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f. Pelabuhanratu - Cidaun; dan
g. Cidaun - Cikalong.

(13) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ adalah
Terminal Penumpang Tipe C meliputi:

a.
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terminal Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;

terminal Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
terminal Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;

terminal Leles berada di Kecamatan Leles;

terminal Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
terminal Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;

terminal Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;

. terminal Takokak berada di Kecamatan Takokak;

terminal Campakamulya berada di Kecamatan Campakamulya;
terminal Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;

. terminal Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang;

terminal Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;

. terminal Mande berada di Kecamatan Ciranjang;
. terminal Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;

terminal Cikalongkulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
terminal Pasirhayam berada di Kecamatan Cilaku; dan
terminal Rawa Bango berada di Kecamatan Karangtengah.

(14) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa
Jembatan Timbang Rawabango berada di Kecamatan Karangtengah.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan jalur kereta api; dan

b. Stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota meliputi:

a. Jalur selatan menghubungkan Bogor — Yogyakarta;
b. Jalur kereta api menghubungkan Ciwidey - Rancabuaya;
c. Jalur kereta api menghubungkan Cijulang - Rancabuaya -

Pelabuhanratu: dan

d. Jalur kereta api menghubungkan Cileungsi — Bogor — Cianjur.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
Stasiun Penumpang terdiri atas:
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Stasiun Sindang Resmi berada di Kecamatan Campaka;
. Stasiun Lampegan berada di Kecamatan Campaka;
Stasiun Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;

. Stasiun Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;

Stasiun Cianjur berada di Kecamatan Cianjur;

Stasiun Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;
Stasiun Maleber berada di Kecamatan Karangtengah;

. Stasiun Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang; dan
Stasiun Selajambe berada di Kecamatan Sukaluyu.
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Pasal 12

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdin atas:

a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau; dan
b. Pelabuhan sungai dan danau.

(2) Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran Kelas Il yaitu Waduk Cirata.

(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, terdiri atas:

a. Dermaga Maleber berada di Kecamatan Cikalongkulon;

. Dermaga Babakan Garut berada di Kecamatan Ciranjang;
Dermaga Calincing berada di Kecamatan Ciranjang;

. Dermaga Kebon Coklat berada di Kecamatan Mande;
Dermaga Jangari berada di Kecamatan Mande; dan
Dermaga Ciputri berada di Kecamatan Mande.

-0 a0 C

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf d berupa pelabuhan laut terdiri atas:
a. Pelabuhan Pengumpan;
b. Terminal Khusus; dan
c. Pelabuhan Perikanan.

(2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
Pelabuhan Pengumpan Lokal Sindangbarang berada di Kecamatan
Sindangbarang.

(3) Rencana Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi Megatop berada di Kecamatan Cidaun.

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf ¢ berupa
Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPl Jayanti - Cidaun berada di Kecamatan
Cidaun.



25

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 14

(1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

terdiri atas:
a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

(2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada

avat (1) huruf a berupa Jaringan Minyak dan Gas Bumi.

(3) Jaringan Minvak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-
Konsumen yaitu Jalur Pipa Sukabumi - Padalarang yang melintasi:

a. Kecamatan Haurwangi;

b. Kecamatan Ciranjang;

c. Kecamatan Bojongpicung;

d. Kecamatan Sukaluyu;

e. Kecamatan Cilaku;

f. Kecamatan Warungkondang; dan
g. Kecamatan Gekbrong.

(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung; dan

b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung.

(5) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung

(6)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),

c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

e. Pembangkit Listrik Lainnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-3 berada di Kecamatan
Takokak;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cibuni-4 berada di Kecamatan
Takokak;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-1 berada di
Kecamatan Haurwangi; dan

d. Pembangkit Listnk Tenaga Air (PLTA) Rajamandala-2 berada di
Kecamatan Cianjur.
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(7) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saganten berada di Kecamatan

b.

Sindangbarang;
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Simagalih berada di Kecamatan
Sindangbarang;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Melati berada di Kecamatan
Naringgul;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Wanasari berada di

Kecamatan Naringgul;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cinerang berada di Kecamatan
Naringgul;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cisampay berada di Kecamatan
Cidaun;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Purabaya berada di Kecamatan
Leles;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cikangkareng berada di

Kecamatan Cibinong;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukajaya berada di Kecamatan

Leles;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Batuireng berada di Kecamatan

Cidaun;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Padaasih berada di Kecamatan

Cijati;
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pamoyanan berada di
Kecamatan Cibinong;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Caringin berada di Kecamatan
Cijati;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Sukaluyu berada di

Kecamatan Cijati;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangtengah berada di

Kecamatan Tanggeung;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukakerta berada di Kecamatan

Kadupandak;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarmukti berada di

Kecamatan Cibinong;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasari berada di Kecamatan
Kadupandak;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karang Harja berada di

Kecamatan Pagelaran;

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT. PIT berada di Kecamatan
Kadupandak;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukasirna berada di Kecamatan

Campakamulya;

. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sukamekar berada di
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Kecamatan Sukanagara;

w. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mekarjaya berada di
Kecamatan Campaka;

x. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sabandar berada di
Kecamatan Karangtengah;

v. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pondok Pesantren Miftahul
Huda Al Musri berada di Kecamatan Ciranjang; dan

z. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Neglasari berada di Kecamatan
Cikalongkulon.
(8) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf c terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)} Cibuni berada di
Kecamatan Kadupandak; dan

b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Cipanas berada di
Kecamatan Pacet.
(9) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf d terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cipaleuh berada di
Kecamatan Cidaun;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciakar berada di
Kecamatan Sindangbarang;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong
berada di Kecamatan Naringgul;

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Sirah Ciawi Tali
berada di Kecamatan Naringgul;

e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cilaki 1B berada di
Kecamatan Cidaun;

f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curugluhur berada di
Kecamatan Cikadu;

g. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Curug Tarengtong
berada di Kecamatan Naringgul,;

h. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kebon Muncang berada
di Kecamatan Cikadu;

i. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Berem berada di
Kecamatan Pagelaran;

J. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sentoal berada di
Kecamatan Sukanagara;

k. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Seruni berada di
Kecamatan Takokak;

l.  Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PT. Lima Energi berada
di Kecamatan Pagelaran;

m. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Amitas berada di
Kecamatan Sukanagara;
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n. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cijedil berada di

0.

Kecamatan Cugenang; dan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cimacan berada di
Kecamatan Cipanas.

(10) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e
berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terdiri atas:

(11)

a.

b.

J-

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cilaki 1A berada di
Kecamatan Cidaun;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalapanunggal berada di
Kecamatan Cikadu;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 3 berada di
Kecamatan Tanggeung;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibalapulang berada di
Kecamatan Takokak;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni PT. Tirta Mukti
Lestari berada di Kecamatan Pasirkuda;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibuni Mandiri PT. Manha
Daya Mandiri berada di Kecamatan Pasirkuda;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 berada di
Kecamatan Pasirkuda;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pesantren-1 berada di
Kecamatan Pagelaran;

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cijampang berada di
Kecamatan Pagelaran; dan

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Cibanteng berada di
Kecamatan Sukaresmi.

Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem; dan

b. Gardu Listrik.

(12) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) huruf a terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(13) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) huruf a meliputi:

a.

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling - Cibinong 7
yang melintasi:
1. Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Karangtengah;
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6. Kecamatan Mande; dan
7. Kecamatan Sukaluyu.
b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tasikmalaya - Depok

yang melintasi:
1. Kecamatan Campaka,;
2. Kecamatan Campakamulya;
3. Kecamatan Sukanagara; dan
4. Kecamatan Takokak.

(14) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat

(12) huruf b meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur yang
melintasi:
. Kecamatan Cianjur;
. Kecamatan Ciranjang,

. Kecamatan Cugenang;

1
2
3
4. Kecamatan Haurwangi;
5. Kecamatan Karangtengah;
6. Kecamatan Mande; dan

7. Kecamatan Sukaluyu.

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu - Cianjur dan
Cianjur — Lembursitu yang melintasi:

Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong; dan

. Kecamatan Warungkondang.

c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung - Jampang Kulon
yang melintasi:

N

1. Kecamatan Cijati;
2. Kecamatan Kadupandak; dan
3. Kecamatan Tanggeung.
d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Padalarang vang
melintasi:
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Mande; dan

A




7. Kecamatan Sukaluyu.

e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru yang
melintasi:

1. Kecamatan Cipanas;
2. Kecamatan Cugenang; dan
3. Kecamatan Pacet.
f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Cibuni - Inc. (PLTP
Cibuni - Tanggeung) yang melintasi:
1. Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Pasirkuda; dan

R

6. Kecamatan Tanggeung.
(15) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berada di:

a. Gl Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
b. GI Cianjur di Kecamatan Cugenang; dan
¢. GI Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu.

(16) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:50.000 tercantum dalam Lampiran [I-3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c terdiri atas:

a. Jaringan tetap; dan

b. Jaringan bergerak.
(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
. Kecamatan Cikalongkulon;

Kecamatan Cilaku;
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Kecamatan Cipanas;

» -

Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang;
. Kecamatan Gekbrong;

-—
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Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukanagara;

. Kecamatan Sukaresmi;
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Kecamatan Tanggeung; dan
y. Kecamatan Warungkondang.

(3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
Menara Base Transceiver Station (BTS) berada di seluruh Kecamatan.

(5) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-4 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

(1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf d berupa Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri
atas:

a. Sistem Jaringan Irigasi;
b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
atas:

a. Jaringan Irigasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Tersier




(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada
di:

a. Kecamatan Bojongpicung;

b. Kecamatan Ciranjang; dan

¢. Kecamatan Haurwangi.

Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
berada di:

a. Kecamatan Bojongpicung;
b. Kecamatan Ciranjang;

¢. Kecamatan Haurwangi; dan
d. Kecamatan Takokak.

Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf ¢ berada
di:

a. Kecamatan Bojongpicung;
b. Kecamatan Ciranjang; dan
c. Kecamatan Haurwangi.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berupa Jaringan Pengendalian Banjir.

.éa.nngan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada
i

a. Kecamatan Agrabinta;

Kecamatan Bojongpicung;

Kecamatan Campaka;

Kecamatan Campakamulya;

Kecamatan Cianjur;

Kecamatan Cibeber;

Kecamatan Cidaun;
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Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
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Kecamatan Cipanas;
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Kecamatan Ciranjang;

. Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda;
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(9)

(10)

(1)

(2)

Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukanagara,
Kecamatan Sukaresmi;
Kecamatan Takokak; dan
y. Kecamatan Tanggeung.

Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
meliputi:

H g 2F

Bendung Cireundeu berada di Kecamatan Tanggeung;

Bendung Pusaka 1 berada di Kecamatan Pasirkuda;

Bendung PLTM Pusaka Parahiangan berada di Kecamatan Pasirkuda;
Bendungan Balekembang berada di Kecamatan Campaka;

Bendung Susukan Gede berada di Kecamatan Cibeber;

Bendung Cisokan berada di Kecamatan Cibeber;

Bendung Ciranjang berada di Kecamatan Bojongpicung;
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. Bendung Cianjur Leutik berada di Kecamatan Cianjur;
Bendung Cibalu/Cianjur Kota/Ciraden berada di Kecamatan Cianjur;
Bendung Cimenteng berada di Kecamatan Cianjur;
Bendung Cinangsi berada di Kecamatan Cikalongkulon
Bendung Ciraden/Leuwi Leungsir berada di Kecamatan Cikalongkulon;
. Bendung Cisalak/Batu Sahulu berada di Kecamatan Sukaresmi:
Bendung Cinangka berada di Kecamatan Pacet; dan

Bendung Leuwi Bokor (Junghil) Djamisata berada di Kecamatan
Cikalongkulon.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-5 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 17

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf e terdiri atas:

a. SPAM;

b. SPAL,

c. Sistem Jaringan Persampahan;

d. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. Sistem drainase.

Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail




informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a berupa
Jaringan Perpipaan terdiri atas:

a. Unit Air Baku;
b. Unit Produksi; dan
¢. Unit Distribusi.
(2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Bangunan Intake Sungai Cibuni Kadupandak berada di Kecamatan
Kadupandak;

b. Bak Pengumpul Cilembang berada di Kecamatan Pacet:
c. Intake Cikindul — Cibodas berada di Kecamatan Cipanas;
d. Intake Sungai Cikindul berada di Kecamatan Cikalongkulon.
(3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. WTP Kadupandak Cab. Tanggeung berada di Kecamatan Kadupandak;

b. Reservoir Kadupandak Cab. Tanggeung  berada  di Kecamatan
Kadupandak;

WTP Tambak Baya berada di Kecamatan Cibeber;

WTP Cibodas Kecil berada di Kecamatan Cipanas;

WTP Cibodas Besar berada di Kecamatan Cipanas; dan
f.  Reservoar Salada berada di Kecamatan Cikalongkulon.

(4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berada di:
a. Kecamatan Bojongpicung;

Kecamatan Cianjur;

Kecamatan Cibeber;

Kecamatan Cidaun;

Kecamatan Cikalongkulon;

Kecamatan Cilaku;
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Kecamatan Cipanas;
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Kecamatan Ciranjang;

ke

Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;

. Kecamatan Mande;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sindangbarang;

ol

s Pop8




(2)

(1)

(2)
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Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukanagara,
Kecamatan Sukaresmi;

Kecamatan Tanggeung, dan
Kecamatan Warungkondang.
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Pasal 19

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

huruf b berupa

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada di:

>m ™0 oo g

—

el - i

oA

Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;

. Kecamatan Pasirkuda;

Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Tanggeung; dan

Kecamatan Warungkondang.

Pasal 20

Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Avat
(1) huruf ¢ terdiri atas:

a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

C.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:

a.
b.
C.

Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Sindangbarang;

Kecamatan Agrabinta;




(3)

(4)

(1)

(2)

Kecamatan Naringgul,
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cibeber;

Kecamatan Gekbrong;

T w0 oA

Kecamatan Cianjur;

Kecamatan Ciranjang; dan
j. Kecamatan Karangtengah.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berada di:

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA] Mekarsari berada di Kecamatan
Cikalongkulon;

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
dan

¢. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Campaka berada di Kecamatan
Campaka.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cipanas berada di
Kecamatan Cipanas;

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Takokak berada di
Kecamatan Takokak; dan

c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibinong berada di
Kecamatan Cibinong.

Pasal 21

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf d meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;

Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;

Jalur Evakuasi Bencana tsunami;

Jalur Evakuasi Bencana banjir;

Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;

Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim;

Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;

. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan: dan

i. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan.
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(3) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berada di:




(4)

(9)
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Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
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. Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;
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. Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah,
Kecamatan Leles;
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Kecamatan Mande;

B

Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;

. Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukanagara;
Kecamatan Sukaresmi; dan

z. Kecamatan Tanggeung.

Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b berada di:

Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cilaku,
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Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Sukaresmi; dan
h. Kecamatan Warungkondang.

Jalur Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ berada di :

a. Kecamatan Agrabinta;
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(6)

(7)
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Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

Kecamatan Cibinong;

Kecamatan Cidaun;

Kecamatan Leles; dan
Kecamatan Sindangbarang.

d berada di :

a.

. —

i

Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat
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Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;

. Kecamatan Kadupandak;

Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukaluyu; dan
Kecamatan Warungkondang.

(2) huruf e berada di :

a.
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Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;




(8)

39

Kecamatan Cugenang;

. Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul;
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Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukanagara;

T P8 S F

Kecamatan Sukaresmi;

Kecamatan Tanggeung; dan
aa. Kecamatan Warungkondang.

Jalur Evakuasi Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f berada di :

a. Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;
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Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;

. Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukaluyu;
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v. Kecamatan Sukaresmi,

w. Kecamatan Tanggeung; dan

x. Kecamatan Warungkondang.
(9) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf g berada di :
Kecamatan Agrabinta,
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati,
Kecamatan Cikadu,
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas,
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. Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;

. Kecamatan Pagelaran;

Kecamatan Sindangbarang;

Kecamatan Sukaluyu;

z. Kecamatan Sukanagara;

aa. Kecamatan Sukaresmi;

bb. Kecamatan Tanggeung; dan

cc. Kecamatan Warungkondang.

(10) Jalur Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h berada di :

a. Kecamatan Agrabinta;
b. Kecamatan Campaka;
c. Kecamatan Cibeber;
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(12)

(13)

(14)
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Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukanagara; dan
Kecamatan Tanggeung.

Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf i berada di :

a. Kecamatan Campaka;

b. Kecamatan Cikadu;

¢. Kecamatan Cikalongkulon;

d. Kecamatan Naringgul; dan

e. Kecamatan Sukanagara.

Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor;
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Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
Tempat Evakuasi Bencana tsunami;

Tempat Evakuasi Bencana banjir;

Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim;
Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan

. Tempat Evakuasi Bencana kekeringan.

Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) huruf a terdiri atas:

a.
b.
.
d.

Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka;

Kantor Kecamatan Cugenang berada di Kecamatan Cugenang;
Puskesmas Desa Cijedil berada di Kecamatan Cugenang; dan
Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul.

Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada
avat (13) huruf b terdiri atas:

a.

b
C.
d

Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;
RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas;

Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet; dan
Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet.
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(15) Tempat Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
huruf c terdiri atas:

a.
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Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;

Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles;

Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;

Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang; dan

Kantor Kecamatan  Sindangbarang berada di Kecamatan
Sindangbarang.

(16) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada avat (13)
huruf d terdiri atas:

(17)

(18)

a.
b.
c.

d.

e.

Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber:

Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande; dan
Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang.

Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada
ayvat (13) huruf e terdiri atas:

a.
b.

C.

d.

Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;

Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
dan

Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara.

Tempat Evakuasi Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) huruf f terdiri atas:

a.
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Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta:
Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur;

Puskesmas Kelurahan Sawahgedeberada di Kecamatan Cianjur;
Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur;
Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber:;

Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;

Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;

Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;
Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku;

Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku;

Puskesmas Cipanas berada di Kecamatan Cipanas;

RSUD Cimacan berada di Kecamatan Cipanas;




(19)
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Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;

Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
Kantor Kecamatan Haurwangi berada di Kecamatan Haurwangi;
Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;

Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah;
Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah,;
Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;

Puskesmas Mande berada di Kecamatan Mande;

Kantor Kecamatan Pacet berada di Kecamatan Pacet;

. Puskesmas Cipendawa berada di Kecamatan Pacet;

Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;

. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;

Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;

Kantor Kecamatan  Sindangbarang berada di Kecamatan
Sindangbarang;

Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;

. Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;

Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;

Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan
Warungkondang; dan

Puskesmas Warungkondang berada di Kecamatan Warungkondang,

Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) huruf g terdiri atas:

a.
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Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;
Puskesmas Nagrak berada di Kecamatan Cianjur;

Puskesmas Kelurahan Sawahgede berada di Kecamatan Cianjur;
Puskesmas Kelurahan Muka berada di Kecamatan Cianjur;
Puskesmas Desa Babakan Karet berada di Kecamatan Cianjur;
Kantor Kecamatan Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;
Puskesmas Cibeber berada di Kecamatan Cibeber;

Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong;
Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;

Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;

Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;

Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu:

. Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;

Puskesmas Cikalong Kulon berada di Kecamatan Cikalongkulon;
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Puskesmas Sukasari berada di Kecamatan Cilaku;

Puskesmas Gekbrong berada di Kecamatan Cilaku;

Kantor Kecamatan Cilaku berada di Kecamatan Cilaku;

Puskesmas Ciranjang berada di Kecamatan Ciranjang;

Kantor Kecamatan Gekbrong berada di Kecamatan Gekbrong;
Puskesmas Cipeuyeum berada di Kecamatan Haurwangi;

Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
Puskesmas Karang Tengah berada di Kecamatan Karangtengah;
Kantor Kecamatan Karangtengah berada di Kecamatan Karangtengah;
Puskesmas Ciherang berada di Kecamatan Karangtengah;
Puskesmas Kademangan berada di Kecamatan Mande;

. Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;

. Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;

. Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
. Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran;

Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
Kantor Kecamatan Sindangbharang berada di Kecamatan Sindangbarang;

gg. Kantor Kecamatan Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;

hh.

ii.
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Puskesmas Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu;

Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;

Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung; dan

Kantor Kecamatan Warungkondang berada di Kecamatan
Warungkondang,.

Tempat Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada avat
(13) huruf h terdiri atas:

a.
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Kantor Kecamatan Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;
Kantor Kecamatan Campaka berada di Kecamatan Campaka;
Kantor Kecamatan Cijati berada di Kecamatan Cijati;

Kantor Kecamatan Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;

Kantor Kecamatan Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
Kantor Kecamatan Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
Kantor Kecamatan Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
Kantor Kecamatan Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara;
Kantor Kecamatan Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
Puskesmas Agrabinta berada di Kecamatan Agrabinta;

Puskesmas Campaka berada di Kecamatan Campaka;

Puskesmas Cibinong berada di Kecamatan Cibinong;
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. Puskesmas Cidaun berada di Kecamatan Cidaun;
Puskesmas Cijati berada di Kecamatan Cijati;
Puskesmas Cikadu berada di Kecamatan Cikadu;
Puskesmas Kadupandak berada di Kecamatan Kadupandak;
Puskesmas Naringgul berada di Kecamatan Naringgul;
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Puskesmas Pagelaran berada di Kecamatan Pagelaran;
Puskesmas Pusakasari berada di Kecamatan Leles;

Puskesmas Sindangbarang berada di Kecamatan Sindangbarang;
Puskesmas Sindangkerta berada di Kecamatan Pagelaran;
Puskesmas Sukanagara berada di Kecamatan Sukanagara; dan

. Puskesmas Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung.
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Pasal 22

Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
terdiri atas:

a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. Jaringan Drainase Tersier.

Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di:

a. Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Mande; dan
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Kecamatan Warungkondang.

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berada di:

a. Kecamatan Cianjur;

b. Kecamatan Cilaku,

c. Kecamatan Karangtengah; dan
d. Kecamatan Warungkondang.

Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
berada di:

a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cilaku; dan
c. Kecamatan Karangtengah.



BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1)
huruf c terdiri atas:

a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran [lI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (1) huruf a
terdiri atas:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. Kawasan Perlindungan Setempat;

d. Kawasan Konservasi; dan
e

Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang
lebih 4.447 (empat ribu empat ratus empat tujuh) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Campakamulya;
Kecamatan Cibeber;
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Kecamatan Cibinong;

Kecamatan Cidaun;

T ®

Kecamatan Cijati;
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i. Kecamatan Cikadu;
j. Kecamatan Cikalongkulon;
k. Kecamatan Cilaku;
l. Kecamatan Cipanas;

| m. Kecamatan Ciranjang;
n. Kecamatan Gekbrong,
o. Kecamatan Haurwangi;
p. Kecamatan Kadupandak;
q. Kecamatan Karangtengah;
r. Kecamatan Leles;
s. Kecamatan Mande,
t. Kecamatan Naringgul;
u. Kecamatan Pacet;
v. Kecamatan Pagelaran;
w. Kecamatan Pasirkuda,
x. Kecamatan Sindangbarang;
y. Kecamatan Sukaluyu;
z. Kecamatan Sukanagara,
aa. Kecamatan Sukaresmi;
bb. Kecamatan Takokak; dan

cc. Kecamatan Tanggeung.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 26

(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan
Lindung.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
kurang lebih 31.911 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas) hektare
berada di:

a. Kecamatan Campaka;

b. Kecamatan Campakamulya;
¢. Kecamatan Cibinong;

d. Kecamatan Cidaun;

e. Kecamatan Cikadu;



Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda; dan
Kecamatan Sukanagara.
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Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
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Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Campakamulya;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;

. Kecamatan Ciranjang;

Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukanagara;
Kecamatan Sukaresmi;

bb. Kecamatan Takokak; dan

c dengan luas kurang lebih 2.804 (dua ribu delapan ratus empat] hektare berada
di:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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Kecamatan Tanggeung.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 28

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri
atas:

a. Kawasan Suaka Alam; dan
b. Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
Cagar Alam dengan luas kurang lebih 15.094 (lima belas ribu sembilan

puluh empat) hektare berada di:
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Campakamulya;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Naringgul; dan
Kecamatan Takokak.

Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

=0 ap P

a. Taman Nasional; dan
b. Taman Wisata Alam.

Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas
kurang lebih 5.382 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada
di:
a. Kecamatan Cipanas;

. Kecamatan Cugenang;

Kecamatan Pacet; dan

b

c. Kecamatan Gekbrong;

d

e. Kecamatan Warungkondang.

Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan
luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare berupa Taman Wisata Alam
Jember berada di Kecamatan Cipanas.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 29

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf
e dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare berada di Kecamatan
Campaka.

Cagar Budaya lainnya berupa benda, situs, bangunan, dan struktur akan
diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus cagar budaya.
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Bagian Ketiga :’rp "
Kawasan Budi Dava ‘:
Paragraf 1 Umum
Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b
teidiii atas.

a. Kawasan Hutan Produksi;

b. Kawasan Pertanian;

Kawasan Perikanan,

Kawasan Pertambangan dan Energi;

Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan Pariwisata;

Kawasan Permukiman; dan
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Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 31

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
terdiri atas :

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas kurang lebih 21.349 (dua puluh satu ribu tiga ratus
empat puluh sembilan) hektare berada di:

Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cikalongkulon;
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Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Leles;
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Kecamatan Naringgul;

. Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda;
Kecamatan Sindangbarang;

e 8 B
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p. Kecamatan Sukanagara;
q. Kecamatan Sukaresmi,

r. Kecamatan Takokak; dan
s. Kecamatan Tanggeung.

(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dengan luas kurang lebih 24.224 (dua puluh empat ribu dua ratus dua
puluh empat) hektare berada di:

Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;
Kecamatan Campakamulya;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cipanas;

Kecamatan Ciranjang;
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Kecamatan Cugenang;
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Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;

Kecamatan Kadupandak;
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Kecamatan Mande;

. Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukanagara;
Kecamatan Sukaresmi;
Kecamatan Takokak;
Kecamatan Tanggeung; dan
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Kecamatan Warungkondang.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian
Pasal 32

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b terdiri
atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura;

c. Kawasan Perkebunan; dan
d. Kawasan Peternakan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas kurang lebih 71.857 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima
puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
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(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas kurang lebih 62.741 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh
satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas kurang lebih 98,925 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua
puluh lima) hektare berada di:

(4)

(S)
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Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;

Kecamatan Campakamulya;

Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;

. Kecamatan Cipanas;

Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda;
Kecamatan Sindangbarang;

. Kecamatan Sukaluyu;

. Kecamatan Sukanagara;

. Kecamatan Sukaresmi;

. Kecamatan Takokak;

. Kecamatan Tanggeung; dan
Kecamatan Warungkondang.

Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan
luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare berada di:

a.

Kecamatan Cikalongkulon;
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b. Kecamatan Gekbrong;
c. Kecamatan Mande; dan
d. Kecamatan Warungkondang.

(6) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebagai KP2B seluas 53.583 (lima puluh tiga ribu lima ratus
delapan puluh tiga) hektare.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 33

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢, berupa
Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 128 (seratus dua
puluh delapan) hektare berada di:

a. Kecamatan Agrabinta;

b. Kecamatan Cidaun;
c. Kecamatan Cikalongkulon;
d. Kecamatan Mande; dan
e. Kecamatan Sindangbarang.
Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 34

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf d berupa Kawasan Pertambangan Mineral.

(2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang
lebih 75 (tujuh puluh lima) hektare berada di:

a. Kecamatan Campaka;

b. Kecamatan Cikalongkulon;
c. Kecamatan Cilaku; dan

d. Kecamatan Sukaluyu.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e
dengan luas kurang lebih 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) hektare
berada di:

a. Kecamatan Cianjur;
b. Kecamatan Cikalongkulon;
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(1)

(2)

Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Mande;

Kecamatan Pacet; dan

Kecamatan Sukaluyu.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 36

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan
luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektare berada di Kecamatan

Campaka.
Lokasi pariwisata alam berada di :
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Objek Wisata Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun;

Objek Wisata Pantai Cemara Cipanglay di Kecamatan Cidaun:

Objek Wisata Karangpotong Ocean View di Kecamatan Sindangbarang;
Pantai APRA Sindang Barang di Kecamatan Sindangbarang;

Objek Wisata Citambur di Kecamatan Pasirkuda;

Objek Wisata Rawa Gede Desa Simpang di Kecamatan Pasirkuda:
Objek Wisata Makan Eyang Dalam Pasir Cihea di Kecamatan Haurwangi;
Objek Wisata Hutan Lindung di Kecamatan Haurwangi;

Objek Wisata Wana Pokland di Kecamatan Haurwangi;

Objek Wisata Bumi Ageung Cikidang di Kecamatan Cianjur;

Objek Wisata The Jhons di Kecamatan Cianjur;

Objek Wisata Hutan Kota Babakan Karet di Kecamatan Cianjur;

. Objek Wisata Artala di Kecamatan Cipanas;

Objek Wisata Jangari Hills di Kecamatan Mande:

Objek Wisata Jangari di Kecamatan Mande;

Objek Wisata Istana Cipanas di Kecamatan Cipanas;

Objek Wisata Alam Pangsalatan di Kecamatan Cipanas;

Objek Wisata Taman Bunga Nusantara di Kecamatan Sukaresmi;
Objek Wisata The Nice Funtastic Park di Kecamatan Sukaresmi;
Objek Wisata Pantai Maleber di Kecamatan Mande;

Objek Wisata Sevillage Puncak di Kecamatan Cipanas; dan

Objek Wisata Makan Cikundul di Kecamatan Cikalongkulon.
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Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 37

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g
terdiri atas:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b, Kawasan Permukiman Perdesaan.

Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas kurang lebih 13.818 (tiga belas ribu delapan ratus
delapan belas) hektare berada di:

a. Kecamatan Campaka;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;

S®m ™0 a0 g

Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Kadupandak;
Kecamatan Karangtengah;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Sindangbarang;
. Kecamatan Sukanagara;
Kecamatan Tanggeung; dan

I
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0. Kecamatan Warungkondang.

Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas kurang lebih 9.247 (sembilan ribu dua ratus empat
puluh tujuh) hektare berada di:

Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Bojongpicung;
Kecamatan Campakamulya;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cugenang;

PR oM a0 op
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Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Haurwangi;

et g e

Kecamatan Karangtengah;
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. Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pasirkuda;
Kecamatan Sindangbarang;
Kecamatan Sukaluyu;
Kecamatan Sukaresmi; dan
Kecamatan Takokak.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 38

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf h dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektare berada
di Kecamatan Karangtengah.

(2) Lokasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan terdiri atas:
a. Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
b. Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
¢. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:

55
2.

3.
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13.

Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan Cidaun;

Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di Kecamatan
Sindangbarang;

Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di Kecamatan
Agrabinta;
Komando Rayon Militer (Koramil) Pagelaran di Kecamatan
Pagelaran;

Komando Rayon Militer (Koramil) Sukanagara di Kecamatan
Sukanagara;

Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan Takokak:
Komando Rayon Militer (Koramil) Campaka di Kecamatan Campaka;
Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan Cibeber:

Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondangdi Kecamatan
Warungkondang;

. Komando Rayon Militer (Koramil) Bojongpicung di Kecamatan

Bojongpicung;
Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan Cianjur,

- Komando Rayon Militer (Koramil) Ciranjang di Kecamatan
Ciranjang;
Komando Rayon Militer (Koramil) Cugenang di Kecamatan
Cugenang;
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14, Komando Rayon Militer (Koramil) Karangtengah di Kecamatan
Karangtengah;

15. Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan Mande;
16. Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan Pacet; dan

17. Komando Rayon Militer (Koramil) Cikalongkulon di Kecamatan
Cikalongkulon.

Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
1. Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;

2. Kepolisian Sektor (Polsek)Sindangbarang di Kecamatan
Sindangbarang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan Naringgul;
Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan Cibinong;
Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan Tanggeung;
Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.
Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
10. Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan Takokak;

11. Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan Campaka;

12. Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan Cibeber;
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13. Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di Kecamatan
Warungkondang;

14. Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan
Bojongpicung;

15. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;

16. Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan Cianjur;

17. Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;

18. Kepolisian  Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan
Karangtengah;

19. Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;

20. Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi:

21. Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan

22, Kepolisian  Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan
Cikalongkulon.
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BAB VI
KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

(1) Kawasan strategis yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. KSN; dan
b. KSK.

(2) KSN sebagaimana dalam ayat (1) huruf a berupa KSN Perkotaan
Jabodetabek-Punjur yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari
sudut kepentingan ekonomi yang terdiri dari sebagian Kecamatan Cipanas,
sebagian Kecamatan Pacet, sebagian Kecamatan Cugenang dan sebagian
Kecamatan Sukaresmi.

(3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(4) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan
Karangtengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan
Bojongpicung dan Kecamatan Haurwangi;

b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet: dan

Penataan Kawasan Pesisir Pantai Selatan di kecamatan Cidaun,
Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Agrabinta.

(5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b yaitu pengendalian dan pengawasan
Kawasan Hutan Lindung Gunung Simpang.

(6) Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan KSN Perkotaan
Jabodetabek-Punjur.

Bagian Kedua
Tujuan dan Arahan Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 40

(1) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (4) huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Lahan Pertanian
Tanaman Pangan ciri khas Kabupaten Cianjur serta berorientasi pada
pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pertanian vyang tetap
memperhatikan pengendalian kawasan budidaya untuk menjamin
pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
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a. mempertahakan dan melindungi keberadaan lahan untuk
pengembangan tanaman padi Pandanwangi;

b. menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan tanaman
pangan,

c. meningkatkan teknologi budi daya tanaman padi Pandanwangi;

d. penataan kawasan Pandanwangi sebagai Desa Wisata;

penataan dan pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan dava
dukung dan daya tampung;

f. pengembangan sentra pertanian berkelanjutan; dan
g. penataan kawasan melalui pengembangan infrastruktur.

Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf
b yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui
percepatan pengembangan Wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan
kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis vang
berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha
pertanian yang terpadu;

b. teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang
dihasilkan;

Alih teknologi dan metode pertanian melalui BPP kepada petani:
Penetapan pusat agropolitan;

Penetapan unit-unit kawasan pengembangan;

Pengembangan Kampung Bibit dan sektor unggulan;
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Meningkatkan kerjasama dengan pihak investor: dan
h. Mengenbangkan infrastruktur sebagai penunjang kawasan agropolitan.

Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Pesisir Pantai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(4) huruf ¢ yaitu Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan.

Arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Kawasan Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada avat (5) meliputi

a. Konservasi kawasan yang mampu melindungi dan memelihara
ekosistem wisata pesisir;

b. Pemanfaatan potensi wisata pesisir;

c. Pengembangan Kebudayaan masyarakat lokal yang kuat dan sebagai
daya tarik pengunjung;

d. pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas
pariwisata pengunjung;

€. pengembangan Kawasan Pariwisata berkelanjutan yang berdaya tarik
nasional dan lokal;

f. Pengembangan Kampung Wisata Pesisir;
g. Pembangunan jalan sebagai aksesibilitas yang memadai:




h. Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Pariwisata dengan stakeholder; dan
j. Pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

(7) Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) adalah
menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan fungsi lindung
kawasan.

(8) Arahan pengembangan KSK dari sudut kepentingan sudut fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

b. meningkatkan fungsi konservasi kawasan Gunung Simpang untuk
menjaga keberlanjutan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayvati beserta
habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan
lingkungan alam;

c. pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan yang
ketat;

d. penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya yang dilakukan
dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan

e. pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

(9) KSK digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 42

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berupa
KKPR darat.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
a. kegiatan berusaha;
b. kegiatan non berusaha; dan




61

c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Konfirmasi KKPR; dan
b. Persetujuan KKPR.

(4) KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat
peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan,
atau yayasan kemanusiaan;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang
dibiayai oleh APBN atau APBD; dan

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan dibiayai dari perseroan terbatas atau
tanggung jawab sosial perusahaan.

(5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk
dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sah dan
mengikat serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(7) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem
OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk sesuai pendelegasian kewenangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Paragraf 1 Umum
Pasal 43

(1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b
terdiri atas:

a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;

b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-
2029,

[ iﬂr‘adikasi program utama jangka menengah tahap Ill (tiga) tahun 2030-
34;

d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-
2039; dan

e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (empat) tahun 2040-
2044.

(2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. program utama,
b. lokasi;
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c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan
program pengembangan Wilayah Daerah untuk mewujudkan Struktur
Ruang, Pola Ruang, dan KSK.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana
usulan program utama akan dilaksanakan.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c¢ dapat
berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
swasta; dan

o po o

masyarakat.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten;

d. swasta; dan

e. masyarakat.

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa
waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program
utama tahunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Program Utama jangka menengah
tahap | (satu) tahun 2024 dan Indikasi Program Utama jangkamenengah
tahap Il (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Indikasi Program Utama jangka menengah tahap Il (tiga) tahun 2030- 2034
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terdin atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
c. perwujudan KSK.
Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

1. Perwujudan PKW meliputi:

a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;
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b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaanlahan,
pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);

¢) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
e] Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan
lahan;

Pengembangan koridor ruanghijau kota vang menghubungkan
antar Ruang Terbuka Hijau;

Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian Ruang
Terbuka Hijau publik;

Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka Hijau
Publik;

Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam

penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau publik;

Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagai
alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan
maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya kawasan sempadan
sungai sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan lahan

seperti penyimpangan alih fungsi lahan khususnya peruntukan lahan
sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata Ruang

maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau secara vertikal untuk
mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik: dan
14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat sebesar

2.

10%.
Perwujudan PKL meliputi:
a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar,
menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan
untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi: dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.
b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
1} Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;




c)

d)

2)
3)

Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan
Pembangunan Puskesmas Poned.

Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan
budaya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Terminal agribisnis;

Pasar;

Jasa keuangan;

IPAL industri komunal;

Masjid;

Lapangan olahraga/ruang publik; dan
Tempat atraksi budaya.

Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:

1)
2)
3)
4)
9)

Drainase;

Jalan Lingkungan;

Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan

SPAL Domestik komunal.

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:

1)
2)
3)

Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan

sarana angkutan umum.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;
Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

1)
2)
3)

4)
95)

6)
7)
8)

9)

Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui
pengadaan lahan;

Pengembangan koridor ruanghijau kota yang
menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya bagian
Ruang Terbuka Hijau publik;

Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang Terbuka
Hijau Publik;

Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam
penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau publik;

Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah
sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum
termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah
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satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif penyediaan
Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan  kebijakan  terkait pengendalian
pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan
khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau
Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata
Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan
ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau
secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai
keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Privat
sebesar 10%.

i) Pembangunan Alun-alun;

j) Pembangunan RSUD Ciranjang;

k) Pengadaan lahan rumah singgah;

1) Pembangunan rumah singgah; dan

m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.
3. Perwujudan PPK meliputi:

a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan
sarana perdagangan skala kawasan /kota serta pertokoan modern:
dan

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar,
menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan pendidikan
untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi; dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.
b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan;

2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan
Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan
Jalan Arteri Primer;

4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan
Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan




6)

Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan
Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

Pembangunan Jalan Tol:
* Feasibility Study Trase Pelabuhanratu — Cidaun,

* Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu — Cidaun;
* Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu -
Cidaun;
* Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu - Cidaun; dan
« Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu - Cidaun.
7) Pembangunan Jalan Tol :
* Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;
* Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;
*» Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;
* Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong; dan

* Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun -
Cikalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:

1)

2)

3)

4)

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan
Perlengkapan  Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (4).

Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

1)

2)

3)

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan
Perlengkapan  Kolektor  Sekunder, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan
Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
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Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);

4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);

S5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);

6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);

7) Pembangunan jalan Arteri Primer;
8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;
9) Pembangunan jalan Lokal Primer;
10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
* Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
* Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
* Pembebasan Lahan.
11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat :
* Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
* Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
* Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
* Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;
* Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan

* Pengusulan status jalan menjadi arteri primer dan
kewenangannya menjadi jalan nasional.

12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;

14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

15) Penyusunan Masterplan Transportasi;

16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur
resapan untuk menampung limpasan air pada jalur
transportasi;

17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan
pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;

18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan
dan regional; dan

19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang
berpotensi terjadi bencana.

d) Pengembangan terminal penumpang meliputi:




1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi
Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam,

2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat- pusat
kegiatan;

3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;

4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang
memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah
bencana,

5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal Penumpang
tipe C;
6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C
meliputi:
* Sistem drainase;
* Ketersediaan air bersih;
* Sistem persampahan;
* Penyediaan hidran; dan
* Ruang Terbuka Hijau.
Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:
1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan
3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g
h)

i)

Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan
reaktivasi jalur kereta api;

Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung
Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana
Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau/Persinyalan);

Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;

Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan
Provinsi;

Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api
Kabupaten;

Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;

Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan

Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi
dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
terdiri atas:

a)
b)

c)

Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam
Daerah Kabupaten;

Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;




d)

h)

i

k]
)
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Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan
risiko bencana banjir dan tsunami;

Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;

Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan
terintegrasi; dan

Penyediaan alat keselamatan.

Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:
Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;
Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;

Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;

Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) di dalam Pelabuhan;

Pembangunan /Pengembangan Terminal Khusus yang
memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah
bencana;

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal
khusus;

Penyediaan sarana pendukung meliputi:
* Sistem drainase;

* Ketersediaan air bersih;

* Sistem persampahan;

* Penyediaan hidran; dan

* Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan, Penerbitan lzin Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;

Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan
Pengembangan Pangkalan Pendaratan lkan.

c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur
Ketenagalistrikan terdiri dari:

1.

a)
b)
c)

d)

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA);

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS);

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi (PLTP);

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
dan

Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.




2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik Antar Sistem meliputi:

a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:

1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling -
Cibinong 7 (1);

2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling -
Cibinong 7 (2); dan

3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).

b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:
1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung -
Cianjur;
2) E?;a]]uran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur
3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu -
Cianjur;
4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung -
Jampang Kulon - Cianjur;
5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur -
Padalarang; dan
6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.
3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
a) Gl Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
b} GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
c) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi
Berbasis Digital;
b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan
Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

c) pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan
area blankspot;

d] pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi
bersama antar berbagai operator telepon seluler;

€] pengaturan menara telekomunikasi bersama;
f) pengembangan jaringan cyber province;

g) pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan
Perkotaan dan pedesaan;

h) pembangunan desa digital;
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pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem
prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran
serat optik; dan

pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan
pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam
waktu pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

a

b)

c)

d)

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi
Berbasis Digital,

Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan
Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui
Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan
Nirkabel; dan

Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:
1) Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada
Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;

b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa
Barat;

c) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan
Provinsi Jawa Barat (1000-3000 ) Ha meliputi:

1) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan
2) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.
d) Pembangunan jaringan irigasi baru;
e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK);
fl Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
g)] Modernisasi Irigasi Seluruh DI;
h) Peningkatan Jaringan Irigasi;
i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);

j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif
Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;

k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Gempol;

I} Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jaya
Harapan /Cisiluman /Ciburial;

m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan

n) Rencanapeningkatan irigasi perdesaan menjadi irigasi
kabupaten.

2) Perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:
a) Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
1) CAT Cibuni; dan




3)

b)

d)

72

2) CAT Cianjur.

Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk
Melindungi Mata Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan,
dan Pemanfaatan Mata Air;

Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut
Sebagai Sumber Air Baku Alternatif; dan

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan
(BPJ) dan individual yang bersumber dari sumur gali
terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan
pompa, mata air, atau sumber air permukaan lainnya.

Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

a)

d)

h)

i

Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :
1) Pembangunan bendungan;

2) Pembangunan kolam retensi/penampungan
pembuatan cek DAM (penangkap sedimen);

3) Bangunan pengurang kemiringan sungai,

4) Retarding basin; dan

5) Pembuatan polder.

Pembangunan Tanggul Sungai;

Perbaikan dan pengaturan sungai :

1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
2) Tanggul;

3) Sodetan (by pass/short-cut);

4) Floodway; dan

5) Sistem drainase khusus.

4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:

a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi
Pemeliharaan Situ;

b) Penataan dan Revitalisasi Situ;

c) Pembangunan Embung dan Penampung Air
Lainnya;

d) Pembangunan Embung;
Pembangunan Bendungan;

Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan
Waduk Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi,
Pengendali Banjir, Sumber Air baku, dan Pariwisata;

Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk
irigasi, energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan
pariwisata;

Peningkatan jaringan sumber daya air;

Peningkatan kualitas pengelolaan sumber dava air;

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar
Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;
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t)
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Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
Pengembangan jaringan pengendalian banjir;
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman

Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten;
Pemeliharaan Sungai,
Konservasi Sumberdaya Air;
Pengendalian Daya Rusak Air;
Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;

Mengurangkan nilai degradasi dan
menambahkan nilai manfaat jasa lingkungan
terhadap PDRB Hijau;

Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang
diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;

Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea -
Cibareno; dan

Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan
infrastruktur DAS Cisokan.

f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
1. Perwujudan SPAM meliputi:

a)
b)

c)
d)
e)

hj

Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM
IKK:

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit
Distribusi;

Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;

Sistemn penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan
dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah
dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang
terlindungi;

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan
(bjp) dan individual yang bersumber dari sumur gali
terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan
pompa, mata air, atau sumber air permukaan vang
terlindungi;

Sistemn penyediaan air minum yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau
bantuan pihak swasta;

Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air
tanah dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air,
maupun sumber air permukaan lainnya dilakukan secara
lestari dan terkendali;

Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya
masyarakat atau bantuan pihak swasta;
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j]l Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
k) Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;

l) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

m) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang
diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.

Perwujudan SPAL meliputi:

a) Sistem pembuangan air limbah pada kawasan
peternakan, pertambangan, dan peruntukan industri,
disesuaikan dengan peruntukan kebutuhan dan skala
pelayanannya;

b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Skala Permukiman;

c) Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk
kawasan perumahan dan permukiman; dan

d) rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan
kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait
urusan dimaksud.

Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
a) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
1) Pembangunan TPA; dan
2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.

b) Penataan dan pengelolaan persampahan pasca
operasional Pasir Sembung.

Perwujudan Sistemn Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:

1) Kawasan rawan tanah longsor;

2) Kawasan rawan letusan gunung api;

3) Kawasan rawan tsunami;

4) Kawasan rawan banjir;

S5) Kawasan rawan banjir bandang;

6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;

7) Kawasan rawan gempa bumi;

8) Kawasan rawan kekeringan; dan

9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

b) Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat
sistem peringatan dini;

c) Meningkatkan program desa tangguh bencana:

d) Pemasangan rambu titik evakuasi;

e) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;

fi Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
g Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana:
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h) Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
i) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.
5. Perwujudan Sistem Drainase meliputi:
a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
b) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
¢) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
d) Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
e)] Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
f) Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan

g) Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai
utama.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:

a. Perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
1. Perwujudan Badan Air meliputi:
a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;
b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:
1) Situ Babakan;
2) Situ Hegarmanabh;

3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap,
dan Situ pasir Gobang;

4) Situ Cikabuyutan;
5) Situ Cikuda;

6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
8) 8itu Cicalobak;

9) Situ Rancatutut; dan

10) Situ Cisepat.

2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:

a) Rehabilitasi lahan kritis;

b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;

c) Pengembangan rest area;

d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian
aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;

e)] Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung
terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah
diterbitkan;

f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan
lindung;
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g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung
Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility /CSR)
dalam pengelolaan kawasan lindung;

h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;

i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas
penyerapan air tanah; dan

j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.
3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a) Perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan
perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan
dengan Samudera Hindia.

b) Perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan
dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.

¢) Perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:
1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung
Air Alami Lainnya;

2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;

3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan

4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.

d) Perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air

lainnya:
* Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan
Embung Cimala;

* Embung Koleberes dan Rawatangkil;

* Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi dan
Taman Bunga Nusantara;

* Embung Sukatani;

* Embung Sindangjaya;

* Embung Ciramagirang;

* Embung Balongsari dan Cimanggu;

* Embung Hegarmanah;

* Embung Cipanas;

* Embung Ciraksa;

*  Embung Citemen;

* Embung Cimanggu dan Balongsari;

* Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
* Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan

* Rencana pembangunan dan pengembangan
potensi embung lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.




e)] Perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal
meliputi:
1} Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.

fl Perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka
Hijau perkotaan; dan

3) Pengadaan lahan TPU.
g) Perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami
Lainnya meliputi:

e Situ Babakan;
e Situ Hegarmanah;

e Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang,
Situ Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

e Situ Cikabuyutan;
e Situ Cikuda;

Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
Situ Cicalobak:

Situ Rancatutut; dan

e Situ Cisepat.

h) Perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:
1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa
meliputi:
* Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;

* Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II,
Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa
Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ
Ngebul;

* Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang,
Rawa Gede 1II, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa
Citawak /Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;

* Rawa Gede |, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;

* Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ
Cimaskara, Situ Cibinong;

* Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
* Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;

¢ Situ Babakan;

* Situ Hegarmanah;
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Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ
Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

Situ Cikabuyutan;
Situ Cikuda,

Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
Situ Cicalobak;

Situ Rancatutut; dan

Situ Cisepat.

5) Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:
a) Perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:

1)

penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.

b) Perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango (TNGGP);

Pengembangan potensi Taman Keanekaragaman Hayati
(Taman Kehati);

Identifikasi potensi kawasan konservasi;

Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;
Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
Rehabilitasi lahan kritis; dan

Pengendalian pemanfaatan ruang.

c¢) Perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:

1)
2)

Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan

Perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga
Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.

d) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1)
2)

3)

4)

Penetapan Cagar Budaya;

Perlindungan Cagar Budaya  berupa  Perlindungan
dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung
Padang;

Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang

meliputi:

e Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung
padang; dan

¢ Pemanfaatan Cagar Budaya.

Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs,
bangunan dan struktur.

c. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdini atas:
a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:




b)

1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;
2) Pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat (PHBM);

3) Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga
Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang
pilih;

6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan;

7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan
penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk
pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan
Wisata dan llmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan
Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan
produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan hutan produksi.

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat (PHBM);

3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga
Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

9) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang
pilih;

6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan;




7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan
penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis,

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk
pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan
Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan
Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan
produksi
12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta,

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau,

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan hutan produksi.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

Pengembangan Prasarana Pertanian;
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung
Pertanian lainnya;
Mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi
teknis;
Penetapan lahan pertanian tanaman pangan
pangan berkelanjutan;
Pengembangan kawasan agropolitan;
Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;

Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah
dan perubahan iklim;

Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang
mampu menjamin ketersediaan air;

Peningkatan  produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah
dan perubahan iklim;

10) Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang

mampu menjamin ketersediaan air;

11) Peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang

lestari;

12) Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;




b)

c)
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13) Pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;

14) Pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus Pandan
Wangi;

15) Mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan beririgasi
teknis;

16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;

17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumber daya tanaman pangan,;

19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat
jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis;
dan

21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan tanaman pangan.

Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:

1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya
hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;

2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa
hortikultura;

3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran
rakyat;

4) Peningkatan produksi dan  produktivitas komoditas
hortikultura;

5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis
tanaman hortikultura;

6) Penerapan teknologi budidaya tanaman  hortikultura
berkelanjutan;

7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana,
Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian
Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;

9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumberdaya tanaman pangan;

11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat
jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis;
dan

13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan hortikultura.

Perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:
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1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta
kegiatan ekonomi sekitarnya,

2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan vang
dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

3) Peningkatan Nilai Ekspor;

4) Peningkatan keberlanjutan ekosistern di Wilayah sekitarnya
terutama yang berfungsi lindung;

5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;

7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung kegiatan
perkebunan;

8] Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang dan
mengembangkan hasil perkebunan;

9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil
perkebunan;

10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
11) Pengembangan komoditas eksport;

12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan
berkelanjutan;

13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan vang terjadi akibat
pengambilan sumber daya tanaman pangan;

15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat
jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan kritis;
dan

17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan perkebunan.

d) Perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;

e Peternakan Sapi Potong;
e Peternakan Sapi Perah;
e Peternakan Itik;

Peternakan Ayam Ras;

Peternakan Kerbau;

Peternakan Kambing; dan

Peternakan Domba.

2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana
peruntukan peternakan meliputi:

¢ Pengembangan pasar hewan;
e Pengembangan rumah potong hewan
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e Rumah potong unggas; dan
e Balai pengembangan ternak ruminansia.

3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumber daya peternakan;

4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat
jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan peternakan.

3. Perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
a) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

1) Pengelolaan Pembudidayaan lkan berupa Identifikasi dan
inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak, meliputi:

e Budi daya kolam air tawar; dan
e Budi daya kolam air payau/tambak.

2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung,
meliputi :

e Pangkalan Pendaratan lkan (PPl) Cikakap, Kecamatan
Agrabinta dan PPl Jayanti, Kecamatan Cidaun;

e Pusat benih ikan;
e Balai benih ikan (BBI); dan
e Unit pembenihan rakyat.
3) Pengembangan perikanan tangkap;

4) Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau
jumlah tangkapan yang diperbolehkan;

5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang
diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-
undangan;

6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-
ikan tertentu;

7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;

8) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya yang
layak;

9) Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk
dikembangkan;

10) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;

11) Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;

12) Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
13) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
14) Budi dava kolam air payau/tambak;

15) Pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan
Waduk Cirata;



16) Pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk
Cisokan;

17) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan
lingkungan perairan laut;

18) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil
penelitian dan pengembangan bidang perikanan;

19) Zona tunda kawasan perikanan,

20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumberdaya Perikanan;

21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan perikanan budidaya.

4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:

a) Penatausahaan lzin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada
dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan
12 Mil Laut;

b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara
lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala
kecil,

c¢) peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

d) peningkatan  penanggulangan  kerusakan lahan  eks
pertambangan,

e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;

g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;

h) rehabilitasi pasca tambang;

i) Identifikasi potensi tambang;

j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan
pertambangan;

k] Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;

) Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi
kawasan pertambangan masyarakat;

m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;

n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumber daya Pertambangan;

o] Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat
jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan pertambangan dan energi.
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5. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

al
b)

c)

d)

g

h)

il

a)
b)
c)
d)

e)

Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;

Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap
jenis industri yang dikembangkan,

Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan
kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang
dihasilkan;

Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air
permukaan pada kawasan peruntukan industri,
Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan
industri;

Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan
industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem
transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan
terminal untuk angkutan barang;

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :
1) Perlu dilengkapi dengan early warning system;

2) Penyediaan sistem hidran;

3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkankesiapan
masyarakat terhadap bencana; dan

4) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.

Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan peruntukan industri.

perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:

penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
pengembangan infrastruktur pendukung;

peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;

peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :

1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang
berkaitan dengan sumberdaya geologi;

2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi
potensi sumberdaya geologi;

4) Melaksanakan kegiatan  pelatihan,
pendampingan, dan penguatan kelembagaan
yang berkaitan dengan permasalahan

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;
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5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu
kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep

geopark;

6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan
penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi
kawasan geopark;

7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan
berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta
penanggulangan kebencanaan;

8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan
antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage),
KeanekaragamanHayati (Biodiversity), dan
Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan

9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.

fi Pengembangan desa wisata;

g)] Pembangunan pusat budaya;

h) Pembangunan Gedung Creative Center;

i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan

destinasi pariwisata;

j) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten;

k) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan
pariwisata;

1) penyadaran publik di bidang kepariwisataan,

m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat, dan Masyarakat Adat;

n} Penyusunan Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Daerah,

o) Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;
p) Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;

gq) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;

r) Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten
Cianjur;
s) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;

t) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan pariwisata; dan

u) penyusunan dokumen potensi kearifan
lokal/ kearifan masyarakat.

7. perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:
a) perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
1) program Kawasan Permukiman meliputi:

¢ Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk
permukiman komersial, dan permukiman swadaya dengan
seimbang;



2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
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e Pengembangan permukiman perkotaan yang
memperhatikan prinsip konservasi; dan

e Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk
permukiman vertikal.

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:

¢ Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
¢ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di
perumahan;

Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan
permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah
Daerah Kabupaten;

Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;

Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena
relokasi program Kabupaten;

Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana
gempa;

Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Perkotaan privat dan publik;

10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang

air;

12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase

vang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir
(saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;

13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
14) Mitigasi bencana meliputi:

e Perlu dilengkapi dengan early warning system;
® Penyediaan sistem hidran;
e Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus

disosialisasikan  sehingga meningkatkan kesiapan
masyarakat terhadap bencana;

¢ Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan

e Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan

rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB).

15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:

¢ Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;

e Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banijir,
gempa bumi, dan tsunami; dan




e Relokasi dan/atau pembatasan permukiman

pada kawasan rawan bencana.

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan permukiman.

b} Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

1)

2)

3)

4)
S)
6)

7)

8)

9

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10
(sepuluh) hektare meliputi:

e Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
e Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di
perumahan;

Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan
permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;

Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program Kabupaten;

Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban
bencana;
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi
hunian;

Pembangunan dan Penyediaan Ruang
Terbuka  Hijau Perkotaan privat dan publik;

Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;

10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur

ulang air;

11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem

drainase yang terkoneksi dengan baik dengan
pembuangan akhir (saluran primer) dan pembangunan
polder/kolam resistensi;

12) Mitigasi bencana meliputi:

¢ Perlu dilengkapi dengan early warning system;
e Penyediaan sistem hidran;

¢ Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, vang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan
masyarakat terhadap bencana;

® Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan

® Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam
dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:

* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
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* Pengembangan sistem peringatan dini longsor,
banjir, gempa bumi, dan tsunami; dan

* Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada
kawasan rawan bencana.

14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan permukiman.

8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:

Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan
Cianjur;

Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:

1)

2)
3)

Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan
Cidaun;

Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di
Kecamatan Sindangbarang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;

Komando Rayon Militer (Koramil)

Sukanagaradi Kecamatan Sukanagara;

Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di Kecamatan
Takokak;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Campaka di Kecamatan Campaka;

Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan

Cibeber;

Komando Rayon Militer (Koramil) Warungkondangdi

Kecamatan Warungkondang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;

Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan

Cianjur;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Cugenang di Kecamatan Cugenang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;

Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan

Mande;

Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan
Pacet; dan




Komando Rayon Militer (Koramil)
Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

4) Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:
Kepolisian Sektor (Polsek) Cidaun di Kecamatan Cidaun;

Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan
Sindangbarang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di Kecamatan
Agrabinta;

Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di Kecamatan
Narnnggul;

Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di Kecamatan
Cibinong;

Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan
Tanggeung;

Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan
Kadupandak;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Pagelaran di
Kecamatan Pagelaran.

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan
Sukanagara;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Takokak di
Kecamatan Takokak;
Kepolisian  Sektor (Polsek) Campaka di
Kecamatan Campaka;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Cibeber di
Kecamatan Cibeber;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Warungkondang di
Kecamatan Warungkondang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan
Bojongpicung;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Sukaluyu di
Kecamatan Sukaluyu;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Cianjur di
Kecamatan Cianjur;

Kepolisian  Sektor (Polsek) Ciranjang di
Kecamatan Ciranjang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan
Karangtengah;

Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan
Sukaresmi;

Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet; dan
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* Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan
Cikalongkulon.

b} pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar
kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

c) pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan
yang ada;

d) pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan

e) pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:

i A

a)
b)

c)
d)
e)

f
gl

Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
Pengembangan kawasan agropolitan;

Penataan kawasan pesisir pantai selatan;

Arahan pengembangan meliputi:

Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk
pengembangan tanaman padi Pandawangi;

Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor
unggulan tanaman pangan;

Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;
Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata;

Penataan dan pengembangan kawasan dengan
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan

Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang,

b. perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul - Cidaun:
2. Arahan pengembangan meliputi:

a)
b)

c)

d)

Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan
vang ketat;

Penataan dan pengembangan kawasan budidaya vang dilakukan
dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan; dan

Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

Pasal 45

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-
2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d terdiri atas:
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a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan

c. perwujudan KSK.
(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a. perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

1. perwujudan PKW meliputi:

a)
b)

c)
d)

e

Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;

Pengembangan hunian vertikal (penyediaanlahan,
pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);

Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
Pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan

Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau: Strategi Penyediaan
Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui
pengadaan lahan;

2) Pengembangan koridor ruang hijau kota yang
menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya
bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang
Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat
dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8] Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah
sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum
termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah
satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif
penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian
pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan
khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau
Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata
Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan
ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau
secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai
keterbatasan lahan publik;
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13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik;
dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan
Privat sebesar 10%.

2. perwujudan PKL meliputi:
a) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar,
menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan
pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.
b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;
2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan
3) Pembangunan Puskesmas Poned.

¢) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan
budaya:

1) Terminal agribisnis;
2) Pasar;
3) Jasa keuangan;
4) IPAL industri komunal;
5) Masjid;
6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
7) Tempat atraksi budaya.
d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
1} Drainase;
2) Jalan Lingkungan;
3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
5) SPAL Domestik komunal.
e} Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnva;
2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
3) sarana angkutan umum.
f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;
h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

1} Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui
pengadaan lahan;




2) Pengembangan  koridor ruanghijau kota yang
menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau,

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya
bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang
Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat
dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah
sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yvang belum
termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah
satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif
penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian
pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan
khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau
Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata
Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan
ruang lainnya;,

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau
secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai
keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik;
dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan
Privat sebesar 10%.

i) Pembangunan Alun-alun;

j) Pembangunan RSUD Ciranjang;

k) Pengadaan lahan rumah singgah;

l) Pembangunan rumah singgah; dan

m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.
perwujudan PPK meliputi:

a)] Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana
perdagangan skala kawasan/kota serta pertokoan modern: dan

b} Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar,
menengah dan vokasi;




2)

3)

Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan
pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan
vokasi; dan

Revitalisasi bangunan sekolah.

b. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:

1. perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:

a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

1)

2)

Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,

Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur

Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan
Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan
Perlengkapan Jalan Arteri Primer;

Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan
Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan
Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan

Pembangunan Jalan Tol:

* Feasibility Study Trase Pelabuhanratu - Cidaun;

* Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu - Cidaun;

* Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu -
Cidaun;

* Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu - Cidaun; dan

* Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu - Cidaun.

Pembangunan Jalan Tol :

+« Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;

« Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;

* Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;

« Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong;
dan

* Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun
- Cikalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1),
Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2),
Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);



3)

4)

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3),
Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3}; dan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4),
Penyediaan Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor PrimeKolektor Primer (4).

Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder,
Penyediaan Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (1),
Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), dan Peningkatan
Jalan Lokal Primer (1);

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2], Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (2),
Perlengkapan Jalan Lokal Primer (2), dan Peningkatan
Jalan Lokal Primer (2);

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (3),
Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3), dan Peningkatan
Jalan Lokal Primer (3);

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4),
Perlengkapan Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan
Jalan Lokal Primer (4);

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (5),
Perlengkapan Jalan Lokal Primer (5), dan Peningkatan
Jalan Lokal Primer (5);

Pembangunan jalan Arteri Primer;

Pembangunan jalan Kolektor Primer;

Pembangunan jalan Lokal Primer;

10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:

* Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
* Detail Engineering Design Pembangunan Jalan; dan
* Pembebasan Lahan.

11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat :

* Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
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e)
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* Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;

+ Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
*« Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat;

* Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan

* Pengusulan status jalan menjadi arteri
primer dan kewenangannya menjadi jalan
nasional.

12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;
13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;

14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

15) Penyusunan Masterplan Transportasi,

16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur
resapan untuk menampung limpasan air pada jalur
transportasi,

17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi
dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau
jalan;

18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis
perkotaan dan regional; dan

19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur
yang berpotensi terjadi bencana.

Pengembangan terminal penumpang meliputi:

1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi
Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;

2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat-
pusat kegiatan,

3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;

4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang
memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di
daerah bencana;

5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar Terminal
Penumpang tipe C;

6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C
meliputi:

* Sistem drainase;
» Ketersediaan air bersih;
« Sistem persampahan;
« Penyediaan hidran; dan
* Ruang Terbuka Hijau.
Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:
1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan



3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:

a)

b)

c)

d)

Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan
reaktivasi jalur kereta api;

Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;

Pengembangan Sarana  dan Prasarana Pendukung
Operasionalisasi dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana
Sarana Kuning, Operasionalisasi Hijau /Persinyalan);

Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;

Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan
Provinsi;

Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta
Api Kabupaten;

Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan

Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang
terintegrasi dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur
hijau.

3. perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
terdiri atas:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
gl

Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal
dalam Daerah Kabupaten;

Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan
risiko bencana banjir dan tsunami;

Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;

Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan
terintegrasi; dan

Penyediaan alat keselamatan.

4. perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g

h)

Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan:
Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;

Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;

Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) di dalam Pelabuhan;

Pembangunan /Pengembangan Terminal Khusus  yang
memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah
bencana;

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar
terminal khusus;




j)
k)
0

C.

Penyediaan sarana pendukung meliputi:
« Sistem drainase;

« Ketersediaan air bersih;

* Sistem persampahan;

* Penyediaan hidran; dan

* Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan  dan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;

Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan
Pengembangan Pangkalan Pendaratan lkan.
perwujudan Sistem Jaringan Energi terdiri atas:

. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur
Ketenagalistrikan terdiri dari:

a)
b)
c)
d)

e)

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA),

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS);

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi (PLTP);

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH); dan

Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik Antar Sistem meliputi:

a)

b)

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:

1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling -
Cibinong 7 (1);

2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling -
Cibinong 7 (2); dan

3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).

Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:

1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung -
Cianjur;

2) E'?.ls;dunam Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur

3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu =
Cianjur;

4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung -
Jampang Kulon — Cianjur;

5) Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) Cianjur -
Padalarang; dan
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6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.
3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;
b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
¢) Gl Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
d. perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:

1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:

a)

b)

j)

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur
Komunikasi Berbasis Digital;

Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE) vang

meliput Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah;

pengembangan jaringan kabel serat optik dalam
penanganan area blankspot;

pengembangan dan pembangunan menara
telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon
seluler;

pengaturan menara telekomunikasi bersama;
pengembangan jaringan cyber province;

pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan
Perkotaan dan pedesaan;

pembangunan desa digital,

pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan
sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan
pembangunan saluran serat optik; dan

pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan
pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya
dalam waktu pelaksanaan pembangunan.

2. perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

a)

b)

d)

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur
Komunikasi Berbasis Digital;

Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi
Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah;

Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui
Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan
Jaringan Nirkabel; dan

Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi
Bersama.

e. perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

1) perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

a)

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada
Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;
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b) Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa
Barat,

¢) Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan
Provinsi Jawa Barat (1000-3000 ) Ha meliputi:

1) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan
2) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.
d) Pembangunan jaringan irigasi baru;
e) Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK);
f) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
g) Modernisasi Irigasi Seluruh DI;
h) Peningkatan Jaringan Irigasi;
i) Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);

j) Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif
Untuk air Bersih dan Kebutuhan Lainnya;

k) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol,

1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan  irigasi DI
Jaya Harapan/Cisiluman /Cibunal,

m) Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan

n) Rencanapeningkatan irigasiperdesaan menjadi
irigasi kabupaten.

2. perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:

a)

b)

d|

Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
1) CAT Cibuni; dan
2) CAT Cianjur.

Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata
Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata
Air;

Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai
Sumber Air Baku Alternatif; dan

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ)
dan individual vang bersumber dari sumur gali terlindungi,
sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air,
atau sumber air permukaan lainnya.

3. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

al

b)

Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :
1) Pembangunan bendungan;

2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan cek
DAM (penangkap sedimen);

3) Bangunan pengurang kemiringan sungai;
4) Retarding basin; dan

5) Pembuatan polder.

Pembangunan Tanggul Sungai,
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c) Perbaikan dan pengaturan sungai :
1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
2) Tanggul,
3) Sodetan (by pass/short-cut);
4) Floodway; dan
5) Sistem drainase khusus.
perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;
b} Penataan dan Revitalisasi Situ;
¢) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya,
d) Pembangunan Embung;
e)] Pembangunan Bendungan;

f) Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk
Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir,
Sumber Air baku, dan Pariwisata;

g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi,
energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;

h) Peningkatan jaringan sumber daya air;
i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;

j) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar
Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;

k] Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
v)] Pengembangan jaringan pengendalian banjir;

w) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;

x) Pemeliharaan Sungai;

yv) Konservasi Sumberdaya Air;

z) Pengendalian Daya Rusak Air;

aa) Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;

bb) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

cc) Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil
untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;

dd) Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea — Cibareno; dan

ee) Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur
DAS Cisokan.

perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:
1. perwujudan SPAM meliputi:

a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM
IKK;

b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit
Distribusi;
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h)
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k)
1)

m)
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Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;
Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan
dengan sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah
dalam/artesis, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp)
dan individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi,
sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata
air, atau sumber air permukaan yang terlindungi;

Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau
bantuan pihak swasta;

Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah
dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber
air permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan
terkendali;

Pengembangan sistem penyediaan air minum berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya
masyarakat atau bantuan pihak swasta;

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;

Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang
diambil untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.

perwujudan SPAL meliputi:

a)

b)
c)

d)

Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan,
pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan
peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman;

Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk
kawasan perumahan dan permukiman; dan

rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan

kajian master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan
dimaksud.

perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:

a)

b)

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
1) Pembangunan TPA; dan
2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.

Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional
Pasir Sembung.

4. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

a) Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:

1) Kawasan rawan tanah longsor;



104

2) Kawasan rawan letusan gunung api;

3) Kawasan rawan tsunami;

4) Kawasan rawan banjir;

5) Kawasan rawan banjir bandang;

6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;

7) Kawasan rawan gempa bumi;

8) Kawasan rawan kekeringan; dan

9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat
sistem peringatan dini;

Meningkatkan program desa tangguh bencana;
Pemasangan rambu titik evakuasi;

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencanal);
Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;
Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan
Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.

5. perwujudan Sistem Drainase meliputi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;

Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan

Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai
utama.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:

1. perwujudan Badan Air meliputi:
a] Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan Air;
b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Situ Babakan;
Situ Hegarmanah;

Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap,
dan Situ pasir Gobang;

Situ Cikabuyutan;
Situ Cikuda;

Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;
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7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
8) Situ Cicalobak;

9) Situ Rancatutut; dan

10) Situ Cisepat.

2. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:

a)
b)

c)
d)

h)
i)

i)

Rehabilitasi lahan kritis;
Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;

Pengembangan rest area;

Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian
aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung
terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah
diterbitkan;

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan
lindung;

Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung

Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility /CSR)
dalam pengelolaan kawasan lindung;

Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan:

Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas
penyerapan air tanah; dan

Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.

3. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a)

b)

c)

d)

perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan
perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang berbatasan
dengan Samudera Hindia.

perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan Pemeliharaan
dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.

perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung
Air Alami Lainnya;

2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;

3] Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan: dan

4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.

perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air

lainnya:
* Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan
Embung Cimala;

* Embung Koleberes dan Rawatangkil;
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* EmbungCangkudu di kecamatan Sukaresmi  dan
Taman Bunga Nusantara;

* Embung Sukatani;

* Embung Sindangjaya;

* Embung Ciramagirang;

* Embung Balongsari dan Cimanggu;

* Embung Hegarmanah;

* Embung Cipanas;

* Embung Ciraksa;

* Embung Citemen;

* Embung Cimanggu dan Balongsari;
* Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
* Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan

* Rencanapembangunan dan pengembangan
potensi embung lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

€] perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal
meliputi:

1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul; dan
2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.

f) perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka
Hijau perkotaan; dan

3) Pengadaan lahan TPU.
g) perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami
Lainnya meliputi:

e Situ Babakan;
e Situ Hegarmanah;

e Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ
Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

e Situ Cikabuyutan;
e Situ Cikuda;

Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk:

e Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
¢ Situ Cicalobak;

e Situ Rancatutut; dan

e Situ Cisepat.

h) perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:




1)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa
meliputi:

Rawa Hideung I, Rawa Patat, dan Rawa Herang;

Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede II,
Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa
Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ
Ngebul;

Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang,
Rawa Gede 1I, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa
Citawak /Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;

Rawa Gede I, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanah;,

Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ
Cimaskara, Situ Cibinong;

Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Ciburial;
Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;

Situ Babakan;

Situ Hegarmanah;

Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ
lLegokhandap, dan Situ pasir Gobang;

Situ Cikabuyutan;
Situ Cikuda;

Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
Situ Cicalobak;

Situ Rancatutut; dan

Situ Cisepat.

4. perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:

a) perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:

b)

d)

1)

penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.

perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:

1)
2)

3)
4)

3)
6)
7)

Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung
Gede Pangrango (TNGGP),

Pengembangan potensi Taman Kea nekaragaman Hayati
(Taman Kehati);

Identifikasi potensi kawasan konservasi,

Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam
pendidikan,;

Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
Rehabilitasi lahan kritis; dan
Pengendalian pemanfaatan ruang.

perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:
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1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan

2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ  Taman
Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.

e) perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1) Penetapan Cagar Budaya;

2) Perlindungan Cagar Budaya berupa  Perlindungan
dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Megalitikum Gunung
Padang;

3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang
meliputi:

e Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung
padang; dan
¢ Pemanfaatan Cagar Budaya.

4] Revitalisasi Cagar Budaya lainnya seperti benda, situs,
bangunan dan struktur,

c. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat (PHBM),

3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga
Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

5) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang
pilih;

6) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan;

7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan
penyusunan rencana strategis penanganan lahan
kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif
untuk pengelolaan kawasan hutan produksi;
10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi

Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam
Kawasan Hutan Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan
produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan
yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;
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14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan
16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan hutan produksi.
b} perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2) pengembangan model kerja sama Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat (PHBM);

3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga
Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

5) pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang
pilih;

6) pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan;

7) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan
penyusunan rencana strategis penanganan lahan
kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif
untuk pengelolaan kawasan hutan produksi:

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi
Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam
Kawasan Hutan Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan
produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan
yang terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan
16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan hutan produksi.
2. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
a) perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
1) Pengembangan Prasarana Pertanian:

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
Pendukung Pertanian lainnya;
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3) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan
beririgasi teknis;

4) penetapan lahan pertanian tanaman pangan
pangan berkelanjutan;

9) pengembangan kawasan agropolitan;

6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;

7) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan
kondisi tanah dan perubahan iklim;

8) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air
yang mampu menjamin ketersediaan air;

9) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan
kondisi tanah dan perubahan iklim;

10) pengembangan jaringan prasarana sumber dava air
yang mampu menjamin ketersediaan air;

11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan
lahan yang lestari;

12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;

13) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi
khusus;

14) pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus
Pandan Wangi;

15) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan
beririgasi teknis;

16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;

17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan
vang terjadi akibat pengambilan sumber daya
tanaman pangan;

19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan
nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan tanaman pangan.

perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:

1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya
hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan
lestari;

2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa
hortikultura;

3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan
kemakmuran rakyat;
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4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas
hortikultura;

5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan
berbasis tanaman hortikultura;

6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura
berkelanjutan;

7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana,
Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten;

9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan
vang terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman
pangan;

11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan
nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan hortikultura.

perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub
sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir
perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan
ekonomi wilayah;

3) Peningkatan Nilai Ekspor;

4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah
sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;

6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis
Koorporasi;

7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung
kegiatan perkebunan;

8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk
menunjang dan mengembangkan hasil perkebunan;

9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil
perkebunan;

10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
11) Pengembangan komoditas eksport;

12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan
berkelanjutan;

13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;




112

14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan
vang terjadi akibat pengambilan sumber daya
tanaman pangan;

15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan
nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan perkebunan.

d) perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:

1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;
Peternakan Sapi Potong;

Peternakan Sapi Perah;

Peternakan [Itik;

Peternakan Ayam Ras;

Peternakan Kerbau;

Peternakan Kambing; dan

Peternakan Domba.

2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan
prasarana peruntukan peternakan meliputi:

e Pengembangan pasar hewan;

¢ Pengembangan rumah potong hewan

¢ Rumah potong unggas, dan

e Balai pengembangan ternak ruminansia.

3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan
yang terjadi akibat pengambilan sumber daya
peternakan;

4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan
nilai manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau,
dan

5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi
pada kawasan peternakan.

3. perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:

a) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

1)

2)

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa Identifikasi dan
inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak,
meliputi:

¢ Budi daya kolam air tawar; dan

¢ Budi daya kolam air payau /tambak.

Membangun dan mengembangkan infrastruktur
pendukung, meliputi :
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e Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) Cikakap, Kecamatan
Agrabinta dan PPl Jayanti, Kecamatan Cidaun;

e Pusat benih ikan;
e Balai benih ikan (BBI); dan
e Unit pembenihan rakyat.
3) pengembangan perikanan tangkap;

4) pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau
jumlah tangkapan yang diperbolehkan;

5) penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang
diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-
undangan;

6) program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin
ikan-ikan tertentu;
7) program menangkap ikan ukuran layak tangkap,;

8) identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya
vang layak;

9) mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk
dikembangkan;

10) pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;

11) budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;

12) pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;

13) melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;

14) budi daya kolam air payau/tambak;

15) pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan
Waduk Cirata;

16) pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk
Cisokan;

17) pelibatan partisipasi stakeholder dalam

melestarikan lingkungan perairan laut;

18) pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil
penelitian dan pengembangan bidang perikanan;

19) Zona tunda kawasan perikanan;

20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai

ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;

21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan
22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan perikanan budidaya.
4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:

a) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan

Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang
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berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut;

b) pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara
lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala
kecil;

c) peningkatan penerapan penambangan  yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

d) peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks
pertambangan;

e) peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
f) evaluasi perizinan kawasan pertambangan;

g) pemetaan kawasan potensial pertambangan;

h) rehabilitasi pasca tambang;

i) Identifikasi potensi tambang;

j) Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan
pertambangan,;

k) Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;

1] Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi
kawasan pertambangan masyarakat;

m) Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;

n) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumber daya Pertambangan,

o) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

p) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan pertambangan dan energi.

5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
a) Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
b) Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
c) Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap
jenis industri yang dikembangkan;

d) Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan
kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair yang
dihasilkan;

e) Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air
permukaan pada kawasan peruntukan industri;

f) Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan
industri;

g) Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan
industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem
transportasi umum vang dapat disediakan oleh perusahaan dan
terminal untuk angkutan barang;

h) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
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i) Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :

1) Perlu dilengkapi dengan early warning system;

2) Penyediaan sistem hidran;

3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkankesiapan
masyarakat terhadap bencana; dan

4) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.

i) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan peruntukan industri.

6. Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
a) Penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata;
b} Pengembangan infrastruktur pendukung;
c) Peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata,
d) Peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah;
e) Pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui :

1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang
berkaitan dengan sumberdaya geologi;

2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi
potensi sumberdaya geologi;

4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan
penguatan  kelembagaan yang  berkaitan dengan
permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
geologi;

5) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu
kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep
geopark;

6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan
penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi
kawasan geopark;

7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan
berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta
penanggulangan kebencanaan;

8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan
antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage),
KeanekaragamanHayati (Biodiversity), dan
Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan

9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.

f) Pengembangan desa wisata;
g) Pembangunan pusat budaya;
h) Pembangunan Gedung Creative Center;

i) Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan
destinasi pariwisata;
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Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten;

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan
pariwisata,

penyadaran publik di bidang kepariwisataan;

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat, dan Masyarakat Adat;

Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah;

Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata,
Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;

Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten
Cianjur;

Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi;
Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan pariwisata; dan

penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan
masyarakat.

Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:

a)

Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
1) Program Kawasan Permukiman meliputi:

e Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk
permukiman komersial, dan permukiman swadaya
dengan seimbang;

¢ Pengembangan permukiman perkotaan yang
memperhatikan prinsip konservasi; dan

¢ Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk
permukiman vertikal.

2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare
meliputi:

e Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
¢ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di
perumahan;

4) Penyediaan tanah wuntuk perumahan dan kawasan
permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten;

5) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;

6) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program Kabupaten;
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7) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana
gempa;

8) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

9) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Perkotaan privat dan publik;

10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;

11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur
ulang air;

12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase
yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir
(saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;

13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden;
14) Mitigasi bencana meliputi:

e Perlu dilengkapi dengan early warning system;

¢ Penyediaan sistem hidran;

e Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan
masyarakat terhadap bencana;

e Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan

e Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan
rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB).

15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
e Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;,

e Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir,
gempa bumi, dan tsunami; dan

e Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada
kawasan rawan bencana.

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan permukiman.
Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare
meliputi:

e Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
e Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di
perumahan;

3) Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan
permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten;

4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;
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5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program Kabupaten;

6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana;

7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Perkotaan privat dan publik;

9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;

10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur
ulang air;

11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase

yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir
(saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;

12) Mitigasi bencana meliputi:
e Perlu dilengkapi dengan early warning system;
e Penyediaan sistem hidran;

e Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkan Kkesiapan
masyarakat terhadap bencana;

e Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan

e Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan
rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB).

13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;

*« Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir,
gempa bumi, dan tsunami; dan

= Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada
kawasan rawan bencana.

14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan permukiman.

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
a) Penataan instalasi dan aset militer meliputi:

1) Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di
Kecamatan Cianjur;

2) Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
3) Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:

« Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di
Kecamatan Cidaun;

* Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di
Kecamatan Sindangbarang;

+ Komando Rayon Militer (Koramil) Agrabinta di
Kecamatan Agrabinta;
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Komando Rayon Militer (Koramil)
Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
Komando Rayon Militer (Koramil)

Sukanagara  di Kecamatan Sukanagara,

Komando Rayon Militer (Koramil) Takokak di
Kecamatan Takokak;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Campaka di Kecamatan Campaka;

Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di
Kecamatan Cibeber;

Komando Rayon Militer (Koramil)] Warungkondang
di Kecamatan Warungkondang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
Komando Ravon Militer (Koramil) Cianjur di
Kecamatan Cianjur;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Ciranjang di Kecamatan Ciranjang,

Komando Rayon Militer (Koramil)
Cugenangdi Kecamatan Cugenang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;

Komando Rayvon Militer (Koramil) Mande di
Kecamatan Mande;

Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan
Pacet; dan

Komando Rayon Militer (Koramil)
Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon.

Kepolisian Sektor (Polsek) meliputi:

Kepolisian Sektor (Polsek] Cidaun di Kecamatan
Cidaun;

Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di

Kecamatan Sindangbarang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabintadi

Kecamatan Agrabinta;

Kepolisian Sektor (Polsek) Naringguldi

Kecamatan Naringgul;

Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di
Kecamatan Cibinong;

Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan

Tanggeung;

Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan

Kadupandak;

Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelarandi
Kecamatan Pagelaran.
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Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan
Sukanagara;

Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak di Kecamatan
Takokak;

Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di Kecamatan
Campaka,

Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di Kecamatan
Cibeber;

Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang di
Kecamatan Warungkondang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di
Kecamatan Bojongpicung;

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di Kecamatan
Sukaluyu;

Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di Kecamatan
Cianjur;

Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjangdi
Kecamatan Ciranjang;

Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di
Kecamatan Karangtengah;

Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan
Mande;

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan
Sukaresmi;

Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet;
dan

Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di
Kecamatan Cikalongkulon.

pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar
kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan
yang ada,;

pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan

pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.

(5) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
1. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Penataan kawasan pesisir pantai selatan;
4. Arahan pengembangan meliputi:

a) Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan
untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;
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b) Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor
unggulan tanaman pangan;

c) Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi Pandanwangi;
d) Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata;

e] Penataan dan pengembangan kawasan dengan
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

f) Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur; dan

g) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

b. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul — Cidaun;
2. Arahan pengembangan meliputi:
a) Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

b) Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan
peraturan yang ketat;

c) Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan
dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan;
dan

a) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

Pasal 46

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040- 2044
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

b. Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan

¢. Perwujudan KSK.
(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

1. Perwujudan PKW meliputi:
a) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan;

b) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan,
pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);

¢) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
d) Pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan

e} Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau: Strategi Penyediaan
Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui
pengadaan lahan;
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2) Pengembangan  koridor ruanghijau kota yang
menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya
bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang
Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat
dalam penyediaan, pembangunan, perluasan, dan
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah
sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum
termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah
satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif
penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian
pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan
khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau
Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata

Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan
ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau
secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai
keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik;
dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan
Privat sebesar 10%.

2. Perwujudan PKL meliputi:

a)

b)

Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar,
menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan
pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah dan vokasi;
dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.

Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;

2) Pembangunan Rumah Sakit Khusus; dan

3) Pembangunan Puskesmas Poned.
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c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan
budaya:

1) Terminal agribisnis;
2) Pasar;
3) Jasa keuangan,
4) IPAL industri komunal;
5) Masjid,;
6) Lapangan olahraga/ruang publik; dan
7) Tempat atraksi budaya.
d) Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
1) Drainase;
2) Jalan Lingkungan;
3) Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
4) SPAM Ibu Kota Kecamatan; dan
5) SPAL Domestik komunal.
e) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:

1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke Kecamatan sekitarnya;
2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
3) sarana angkutan umum.

f) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

g) Percepatan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang;

h) Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau:

1) Pembangunan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui
pengadaan lahan;

2) Pengembangan koridor ruanghijau kota yang
menghubungkan antar Ruang Terbuka Hijau;

3) Akuisisi Ruang Terbuka Hijau privat dan menjadikannya
bagian Ruang Terbuka Hijau publik;

4) Penghijauan bangunan (green roof/green wall);

5) Serah terima Ruang Terbuka Hijau Privat menjadi Ruang
Terbuka Hijau Publik;

6) Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

7) Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat
dalam  penyediaan, pembangunan, perluasan, dan
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik;

8) Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah
sebagai alternatif penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;

9) Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial vang belum
termanfaatkan maupun lahan aset milik pemerintah salah
satunya kawasan sempadan sungai sebagai alternatif
penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik;
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10) Mempertegas arahan kebijakan terkait pcnger:ldalian
pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi laha.n
khususnya peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau
Publik;

11) Mengadopsi konsep Green City ke dalam Rencana Detail Tata
Ruang maupun ke dalam arahan kebijakan terkait penataan

ruang lainnya;

12) Melakukan kajian mengenai alternatif penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Publik dengan konsep Ruang Terbuka Hijau
secara vertikal untuk mengatasi permasalahan mengenai
keterbatasan lahan publik;

13) Melakukan Kajian Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik; dan

14) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan
Privat sebesar 10%.

i) Pembangunan Alun-alun;

j) Pembangunan RSUD Ciranjang;

k) Pengadaan lahan rumah singgah;

1) Pembangunan rumah singgah; dan

m) Pembangunan Gedung Perkantoran Sindangbarang.
3. Perwujudan PPK meliputi:

a) Penataan sarana perdagangan yaitu penataan sarana
perdagangan skala kawasan /kota serta pertokoan modern; dan

b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:

1) Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang paud, dasar,
menengah dan vokasi;

2) Pembangunan ruang kelas dan sarana penunjangan
pendidikan untuk jenjang paud, dasar, menengah, dan vokasi;
dan

3) Revitalisasi bangunan sekolah.
b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
a) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional meliputi:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan,;

2) Pelebaran jalan menuju standar dan penambahan lajur

3) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Penyediaan
Perlengkapan Jalan Arteri Primer, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Primer dan Perlengkapan
Jalan Arteri Primer;

4) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan;

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Sekunder, Penyediaan
Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan
Perlengkapan Jalan Arteri Sekunder; dan




6)
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Pembangunan Jalan Tol:

« [Feasibility Study Trase Pelabuhanratu - Cidaun;

+ Penentuan lokasi Trase Pelabuhanratu - Cidaun;

* Detail Engineering Design Trase Pelabuhanratu-
Cidaun;

+ Pembebasan lahan Trase Pelabuhanratu — Cidaun; dan

« Pembangunan lahan Trase Pelabuhanratu — Cidaun.

Pembangunan Jalan Tol :

+ Feasibility Study Trase Cidaun - Cikalong;

* Penentuan lokasi Trase Cidaun - Cikalong;

* Detail Engineering Design Trase Cidaun - Cikalong;

» Pembebasan lahan Trase Pelabuhan Cidaun - Cikalong;
dan

* Pembangunan lahan Trase Pelabuhan Cidaun -
Cikalong.

b) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:

1)

2)

3)

4)

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (1), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (1), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (1);

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (2), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (2), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (2) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (2);

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (3), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (3), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (3] dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Primer (3); dan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4), Penyediaan
Perlengkapan Kolektor Primer (4), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Primer (4) dan
Perlengkapan Jalan Kolektor PrimeKolektor Primer (4).

Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:

1)

2)

3)

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Sekunder, Penyediaan
Perlengkapan  Kolektor  Sekunder, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kolektor Sekunder dan
Perlengkapan Jalan Kolektor Sekunder;

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (1), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (1), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (1), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (1), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (1);

Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (2), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (2), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (2), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (2);
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4) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (3), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (3), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (3}, Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (3), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3);

5) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (4), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (4), Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer (4), Perlengkapan
Jalan Lokal Primer (4), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (4);

6) Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (5), Penyediaan
Perlengkapan Lokal Primer (5), Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Lokal Primer (5), Perlengkapan Jalan Lokal
Primer (5), dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (5);

7) Pembangunan jalan Arteri Primer;
8) Pembangunan jalan Kolektor Primer;
9) Pembangunan jalan Lokal Primer;
10) rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan:
* Kajian Kelayakan Pembangunan Jalan;
* Detail Engineering Design Pembangunan Jalan: dan
* Pembebasan Lahan.
11) Pembangunan Jalan Arteri Primer Lingkar Barat :
* Feasibility Study Trase Lingkar Barat;
* Penentuan lokasi Trase Lingkar Barat;
* Detail Engineering Design Trase Lingkar Barat;
* Pembebasan lahan Trase Lingkar Barat:
* Pembangunan lahan Trase Lingkar Barat; dan

* Pengusulan status Jalan menjadi arteri
primer  dan kewenangannya menjadi jalan nasional.

12) Pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan:
13) Penyusunan kajian sistem jaringan transportasi;

14) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

15) Penyusunan Masterplan Transportasi;

16) Pembangunan jaringan drainase, kolam retensi, dan sumur
resapan untuk menampung limpasan air pada jalur
transportasi;

17) Pembangunan rencana jaringan jalan yang terintegrasi dengan
pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan:

18) Integrasi pengembangan jalur angkutan umum bis perkotaan
dan regional; dan

19) Pemasangan rambu-rambu peringatan di sepanjang jalur yang
berpotensi terjadi bencana.

Pengembangan terminal penumpang meliputi:

1) Kajian Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi
Terminal Penumpang Tipe B Pasirhayam;
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2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C pada pusat- pusat
kegiatan;

3) Pengembangan Terminal Penumpang tipe C;

4) pembangunan Terminal Penumpang tipe C yang
memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di daerah

bencana;
5) Penyediaan RTH dan greenbelt di sekitar
Terminal Penumpang tipe C;
6) Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang tipe C
meliputi:

« Sistem drainase;

« Ketersediaan air bersih;
« Sistem persampahan;

* Penyediaan hidran; dan
* Ruang Terbuka Hijau.

e) Pengembangan Jembatan Timbang meliputi:

1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan;
2) Pengembangan Jembatan Timbang Rawabango; dan
3) Pembangunan Jembatan Timbang Haurwangi.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g
h)

i)

Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api, revitalisasi dan reaktivasi
jalur kereta api,

Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota,

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasionalisasi
dan Keselamatan Perkeretaapian (Prasarana Sarana Kuning,
Operasionalisasi Hijau /Persinyalan);

Peningkatan pelayanan kereta api lintas kota;
Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi;

Penetapan Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api
Kabupaten;

Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api;
Penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api; dan

Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi
dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri
atas:

a)
b)

c)
d)

Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal dalam
Daerah Kabupaten;

Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Danau kelas II;

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau memperhatikan risiko
bencana banjir dan tsunami;
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Perencanaan terhadap perubahan tata air sungai;

Pembangunan sistem jaringan prasarana yang memadai dan
terintegrasi; dan

Penyediaan alat keselamatan.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut terdiri atas:

a)
b)
c)
d)
e

f)
g

h)

i)
k)
)

Penelitian atau Pengkajian Pengembangan Pelabuhan;
Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin;

Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeliharaan Kapal;
Pembangunan Tempat Uji Coba Kapal (Percobaan Berlayar);
Pembangunan Galangan Kapal Perikanan;

Penerbitan izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) di dalam Pelabuhan;

Pembangunan /Pengembangan Terminal Khusus yang
memperhatikan mitigasi bencana serta tidak berada di Daerah
bencana,

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar terminal
khusus;

Penyediaan sarana pendukung meliputi:
« Sistem drainase;

» Ketersediaan air bersih;

* Sistem persampahan;

* Penyediaan hidran; dan

* Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional,

Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lokal; dan
Pengembangan Pangkalan Pendaratan lkan.

d. Perwujudan Sistem Jaringan Energi terdin atas:

1.

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur
Ketenagalistrikan terdiri dari:

a) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA);

b) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS);

¢) Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi (PLTP);

d) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH); dan

e) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik Antar Sistem meliputi:

a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi:



1)
2)

3)

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling -
Cibinong 7 (1);

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saguling -
Cibinong 7 (2); dan

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) Tasikmalaya - Depok (1).

b) Pembangunan dan Pengembangan SUTT meliputi:

|

6.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggeung -

Cianjur;

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cigereleng - Cianjur
(1);

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Lembursitu-

Cianjur;

Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT)
Tanggeung - Jampang Kulon - Cianjur;

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur—

Padalarang; dan

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cianjur - Bogor Baru.

3. Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik meliputi:
a) GI Tanggeung berada di Kecamatan Tanggeung;

b) GI Cianjur berada di Kecamatan Cugenang; dan
c¢) GI Sukaluyu berada di Kecamatan Sukaluyu.
d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
a) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi
Berbasis Digital;

b) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi
Jaringan Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah
Daerah;

c¢) Pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan
area blankspot;

d) Pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi
bersama antar berbagai operator telepon seluler;

e) Pengaturan menara telekomunikasi bersama;

f) Pengembangan jaringan cyber province;

g) Pengembangan prasarana teknologi informasi Kawasan
Perkotaan dan pedesaan;

h) Pembangunan desa digital;

i) Pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem
prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran
serat optik; dan
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Pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan
pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam
waktu pelaksanaan pembangunan.

2. Perwujudan Jaringan Bergerak meliputi:

a)

b)

d)

e,

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi
Berbasis Digital;

Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi Jaringan
Intra Pemerintahan dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui
Pengaturan Lokasi dan Ketentuan Teknis Layanan Jaringan
Nirkabel; dan

Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama.
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

a)

b)
c)

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah
Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat;

Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;

Operasi/Pemeliharaan dan Rehabilitasi DI kewenangan Provinsi
Jawa Barat (1000-3000 ) Ha meliputi:

3) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Primer; dan

4) Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sekunder.
Pembangunan jaringan irigasi baru;

Pembangunan Irigasi Air Tanah Baru (Konjuksi IKK);
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan:
Modernisasi Irigasi Seluruh DI;

Peningkatan Jaringan Irigasi;

Penerapan Metode Sistem of Rice Intensification (SRI);

Diversifikasi Irigasi Sebagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk air
Bersih dan Kebutuhan Lainnya;

Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol;

Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasiDI Jayva
Harapan /Cisiluman /Ciburial;

Rehabilitasi Daerah Irigasi perdesaan; dan

Rencana peningkatan irigasiperdesaan menjadi irigasi
kabupaten.

. Perwujudan Cekungan Air Tanah meliputi:

a)

b)

Pelestarian Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
1) CAT Cibuni; dan
2) CAT Cianjur.

Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata
Air berupa Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Mata
Air;
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¢) Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagai
Sumber Air Baku Alternatif;, dan

d) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan
individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali
dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber
air permukaan lainnya.

. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:
a) Pembangunan bangunan pengendali banjir, meliputi :
1) Pembangunan bendungan;

2) Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan cek
DAM (penangkap sedimen);

3) Bangunan pengurang kemiringan sungai,
4) Retarding basin; dan
5) Pembuatan polder.
d) Pembangunan Tanggul Sungai;
e) Perbaikan dan pengaturan sungai :
1) River improvement (perbaikan/peningkatan sungai);
2) Tanggul;
3) Sodetan (by pass/short-cut);
4) Floodway; dan
5) Sistem drainase khusus.
. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
a) Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharaan Situ;
b) Penataan dan Revitalisasi Situ;
¢) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
d) Pembangunan Embung;
e} Pembangunan Bendungan;

fl Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfaatan Waduk
Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi, Energi, Pengendali Banjir,
Sumber Air baku, dan Pariwisata,

g) Pengembangan Bendungan sebagai sumber air untuk irigasi,
energi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata;

h) Peningkatan jaringan sumber daya air;
i) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air;

J) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan green belt di sekitar
Bangunan Sumber Daya Air dan PLTA;

k] Menyusun SOP Mitigasi bencana pada area PLTA;
1) Pengembangan jaringan pengendalian banjir;

m) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten;

n) Pemeliharaan Sungai;
o) Konservasi Sumberdaya Air;
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Pengendalian Daya Rusak Air;
Pelestarian Sumberdaya Air Secara Vegetatif;

Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil
untuk setiap sektor kegiatan ekonomi;

Pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) Cisadea — Cibareno; dan

Penyusunan kajian sosial dalam pembangunan infrastruktur DAS
Cisokan.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:

. Perwujudan SPAM meliputi:

a)
b)
c)
d)

e)

h)

J)
k)
1)

m)

Pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan SPAM IKK;
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi;
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;

Pembangunan dan pengembangan SPAM IKK;

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan
sumber dari mata air, air tanah dangkal, air tanah dalam/artesis,
atau sumber air permukaan yang terlindungi;

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (bjp) dan
individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali
dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air, atau sumber
air permukaan yang terlindungi,

Sistem penyediaan air minum yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat atau bantuan
pihak swasta;

Pemanfaatan sumber penyediaan air minum berupa air tanah
dangkal, air tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air
permukaan lainnya dilakukan secara lestari dan terkendali;

Pengembangan sistemn penyediaan air minum berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya
masyarakat atau bantuan pihak swasta;

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
Kajian Embung/Danau sebagai sumber air Baku;

Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat
jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya alam yang diambil
untuk setiap sektor kegiatan ekonomi.

Perwujudan SPAL meliputi:

a)

b)

Sistem pembuangan air limbah pada kawasan peternakan,
pertambangan, dan peruntukan industri, disesuaikan dengan
peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman;

Sistem septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan
perumahan dan permukiman; dan
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rencana sistem jaringan air limbah lainnya sesuai dengan kajian
master plan Perangkat Daerah teknis terkait urusan dimaksud.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:

a)

b)

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
1) Pembangunan TPA; dan
2) Pembangunan TPST pada kawasan permukiman.

Penataan dan pengelolaan persampahan pasca operasional Pasir
Sembung.

4. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

a)

5. perwujudan Sistem Drainase meliputi:

a)
b)
c)
d)
€
f)
g

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:

a. Perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:

1.

Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
1) Kawasan rawan tanah longsor;

2) Kawasan rawan letusan gunung api;

3) Kawasan rawan tsunami;

4) Kawasan rawan banjir;

5) Kawasan rawan banjir bandang;

6) Kawasan rawan cuaca ekstrim;

7) Kawasan rawan gempa bumi;

8) Kawasan rawan kekeringan; dan

9) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

Pemetaan Risiko Bencana membangun dan memperkuat sistem
peringatan dini;

Meningkatkan program desa tangguh bencana,
Pemasangan rambu titik evakuasi;

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten;
Penyusunan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana);
Kajian Jalur Evakuasi dan Titik Evakuasi Bencana;
Penyusunan Rencana Induk Kebakaran; dan

1) Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam.

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;

Perbaikan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;

Pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan

Perbaikan dan pengembangan jaringan drainase Sungai utama.

Perwujudan Badan Air meliputi:
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a) Operasi dan Pemeliharaan Sungai yaitu Pemeliharaan Badan
Air;

b) Operasi dan Pemeliharaan Danau/Situ meliputi:
1) Situ Babakan,
2) Situ Hegarmanah,

3) Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap,
dan Situ pasir Gobang;

4) Situ Cikabuyutan;
5) Situ Cikuda;

6) Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

7) Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
8) Situ Cicalobak;

9) Situ Rancatutut; dan

10) Situ Cisepat.

2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya yaitu Kawasan Hutan Lindung meliputi:

a) Rehabilitasi lahan kritis;

b) Pengembangan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagai Kawasan Pariwisata dan hutan;

c) Pengembangan rest area;

d) Perubahan fungsi kawasan budidaya yang memiliki kesesuaian
aspek fisik menjadi kawasan fungsi lindung;

e) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung
terhadap persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sudah
diterbitkan;

f) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
kawasan lindung;

g) Penerapan Clean Development Mechanism/ CDM) & Tanggung
Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social
Responsibility/CSR) dalam pengelolaan kawasan lindung;

h) Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan;

i) Rekayasa teknis dalam Pemanfaatan Ruang untuk memperluas
penyerapan air tanah; dan

j) Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung.
3. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a) Perwujudan sempadan pantai meliputi pemeliharaan dan
perlindungan sempadan pantai pada kecamatan yang
berbatasan dengan Samudera Hindia.

b) Perwujudan sempadan sungai meliputi operasi dan
Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing Sungai.

c¢) Perwujudan kawasan sekitar danau/waduk meliputi:
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1) Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung
Air Alami Lainnya;
2) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cirata;
3) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cisokan; dan
4) Pemeliharaan dan perlindungan Waduk Cilaki.
d) Perwujudan kawasan sekitar embung meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air
lainnya:

* Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan
Embung Cimala;

* Embung Koleberes dan Rawatangkil;

* Embung Cangkudu di kecamatan Sukaresmi
dan Taman Bunga Nusantara;

* Embung Sukatani;
* Embung Sindangjaya;

* Embung Ciramagirang;

* Embung Balongsari dan Cimanggu;

* Embung Hegarmanah;

* Embung Cipanas;

* Embung Ciraksa;

* Embung Citemen;

* Embung Cimanggu dan Balongsari;

* Embung Cikajar dan Embung Cirobi;
* Embung Sukajadi dan Hanjawar; dan

* Rencana pembangunan  dan pengembangan
potensi embung lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan potensi embung lainnya.

e) Perwujudan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal
meliputi:

1) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Dalem Cikundul:
dan
2) Pemeliharaan dan perlindungan Makam Gunung Jati.
f) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
1} Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

2) Pemeliharaan dan perlindungan kawasan Ruang Terbuka
Hijau perkotaan; dan

3) Pengadaan lahan TPU.
gl Perwujudan kawasan sekitar Situ meliputi:

1) Operasi dan Pemeliharaan Situ dan Penampung Air Alami
Lainnya meliputi:

e Situ Babakan;
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e Situ Hegarmanah,

e Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ
Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

e Situ Cikabuyutan;
e Situ Cikuda;

e Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

e Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
e Situ Cicalobak;
. Situ Rancatutut; dan

e  Situ Cisepat.

Perwujudan kawasan sekitar rawa meliputi:

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Rawa
meliputi:

Rawa Hideung |, Rawa Patat, dan Rawa Herang;

Rawa Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede I,
Rawa Kalong, Rawa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa
Kole, Rawa Caplak, Situ Galuga, Situ Ciateul/Citawak, Situ
Ngebul;

Rawa Leuwisoro/Citambur, Rawa Getok, Rawa Tamiang,
Rawa Gede Il, Rawa Balok/Rawa Bala, Rawa
Citawak/Ciateul, Rawa Gombong, Rawa Kubang;

Rawa Gede |, Rawa Tande, Rawa Picung, Situ Sukamanabh;

Rawa Hideung II, Rawa Talaga, Rawa Kubang, Situ
Cimaskara, Situ Cibinong;

Rawa Tangkil, Rawa Picung dan Rawa Cibunial;

Rawa Bereum dan Sawah Tamiang;

Situ Babakan;

Situ Hegarmanah;

Situ Cigondok, Situ Cimalati, Situ Hiang, Situ

Legokhandap, dan Situ pasir Gobang;

-

Situ Cikabuyutan;
Situ Cikuda;

Situ Ciasmay, Situ Petak, Cimapag Girang, Sukamenak,
Langkob, Neglasari, Legok Empang dan Baru Suuk;

Talaga Ciukur dan Talaga Cipingku;
Situ Cicalobak;
Situ Rancatutut; dan
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« Situ Cisepat.

4. Perwujudan Kawasan Konservasi meliputi:

a) Perwujudan Kawasan Cagar Alam meliputi:
1) penataan dan pemeliharaan kawasan cagar alam.

b) Perwujudan Kawasan Taman Nasional meliputi:

1) Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Gunung Gede

Pangrango (TNGGP);

2) Pengembangan potensi Taman Kea nekaragaman Hayati

(Taman Kehati);
3) Identifikasi potensi kawasan konservasi;

4) Penelitian, pengembang dan/atau Cagar Alam pendidikan;

5) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung;
6) Rehabilitasi lahan kritis; dan
7) Pengendalian pemanfaatan ruang.
¢) Perwujudan Taman Wisata Alam meliputi:
1) Penataan dan pemeliharaan Taman Wisata Alam; dan

2) Perlindungan plasma nutfah eks-situ
Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas.

d) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
1) Penetapan Cagar Budaya,
2) Perlindungan Cagar Budaya berupa

Perlindungan dan  Pemanfaatan Cagar  Budaya,

Megalitikum Gunung Padang;

3) Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang

meliputi:

e Perlindungan fungsi Kawasan Cagar Budaya gunung

padang; dan
o Pemanfaatan Cagar Budaya.

4) Revitalisasi Cagar Budava lainnya seperti benda, situs,

bangunan dan struktur.

b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi terdiri atas:
a) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
1) Pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2) pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat (PHBM);

3) pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga

Masyakarat Desa Hutan (LMDH);
4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;

5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang

pilih;
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6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan;

7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan
penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk
pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan
Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan
Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan
produksi

12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan hutan produksi.

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
1) pengembangan budi daya kayu ekonomis;

2] Pengembangan modelkerja sama Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat (PHBM);

3) Pengembangan model desa konservasi melalui Lembaga
Masyakarat Desa Hutan (LMDH);

4) Pemanfaatan hasil hutan non-kayu;
5) Pengendalian pemanfaatan hasil hutan melalui tebang
pilih;

6) Pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan;

7) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
bidang kehutanan koordinasi, inventarisasi dan
penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;

8) Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;

9) Pengembangan perangkat Insentif dan Disinsentif untuk
pengelolaan kawasan hutan produksi;

10) Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan
Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan
Produksi;

11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan hutan
produksi
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12) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

13) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya hutan;

14) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

15) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan
16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan hutan produksi.
2. Perwujudan Kawasan Pertanian meliputi:
a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
1) Pengembangan Prasarana Pertanian;

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung
Pertanian lainnya;

3) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan
beririgasi teknis;

4) penetapan lahan pertanian tanaman pangan pangan
berkelanjutan;

5) pengembangan kawasan agropolitan;

6) pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;

7) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi
tanah dan perubahan iklim;

8) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang
mampu menjamin ketersediaan air;

9) peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi
tanah dan perubahan iklim;

10) pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang
mampu menjamin ketersediaan air;

11) peningkatan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan
vang lestari;

12) peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
13) pengelolaan tata niaga produksi untuk komoditi khusus;

14) pelestarian Kawasan Tanaman Pangan padi khusus
Pandan Wangi,

15) mempertahankan luas Kawasan Tanaman Pangan
beririgasi teknis;

16) Merubah sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi;

17) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

18) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan vang
terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;
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19) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

20) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

21) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan tanaman pangan.

perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:

1) Pengelolaan dan mengembangkan sumber daya
hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan
lestari;

2) Peningkatan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa
hortikultura;

3) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran
rakyat,;

4) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas
hortikultura;

5) Pengembangan inovasi teknologi konservasi lahan berbasis
tanaman hortikultura;

6) Penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura
berkelanjutan;

7) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana,
Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

8) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten;

9) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

10) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya tanaman pangan;

11) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

12) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan

13) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan hortikultura.

perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

1) Peningkatan pembangunan lintas sektor dan sub sektor
serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

2) Peningkatan keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan
vang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi wilayah;

3) Peningkatan Nilai Ekspor;

4) Peningkatan keberlanjutan ekosistem di Wilayah
sekitarnya terutama yang berfungsi lindung;

5) Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan;
6) Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Koorporasi;
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7) Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung
kegiatan perkebunan;

8) Pengembangan dan inovasi teknologi untuk menunjang
dan mengembangkan hasil perkebunan;

9) Pengendalian hama dan penyakit untuk menjaga hasil
perkebunan;

10) Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;
11) Pengembangan komoditas eksport;

12) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan
berkelanjutan;

13) Pengembangan Agroforestri dengan pihak swasta;

14) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumber daya tanaman pangan;

15) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau;

16) Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan lahan
kritis; dan
17) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan perkebunan.
perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:
1) Pengembangan Kawasan Peternakan meliputi;
e Peternakan Sapi Potong,
e Peternakan Sapi Perah;
e Peternakan Itk;
¢ Peternakan Ayam Ras;
e Peternakan Kerbau;
¢ Peternakan Kambing; dan
e Peternakan Domba.

2) Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana
peruntukan peternakan meliputi:

e Pengembangan pasar hewan;

¢ Pengembangan rumah potong hewan

¢ Rumah potong unggas; dan

e Balai pengembangan ternak ruminansia.

3) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dan kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumber daya peternakan;

4) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

5) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan peternakan.
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3. Perwujudan Kawasan Perikanan meliputi:
a) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa ldentifikasi dan
inventarisasi lokasi unggulan budidaya yang layak,
meliputi:

e Budi daya kolam air tawar; dan
¢ Budi daya kolam air payau/tambak.

2) Membangun dan mengembangkan infrastruktur
pendukung, meliputi :

e Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) Cikakap, Kecamatan
Agrabinta dan PPl Jayanti, Kecamatan Cidaun;

e Pusat benih ikan;
e Balai benih ikan (BBI); dan
e Unit pembenihan rakyat.
3) Pengembangan perikanan tangkap;

4) Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau
jumlah tangkapan yang diperbolehkan;

5) Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang
diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-
undangan;

6) Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin
ikan-ikan tertentu;

7) Program menangkap ikan ukuran layak tangkap;

8) Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi daya
yang layak;

9) Mapping lokasi budi daya unggulan yang layak untuk
dikembangkan;

10) Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung;

11) Budi daya kolam air deras dan kolam air tenang;

12) Pemanfaatan teknologi budi daya laut ramah lingkungan;
13) Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut;
14) Budi daya kolam air payau/tambak;

15) Pengendalian budi daya kolam jaring apung di Kawasan
Waduk Cirata;

16) Pengendalian budi daya perikanan di kawasan Waduk
Cisokan;

17) Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan
lingkungan perairan laut;

18) Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan
hasil penelitian dan pengembangan bidang perikanan;

19) Zona tunda kawasan perikanan;
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20) Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai
ekonomi dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang
terjadi akibat pengambilan sumberdaya Perikanan;

21) Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai
manfaat jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

22) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan perikanan budidaya.

4. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi:

a)

b)

o)

pl

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada
dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan
12 Mil Laut;

pengendalian pemanfaatan kawasan pertambangan secara
lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala
kecil;

peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;

peningkatan  penanggulangan  kerusakan lahan eks
pertambangan;

peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan:
evaluasi perizinan kawasan pertambangan;

pemetaan kawasan potensial pertambangan;

rehabilitasi pasca tambang;

Identifikasi potensi tambang;

Pengkajian dampak/kerusakan lingkungan kegiatan
pertambangan;

Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi:

Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi
kawasan pertambangan masyarakat:

Sosialisasi, pemberdayaan, dan pengembangan Masyarakat;

Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi
dari kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat
pengambilan sumber daya Pertambangan;

Mengurangkan nilai degradasi dan menambahkan nilai manfaat

Jasa lingkungan terhadap PDRB Hijau; dan

Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan pertambangan dan energi.

9. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

a)
b)
c)

Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT);
Kajian kelayakan pengembangan kawasan peruntukan industri;
Kajian potensi bahan baku lokal dan kesesuaiannya terhadap

Jenis industri yang dikembangkan;
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g

h)

i
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Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses perizinan
kegiatan industri berdasarkan beban cemar limbah cair vang
dihasilkan,

Pengembangan jaringan air bersih perpipaan dari sumber air
permukaan pada kawasan peruntukan industri;

Pengembangan jaringan energi untuk mendukung kegiatan
industri;

Pengembangan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan
industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, sistem
transportasi umum yang dapat disediakan oleh perusahaan dan
terminal untuk angkutan barang;

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

Mitigasi bencana pada Kawasan Peruntukan Industri :
9) Perlu dilengkapi dengan early warning system;

6) Penyediaan sistem hidran;

7) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkankesiapan
masyarakat terhadap bencana; dan

8) Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat.

Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan peruntukan industri.

Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:

a)
b)
c)
d)

e)

penataan dan optimalisasi fungsi objek wisata:

pengembangan infrastruktur pendukung;

peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata:

peningkatan pemasaran dan promosi potensi wisata Daerah:

pengembangan geopark di Kabupaten Cianjur melalui

1) Kajian dan Penelitian pengembangan teori dan konsep yang
berkaitan dengan sumberdaya geologi;

2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tindak tentang
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya geologi;

3) Melaksanakan kajian budaya dan pemetaan sosial di lokasi
potensi sumberdaya geologi;

4) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan
penguatan  kelembagaan yang  berkaitan dengan
permasalahan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
geologi;

9) Melaksanakan kajian geologi, biologi dan budaya suatu
kawasan untuk dapat dikembangkan melalui konsep
geopark;

6) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan
penguatan kelembagaan untuk mengembangkan menjadi
kawasan geopark;
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7) Melaksanakan kajian terkait kebencanaan geologi dan
berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko serta
penanggulangan kebencanaan,

8) Kajian inventarisasi, identifikasi dan analisis keterkaitan
antara sumber-sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage),
KeanekaragamanHayati (Biodiversity), dan
Keanekaragaman Budaya (Cultural Diversity); dan

9) Kajian Kelayakan Kawasan Geopark.

Pengembangan desa wisata;

Pembangunan pusat budaya;

Pembangunan Gedung Creative Center;

Pengembangan aksesibilitas menuju DTW dan destinasi
pariwisata;

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten;

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan
pariwisata;

penyadaran publik di bidang kepariwisataan;

m) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga

nj

o)
p)

Adat, dan Masyarakat Adat;

Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Pariwisata Daerah;

Penyusunan Kajian Kelayakan kawasan potensial pariwisata;
Gedung Serbaguna / Gedung Pertunjukan;

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten;

Penyusunan Kajian Kelayakan Potensi Pariwisata Kabupaten
Cianjur;

Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengembangan Promosi:
Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan pariwisata; dan

penyusunan dokumen potensi kearifan lokal/kearifan
masyarakat.

. Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi:

a

Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
1) Program Kawasan Permukiman meliputi:

® Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk
permukiman komersial, dan permukiman swadaya
dengan seimbang;

® Pengembangan permukiman perkotaan yang
memperhatikan prinsip konservasi: dan

¢ Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk
permukiman vertikal.
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4)

5)
6)
7)
8)

9)
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Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare
meliputi:

e Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan

e Perbaikan Rumah Tidak Layvak Huni.

Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di
perumahan;

Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan
permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman,

Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program Kabupaten;

Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana
gempa;

Penvediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Perkotaan privat dan publik;

10) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;
11) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur

ulang air;

12) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase

vang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir
(saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;

13) Pengembangan roof garden dan atau vertikal garden,
14) Mitigasi bencana meliputi:

e Perlu dilengkapi dengan early warning system;
® Penyediaan sistem hidran;

e Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan sehingga meningkatkan kesiapan
masyarakat terhadap bencana;

¢ Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat; dan

¢ Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan
rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB).

15) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:

¢ Dokumen strategi pengurangan risiko bencana;
e Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir,
gempa bumi, dan tsunami; dan

e Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada
kawasan rawan bencana.

16) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada

kawasan permukiman.
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b} Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) hektare meliputi:

e Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan
¢ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

2] Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di
perumahan;

3] Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan
permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik
Pemerintah Daerah Kabupaten;

4) Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;

5) Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena
relokasi program Kabupaten;

6) Penyediaan dan penyiapan lokasi relokasi korban bencana:

7) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian;

8) Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau Perkotaan privat dan publik;

9) Penyusunan Rencana Teknis Drainase Lingkungan;

10) Sistem pemanfaatan air hujan (SPAH) serta sistem daur ulang
air;

11) Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem drainase
yang terkoneksi dengan baik dengan pembuangan akhir
(saluran primer) dan pembangunan polder/kolam resistensi;

12) Mitigasi bencana meliputi:
® Perlu dilengkapi dengan early warning system;
* Penyediaan sistem hidran;

e Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus
disosialisasikan  sehingga meningkatkan kesiapan
masyarakat terhadap bencana;

® Penentuan titik aman kumpul keadaan darurat: dan

e Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan
rekomendasi bencana dan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB).

13) Program pengelolaan risiko bencana meliputi:
* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana:

* Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir,
gempa bumi, dan tsunami; dan

* Relokasidan/atau pembatasan permukiman pada
kawasan rawan bencana.

14) Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada
kawasan permukiman.

8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
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Penataan instalasi dan aset militer meliputi:

Komando Distrik Militer (Kodim) 608 Cianjur di Kecamatan
Cianjur;

Batalyon Infanteri Raider 300 di Kecamatan Cianjur;
Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:

a.

b.
c.

-

Komando Rayon Militer (Koramil) Cidaun di Kecamatan
Cidaun,;

Komando Rayon Militer (Koramil) Sindangbarang di
Kecamatan Sindangbarang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Sukanagaradi Kecamatan Sukanagara;

Komando Ravon Militer (Koramil) Takokak di
Kecamatan Takokak;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Campaka di Kecamatan Campaka;

Komando Rayon Militer (Koramil) Cibeber di Kecamatan
Cibeber;

Komando Rayon Militer (Koramil)] Warungkondang
di Kecamatan Warungkondang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
Komando Rayon Militer (Koramil) Cianjur di Kecamatan
Cianjur;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Cugenang di Kecamatan Cugenang;

Komando Rayon Militer (Koramil)
Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
Komando Rayon Militer (Koramil) Mande di Kecamatan
Mande;

Komando Rayon Militer (Koramil) Pacet di Kecamatan
Pacet; dan

Komando Rayon Militer (Koramil)
Cikalongkulon  di Kecamatan Cikalongkulon.

Kepolisian Sektor (Polsek) mehputi:

Kepolisian Sektor (Polsek] Cidaun di Kecamatan
Cidaun:

Kepolisian Sektor (Polsek) Sindangbarang di Kecamatan
Sindangbarang;
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+ Kepolisian Sektor (Polsek) Agrabinta di
Kecamatan Agrabinta;

+ Kepolisian Sektor (Polsek) Naringgul di
Kecamatan Naringgul;

 Kepolisian Sektor (Polsek) Cibinong di
Kecamatan Cibinong;

+ Kepolisian Sektor (Polsek) Tanggeung di Kecamatan

Tanggeung;

+ Kepolisian Sektor (Polsek) Kadupandak di Kecamatan
Kadupandak;

*« Kepolisian Sektor (Polsek) Pagelaran di

Kecamatan Pagelaran.
* Kepolisian Sektor (Polsek) Sukanagara di Kecamatan
Sukanagara;

« Kepolisian Sektor (Polsek) Takokak  di
Kecamatan Takokak;

*» Kepolisian Sektor (Polsek) Campaka di
Kecamatan Campaka;

* Kepolisian Sektor (Polsek) Cibeber di
Kecamatan Cibeber;

* Kepolisian Sektor (Polsek) Warungkondang
di Kecamatan Warungkondang;

+ Kepolisian Sektor (Polsek) Bojongpicung di Kecamatan
Bojongpicung;

+« Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaluyu di
Kecamatan Sukaluyu;

« Kepolisian Sektor (Polsek) Cianjur di
Kecamatan Cianjur;

« Kepolisian Sektor (Polsek) Ciranjang di
Kecamatan Ciranjang;

» Kepolisian Sektor (Polsek) Karangtengah di Kecamatan
Karangtengah;

« Kepolisian Sektor (Polsek) Mande di Kecamatan Mande;

* Kepolisian Sektor (Polsek) Sukaresmi di Kecamatan

Sukaresmi;

* Kepolisian Sektor (Polsek) Pacet di Kecamatan Pacet;
dan

* Kepolisian Sektor (Polsek) Cikalongkulon di Kecamatan
Cikalongkulon.

Pengendalian peruntukan Pola Ruang Budi Daya di sekitar
kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

Pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang
ada;

Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; dan
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¢ meliputi:

150

Pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Kawasan Pertahanan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan;
Pengembangan kawasan agropolitan;

Penataan kawasan pesisir pantai selatan;

Arahan pengembangan meliputi:

ol I B e

a)
b)
c)

d)

g

Mempertahankan dan melindungi keberadaan lahan-lahan
untuk pengembangan tanaman padi Pandawangi;

Menjadikan Beras Pandanwangi sebagai sektor unggulan
tanaman pangan,

Meningkatkan teknologi budidaya tanaman padi
Pandanwangi;

Menata dan mengembangan kawasan sebagai Desa Wisata:
Penataan dan pengembangan kawasan dengan
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
Penataan Kawasan melalui pengembangan infrastruktur;
dan

Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
Ruang.

b. Perwujudan KSK Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

|

Penataan Kawasan Wisata Alam Naringgul - Cidaun;

2. Arahan pengembangan meliputi:
Mempertahankan keberadaan kawasan lindung;

Pengendalian pembangunan di sekitar kawasan dengan peraturan
vang ketat;

a)
b)

€)

d)

Penataan dan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan
dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan:
dan

Pengembangan infrastruktur pengh ubung ke kawasan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung Ruang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf ¢ dilakukan berdasarkan Indikasi Program

Utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi
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program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen
rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana
pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi
RTRW Daerah.

(3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu)
tahunan.

(4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya
Tata Ruang sesuai RTR.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

ketentuan umum zonasi,

penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
ketentuan insentif dan disinsentif; dan
arahan sanksi.

o TR

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1| Umum
Pasal 49

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) huruf a
terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan, diperbolehkan
dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap
kawasan peruntukan yang mencakup Ruang darat, udara, dan dalam
bumi;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan;
ketentuan sarana dan prasarana minimum; dan

d. ketentuan khusus.




b.
e,

d.

(4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

= 0o o0 o

™o o0 o

(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

6.

a. Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang terdiri atas:
1s
s 2

Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman;

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan
Transportasi;

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Energi;

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem

Jaringan Telekomunikasi;
3.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Sumber
Daya Air; dan

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Prasarana
lainnya.

b. Ketentuan umum zonasi Pola Ruang terdiri atas:
2
4

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Koefisien dasar bangunan maksimum;

Koefisien lantai bangunan maksimum:

Koefisien daerah hijau minimum; dan

Garis sempadan bangunan minimum.

Jaringan pejalan kaki;
Ruang Terbuka Hijau;

Ruang terbuka non hijau;
Utilitas perkotaan;
Prasarana lingkungan; dan
Prasarana pendukung.

(5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd terdiri atas:

Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

Ketentuan khusus kawasan resapan air;

Ketentuan khusus kawasan sempadan;

Ketentuan khusus kawasan karst;

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
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Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 50

(1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi untuk PKW:;

b. Ketentuan umum zonasi untuk PKL:

c. Ketentuan umum zonasi untuk PPK: dan

d. Ketentuan umum zonasi untuk PPL.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

) o
2.

5.

6.

diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan;

diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didu kung dengan
sarana dan prasarana untuk kegiatan sesuai dengan skala kegiatan
kabupaten dan antar wilayah;

diperbolehkan untuk Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi
perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
dilayaninya;

diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai
pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang

menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah
horizontal untuk dikendalikan:

diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai
pusat perekonomian pendukung perikanan nasional: dan

diperbolehkan pengembangan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang
tingkat menengah sampai tinggi.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1.

=

3.

5.

diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan
maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang;

diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang vang
tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan Jaringan prasarana;

diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan
hunian horisontal, dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta
kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun untuk kawasan
permukiman perkotaan;

diperbolehkan dengan syarat untuk melakukan pengembangan
terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi
sebagai kawasan perkotaan; dan

diperbolehkan dengan syarat untuk dilakukan pengembangan
pergudangan pada kawasan peruntukan industri.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
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tidak diperbolehkan dilakukan perubahan yang dapat merubah
fungsi PKW; dan

tidak diperbolehkan terhadap pengembangan kegiatan yang tidak
sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan
permukiman perkotaan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk PKW meliputi:

1.

A

KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen);
KLB ditetapkan maksimal 3,2 (tiga koma dua);

tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai:
KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan

koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 80% (delapan
puluh persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan untuk PKW meliputi: Ketentuan garis
sempadan bangunan:

Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan
yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) (setengah) dari
lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) (seperempat) dari
daerah pengawasan jalan;

Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma
lima) meter dari dinding bangunan;

Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari
dinding;

GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter:

GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter.

Ketentuan jarak antara bangunan :

1. Jarak antara massa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;

2. Jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;

3. Jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 5 (lima) meter: dan

4. Setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma
lima) meter.

f.  Ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk PKW meliputi:

1.
2.
3.

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
Sarana pendidikan perguruan tinggi;

Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu,
rumah sakit tipe B);

Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar induk regional, mall,
mini market;
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Sarana transportasi umum meliputi Pelabuhan, bandara, terminal
tipe B;

Sarana peribadatanmeliputi  masjid agung, masjid
skala kecamatan,gereja, pura, kuil, vihara;

Sarana olah raga dan rekreasi meliputi gedung serba guna, lapangan
sepak bola;

Jaringan air bersih perpipaan;
Jaringan energi listrik;

10. Jaringan telepon;

11. Jaringan drainase;

12. Jaringan transportasi; dan

13. Jaringan sumberdaya air.
g. Ketentuan tambahan untuk PKW meliputi:

1.

2.

Mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat
mendukung perikanan nasional terdiri atas :

a) SMK/PT dan sejenisnya di bidang Perikanan & kelautan;
b} area pemasaran perikanan;

c) gudang;

d) bongkar muat ikan;

€) sarana pendukung unit pengolahan ikan meliputi Integrated Cold
Storage Skala Besar, Integrated Cold Storage Skala Kecil, Ice
Flake Machine, Air blast freezer, Contact plate); dan

f) kolam pembibitan.

Mempermudah perizinan, Insentif dan Disinsentif untuk kebutuhan
keseluruhan sarana perikanan guna mendukung ekonomi kelautan.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan ketentuan:

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a.

28
2,

3.

diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah perkotaan;

diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan
prasarana sesuai skala kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan; dan

diperbolehkan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi
perkotaan sebagai PKL.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

L

diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat
maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang
dengan memperhatikan faktor kebencanaan;

diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang
tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan vang memiliki pelayanan
skala kecamatan;
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diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang sedang
hingga tinggi; dan

diperbolehkan dengan syarat dikembangkan bangunan bertingkat
serta kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan
persyaratan tertentu.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

3.

tidak diperbolehkan dilakukan perubahan yang dapat menganggu
fungsi PKL;

tidak diperbolehkan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau
dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan

tidak diperbolehkan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat
mengurangi fungsi sebagai kawasan PKL.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk sistem PKL meliputi:

1.

i

KDB ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen);
KLB ditetapkan maksimal 4,8 (empat koma delapan);
tinggi bangunan ditetapkan maksimal 6 (enam) lantai;
KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan

Koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 80% (delapan
puluh persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan untuk PKL meliputi: Ketentuan garis
sempadan bangunan :

I

Garis sempadan muka Bangunan dan sempadan samping bangunan
vang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) (setengah) dan
lebar Ruang Milik Jalan atau 1/4 (seperempat) (seperempat) dari
daerah pengawasan jalan;

Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma
lioma) meter dari dinding bangunan;

Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari
dinding;

GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yvang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter; dan

GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dan delapan) meter.

Ketentuan jarak antar bangunan :

1. jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;

2. jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;

3. jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai vang satu

dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 5 (lima) meter; dan

4. setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma
lima) meter.
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Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk PKL
meliputi:

1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum,;

2. Sarana pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas;

3. Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu,
rumah sakit tipe B dan atau tipe C;

4. Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar induk regional, pusat
perbelanjaan, mini market,;

5. Sarana trasportasi umum berupa terminal tipe B dan atau tipe C;

6. Sarana peribadatan meliputi masjid agung, mesjid kecil, gereja, pura,
kuil, vihara;

7. Sarana olah raga dan rekreasi meliputi gedung serba guna, lapangan
sepak bola;

8. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum,
9. Jaringan air bersih perpipaan;

10. Jaringan energi listrik;

11. Jaringan telepon;

12. Jaringan drainase;

13. Jaringan transportasi; dan

14, Jaringan sumberdaya air.

Ketentuan tambahan untuk PKL meliputi:

menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya pada
kawasan-kawasan berikut:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. Kawasan Perkebunan;

3. Kawasan Hortikultura; dan

4. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(4) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diatur dengan ketentuan:

a.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan untuk dilakukanpenetapan batas Wilayah
perkotaan; dan

2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan
prasarana sesuai skala kecamatan atau beberapa desa.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat
maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang
dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan

2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yvang
tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu perubahan
yang dapat menganggu fungsi PPK.
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d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk sistem PPK meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen];

KLB ditetapkan maksimal 2,4 (dua koma empat);

tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;

KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan

Kofisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 60% (enam puluh

persen).

e. Ketentuan tata masa bangunan untuk sistem PPK meliputi: Ketentuan
garis sempadan bangunan:

1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan s.amping
bangunan yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari
lebar ruang milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah
pengawasan jalan,

v os W N

2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu
koma lima) meter dari dinding bangunan.

3. Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter
dari dinding.

4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter.

5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
Jalan untuk jalan yvang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter.

Jarak antar bangunan:

1. jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu
dengan vang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter

2. jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter

3. jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 5 (lima) meter

4. setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma
lima) meter

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk PPK meliputi:
1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum;

Sarana pendidikan berupa sekolah menengah atas;

Sarana kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu;

Sarana perdagangan dan jasa meliputi pasar, supermarket,
minimarket, toko;

ol o

Sarana trasportasi umum,;
Sarana peribadatan;

Sarana olah raga dan rekreasi;
Jaringan air bersih perpipaan;
Jaringan energi listrik;

-0 e R
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10. Jaringan telepon;

11. Jaringan drainase;

12. Jaringan transportasi; dan

13. Jaringan sumberdaya air.

Ketentuan tambahan untuk PPK meliputi:

menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya
pada kawasan-kawasan berikut:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan,
2. Kawasan Perkebunan,;

3. Kawasan Hortikultura; dan

4. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(5) Ketentuan umum zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diatur dengan ketentuan:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan untuk dilakukan penetapan batas Wilayah
perkotaan; dan

2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan
prasarana sesuai skala antar desa.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. diperbolehkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat
maksimum yang ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang
dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan

2. diperbolehkan dengan syarat intensitas Pemanfaatan Ruang yang
tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu perubahan
yang dapat mengganggu fungsi PPL;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapakan maksimal 60% (enam puluh persen);

KLB ditetapkan maksimal 2,4 (dua koma empat);

tinggi bangunan ditetapkan maksimal 4 (empat) lantai;

KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen); dan

koefisien wilayah terbangun ditetapkan maksimal 60% (enam puluh
persen).

bl o

ketentuan tata masa bangunan meliputi: ketentuan garis sempadan
bangunan:

1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan
yvang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang
milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan.

2. garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma
lima) meter dari dinding bangunan.

3. garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter dari

dinding.
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GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter

GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter

Ketentuan jarak antar bangunan:

1. Jarak antara masa atau blok bangunan 1 (satu) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 3,50 (tiga koma lima) meter;

2. Jarak antara masa atau blok bangunan 2 (dua) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 4,50 (empat koma lima) meter;

3. Jarak antara masa atau blok bangunan 3 (tiga) lantai yang satu
dengan yang lainnya dalam satu kapling atau antara kapling
minimum adalah 5 (lima) meter; dan

4. Setiap penambahan lantai bangunan di tambahan 0,5 (nol koma
lima) meter

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

ol )

5.

6
¥ {0
8
9

sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
sarana pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum:
sarana kesehatan meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu;

sarana perdagangan dan jasa meliputi Pasar, Supermarket,
Minimarket, dan Toko;

sarana trasportasi umum;
sarana peribadatan;
sarana olah raga dan rekreasi:

. jaringan air bersih perpipaan;
. Jaringan energi listrik;

10. jaringan telepon;

11. jaringan drainase;
12. jaringan transportasi; dan
13. jaringan sumberdaya air.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 2 terdiri atas :

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem Jaringan jalan;

a.
b.
c.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem Jjaringan kereta api;

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem Jaringan sungai, danau dan
penyeberangan; dan

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem Jaringan transportasi laut.
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Pasal 52

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Umum;

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol;

c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang; dan
d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Jembatan Timbang.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri;

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor:

c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal; dan
d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri primer; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sekunder.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian
jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan perundang-
undangan;

2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan
antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan Nasional
dan Provinsi;

3. diperbolehkan membangun trotoar di kedua sisi jalur lalu lintas
sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan
lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter:

4. diperbolehkan membangun bagian-bagian jalan meliputi ruang
manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

S. diperbolehkan ruang milik jalan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran
Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan
untuk pengamanan jalan serta dapat dimanfaatkan sebagai Ruang
Terbuka Hijau;

6. diperbolehkan ruang pengawasan jalan bagi pandangan bebas
pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan
fungsi jalan;

7. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan disisi jalan yang
memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

8. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan Arteri
Primer untuk kegiatan skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat
penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia;
dan
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diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak
mengurangi fungsi pergerakan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1.

10.

11.

12,

diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dengan penetapan
garis sempadan bangunan jalan arteri primer;

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya
di sepanjang jalan arteri primer;

diperbolehkan dengan syarat Jumlah jalan masuk dibatasi secara
efisien;

diperbolehkan dengan syarat persimpangan sebidang pada Jalan
Arteri Primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi
ketentuan;

diperbolehkan dengan syarat Jalan Arteri Primer yang memasuki
Kawasan Perkotaan dan atau kawasan pengembangan perkotaan
tidak boleh terputus;

diperbolehkan dengan syarat Jalur samping beserta jarak antar
bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan eksisting agar
diupayakan untuk dilaksanakan tergantung kondisi permasalahan
lalu lintas dan ketersediaan sumber daya;

diperbolehkan dengan syarat Jalur khusus seharusnya disediakan,
yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;

diperbolehkan dengan syarat apabila persyaratan jarak akses jalan
dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada Jalan Arteri
Primer harus disediakan jalur lambat (frontage road);

diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis
sempadan bangunan jalan arteri primer;

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya
di sepanjang jalan arteri primer;

diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bagian-bagian jalan
dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan; dan

diperbolehkan dengan syarat setiap perencanaan teknis jalan harus
dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan hidu p.

¢. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1

tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan jalan  vang
mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan,
kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di
sepanjang sisi jalan;

tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;

tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang
manfaat jalan;

tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada zona inti kecuali
untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;




6.

7.
8.

tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi
lindung di sepanjang jalan arteri primer;

tidak diperbolehkan terganggu oleh kegiatan lalu lintas lokal; dan
tidak diperbolehkan terputus walaupun memasuki kota.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

-

3.

Ruang milik jalan ditetapkan antara 20 - 25 (dua puluh sampai dua
puluh lima) meter;

Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) ditetapkan antara 20 - 25 (dua
puluh sampai dua puluh lima) meter; dan

Pembatasan perlintasan jalan masuk.

e. ketentuan tata masa bangunan meliputi garis sempadan bangunan
meliputi:

1.

S.

6.

garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan
yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang
milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;
garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma
lima) meter dari dinding bangunan;

garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 (d ua) meter dari
dinding;

GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;

GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter;

Garis sempadan Bangunan di Jalan Arteri Primer dengan lebar
rumija 15 (lima belas) meter adalah 8,5 (delapan koma lima) meter.

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

2.
3.

4.

S.

fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan, lampu lalu lintas,

lampu penerangan jalan;

Jjalur pejalan kaki;

saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan Rawan Bencana
banjir;

jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan Bencana
tsunami; dan

vegetasi penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana
tsunami.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Arteri Sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.

kegiatan  operasional, pembangunan, dan pengembangan
infrastruktur Jalan Arteri Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan
Arteri Sekunder;

kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas;
dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan arteri.
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b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi

1.

3.

kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dar_‘:
ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi,
pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan
ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
standar yang berlaku,

kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku; dan

kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor primer; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sekunder.

(7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer
sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.

diperbolehkan dengan syarat jalan masuk secara efisien sehingga
tidak mengganggu kecepatan;

diperbolehkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan
penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana
gelombang pasang/tsunami;

diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan di koridor
kolektor primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten dan
beberapa Kecamatan dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan
bagian-bagian jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan
Kolektor Primer untuk kegiatan skala Provinsi, Kabupaten dan
beberapa Kecamatan:

diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan
antar pusat-pusat kegiatan;

diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian jalan dan
bangunan penghubung jalan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

diperbolehkan bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruas jalan;

diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis
sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer:

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya
di sepanjang jalan kolektor primer; dan
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10. diperbolehkan apabila persyaratan jarak akses jalan da.n atau akses
lahan tidak dapat dipenuhi maka pada Jalan Arteri Primer harus
disediakan jalur lambat (frontage road).

. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat

meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian hangu:::an dengan
memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan jalan kolektor
primer;

2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan bagian-bagian jalan
dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan;

3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan bangunan dan jaringan
utilitas, iklan dan media informasi,bangun bangunan, bangunan
gedung dalam ruang milik jalan;

4. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya
di sepanjang jalan kolektor primer;

5. diperbolehkan dengan syarat pembuatan jalan masuk dan keluar
serta interchange; dan

6. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang milik jalan
(rumaja), kecuali untuk pergerakan Orang atau barang dan
kendaraan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada bagian-bagian jalan
yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan,
kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan;

2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di
sepanjang sisi jalan;

3. tidak diperbolehkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memiliki
intensitas pergerakan tinggi dan/atau menyebabkan hambatan
samping di sepanjang jalan arteri dan kolektor agar tidak
mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;

4. tidak diperbolehkan terganggu oleh kegiatan lalu lintas lokal;

5. tidak diperbolehkan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan;
dan

6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi
lindung di sepanjang jalan kolektor primer.
Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Ruang milik jalan antara 12 - 15 (dua belas sampai lima belas) meter;
dan

2. Ruang Pengawasan Jalan antara 15 — 20 (lima belas sampai dua
puluh) meter.

Ketentuan tata masa bangunan, meliputi garis sempadan bangunan
meliputi:

1. garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan
yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang
milik jalan atau 1/4 (seperempat) dan daerah pengawasan jalan;
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garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 meter dari
dinding bangunan;

garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 meter dari
dinding;

GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;

GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter; dan

Garis sempadan untuk yang berada di Jalan Kolektor Primer dengan
lebar rumija 10 (sepuluh) meter, maka garis sempadan bangunan
adalah 6 (enam) meter.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1.

O vk w N

rambu lalu lintas;

tempat perhentian kendaraan penumpang umum;
fasilitas pejalan kaki;

penyeberangan;

parkir;

. lampu penerangan jalan; dan
T

angkutan barang dan angkutan umum.

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Kolektor Sekunder
sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

| A

3.

kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan
infrastruktur Jalan Kolektor Sekunder serta kegiatan penunjang
Jalan Kolektor Sekunder;

kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas;
dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan kolektor.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

2

3.

kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan
ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi,
pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan
ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
standar yang berlaku,

kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan
sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku; dan

kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
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a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal primer; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sekunder

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana
dimaksud ayat (9) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: :
1. diperbolehkan kendaraan angkutan barang dan bus melintas;

2. diperbolehkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan
penghambat aliran tsunami pada Kawasan Rawan Bencana
gelombang pasang/tsunami; dan

3. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan
antar pusat-pusat kegiatan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis
sempadan bangunan yang terletak di tepi Jalan Kolektor Primer dan
syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional
Indonesia; dan

2. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budi daya
di sepanjang Jalan primer.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada lahan yang berfungsi
lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
2. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang
manfaat Jalan.
d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Ruang milik jalan antara 8 - 11 (delapan sampai sebelas) meter; dan

2. Ruang pengawasan jalan antara 10 - 15 (sepuluh sampai lima belas)
meter.

e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi ketentuan garis sempadan
bangunan meliputi:

1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan
yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang
milik jalan atau 1/4 (seperempat) dari daerah pengawasan jalan;

2. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 (satu koma
lima) meter dari dinding bangunan;

3. Garis Sempadan Belakang rumah berjarak minimal 2 (dua) meter
dari dinding;

4. GSB panjangnya 1/2 (setengah) dari daerah milik Jalan untuk jalan
yang memiliki < 8 (kurang dari delapan) meter;

5. GSB panjangnya 1/2 +1 (setengah tambah satu) dari daerah milik
Jalan untuk jalan yang memiliki > 8 (lebih dari delapan) meter; dan

6. Garis sempadan bangunan pada lokal primer dengan ruang milik

Jalan 7 (tujuh) meter, maka garis sempadan adalah 3,5 (tiga koma
lima) meter.
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f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

i {8

2.

Penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan
Rawan Bencana banjir; dan

Penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan
Bencana tsunami.

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Lokal Sekunder
sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

i

2.

3.

kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan
infrastruktur Jalan Lokal Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan
Lokal Sekunder,

kegiatan pendirian papan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas;
dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalan lokal.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi

1.

3.

Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan
ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi,
pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan
ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
standar yang berlaku;

Kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan Kketentuan
sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku; dan

Kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan
sekitar Jalan Lingkungan Primer diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

3

2.

3.

diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor Jalan
Lingkungan Primer untuk kegiatan skala perdesaan;

diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan
antar pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan; dan

diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan setempat dengan tidak
mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam
kawasan perdesaan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1.

diperbolehkan dengan syarat terhadap bangunan dengan penetapan
garis sempadan bangunan yang terletak di sepanjang koridor Jalan
Lingkungan Primer; Dan
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2. Diperbolehkan Dengan Syarat Alih fungsi lahan berfungsi budi daya
di sepanjang sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di
sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer; dan

2. tidak diperbolehkan pembangunan reklame dan sejenisnya di
sepanjang koridor Jalan Lingkungan Primer.
d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Ruang milik jalan antara 6,5 (enam koma lima) meter; dan
2. Ruang Pengawasan Jalan antara 2-5 (dua sampai lima) meter.
e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:

1. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping bangunan
yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar ruang
milik jalan; dan

2. Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer dengan Rumija 5 meter,
maka garis sempadan bangunan 2,5 meter.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. menyediaan saluran air limpasan atau drainase pada Kawasan
Rawan Bencana banjir; dan

2. menyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada Kawasan Rawan
Bencana tsunami.

(13) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang
berkaitan dengan jalan tol; dan

2. diperbolehkan pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana
komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan
pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya
pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan
keamanan lainnya.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan
Tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis
sempadan jalan;

2. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas bangunan di
sepanjang jalan tol; dan

3. diperbolehkan dengan syarat pembatasan terhadap bangunan
dengan penetapan garis sempadan jalan tol.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi
lahan vang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan persimpangan
sebidang;

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi :

1. Unit ambulans;
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Unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan;

Unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai
sarana penyelamatan di jalan tol;
Sarana komunikasi;

Sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan
dengan segera sampai ke tempat kejadian; dan

Tempat istirahat dan pelayanan disediakan paling gedikit satu untuk
setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan.

e. Ketentuan tambahan meliputi:

o

Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru,
memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas
yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di
bawah ruang milik jalan tol, dan

Jalan tol dapat ditutup sementara sebagian atau seluruh ruas Jalan
Tol apabila :

a) digunakan untuk kepentingan nasional;
b) digunakan untuk keamanan dan keselamatan negara; dan
¢) kondisi fisik Jalan Tol membahayakan pengguna jalan tol.

(14) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa ketentuan umum zonasi kawasan
sekitar Terminal Penumpang Tipe C diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.

diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang
terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan; dan

diperbolehkan untuk bangunan berfungsi penunjang terminal, bagi
pergerakan orang, barang dan kendaraan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu
diperbolehkan kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan
skala pelayanan terminal meliputi kantor, perdagangan jasa dan fasilitas
terminal, serta Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas
sedang dan tinggi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1

2.

3.

4,

. tidak diperbolehkan kegiatan vang mengganggu kegiatan operasional

terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas
utama dan fasilitas penunjang terminal;

tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja
terminal yang dapat menggangu fungsi terminal;

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di
sepanjang sisi terminal; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelancaran,
keamanan dan kenyamanan lalu lintas kendaraan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1.
2,
3.

KDB ditetapkan maksimal 60 %{enam puluh persen);
KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
tinggi bangunan ditetapkan 3 (tiga) lantai;
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4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);

5. Ruang Terbuka Hijau minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas
kawasan; dan

6. Penyediaan lahan parkir minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas
kawasan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. bangunan kantor pengelola terminal;
2. jalur keberangkatan dan kedatangan;
3. tempat parkir kendaraan;
4. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;

o. fasilitas pengawasan keselamatan:
6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana: dan
7. fasilitas penunjang terminal.

(15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Rawabango
diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan
timbang;

2. Tempat parkir kendaraan: dan

3. Fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat
istirahat pengemudi).

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat vaitu
rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area
jembatan timbang.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan
yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan,
keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas
penunjang jembatan timbang.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan akses keluar masuk kendaraan:
2. jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasional Jjembatan timbang;
3. bangunan kantor petugas;
4. landasan penimbangan;
5. fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
6. tempat parkir kendaraan; dan
7. fasilitas penunjang.

Pasal 53

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan jalur kereta api; dan
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b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Stasiun kereta api.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan jalur kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketcnn:mn umum
zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum yaitu Jaringan Jalur
Kereta Api Antarkota diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat
jalur kereta api,

2. diperbolehkan Penetapan garis sempadan bangunanldisisi jaringan
jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan
kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;

3. diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api diperuntukkan pula bagi
penempatan fasilitas operasional sarana kereta api dan/atau saluran
air dan/atau bangunan pelengkap lainnya;

4. diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi
pengoperasian kereta api;

5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang disepanjang sisi jaringan jalur
kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat
penguatan bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia; dan

6. diperbolehkan untuk bangunan penunjang pelayanan sarana dan
prasarana stasiun kereta api.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. diperbolekan dengan syarat kegiatan yang tidak membahayakan
konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi perkeretaapian dengan izin
dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang
pengawasan jalur kereta api;

2. diperbolekan dengan syarat Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api,
kecuali untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran operasi
transportasi perkeretaapian;

3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap
dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api disepanjang jalur
kereta api;

4. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan
sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;

5. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang berada di atas elevasi
genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat;

6. diperbolehkan penggunaan ruang milik jalur kereta api
untukkeperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian
dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas
operasi perkeretaapian, dan perjalanan kereta api.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehan Pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api,

ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api vang

dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan
keselamatan pengguna kereta api;
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2. tidak diperbolehan pemanfaatan lahan yang dapat merfgg,anggu
kepentingan operasi dan keselamatan transportasi kereta api;

3. tidak diperbolehkan daerah manfaat jalur kereta + api untuk
kepentingan umum selain fungsi jaringan jalur kereta api; dan

4. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api
yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan
transportasi perkeretaapian.

d. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:
1. Jalan rel kereta api lurus dengan objek tanaman > 11 (sebelas) meter;

2. Jalan rel kereta api lurus dengan objek bangunan > 20 (dua puluh)
meter;

3. Jalan rel kereta api belokan lengkungan dalam dengan obyek tanaman
> 23 (dua puluh tiga) meter;

4 Jalan rel kereta api belokanlengkungan dalam dengan obyek
bangunan > 23 (dua puluh tiga) meter,

5.Jalan rel kereta api belokanlengkungan luar dengan obyek tanaman
> 11 (sebelas) meter; dan

6. Jalan rel kereta api belokanlengkungan luar dengan obyek tanaman >
11 (sebelas) meter.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. pengembangan jalur hijau atau Ruang Terbuka Hijau sepanjang jalur
kereta api,;

2. bangunan stasiun;
3. fasilitas naik/turun penumpang;
4. tempat parkir;

5.ruang untuk pelayanan penumpang meliputi ruang tunggu, ruang
pembelian tiket, toilet, mushala; dan

6. jalur berkumpul darurat dan jalur evakuasi bencana.
f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel
terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;

2. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan
diukur darn kaki tanggul;

3. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian,
diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;

4. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar
diukur dari as jalan rel kereta api;

5. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23
(dua puluh tiga) meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan;

6. dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus
ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar
dari jarak lebih dari 11 - <23 (sebelas sampai lebih dari dua puluh
tiga) meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 (dua puluh)
meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai
jarak lebih dari 11 (sebelas) meter;
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7. garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apfabila jalar} rel
kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima)
meter,

8. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api
dengan jalan raya adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan _rel kereta
api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya
dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11
(sebelas) meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (enam ratus|
meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;

9. batas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan
ruang pengawasan jalur kereta api diukur sesuai peraturan
perundang-undangan;

10. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta
api dan jalan;

11. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api
dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan
pengembangan jaringan jalur kereta api;

12. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api wajib
memperhatikan Kawasan Lindung dan kawasan konservasi; dan

13. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan
prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar kawasan sekitar stasiun kereta

(1)

api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum
zonasi kawasan sekitar Stasiun Penumpang diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan stasiun
kereta api serta kegiatan penunjang Stasiun Penumpang; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun kereta api
dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan
ketentuan keselamatan perkeretaapian;

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air,
air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan

3. Kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan vang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi sungai,

danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c
terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sungai dan alur
pelavaran danau; dan
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b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sungai dan alur
pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a be_rupa
ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Alur Pelayaran Kelas Il diatur

dengan ketentuan:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan
keamanan alur pelayaran di sungai, danau, dan penyeberangan;

2. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; dan

3. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan,
termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan
penyeberangan; dan

2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama
tidak mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan

penyeberangan.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1, tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran;

2. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan
yvang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan

penyeberangan;

3. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;

4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan
yang dapat mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan
penyeberangan;

5.tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat
menyebabkan terganggunya keberadaan alur pelayaran sungai, danau,
dan penyeberangan,

6. tidak diperbolehkan kegiatan dibawah perairan; dan

7. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media
lingkungan hidup perairan.

c. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 32 (tiga puluh dua) lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 20 % (dua puluh persen); dan

5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari
luas kawasan.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Dermaga;
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2. Jaringan listrik;

3. Parkir;

4, Sarana kesehatan; dan
5. Pos pemadan kebakaran.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum
zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan diatur
dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan
pengembangan kawasan pelabuhan sungai dan danau;

2. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan; dan

3. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan bersyarat pelabuhan sungai dan danau sesuai skala
pelayanan;

2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan,
termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan
penyeberangan; dan

3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama
tidak mengganggu sekitar pelabuhan sungai dan danau.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran pada sekitar pelabuhan sungai dan danau;

2. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan
vang berdampak pada kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;

3. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada
kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;

4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan
vang dapat mengganggu kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan danau;

5. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat
menyebabkan terganggunya kegiatan sekitar pelabuhan sungai dan
danau,

6. tidak diperbolehkan kegiatan dibawah perairan; dan

7. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media
lingkungan hidup perairan.

e. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,8 (satu koma delapan);
3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 32 (tiga puluh dua) lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 20 % (dua puluh persen); dan
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5. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari
luas kawasan.

f Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Dermaga;

2. Jaringan listrik;

3. Parkir;

4. Sarana kesehatan; dan
5. Pos pemadan kebakaran.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan;
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal khusus; dan
c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan perikanan.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum
zonasi kawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan
dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;

2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasi dan
pengembangan kawasan Pelabuhan;

3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan
pengembangan transportasi laut dengan syarat bangunan sesuai
Standar Nasional Indonesia;

4. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan
dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan;

5. diperbolehkan perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;

6. diperbolehkan perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis
dan/atau KP2B di sekitar kawasan Pelabuhan laut;

7. diperbolehkan penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan
Pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana; dan

8. diperbolehkan kegiatan Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan,
pengembangan Pelabuhan jangka panjang, fasilitas pembangunan dan
pemeliharaan kapal, pembangunan TUKS /tersus, kegiatan lalu lintas
kapal yvang masuk dan keluar TUKS/tersus, tempat uji coba kapal
(percobaan berlayar), pendaratan hasil tangkapan perikanan,
pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal
perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan
kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, uji coba kapal, penempatan
kapal mati, pemasaran dan distribusi ikan dan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu jalur
pelayaran;
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2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pada Badan Atr di
sepanjang alur pelayaran sepanjang tidak mengganggu aktivitas
pelayaran; dan

3. diperbolehkan dengan syarat bangunan berada diatas elevasi genangan
tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan kegatan di ruang udara bebas di atas
badan air;

2. tidak diperbolehkan membuang limbah dan limbah B3 pada media
lingkungan hidup laut; dan

3. tidak diperbolehkan kegiatan di atas kolam Pelabuhan dan sepanjang
alur pelayaran.

d. Ketentuan intensitas Pemanfataan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 60 % (enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,2 (satu koma dua);
3. Ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 2 lantai;
4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen); dan

5. Alur pelayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Ketentuan sarana dan prasrana minimum meliputi:
. alur pelayaran;

. perairan tempat labuh;

. kolam pelabuhan;

. terminal terapung;

. dermaga;

. terminal;

. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;

. fasilitas bunker;
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. fasilitas gudang;

. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan dan sarana
bantu navigasi pelayaran;

11. fasilitas pemadam kebakaran; dan
12. fasilitas penunjang Pelabuhan.

—
o

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan penetapan tempat alih muat antar kapal;

2. diperbolehkan kegiatan pembangunan Kolam Pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerak kapal:

3. diperbolehkan kegiatan pembangunan Tempat perbaikan kapal;

4, diperbolehkan kegiatan usaha bongkarmuat barang seperti
pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di Pelabuhan; dan
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5. diperbolehkan kegiatan pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran
Primer, Sekunder dan pantai air).

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pengoperasian
terminal khusus;

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,
pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;

3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan breakwater (pemecah
gelombang);

4. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri yang terintegrasi
dengan Pelabuhan industri skala kecil, dan memiliki bahan baku
khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;

5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Industri Galangan Kapal dengan
sistem Graving Dock Kapal: dan

6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembuatan alat- alat
perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan usaha jasa perjalanan wisata;

2. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 2 5
- 10 GT;

3. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 210
- 30 GT;

4. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 2
30GT;

5. tidak diperbolehkan Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk
kepentingan ekonomi,

6. tidak diperbolehkan penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar :
pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar
dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin
pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; dan

7. tidak diperbolehkan pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk
kepentingan ekonomi.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan perikanan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ berupa ketentuan umum
zonasi kawasan sekitar Pangkalan Pendaratan [kan diatur dengan
ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan penanaman tanaman bakau dan nipah;
2. diperbolehkan kegiatan budi daya mangrove,
3. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati;
4. diperbolehkan kegiatan pelepasan jangkar,

5. diperbolehkan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal
Pengangkut [kan Hidup Berbendera Indonesia;

6. diperbolehkan kegiatan bongkar muat ikan;
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7. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
8. diperbolehkan kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan

bermotor;

9. diperbolehkan kegiatan pengerukan perairan dengan capital dredging;
10. diperbolehkan kegiatan penetapan tempat alih muat antar kapal; dan
11. diperbolehkan pembangunan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan

sandar dan olah gerak kapal.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

-
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8.

. diperbolehkan dengan syarat usaha dermaga wisata;

. diperbolehkan dengan syarat usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;

. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian konservasi;

. diperbolehkan dengan syarat survei dan/atau penelitian ilmiah;

. diperbolehkan dengan syarat pembangunan, pemindahan, dan/atau

pembongkaran bangunan atau instalasi;

. diperbolehkan dengan syarat penanaman dan atau pemancangan kabel

atau tiang serta sarana di laut;

.diperbolehkan dengan syarat pembangunan breakwater (pemecah

gelombang); dan

diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri yang terintegrasi
dengan Pelabuhan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1

e

. tidak diperbolehkan usaha jasa perjalanan wisata;
2.

tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 2 5
- 10 GT;

. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 210

- 30 GT,

. tidak diperbolehkan Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal =

30GT;

. tidak diperbolehkan Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk

kepentingan ekonomi;

. tidak diperbolehkan penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar :

pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar
dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin
pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; dan

tidak diperbolehkan pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk
kepentingan ekonomi.

(S) Ketentuan tambahan terkait kawasan sekitar Pelabuhan perikanan
meliputi:

a. Pelabuhan Jayanti dalam RIPN dan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan No.6/KEPMEN-KP/2018 termasuk kepada Rencana Titik

Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang
Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Laut, dan masuk kedalam
prioritas pengembangan Tahun 2028 sampai 2037,
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b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomm:
Per.08/Men /2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelahl:xhap Jayanti
masuk kedalam kriteria PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) ditetapkan
berdasarkan kriteria teknis dan operasional;

c. kriteria teknis terdiri atas:

&

4.

5.

mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
diperairan Indonesia;

. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran

sekurangkurangnya 10 (sepuluh) gross ton;

. panjang dermaga paling sedikit 100 (seratus) meter, dengan kedalaman

kolam paling sedikit minus 2 (dua) meter,

mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 30 (tiga puluh) unit
atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 gross ton; dan

memanfaatkan dan mengelola lahan paling sedikit 5 (lima) hektare.

d. kriteria operasional terdiri atas:

1.

2.
3.

terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 5 ton per hari,

terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur
pelayaran;

. Pemanfaatan Ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar

Badan Air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak
mengganggu aktivitas pelayaran; dan

. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan lahan KP2B di

sekitar kawasan Pelabuhan laut;

. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan Pelabuhan di sekitar

kawasan rawan bencana;

. pengembangan Pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk

Pelabuhan, standar teknis, serta peraturan perundangan terkait
lainnya yang berlaku; dan

.arahan pengendalian pada alur pelayaran perlintasan dilaksanakan

sebagai berikut:

a) zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi
terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran;

b) pengaturan perlindungan lingkungan maritim;

c) penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua
arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah vang
harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah
kewaspadaan);

d) pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan ship routing
sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di
bidang perhubungan;

e] setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda- benda
sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan
Indonesia;
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f) setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki- tangki
kapal atau mengotori Wilayah perairan Indonesia disaat melakukan
lintas transit; dan

g kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai
peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan de_ngan
TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan nuklir.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Energi
Pasal 56

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 3 terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas
bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum dan zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak
dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum
zonasi kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi
dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan diatur dengan ketentuan diatur
dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan
yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Kilang
Pengolahan;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya
serta tidak mengganggu kegiatan Jaringan yang Menyalurkan Minyak
dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan; dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Jaringan yang
Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi darn Fasilitas Produksi Kilang
Pengolahan dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana
kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari
Fasilitas Produksi Kilang Pengolahan.

(4) Ketentuan umum 2zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
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a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur
pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur
penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Janngan infra_struktur
pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA);

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS),

c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi (PLTP);

d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH); dan

e. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan
ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA);

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya
serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukung dengan memperhatikan
rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,

telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan
ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS);

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya
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serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS); dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Ligtrik
Tenaga Surya (PLTS) dan sarana pendukung dengan memperhatikan
rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ diatur dengan

ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya
serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
; dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukung dengan
memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan
keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) .

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur dengan
ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya
serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH); dan
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3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukung dengan
memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan
keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro (PLTM) diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit
Listrik Lainnya;

2. Pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan
memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya
serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PLTSa) ; dan

3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrk
Lainnya dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana
kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, air minum, telekomunikasi,
pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan standar yang berlaku.
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik
antarsistem; dan

b. Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik.

Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik
antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET); dan

b. Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT).
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Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur dengan
ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran
Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung dengan memperhatikan
rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan
keamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur dengan
ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) dan sarana pend ukung dengan memperhatikan rencana
kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) huruf ¢ diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Gardu Listrik
dan sarana pendukung; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau.
b. Pegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana
pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan
pengembangan dan ketentuan keselamatan: dan
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2. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum,
telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan
Gardu Listrik.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) hurufa angka 4 terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan tetap; dan
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan
telekomunikasi;

2.diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai
pemerintah;
3. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi
secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;

4. diperbolehkan kegiatan  yang tidak mengganggu jaringan
telekomunikasi baik di dalam tanah mau pun di bawah tanah; dan

9. diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius
minimum berjari-jari sama dengan tinggi Menara.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara
pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan
aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan di sekitar
jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah
dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan
telekomunikasi:;

3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi
pada zona perumahan harus mempunyai radius minimum berjari-jari
sama dengan tinggi menara;

4. diperbolehkan dengan syarat untuk membangun menara bersama;
dan

S. diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk
kawasan permukiman dan kawasan lainnya.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
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1. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya
yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan

2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara
telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);

2. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
3. KLB ditetapkan maksimum 1,8 (satu koma delapan);

4. KDH ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen);

. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Pentanahan (grounding);

2. Penangkal petir;

3. Catu daya; dan

4. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction lightjdan marka
halangan penerbangan (aviation obstruction marking).

. Ketentuan tambahan meliputi:

1. pemasangan kabel yvang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri,
kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;

2. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib
memperhatikan kawasan lindung;

3. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana
telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana,

4. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana
prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi
Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya; dan

5. pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana
prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat
pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada
kawasan lindung

6. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus
digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan
kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan

7. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu
untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi
Menara, antara lain :

a) tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi
untuk penggunaan bersama;

b) ketinggian menara,

c) struktur menara;

d) rangka struktur menara;
e) pondasi menara; dan

f) kekuatan angin.
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(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
Menara Base Transceiver Station (BTS) diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan bangunan atau jaringan  pendukung kegiatan
telekomunikasi;

2. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai
pemerintah;

3. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-
sama di antara penyedia layanan komunikasi;

4. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu  jaringan
telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan

5. diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius
minimum berjari-jari sama dengan tinggi Menara.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat penempatan stasiun bumi dan menara
pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan
aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan di sekitar
jaringan telekomunikasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah
dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;

3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi
pada zona perumahan harus mempunyai radius minimum berjari-jari
sama dengan tinggl menara;

4. diperbolehkan dengan syarat untuk membangun menara bersama; dan

5.diperbolehkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk
kawasan permukiman dan kawasan lainnya.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya
yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan

2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara
telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 60 % (enam puluh persen);
2. Ketinggian bangunan di tetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;
3. KLB ditetapkan maksimum 1,8 (satu koma delapan);
4. KDH ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen);
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Pentanahan (grounding);
2. Penangkal petir;
3. Catu daya; dan

4. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) dan marka
halangan penerbangan (aviation obstruction marking).
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f. Ketentuan tambahan meliputi:

1

2.

pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jm_-ingan jalan arteri,
kolektor dan lokal dengan koordinasi antar pemerintah;

setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib
memperhatikan kawasan lindung;

. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana

telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana;

.pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana

prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi
Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya; dan

.pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan sarana

prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan
bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan
zonasi pada kawasan lindung

. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus

digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan
kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan

. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu

untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi
Menara, antara lain :

a) tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi
untuk penggunaan bersama,

b) ketinggian menara,

¢) struktur menara;

d) rangka struktur menara;
e) pondasi menara; dan

f) kekuatan angin.

Paragraf 6
Ketentuan Umum
Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 5 berupa
ketentuan umum zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air

(2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan sumber daya air.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;
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b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan
Irigasi Primer serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Primer; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar
Jaringan Irigasi Primer.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu
pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi
lingkungan; dan

2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Primer, terdiri
atas:

1. bangunan boks;
2. bangunan pelengkap;
3. bangunan terjun;
4. bangunan utama;
5. bendung;
6. bendungan;
7. gorong-gorong;
8. jembatan;
9. pintu air;
10. saluran cacing;
11. saluran keliling petakan; dan
12. saluran kuarter,

(5) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan
Irigasi Sekunder serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Sekunder;
dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar
Jaringan Irigasi Sekunder.
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b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infraatruktu{ pl_,lblik
meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan  kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu
pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatar{, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi
lingkungan; dan

2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Sekunder,
terdiri atas:
1. bangunan boks;
2. bangunan pelengkap;

. bangunan terjun;

. bangunan utama;

. bendung;

. bendungan;

. gorong-gorong;

. jembatan;

o 1 O 0 W

9. pintu air;
10. saluran cacing;
11. saluran keliling petakan; dan
12. saluran kuarter.,

(6) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan
Irigasi Tersier serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Tersier; dan
2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa jalur hijau di sekitar
Jaringan Irigasi Tersier.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu
pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi
lingkungan; dan
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2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum Jaringan Irigasi Tersier,
terdiri atas:

1. bangunan boks;
2. bangunan pelengkap;
3. bangunan terjun;
4. bangunan utama;
5. bendung;
6. bendungan;
7. gorong-gorong;
8. jembatan;
9. pintu air;
10. saluran cacing;
11. saluran keliling petakan; dan
12. saluran kuarter.

(7) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum
zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir.

(8) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan
Pengendalian Banjir serta kegiatan penunjang Jaringan Pengendalian
Banjir; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi
infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air
minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar
yang berlaku.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi
lingkungan; dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
1. diperbolehkan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;

2. diperbolehkan penyediaan vegetasi yang sesuai dengan Sistem
Jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten yang berada di Wilayah
kabupaten untuk menahan akibat aliran gelombang pasang/tsunami;
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3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada DAS r:l_engan tetap menjaga
kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;

4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang DAS lintas kabupaten /kota;

5. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak meru_a.ak tatanan
lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun
kuantitas air;

6. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan
lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun
kuantitas air;

7. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan
sumber daya air; dan

8. diperbolehkan membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan
pembangunan prasarana pengambilan yang pembuangan air serta
kegiatan pengamanan sungai,situ, mata air, danau, embung, waduk
dan sumberdaya air dan tidak menganggu kualitas dan kuantitas air.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas :

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan, pertanian, dan
wisata alam sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi
pengendalian banjir;

2. Diperbolehkan dengan syarat terhadap Pemanfaatan Ruang di sekitar
wilayah sungai;

3. Diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan
sungai yang dapat mendukung sistem lindung sempadan sungai,

4. diperbolehkan bersyarat untuk melakukan kegiatan berupa pelebaran
jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik,kabel
telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat
sosial untuk kepentingan umum;

5. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya
air;

6. diperbolehkan bersyarat pembuangan air limbah industri yang telah
diolah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

7.diperbolehkan dengan syarat kolam budi daya perikanan tidak
menganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk
kebutuhan masyarakat dan pertanian.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas :

1. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak
ekosistem dan fungsi lindung sungai; dan

2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang atau kegiatan yang
mengganggu fungsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten
yang berada di Wilayah Kabupaten.

d. Ketentuan tata masa bangunan, terdiri atas:

1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan:
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a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
lebih dari 3 (tiga meter) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
dan

c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kin dan kanan_
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
lebih dari 20 (dua puluh) meter.

2. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:

a) Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km2 (lima ratus
kilometer);

b) Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500
Km2 (lima ratus kilometer);

c) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan
Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

d) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan
Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai;

4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai; dan

5. Sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang
antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan
bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

e. Ketentuan sarana prasarana sungai, terdiri atas:

1. sumber daya air;

2. fasilitas jembatan dan dermaga;

3. jalur pipa gas dan air minum;

4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

5. bangunan ketenagalistrikan.

(10) Ketentuan tambahan, terdiri atas:

a. Garis sempadan irigasi tidak bertanggul dari tepian luar parit drainase
di kanan dan kiri saluran irigasi dengan jarak garis sempadan paling
sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi, bila kedalaman kurang
dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu)
meter;

b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki
tanggul dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan
ketinggian tanggul saluran irigasi, bila kedalaman kurang dari 1 (satu)
meter, maka jarak garis sempadan paling sedikit 1 (satu) meter; dan
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c. Garis sempadan saluran irigasi pada lereng/tebing diukur dari h't_ik+
potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi
lereng diatas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng
dibawah saluran, dengan jarak garis sempadan untuk sisi lereng diatas
saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi
dan jarak sempadan untuk sisi lereng dibawah saluran paling sedikit
sama dengan ketinggian saluran irigasi.

d. Perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air;

e. Memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/atau
lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR;

f. Pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan
kriteria perencanaan;

. Perlindungan Kawasan sempadan sumber daya air;

m

h. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, waduk,
dan pesisir memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait
sungai, danau, embung, waduk, dan pesisir;

i. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan Wilayah sungai, daerah
aliran sungai, dan Wilayah pesisir;

j. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, dan
waduk di Kawasan perbatasan harus selaras dengan Pemanfaatan
Ruang di sekitar sumber daya air di Daerah yang berbatasan;

k. Perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;

|. Setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air
wajib memperhatikan Kawasan Lindung;

m. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber
daya air di sekitar Kawasan rawan bencana;

n. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sarana
prasarana penunjangnya diperbolehkan pada semua Kawasan Budi
Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya; dan

0. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sarana
prasarana penunjangnya diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat

pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada
Kawasan lindung.

Paragraf 7
Ketentuan Umum
Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Prasarana

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a angka 6
terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM;
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL;

¢. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan;
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d. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi
bencana; dan

e. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM acbaga_aimana dimakgud
pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar

Jaringan Perpipaan terdin atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi; dan
c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan pembangunan
prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan
sistem jaringan air bersih; dan

2. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana spam
serta kegiatan pembangunan penunjang SPAM.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1, diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air
bersih dengan tidak mengubah fungsi utama; dan

2. diperbolekan bersyarat kegiatan wisata terbatas yang tidak
mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta
mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan
fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana
dan sarana penyedia air minum;

2. Tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar
sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama,
mengakitbatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan
mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyedian air bersih;
dan

3. Tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik baru di dalam
kawasan sempadan mata air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua pulun persen);
2. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai;
3. KLB ditetapkan maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
4. KDH ditetapkan minimum 40 % (empat puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan air minum meliputi:

1. sarana dan prasarana pengolahan limbah dan sumur resapan air
(artificial water catchment) di sekitar bangunan spam;

2.Unit Air Baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan
pengambilan /penyadapan, alat pengukuran dan  peralatan
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pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana
penvediaan air minum; dan

3. Unit Produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya,
perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan,
serta bangunan penampungan air minum.

f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Persyaratan teknis pembangunan spam mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengembangan spam diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya
mengikuti indikasi arahan zonasi pada kawasan budi daya;

3. Pengembangan spam diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat
pada semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada
kawasan lindung;

4, Setiap perencanaan dan pembangunan spam wajib
memperhatikan kawasan lindung; dan

5. Penerapan rekayasa teknis pada pembangunan spam di Kawasan
Rawan Bencana dan zona resapan air

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Produksi
serta kegiatan penunjang unit produksi; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan syarat diatur
dengan ketentuan:

1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik
meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu
pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair vang berbahaya bagi
lingkungan; dan
2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan unit produksi.

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit
Distribusi serta kegiatan penunjang unit distribusi; dan

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan dengan syarat diatur
dengan ketentuan:
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1. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. ]Jl:lb]ik
meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu
pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi
lingkungan; dan

2. Kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan unit distribusi.

Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar SPAL berupa Infrastruktur Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan
prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi,
memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta membangun
prasarana penunjangnya,

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidakmengganggu fungsi

sistemn jaringan air limbah; dan
2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air
bersih dengan tidak mengubah fungsi utama.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Tidak diperbolehkan pembuangan sampah, limbah B3,dan limbah lain
yang dapat menggaggu fungsi sistem jaringan air limbah;

2. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar
sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama,
mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan
mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyedian air bersih;

3. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat
pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya,

4. tidak diperbolehkan pengolahan air limbah yang mencemari sumber air
baku yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah
maupun air di bawah permukaan tanah;

5. tidak diperbolehkan membuang limbah industri yang tidak memenuhi
syarat baku mutu limbah cair ke badan sungai; dan

6. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar tempat
pengelolahan limbah.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 1 (satu) lantai,
3. KLB ditetapkan maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
4. KDH ditetapkan minimum 40 % (empat puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan air limbah meliputi:
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1. unit pengumpul air limbah;

2. jaringan pengumpul air limbah;

3. pipa jaringan;

4. bak control;

5. bak pengumpul air limbah:;

6. bak saringan (Screen Chamber);

7. bak pemisah lemak (Grease Removal);
8. pompa air limbah; dan

9. laboratorium,
f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. untuk Rumah sakit diwajibkan mememiliki instalasi pengolahan air
limbah;
2. untuk Kawasan Industri Memiliki pengolahan limbah terpadu;

3. untuk peternakan harus memiliki instalasi pengolahan limbah ternak
terpadu;

4. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik
diprioritaskan pada Kawasan permukiman padat penduduk;

5. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak
melampaui standar baku mutu air limbah;

6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian
muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;

7. pengembangan SPAL diperbolehkan pada semua Kawasan Budi Daya
mengikuti indikasi arahan zonasi pada Kawasan Budi Daya;

8. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada
semua Kawasan Lindung mengikuti indikasi arahan zonasi pada
Kawasan Lindung;

9.setiap perencanaan dan pembangunan SPAL wajib memperhatikan
Kawasan Lindung; dan

10. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di Kawasan
Rawan Bencana dan kawasan resapan air.

(7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Jaringan Persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
dan

c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST).

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah

Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf
a terdiri atas:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat
Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) serta kegiatan
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penunjang Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, _Recycle
(TPS3R) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan
kesehatan masyarakat; dan

. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

2

- Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik

meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan,
telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan standar yang berlaku; dan

- Kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penu njang, dan
pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
(TPS3R).

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1

N B W N

8.

9

-diperbolehkan kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa
pemrosesan akhir sampah;

. diperbolehkan lahan urug saniter (sanitary landfill);
. diperbolehkan pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah;
- diperbolehkan pemanfaatan gas metan di TPA;

. diperbolehkan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
pengelolaan sampah;

- diperbolehkan pembangunan fasilitas pengolah sampah di sekitar
kawasan TPA;

- diperbolehkan kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan
sampah pada kawasan TPA;

diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak
lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; dan

- diperbolehkan Ruang Terbuka Hijau di sekitar kawasan TPA.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1

2.

3.

4.

c. K
1

. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang operasional TPA;

Diperbolehkan dengan syarat kegiatan daur ulang sampah sepanjang
tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan
setempat;

diperbolehkan dengan syarat Pembatasan terhadap Pemanfaatan
Ruang budi daya terbangun di sekitar sarana persampahan; dan

diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sampah untuk energi
alternatif,

egiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

-tidak diperbolehkan kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang
mengganggu fungsi kawasan TPA sampah;
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2.tidak diperbolehkan Kegiatan pembangunan permukiman dan
perumahan di sekitar zona TPA;

3. tidak diperbolehkan kawasan permukiman, jasa dan perdagangan,
pendidikan;

4. tidak diperbolehkan kesehatan berdekatan dengan TPA; dan

5. tidak diperbolehkan kegiatan pencemaran lingkungan di kawasan TPA.
d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);

2. ketinggian bangunan ditetapkan maksimum 2 (dua) lantai,

3. KLB ditetapkan maksimal 1,4 (satu koma empat);

4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen); dan

5. menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kawasan.

e. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi Jarak bebas bangunan lain
selain penunjang jaringan persampahan sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) meter dihitung dari tepi bangunan;

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum persampahan meliputi:
1. sarana dan prasarana pengolahan limbah;
2. fasilitas dasar;
3. fasilitas perlindungan lingkungan;
4. fasilitas operasi; dan
5. fasilitas penunjang.
g. Ketentuan Tambahan meliputi:

1. untuk rumah sakit diwajibkan memeiliki pengolahan sampah medis
baik cair ataupun padat,

2. untuk Kawasan Industri harus memiliki pengolahan sampah padat
industri;

3. lokasi TPA harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati
oleh instansi yang berwenang;

4. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem yang sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan;

5. pengembangan Sistem Jaringan Persampahan diperbolehkan pada
semua Kawasan Budi Daya mengikuti indikasi arahan zonasi pada
Kawasan Budi Daya;

6. pengembangan Sistem Jaringan Persampahan diperbolehkan secara
terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan Lindung mengikuti
indikasi arahan zonasi pada Kawasan Lindung;

7.setiap perencanaan dan pembangunan TPA wajib memperhatikan
Kawasan Lindung; dan

8. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan TPA di Kawasan Rawan
Bencana dan zona resapan air.

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf ¢ diatur dengan
ketentuan:
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a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengemhang_an Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta kegiatan penunjang Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pgbiik
meliputi  infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan,
telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada
ketentuan standar yang berlaku; dan

2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-
rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan melipuﬁﬁegiatan
pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan
pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdin atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. penetapan rute evakuasi;
2. diperbolehkan bangunan penyelamat (melting point); dan
3. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum vang
ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan
kebutuhan kehidupan para penggungsi; dan

2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman
bencana.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan Jalur
Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;

2. tidak diperbolehkan kegiatan sepanjang jalur evakuasi/yang
menghalangi jalur evakuasi bencana; dan

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran
air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 50 % (lima puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,0 (satu koma nol);
3. tinggi bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai.
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e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. ruang tempat berkumpul;

. sarana MCK darurat;

. pos kesehatan,;

. rambu-rambu evakuasi;

, sarana komunikasi;

. sarana transportasi,
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. alat-alat pencairan, pertolongan dan evakuasi; dan
8. sarana dan prasarana kesehatan.

(13) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. penetapan rute evakuasi;

2. penetapan lapangan dan bangunan fasilitas umum sebagai ruang
evakuasi bencana;

3. diperbolehkan bangunan penyelamat (melting point); dan
4. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang
ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan
kebutuhan kehidupan para penggungsi; dan

2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman
bencana.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang tidak diperbolehkan meliputi:

1. idak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan Jalur
Evakuasi Bencana vang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;

2. tidak diperbolehkan kegiatan sepanjang jalur evakuasi/yang
menghalangi jalur evakuasi bencana; dan

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran
air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 50 % (lima puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 1,0 (satu koma nol);
3. Tinggi bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai.
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. ruang tempat berkumpul;
. sarana MCK darurat;
. pos kesehatan;
. rambu-rambu evakuasi;
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. sarana komunikasi;
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6. sarana transportasi;
7. alat-alat pencairan, pertolongan dan evakuasi; dan
8. sarana dan prasarana kesehatan

(14) Ketentuan umun zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase primer;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase sekunder:
dan

c. Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan drainase tersier.

(15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukungjaringan drainase;
2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan

3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjangjalur
drainase.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan
didukung jaringan drainase;

2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana
jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;

3. diperbolehkan bersayarat membangun Jjaringan drainase dengan sistem
tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;

4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat
didukung jaringan drainase; dan

5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan
drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri vaitu
memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah,
air limbah atau material padat lainnya.

d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain
selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung
dari tepi jaringan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:
1. jaringan dainase primer;

2. jaringan drainase sekunder;

3. jaringan drainase tersier;

4. bangunan rumah pompa;

5. bangunan tembok penahan tanah:

6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
7. jembatan; dan

8. manhole.




f. Ketentuan tambahan meliputi:

1.Untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan
kolam retensi; dan

2. Untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

(16) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan
3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan
didukung jaringan drainase,

2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana
jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;,

3. diperbolehkan bersayarat membangun jaringan drainase dengan sistem
tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;

4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat
didukung jaringan drainase; dan

5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan
drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu
memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampabh,
air limbah atau matenal padat lainnya.

d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas bangunan lain
selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung
dari tepi jaringan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:

1. jaringan dainase primer,
2. jaringan drainase sekunder;
3. jaringan drainase tersier;
4. bangunan rumah pompa;
5. bangunan tembok penahan tanah;
6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
7. jembatan; dan
8. manhole.
f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. Untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan
kolam retensi; dan

2. Untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

(17) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf ¢ diatur dengan ketentuan:
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a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukungjaringan drainase;
2. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase; dan
3. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan
didukung jaringan drainase;

2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana
jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;

3. diperbolehkan bersayarat membangun jaringan drainase dengan sistem
tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;

4. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat
didukung jaringan drainase; dan

5. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan
drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri yaitu
memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah,
air limbah atau material padat lainnya.

d. Ketentuan tata masa bangunan, meliputi jarak bebas ban gunan lain
selain penunjang jaringan drainase sekurang-kurangnya 1 meter dihitung
dari tepi jaringan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum jaringan drainase meliputi:

1. jaringan dainase primer;
2. jaringan drainase sekunder;
3. jaringan drainase tersier;
4. bangunan rumah pompa;
5. bangunan tembok penahan tanah:
6. bangunan terjunan yang cukup tinggi;
7. jembatan; dan
8. manhole.
f. Ketentuan tambahan meliputi:

1. untuk pengembangan perumahan komersial harus menyediakan kolam
retensi; dan

2. untuk kawasan industri harus menyediakan kolam retensi.

Paragraf 8
Ketentuan Umum
Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air;




208

b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang sebagai sumber Irigasi pertanian;
2. pemanfaatan sebagai air baku;
3. pemanfaatan sebagai PLTA;
4

. normalisasi sungai dengan cara pengerukan sedimentasi pada
sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran;

. Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal;

. Meningkatkan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan menjaga
kelestarian fungsi sungai;
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7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
8. Membatasi daya rusak air sungai;
9. Pengendalian Banjir/daya rusak air;

10. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air; dan

11. Pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan
pengambil dan pembuangan air, kegiatan pengamanan badan air,
penjagaan kualitas air, jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pembangunan
bangunan penunjang kegiatan di Badan Air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan
pendidikan /penelitian; perikananan; wisata air; olahraga air; pembangunan

Jjembatan, pemasangan kabel listrik; kabel telepon, pipa air minum, pipa gas,
dan mikrohidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pengendalian
Jaring apung;

3. peruntukan pariwisata dan bangunan penunjang fungsi wisata dengan tidak
mengubah bentang alam serta mengganggu fungsi lindungnya,

4. kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air:

5. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya vang tidak
mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;

6. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air,
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7. pembangunan prasarana sumber daya air, jalan akaes,_ jembatan, dermaga,
jalur pipa gas dan air minum, bangunan ketenagalistrikan serta rentangan
kabel listrik dan telekomunikasi,

8. kegiatan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada sungai dan
danau; dan

9. pembangunan prasarana pariwisata dan olahraga.
. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang meliputi:

1. kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan
sungai dan danau serta kelestarian fungsi sungai, dan danau;

2. kegiatan vang secara disengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas
aliran sungai;

. kegiatan yang dapat menutup akses publik ke sungai;

. melakukan kegiatan pertambangan logam maupun non logam;

. kegiatan yang mengubah aliran sungai:

. kegiatan vang dapat mengganggu operasional prasarana daya rusak air;

. membuang secara langsung sampah, limbah padat, limbah cair, limbah gas
dan limbah B3;

8. kegiatan vang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
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9. kegiatan yang merusak kualitas air;
d. Ketentuan tambahan Badan Air meliputi:

1. pengelolaan sungai diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya,

2. pengalihan alur sungai dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai
yang akandialihkan alurnya dengan ruas sungai baru mengikuti aturan
vang telah ditetapkan;

3. ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan
pemberdayaan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku; dan

4. perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan
ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b berupa
ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan vang tetap
dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;

2. diperbolehkan pengembalian fungsi dan rehabilitasi Kawasan Hutan
Lindung yang terjadinya alih akibat fungsi dengan tanaman yang sesuai
dengan fungsi lindung;

3. diperbolehkan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada
masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung dan kawasan
rawan bencana; dan
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4. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan unt‘uln_: mengembalikan
fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara
bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan
Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan hidrologis;

5. diperbolehkan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan
lindung;

6. diperbolehkan kegiatan pengembangan sumber resapan air, Cagar Alam
dan suaka margasatwa, kegiatan penataan dan pembangunan sempadan
sungai, danau dan mata air;

7. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi konservasi; dan

8. diperbolehkan kegiatan preservasi sumber daya alam;
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan wisata alam, pendidikan dan
penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

2. diperbolehkan dengan syarat bagi kegiatan yang memiliki kemampuan
tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai daya dukung lingkungan;

3. diperbolehkan dengan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan
mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai
tanpa merusak fungsi lindung;

4. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang merupakan bagian
dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang
keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, seperti
Geothermal, pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk
atau penerangan, patok triangulasi, tugu;

5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan
distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;

6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan golongan A untuk
kepentingan nasional;

7. diperbolehkan dengan syarat Bangunan penunjang/prasarana bagi hutan
lindung dan kegiatan pariwisata (wanawisata);

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain diluar kegiatan perhutanan
vang mempunyvai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu
pada peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan
penggunaan kawasan perhutanan; dan

9. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pengembangan jaringan dan
bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalur kereta api)
hanya diperkenankan dengan persyaratan, sebagai berikut:

1) memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian
Provinsi/Kabupaten;

2) tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yvang berkaitan
dengan tata air, keanekaragama hayati, terganggunya pola hidup satwa;
dan

3) mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan
status lahan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan meliputi:
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1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung
di kawasan hutan lindung;

2. tidak diperbolehkan tutupan vegetasi yang mengganggu fungsi resapan air;

3. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan pertambangan dikawasanﬁutan
Lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan resapan air;

4. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengumng_i luas
kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan

5. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di
Kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan di kawasan
resapan air.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 5 % (lima persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,1 (nol koma satuy);
3. Ketinggian Bangunan maksimal 1 (satu) lantai.

4. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi pos penjaga hutan;
dan

5. Ketentuan tambahan hutanlindung berupa Pengendalian
Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Sempadan Pantai,

b. ketentuan umum zonasi Sempadan Sungai;

c. ketentuan umum zonasi Sempadan Waduk/Danau; dan
d. ketentuan umum zonasi Sempadan Mata Air.

(2) Ketentuan umum zonasi Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau
minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah
darat;

3. diperbolehlan kegiatan yangdapat memperkuat fungsi perlindungan
sempadan pantai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa
mendatang;

4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan adat dan
kearifan lokal, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak
dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;

5. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan
untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;

6. diperbolehkan perluasan Kawasan Lindung dengan ketentuan tanah
timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas;
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7. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas;

8. diperbolehkan pembangunan bangunan pengambil dan pembuang air
serta bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai;

9. diperbolehkan kegiatan pengembangan mangrove; dan

10. diperbolehkan pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan
bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan
penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut;
pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah
abarsi, akresi, intrusi air laut dan kerusakanlingkungan lainnya dan
Ruang Terbuka Hijau;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

S.

6.

diperbolehkan dengan syarat kegiatan vang memberikan nilai tambah
Kawasan menjadi Kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi
sempadan pantai;

. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, perikanan, permukiman

eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan
dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, dan
pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan mengikuti
ketentuan teknis yang berlaku:

. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pariwisata dan bangunan

penunjang fungsi wisata dengan tidak mengubah bentang alam serta
mengganggu fungsi lindungnya;

- diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi

sempadan pantaidan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu
Jjaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan rekreasi,
wisata bahari, dan ekowisata;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pertahanan dan
keamanan, dan perhubungan: dan

. diperbolehkan dengan syarat membangun bangunan pengaman untuk

kepentingan pengamanan pantai dan gelombang pasang/tsunami.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1

- tidak diperbolehkan kegiatan yangdapat menurunkan fungsi ekologis dan

estetika kawasan yangmengubah dan/atau merusak bentang alam,
kelestarianfungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;

- tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menganggu keberadaan bentang

alam berupa bukit-bukit kecil (Tonggong Londok) pada kawasan pantai;

. tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru pada daerah sempadan

pantai,

- tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat

arah dan intensitas aliran air laut;

- tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menutup akses publik ke arah

pantai;

- tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan logam maupun

non logam;

. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah

cair, limbah gas dan limbah B3: dan
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8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan
estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang ala;n,
kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantal.

4. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);

3. Tinggi bangunan maksimal 2 (dua) lantai, kecuali bangunan menara
suar dan menera telekomunikasi bagi kepentingan keamanan pantai;
dan

4. KDH ditetapakan minimal 40 % (empat puluh persen).
5. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:

1. Garis sempadan pantai daratan yaitu sepanjang tepian pantai, yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai,
minimal 100 m (seratusmeter) dari titik pasang tertinggi ke arah
darat. batas akhir keberadaan Ekosistem pesisir ke arah darat;

2. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
3. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.
6. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. krib;
2. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
3. revetmen;
4. tanggul laut;
5. tembok laut; dan
6. pemecah gelombang
7. Ketentuan tambahan sempadan pantai meliputi:

1. Penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Penetapan lebar sempadan pantai yang bertampalan dengan
Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi
bencana;

3. Ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik Negara dan merupakan
lahan bebas, diperuntukan bagi perluasan kawasan lindung; dan

4. Ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat,
limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

(3) Ketentuan umum zonasi Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas,
pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air,
pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota;

2. dipebolehkan kegiatan pengamanan sungai, Ruang Terbuka Hijau dan
kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;

3. diperbolehkan penetapan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;

diperbolehkan pengembangan dan penataan perlindungan sungai,
jalan inspeksi, kelengkapan bangunan;

diperbolehkan pada bangunan pelindung terhadap kemungkinan
banyjir;

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber
daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel
telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan
bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul,
penanaman tumbuhan pelindung;

. diperbolehkan bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu

lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan
pengontrol / pengukur debit air; dan

.diperbolehkan  pembangunan  prasarana lalu lintas  air,

pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air,
pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan
pengamanan sungai; dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi.

. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1

10.

. diperbolehkan dengan syarat pemanfataan kawasan sempadan sungai

untuk kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak
mengganggu kualitas air sungai;

. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk

menunjang fungsi pengelolaan sungai;

.diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana bangunan

pengambilan dan pembuangan air;

. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan, pengelolaan

perikanan di perairan,;

. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekowisata yang diberi

batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada
lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi
masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan
pemanfaatan yang berkelanjutan;

. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame,

papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta
sarana bantu navigasi pelayaran;

. diperbolehkan dengan syarat kolam budi daya perikanan tidak

menganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk
kebutuhan masyarakat dan pertanian;

. diperbolehkan dengan syarat budi daya ikan tambak yang tidak

mengganggu fungsi sempadan pantai;

. diperbolehkan dengan svarat kegiatan pemasangan jaringan kabel

listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan
menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan
sungai, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air,
fungsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan nilai visual bentang alam,
pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan
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teknis yang berlaku, dan budi daya perikanan air tawar sesuai daya
dukung dan daya tampung sungai;

11.diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana
infrastruktur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

12. diperbolehkan dengan syarat budi daya perikanan air tawar sesuai daya
dukung dan daya tampung sungai.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan bangunan dan gedung; kegiatan yang mengganggu
dan merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah; kegiatan
vang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan
fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan yang
merusak kualitas dan kuantitas air sungai,

2. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan
sungai;

3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan
dan menurunkan kualitas sungai;

4. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan
Badan Air dan/atau pemanfaatan air;

5. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari kualitas lingkungan
sekitar kawasan sempadan;

6. tidak diperbolehkan membuang limbah domestik dan non domestik
langsung ke badan sungai; dan

7. tidak diperbolehkan membuang  secara langsung limbah padat,
limbah cair, limbah gas dan limbah B3.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) meter; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
e. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:

1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan:

a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
lebih dari 20 (dua puluh) meter.

2. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:

a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km2 (lima ratus
kilometer),
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b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km2
(lima ratus kilometer};

c¢) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan
Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 {aeratl._xs] meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

d) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan
Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkom
ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai,

4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai; dan

5. Sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang
antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan
bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. bangunan prasarana sumber daya air;
2. fasilitas jembatan dan dermaga;
3. jalur pipa gas dan air minum;
4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain
kegiatan menanam tanaman sayvur-mayur; dan

6. bangunan ketenagalistrikan.
g. Ketentuan tambahan meliputi:

1. penetapan lebar sempadan sungai, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. penetapan lebar sempadan sungai, yang bertampalan dengan Kawasan
Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;

3. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah
cair, limbah gas dan limbah B3; dan

4. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan
lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.

(4) Ketentuan umum zonasi Sempadan Waduk/Danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan;

2. diperbolehkan penetapan lebar sempadan Waduk atau Situ sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;

4. diperbolehkan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan
sempadan;

5. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar;
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6. diperbolehkan pembangunan jaringan utilitas, seperti pemasangan
rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum; dan

7. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum berupa
pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang
diperbolehkan, dan bangunan pelindung terhadap ken:mngkman
banjir; dan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau
jembatan.

. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang
pariwisata;

2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pengontrol debit dan
kualitas air;

3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian lahan basah,
pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan rakyat, yang
tidak merusak lingkungan;

4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan, pengelolaan
perikanan di perairan,;

5. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana bangunan
pengambilan dan pembuangan air; dan

6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata yang yang bertumpu
pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi
bagi masyarakat setempat serta bagi kelestarian sumber daya alam dan
pemanfaatan yang berkelanjutan.

. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak diperbolehkan membuang limbah secara langsung;

2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pemanfaatan kawasan
yvang dapat mengganggu fungsi kawasan,

3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan
dan menurunkan kualitas air danau /waduk/situ; dan

4. tidak diperbolehkan membuang limbah B3 /beracun.

. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);

2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);

3. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen); dan
4, Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai.

. Ketentuan tata masa bangunan meliputi:

1. batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima
puluh) meter dari tepi badan danau; dan

2.dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau

merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di
dalamnya.

. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. prasarana sumber daya air;
2. jalanakses, jembatan, dan dermaga;
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3. jalur pipa gas dan air minum;

4.
S.
6.
7.

rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
prasarana dan sarana sanitasi; dan

bangunan ketenagalistrikan.

g. Ketentuan tambahan meliputi:

4

v

penetapan lebar sempadan sungai, Waduk/Situ yang bertnmpalan
dengan Kawasan Rawan Bencana harus memperhatikan aspek mitigasi
bencana; dan

ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan
lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.

(5) Ketentuan umum zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1

2.

S.

. diperbolehkan perlindungan sekitar mata air dan kelestarian sumber

daya air;

diperbolehkan pemanfaatan berupa Kawasan Budi Daya hutan,
pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman
perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover
untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

. diperbolehkan bangunan minimal pengelolaan dan pemanfataan mata

air yang diizinkan dan ramah lingkungan;

. diperbolehkan pemasangan jaringan kabel, listrik, telepon dan pipa air

minum; dan
diperbolehkan kegiatan konservatif yang bersifat vegetatif.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1

4.

S.

. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan mata air sebagai sumber air

bersih dan irigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal
tanpa merubah fungsi dan bentang alam kawasan mata air;

. diperbolehkan dengan syarat pengembangan struktur alami dan

struktur buatan untuk mencegah longsor atau erosi dan
mempertahankan bentuk mata air;

. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam tanpa merubah

fungsi ekologis mata air;
diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pariwisata alam
sesuai ketentuan vang berlaku; dan

diperbolehkan dengan syarat bangunan pengontrol debit dan kualitas
air.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

:

2.

tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain vang
sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat
mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan
sekitar mata air;
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3. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair
maupun limbah berbahaya;

4. tidak diperbolehkan kegiatan penebangan dalam area sempadan mata
air;

5. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung
dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

6. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau perubahan bentuk
medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan
penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan
kelestarian mata air; dan

7. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam
radius 200 (dua ratus] meter dari lokasi pemunculan mata air.

d. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimum 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimum 2 (dua) lantai; dan
4, KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

e. ketentuan tata masa bangunan meliputi garis sempadan mata air,
ditetapkan dengan jari 200 (dua ratus) meter diukur sumber mata air.

f. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi papan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal Pasal 60 huruf d terdiri atas:

a, ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan konservasi Cagar Alam;

2. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan
3. diperbolehkan pembagian zona utama, inti dan penyangga.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan vang dibatasi hanya

untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu
pengetahuan, dan pendidikan;

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi
lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;

3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pendukung yang
dilakukan di dalam kawasan suaka alam;

4. diperbolehkan dengan syarat penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata
alam;
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5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah
untuk penunjang budi daya;

6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tradisional oleh masyarakat
setempat.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangungan yang tidak dimaksudkan
untuk menunjang kegiatan wisata alam:

2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam,
mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa:

3. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa
yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan:

4. tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam,
dan ekosistem alami:

5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona cagar alam; dan

6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan
Taman Wisata Alam,

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapakan maksimal 2 (dua) lantai: dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan setapak;
2. sarana peribadatan;
3. toilet;
4. tempat parkir;
5. papan petunjuk; dan
6. bangunan pengamat.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Taman Nasional; dan
b. Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam.

(4) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a terdiri atas:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan konservasi Taman Nasional;

2. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam; dan
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3. diperbolehkan pembagian zona utama, inti dan penyangga.
. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hgnya
untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu
pengetahuan, dan pendidikan;

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengurangi fungsi
lindung kawasan dan disertai tindakan konservasi;

3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pendukung yang
dilakukan di dalam kawasan suaka alam;

4. diperbolehkan dengan syarat penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata
alam;

5. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah
untuk penunjang budi daya;

6. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tradisional oleh masyarakat
setempat.

. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan pendirian bangungan yang tidak dimaksudkan
untuk menunjang kegiatan wisata alam;

2. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam,
mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;

3. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa
yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan;

4. tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam,
dan ekosistem alami;

5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona cagar alam; dan

6. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan
Taman Wisata Alam.

. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat];

3. Ketinggian Bangunan ditetapakan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. jalan setapak;

2. sarana peribadatan;

3. toilet;

4. tempat parkir;

5. papan petunjuk; dan
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6. bangunan pengamat.

(5) Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b terdiri atas terdiri atas:

a

. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata alam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

2. diperbolehkan kegiatan pemancangan dan pemeliharaan batas
kawasan; dan

3. diperbolehkan kegiatan pengendalian kebakaran, reboisasi dalam
rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan, dan pemanfaatan
jasa lingkungan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu

Pemanfaatan Ruang budi daya bagi penduduk asli di zona penyangga
dengan luasan tetap, dengan tidak mengurangi fungsi dan di bawah
pengawasan ketat;

. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan

vang dapat mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan
keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta
kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalan setapak;
2. sarana peribadatan
3. papan petunjuk; dan
4. bangunan pengamat.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 huruf e diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1

2.
3.

. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pawiwisata;
diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam,

diperbolehkan pengembangan kegiatan pendukung vang dilakukan di
dalam Taman Nasional dengan syarat harus mengikuti kaidah
perlindungan,

. diperbolehkan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional

dengan syarat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh
mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem

alami; dan
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5. diperbolehkan untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang menunjang
kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
2. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan transportasi, bangunan
prasarana kota dan fasilitas umum;

3. diperbolehkan bersyarat meliputi museum, pariwisata, Ruang Terbuka
Hijau, bangunan penunjang kegiatan wisata di kawasan cagar budaya,
bangunan transportasi, bangunan prasarana kota dan fasilitas sosial dan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

4. diperbolehkan bersyarat pengembangan sistem jaringan transportasi,
energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak
kekayaan budaya;

2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan
geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan,

3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian
lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi,
monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu;

4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya
masyarakat setempat;

5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan
ekosistemnya;

6. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai
dengan fungsi kawasan, kegiatan yang dapat merusak cagar budayva,
kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang
mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar
budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan
arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi
tertentu; dan

7. tidak diperbolehkan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan
kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar
budaya dan ilmu pengetahun meliputi :

1) peninggalan sejarah;
2) bangunan arkeologi,
3) monumen nasional; dan
4) Wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);
2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);
3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).
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Ketentuan masa bangunan meliputi tidak diperkenankan merubah bentuk
fisik pada bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya,

Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. jalur pejalan kaki;

2. sarana peribadatan;

3. sarana perparkiran; dan

4. papan infomasi/petunjuk.

. ketentuan tambahan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK);

izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL);

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK);

izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK);
izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK); dan

izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).

ool e

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya
Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2) huruf b angka 2 terdiri atas:

a.

rm ™ 0 a o o

ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;

. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energj;

. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan

. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehan untuk kegiatan pengembangan atau pembangunan
sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
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2. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan dan penataan sempadan
sungai, danau dan mata air;

3. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan hutan produksi tetap,
hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;

4. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan atau
perkebunan dan kebun campuran atau ladang;

5. diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi hutan produksi tetap;

6. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
dalam hutan alam dan hutan tanaman, kegiatan usaha pen_:a_mfaatan
kawasan untuk budi daya tanaman obat dan kegiatan penelitian serta
pendidikan,;

7. diperbolehkan peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan
rakyat dengan prioritas arahan pengembangan jenis komoditi
berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi
penggunaan lahan;

8. dipebolehkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
dan

9. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi
hutan,

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat,
meliputi:
1. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi Ekosistem dalam
hutan alam dan hutan tanaman:

3. kegiatan pemanfaatan lainnya dengan tidak menimbulkan dampak
negatif pada fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan;

4.kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis
yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundang- undangan;

5. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca
sumber daya kehutanan;

6. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan: dan

7.bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan
pencegahan serta penanggulangan bencana;

c¢. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. tidak diperbolehakan kegiatan yang merusak dan menurunkan
bentang alam serta kualitas fungsi kawasan;

2. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya pertanian
maupun non-pertanian yang dapat mengurangi luas hutan;

3. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang
mengurangi luas hutan; dan

4. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak dan menurunkan
bentang alam serta kualitas fungsi kawasan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
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1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);

2.
3.
4.

KLB ditetapakn maksimal 0,8 (nol koma delapan);
Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
KDH ditetapakn minimal 40 % (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. jalan produksi;

2.
3.

pos penjagaan; dan
wisata alam, pendidikan dan ilmu pengetahuian;

f. Ketentuan tambahan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

-

ketentuan penebangan pohon dikawasan hutan rakyat dilakukan
dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan:

ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS paling rendah 30%
(tiga puluh persen) dari luas daratan:

- ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) perlu

penambahan luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan
hutan di kabupaten;

-ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan produksi

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan kawasan dengan ketentuan :

a) luas areal pengolahan dibatasi;

b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial
ekonomi;

c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan

d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang
alam.

- diperbolehkan jasa lingkungan dengan ketentuan:

a) tidak mengubah bentang alam;
b) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
c) tidak mengurangi fungsi utamanya.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan meliputi:

1.

-

diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan /pembangunan
sumber resapan air, Cagar Alam dan suaka margasatwa,

diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan/penataan sempadan
sungai, danau dan mata air;

diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan hutan produksi tetap,
hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;

. diperbolehkan untuk kegiatan  budi daya tanaman
tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan

diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang
dapat meningkatkan fungsi hutan produksi,
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Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. kegiatan diperbolehkan dengan syarat untuk Kegiatan budi daya
peternakan; kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik,
telekomunikasi dan energi; dan

2. kegiatan diperbolehkan dengan  syarat untuk  Kegiatan
pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas
bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan
pertambangan migas untuk kepentingan nasional.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi
pengembangan kegiatan pertanian yang dapat mengurangi luas hutan
produksi terbatas.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. KDB ditetapkan maksimum 40 % (empat puluh persen);

2. KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan persen);

3. Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan

4. KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen).

Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan produksi dan
pos penjagaan.
Ketentuan tambahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

1. Ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan
hutan produksi lebih besar dari 500 (lima ratus] meter dari tepi
waduk, lebih besar dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan
kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 (seratus) meter
dari tepi kiri kanan sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi
anak sungai, lebih besar dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi
jurang, lebih besar dari 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang
tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;

2. Ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat
dilakukandengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan,

3. Ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari 124
(seratus dua puluh empat) di luar hutan suaka alam dan hutan
konservasi, serta secara ruang dicadangkan untuk pengembangan
infrastruktur,pertambangan, pertanian dan perkebunan;

4. Ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS, paling rendah 30%
(tiga puluh persen) dari luas daratan;

5. Ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persenperiu
menambah luas hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% (tiga
puluh persentidak boleh secarabebas mengurangi luas kawasan
hutan di kabupaten;

6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan produksi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

7. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya
yang berada dan/atau melintasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
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Pasal 68

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf b terdiri atas:

Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;

(2)

a.
b.
C.

d.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1.

diharuskan memperhatikan jasa ekosistem penyedia pangan dan
jasa ekosistem tata air dan banjir;

diperbolehkan pembangunan prasarana Wilayah dan bangunan
pendukung kegiatan pertanian;

diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan
pendidikan;

diperbolehkan kegiatan peternakan rakyat dan perikanan skala kecil;
Diperbolehkan kegiatan pertanian; dan

Diperbolehkan kegiatan pendukung pengembangan, dan pelestarian
pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung
kawasan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat,
meliputi:

1.

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian sawah di lahan
dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen dengan ketentuan
menggunakan sistem terasering

diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak
mengganggu fungsi pertanian tanaman pangan dengan intensitas
bangunan berkepadatan rendah;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana
fasilitas umum yang diatur dan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan  wisata,
penelitian /pendidikan yang sejalan dengan pengembangan
pertanian tanaman pangan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian,
kegiatan penelitian pertanian, kegiatan usaha pengolahan hasil
pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi
utamakawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang
pariwisata;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sawah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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diperbolehkan dengan syarat kegiatan eksisting berdasarkan RTR
Wilayah Kabupaten; dan

diperbolehkan dengan syarat kegiatan lainnya yang tidak mengubah
fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak
mengganggu fungsi kawasan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

L.

6.

tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang berpotensi
merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang
dibutuhkan tanaman pangan;

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada (KP2B);

tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah
irigasi dan terkena saluran irigasi;

tidak diperbolehkan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang
jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah;

tidak diperbolehkan menggunakan lahan dengan mengabaikan
kelestarian lingkungan; dan

Tidak diperbolehkan konversi lahan terhadap sawah beririgasi teknis
yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

¥
2.
3.
4.

KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);

KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dual;

Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalan irigasi untuk
pertanian dan jalan produksi.

f. Ketentuan tambahan kawasan pertanian pangan meliputi:

1.

penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan
tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan
melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil
teknis berupa pembuatan pematan, terasering, dan saluran
drainase;

lahan untuk budi daya tanaman pangan vaitu lahan datar sampai
dengan lahan berkemiringan 30% (tiga puluh persen) yvang diikuti
dengan upaya tindakan konservasi;

untuk kemiringan lahan >30% (lebih dari tiga puluh persen) wajib
dilakukan tindakan konservasi;

penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan
tanaman pangan wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber
daya alam, fungslingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta
selaras dengan kepentingan kegiatan lain;

Pemanfaatan Ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan
pertanian dipastikan menyediakan buffer dan instalasi limbah yang
tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana
sumberdaya air dan irigasi;

ketentuan  pengaturan  komoditas Kawasan  Perkebunan
memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum
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penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas
areal;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang
berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan
untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan
keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;

pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Kawasan
Peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis
kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan
pengurusan ternak;

penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah
yang berasal dari aktivitas pertanian; dan

kegiatan pertanian pada Kawasan Rawan Bencana diizinkan untuk
kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering,
perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang
sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimkasud
pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

C.

ki

diperbolehkan pengembangan tanaman hortikultura serta penyiapan
sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian
hortikultura; dan

2. diperbolehkan kegiatan meliputi kegiatan pertanian.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan svarat
meliputi:

ki

diperbolehkan dengan syarat wisata alam, penelitian/pendidikan,
dan pelestarian tanaman hortikultura;

diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal vang tidak
mengganggu fungsi pertanian Hortikultura dengan intensitas
bangunan rendah;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan sentra industri kecil yang
berbasis dan mendukung pengembangan pertanian Hortikultura;

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura vang
tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif; dan

diperbolehkan dengan syarat diperbolehkan dengan svarat meliputi
kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian,
kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama
kawasan sebagai kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata
dan kegiatan permukiman eksisting.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:

1.

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan
tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman
Hortikultura;

tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau
merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian
hortikultura;
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tidak diperbolehkan pengelolaan lahan dengan ~ mengabaikan
kelestarian lingkungan; dan

tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menganggu fungsi
kawasan sebagai kawasan pertanian.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1.
2
3.
4.

KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);

KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);

Ketinggian Bangunan ditetapkan maksimal 1 (satu) lantai; dan
KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jalan produksi dan
sarana pengairan;
f. Ketentuan tambahan meliputi:

1,

6.

lahan untuk budi daya hortikultura yaitu lahan datar sampai dengan
lahan berkemiringan 30% (tiga puluh persen) yang diikuti dengan
upayatindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil
teknisberupa pembuatan pematang, terasering dan saluran
drainase;

untuk kemiringan lahan >30% (lebih dari tiga pulu persen) wajib
dilakukan tindakan konservasi;

penetapan Tata Ruang Wilayah dalam kaitan dengan pengembangan
hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya
alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras
dengan kepentingan kegiatan lain;

Kawasan Hortikultura ditetapkan dengan ketentuan tersedianya
sumber daya manusia terdiri dari pelaku usaha, penyuluh
hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan
dan usaha hortikultura;

tersedianya sumber daya alam berupa lahan, iklim, sumber daya air,
dan sumber daya genetik; dan tersedianya sumber buatan berupa
sarana dan prasarana hortikultura; dan

menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya
yvang berada dan/atau melintasi Kawasan Hortikultura.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

£
2.

diperbolehkan pengembangan kegiatan perkebunan,;

diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar terlantar secara
selektif sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap
mengindahkan kaidah konservasi;

diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja di
sektor perkebunan;

diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan
jaringan prasarana wilayah;

diperbolehkan alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi fungsi
lainnya sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan;
dan
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diperbolehkan kegiatan peternakan dan perikanan dalam kawasan
perkebunan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

e.

1.

6.

diperbolehkan dengan syarat adanya bangunan prasarana Wilayah
dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan wisata alam,
penelitian dan pendidikan,

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan yang
tidak produktif menjadi peruntukan lain;

diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung
pertanian, kegiatan penelitian perkebunan, kegiatan ekowisata
dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai
kawasan pertanian, kegiatan penunjang pariwisata dan kegiatan
permukiman pedesaan, kegiatan fasilitas penunjang permukiman
dan pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan
arahan untuk kawasan perkebunan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan dengan ketentuan
adanya arahan program from waste to energy (arahan program untuk
mengurangi dampak polusi dan mendapatkan manfaat); dan

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1,

2.

4,

tidak diperbolehkan pengelolaan lahan perkebunan dengan
mengabaikan kelestarian lingkungan;

tidak diperbolehlan pengembangan kegiatan yang berpotensi
merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang
dibutuhkan tanaman perkebunan;

tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi
Kawasan Perkebunan besar tidak sesuai dengan perizinan; dan

tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menganggu fungsi
kawasan sebagai kawasan perkebunan.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

£ W N o~

KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);

KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan),

Ketinggian Bangunan ditetapakan maksimal 2 (dua) lantai; dan
KDH ditetapakn minimal 40 % (empat puluh persen).

Ketentuan tambahan Kawasan Perkebunan meliputi:

'

ketentuan kemiringan lahan 0% (nol persen) sampai dengan 8%
(delapan persen) untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur
atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman
penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah
minimum;

ketentuan kemiringan lahan 8% (delapan persensampai dengan 15%
(lima belas persen) untuk pola tanam monokultur, tumpangsari,
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interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan
tindakan konservasi sipil teknis;

ketentuan kemiringan lahan 15% (lima belas persen) sampai dengan
40% (empat puluh persen) untuk pola tanam monokultur,
interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif
dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman
tahunan perkebunan yang bersifat konservasi;

ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas
minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan
pemberian hak atas areal; dan

menjaga keberadaan irigasi dan bangunan pendukungnya yang
berada dan/atau melintasi Kawasan Perkebunan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

I

diperbolehkan pelaksanaan tata cara budi daya ternak yang baik
dengan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diperbolehkan adanya bangunan prasarana dan sarana yang
mendukung kegiatan peternakan;

diperbolehkan kegiatan peternakan yang terintegrasi dengan
subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani (berbasis tanaman
pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi
ekonomi;

diperbolehkan pengembangan wisata alam, penelitian dan
pendidikan;

diperbolehkan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan
peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan
penggembalaan umum yvang harus dipertahankan keberadaan dan
kemanfaatannya secara berkelanjutan;

diperbolehkan mengembangkan aktivitas budi daya produktif lain di
luar zona penyangga peruntukan peternakan; dan

diperbolehkan pengembangan peternakan bersamaan dengan usaha
tanaman pangan, Hortikultura, perikanan, perkebunan, dan
kehutanan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

2.

3.

diperbolehkan dengan syarat pengawasan persyaratan baku mutu

air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan
kesehatan hewan;

diperbolehkan dengan syarat diharuskan memenuhi kriteria
pengelolaan  peternakan dan  kesehatan hewan dengan
memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik,
maupun dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;

diperbolehkan dengan syarat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

untuk pengembangan  atau pengusahaan peternakan dalam
pemanfaatan lahan kawasan peternakan;
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diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan
baru sekitar kawasan peruntukan peternakan;

diperbolehkan merubah fungsi lahan peternakan akibat perubahan
Tata Ruang dengan syarat disediakan lahan pengganti pada lahan
yang sesuai standar kawasan peternakan;

diperbolehkan dengan syarat fasilitas pendukung peternakan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung industri kecil atau
rumah tangga pendukung peternakan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata dengan tetap
mempertahankan fungsi utama kawasan peternakan; dan

diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pariwisata,

permukiman pedesaan, pertambangan dengan rencana pasca
tambang menyesuaikan arahan dengan kawasan peternakan

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

N

2.

3.
4,

tidak diperbolehkan pengelolaan peruntukan peternakan yang dapat
mencemari lingkungan;

tidak diperbolehkan membuang limbah ternak kecuali dengan
melalui sistem pengolahan limbah terpadu.

tidak diperbolehkan budi daya peternakan babi dan sejenisnya; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi sebagai
kawasan peternakan.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

IR
2.
3.
4.

KDB ditetapkan maksimal 40 % (empat puluh persen);

KLB ditetapkan maksimal 0,8 (nol koma delapan);

ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 2 (dua) lantai; dan
KDH ditetapkan minimal 40 % (empat puluh persen);

Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana pengolah
limbah dan gudang;

Ketentuan tambahan Kawasan Peternakan meliputi:

1.

2.

Ketentuan tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak
mengganggu ketertiban umum;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk segala aspek yang
berkaitan dengan petermnakan termasuk penyediaan lahan untuk
kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan
keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;

Ketentuan perubahan lahan dan kesehatan hewan akibat perubahan
Tata Ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu
ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan
kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan
peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan;

Ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk
kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan
peruntukannya;




235

5. Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan
penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan
dalam pengelolaan dan pengurusan ternak dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan atau pengusahaan
peternakan bekerjasama dengan pengusahaan tanaman pangan,
hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang
lainnya dalam memnafaatkan lahan di kawasan tersbut sebagai
sumber pakan ternak murah; dan

6. Pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan
peternakan ramah lingkungan, penerapan teknologi dalam
pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas peternakan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf ¢ berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya
diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.

diperbolehkan kegiatan pembudi dayaan ikan, sarana prasarana
Wilayah yang mendukung kegiatan perikan, kegiatan pemanfaatan
sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, fasilitas
pendukung perikanan, kegiatan penelitian perikanan; dan

diperbolehkan pengembangan minapolitan dalam rangka
mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

C.

¢

2.

diperbolehkan dengan syarat kegiatan usaha mikro, kecil, dan
menengah pendukung perikanan;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dasar Wilayah
untuk kepentingan umum;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata dengan intensitas rendah;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil atau rumah tangga
pendukung perikanan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan ekowisata dengan tetap
mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perikanan,
kegiatan pariwsata, kegiatan penunjang pariwisata, permukiman,
fasilitas pendukung permukiman perikanan; dan

pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

| ¢

v

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sebagai
kawasan perikanan; dan

tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan dan sarana
pendukungnya yang dapat merusak ekosistem perairan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1.
2,

KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);
KLB ditetapkan maksimal 0,2 (nol koma dua);
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Ketinggian Bangunanditetapkan maksimal 1 (satu) lantai; dan
KDH ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).

Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

sarana pengairan;

1
2. jaringan listrik;
3. kolam ikan;

4.
5
6
T

gudang pakan;

. kolam pembibitan ikan;
. kolam pembenihan ikan; dan
. gudang penyimpanan alat panen.

Ketentuan tambahan meliputi:

|

2.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembudi dayaan
harus menghindari areal terumbu karang;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk koefisien pemanfaatan
perairan untuk budiaya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana
terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh) untuk alur/lalu lintas perahu
yang mendukung kegiatan budi daya,

Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan Wilayah kerja
yang bersinggungan/overlap dengan zona perikanan tangkap
menunjukan  bahwa  zona  tersebut  merupakan Wilayah
kerja/pengembangan pertambangan,

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebelum terbitnya persetujuan KKPRL
terhadap kegiatan zona peikanan tangkap yang bersinggungan dengan
Wilayah migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamannya sebagai
perikanan tangkap;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang perikanan budi daya pada Wilayah
perairan dengan kriteria jarak 0-4 (nol sampai empat) mil dari garis
pantai dengan ketentuan:

a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembudi dayaan jaring ikan
dan jaring apung, sarana prasaraa Wilayah yang mendukung
kegiatan perikanan, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan
dengan memperhatikan kelestariannya, budi daya laut dengan skala
kecil dengan metode alat dan teknologi yang tidak merusak
ekosistem Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan
masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk
mengembangkan budi daya laut, budi daya laut dengan teknologi
tradisional, semi Insentif dan Disinsentif;

b) kegiatan vyang diperbolehkan dengan syarat meliputi fasilitas
pendukung perikanan, kegiatan pendukung penelitian, penempatan
terumbu karang buatan, bioteknologi dan biofarmakologi, kegiatan
industri maritim, kegiatan industri pengolahan ikan skala kecil dan
atau skala besar dan menengah yang memiliki bahan baku khusus
dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, kegiatan
industri kecil atau rumah tangga pendukung perikanan, kegiatan
ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan
sebagai kawasan perikanan, kegiatan penunjang pariwsata,
permukiman, pelabuhan, fasilitas umum dan pemanfaatan air laut
selain energi;
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c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
mengganggu fungsi kawasan perikanan, menempatkan rumah ikan
dan alat bantu penangkapan ikan, pertambangan mineral, pasir laut
dan migas, alur pelayvaran dan perlintasan;

d) prasarana minimum yang dipersyaratkan diantara gudang pakan
ikan, obat ikan dan pupuk, keramba, jaring apung dan keramba
jaring tancap, perahu, aerator dan infrastrukturpenunjang kawasan;

e) ketentuan tata cara budiaya ikan yang baik dengan tidak
mengganggu ketertiban umum;

f) pada kawasan perikanan dapat dikembangkan pengelolaan terpadu

dengan pengembangan model silvofishery (mangrove dan perikanan);
dan

g) diperbolehkan penetapan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp)
dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Wilayah Kerja dan
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) sesuai dengan
ketentuan perundangan.

Pasal 70

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan
Pertambangan Mineral.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Pertambangan Batuan diatur
dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1. diperbolehkan melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi
potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi
Pertambangan;

2. diperbolehkan pengembangan kegiatan pertambangan;

3. diperbolehkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan

4. diperbolehkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
pertambangan.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syvarat
meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat Peningkatan kemampuan untuk
melakukan pengawasan volume produksi;

2. diperbolehkan dengan syarat Peningkatan kemampuan untuk
mengendalikan dampak lingkungan dan social kegiatan
pertambangan;

3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan sumber daya mineral,
energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;

4. diperbolehkan dengan syarat Rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca
kegiatan pertambangan; dan

5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:




8.

9.

tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan
perkotaan;

tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan
Lindung kecuali jika terdapat indikasi adanya deposit mineral atau
air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai
amat berharga bagi negara;

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam
pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan;

tidak diperbolehkan pendirian bangunan di sekitar instalasi dan
peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan
bahaya dengan memperhatikan kepentingan Wilayah sekitarnya;

tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam
Kawasan Lindung;

tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan Rawan
Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;

tidak diperbolehkan kegiatan penambangan diluar kawasan
pertambangan;

tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada daerah tadah dan
sumber air; dan

10. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada lokasi penggalian

yang memiliki lereng curam dan kurang stabil.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

-
3.
4,

KDB ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen);

KLB ditetapkan maksimal 0,4 (nol koma empat);

Ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 3 (tiga) lantai; dan
KDH ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

|

S O

jalan tambang;

sarana pengolah limbah tambang;
saluran distribusi;

gardu induk; dan

. gardu hubung.

f. Ketentuan tambahan kawasan pertambangan dan energi meliputi:

1.

]

keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan
manfaat;

pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan
pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan
memperhatikan kepentingan sekitarnyva;

penetapan lokasi pertambangan vyang berada pada Kawasan
Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum
terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk
menjada kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundangan; dan
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4. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam, lebih

besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk
menghindari bahaya erosi dan longsor.

g. Penetapan kegiatan pertambangan energi dan pertambangan di pesisir
dan laut ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

o

ketersediaan jenis/sumber energi;

2. keekonomian;
3.
4. kecukupan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dankondisi

kelestarian lingkungan hidup;

geografis.

kegiatan pengusahaan pasir laut hanya dapat dilaksanakan apabila
Kuasa Pertambangan Pasir Laut berada di luar Zona Perlindungan

zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut terdiri atas :
a) zona pemanfaatan bersyarat; dan

b) zona terbuka tambang, meliputi pembatasan terhadap jenis dan
jumlah kapal, sistem penambangan dan pengerukan dan volume
pasir laut yang dapat ditambang, jadwal kegiatan penambangan
dan pengerukan.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf e diatur dengan ketentuan:

a. KPI di setiap Daerah dapat mewadahi kegiatan industri, baik berupa
Kawasan industri, sentra industri kecil menengah, industri besar,
maupun industri kecil dan menengah;

b. KPI ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

i,

2.

5.

memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi
terhadap ancaman bencana, dan topografi;

memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan
dan Penataan Ruang (tidak berada pada lahan penguasaan adat,
tidak berada pada KP2B, LSD, LBS, dan lahan pertanian lainnya
serta tidak berada pada kawasan lindung);

memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan;

terdapat sumber air baku (air permukaan, air bersih yang dikelola
perusahaan pengelola air minum, dan olahan air limbah industri),
dengan tidak menggunakan air irigasi pertanian dan sumber air
artesis; dan

kepadatan permukiman.

¢. Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di
Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di
Kawasan Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

d. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan
kawasan industri beserta infrastruktur dasar, pengembangan sentra
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industri kecil dan menengah, infrastruktur penunjang im:letri, sarana
penunjang kegiatan industri lainnya dan Ruang Terbuka Hijau;

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1.

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung, pertanian, Ruang
Terbuka Hijau, dan wisata minat khusus;

diperbolehkan dengan syarat meliputi perumahan, perdagangan dap
jasa, pelayanan umum, perkantoran, pemerintahan, transportasi,
pertanian, pelabuhan ikan, pengembangan bangunan prasarana
dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

L

2.

Kegiatan industri yang menyebabkan dampak negatif bagi
lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi dan dampak
kerusakan Kawasan Resapan Air dan keselamatan lingkungan
sekitarnya; dan

Membuang limbah ke laut, air permukaan, dan tanah secara
langsung

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

ahww

5

KDB ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen);
KLB ditetapakan maksimum 3,2 (tiga koma dua);
Tinggi ditetapkan maksimum 3 (tiga) lantai;

KDH ditetapkan minimum 20% (dua puluh persen),

Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimum 10% (sepuluh persen)
dari luas; dan

Parkir ditetapkan minimum 10% (sepuluh persen) dari luas
kawasan.

. Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

8

2.

3.

4.
S.

Aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku
dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;

Terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk
mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air
permukaan, dan tanah;

Wajib menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas
sosial dan umum di dalam KPI;

Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
Ketersediaan jaringan telekomunikasi.

Ketentuan tambahan KPI, terdin atas:

1.

Penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Ketentuan pelarangan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis
dan rusak;
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3. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan
berorietasi transit pada KPI diperbolehkan dengan persyaratan
berdasarkan peraturan perundangan;

4. Kawasan Peruntukan Industri yang telah berdiri dan terbangun pada
lahan yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang wajib :

a) mengganti 3 (tiga) kali lipat lahan yang terbangun atau
membangun prasarana dan sarana jaringan irigasi/pengairan
lainnya untuk mendukung penggantian lahan 3 (tiga) kali lipat;

b) selama penggantian belum diwujudkan, maka beberapa jenis ijin
akan ditangguhkan; dan

¢) dilarang menambah luas areal industri.

5. Kawasan Peruntukan Industri tidak boleh berada di Kawasan Rawan
Bencana sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

6. Setiap KPI wajib mengembangkan jalan antar kawasan; dan

7. Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya
yvang berada dan/atau melintas Kawasan Peruntukan Industri.

(2) Ketentuan tambahan Kawasan Industri, terdiri atas:

a.

b.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan industri paling sedikit
20% dari luas kawasan,

Izin Perluasan Kawasan Industri, terdiri atas:

1. Setiap perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan
kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri;

2. Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri,
Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai
menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan,
menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan
dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan
lain dalam rangka perluasan kawasan; dan

3. Perluasan Kawasan Industri dilakukan di dalam Kawasan
Peruntukan Industri.

Perusahaan industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di
Kawasan Industri;

Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan
Industn yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di Daerah yang:

1. belum memiliki Kawasan Industri;

2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri
dalam Kawasan Industrinya telah habis; dan

3. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses
produksinya memerlukan lokasi khusus;

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI (Izin Usaha Industri);
Dalam 1 (satu) IUIl hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:

1. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai
dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
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2. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) Unit
Produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yvang berbeda dalam 1
(satu) Kawasan Industn;

3. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha
sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa
lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.

Diwajibkan Perizinan Berusaha bagi setiap pendirian Perusahaan
industri baru untuk pengarahan dan sekaligus tindakan preventif yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah sehingga pembangunan industri tetap
dapat dilaksanakan secara konsepsional sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima
puluh) hektare dalam satu hamparan;

Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan
Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5
(lima) hektare dalam satu hamparan;

Perusahaan Industri Menengah dan Besar baru wajib berada di dalam
Kawasan Industri. Bilamana suatu Daerah tidak memiliki Kawasan
Industri, maka Perusahaan Industri Menengah dan Besar baru wajib
berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan

Menjaga keberadaan jaringan irigasi dan bangunan pend ukungnya vang
berada dan/atau melintas Kawasan Industri.

. Ketentuan umum zonasi industri diluar kawasan industri, ditetapkan
dengan memperhatikan :

1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan
manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;

3. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia di sekitarnya;

4. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;

S. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

6. penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada zona industri paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;

7. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar
lokasi industri;

8. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang
menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;

9. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan
air tanah kritis dan rusak;

10. ketentuan menjaga keberadaan Jaringan irigasi dan bangunan
pendukungnya yang berada dan/atau melintas zona industri; dan

11. pengembangan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau
alih fungsi Kawasan Lindung serta KP2B.
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Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf f diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1.

2.

6.

diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan
pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;

diperbolehkan kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya
masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian;

diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya, Ruang
Terbuka Hijau, RTNH, dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan
kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;

diperbolehkan mitigasi bencana, wisata alam, wisata alam bentang laut,
wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga
air, mitigasi bencana, perikanan tangkap tradisional, dan/atau
pendidikan; dan

diperbolehkan penelitian, kegiatan budaya masyarakat dan kondisi
darurat di laut.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

B

diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek wisata yang tidak
mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur, bentang alam dan
pandangan visual setempat;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan wisata alam dan wisata
minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan potensi alam dan budaya
masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan
untuk menunjang pariwisata;

diperbolehkan dengan syarat melakukan upaya perlindungan terhadap
cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau
pada Kawasan Pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

diperbolehkan dengan syarat menjaga kelestarian fungsi lingkungan
hidup

diperbolehkan dengan syarat jasa akomodasi, kegiatan oenunjang
wisata, permukiman, sarana transportasi, pelabuhan perikanan,
perikanan budi daya laut, energi, pembangunan bangunan pelindung
pantai, wisata panorama laut, bangunan pelindung pantai,
pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaiakn dengan
arahan untuk kawasan pariiwisata;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

diperbolehkan dengan syarat kegiatan perumahan di Kawasan
Pariwisata yang berada pada KRB Il (menengah) gunungapi, dengan
ketentuan konstruksi beton bertulang, kepadatan rendah (<30
unit/Ha), pola permukiman menyebar, konstruksi bangunan tahan
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gempa, kemiringan atap minimal 45 (empat puluh lima) derajat atau
curam, dan tiang penahan atap lebih rapat.

¢. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

-

2.

3.

4.

S.

tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu i:ungai
kawasan lindung, terutama Kawasan Resapan Air dan konservasi;
tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata yang dapat
mengganggu adat, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;

tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang
wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung;

tidak diperbolehkan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur
setempat, bentang alam dan pemandangan visual; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan
lingkungan fisik alamiah ruang untuk paniwisata

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1

KDB ditetapkan maksimum 80 % (delapan puluh persen);

2. KLB ditetapkan maksimum 4,8 (empat koma delapan);

e W

6.

tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
KDH ditetapkan minimum 20 %{dua puluh persen);

Ruang Terbuka Hijau ditetapkan minimum 10 % (sepuluh persen) dari
luas kawasan; dan

Parkir minimum ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

LAl R B

pengolahan limbah;

jaringan listrik;

jaringan air bersih;

jaringan drainase;

prasarana persampahan;

sarana parker;

sarana peribadatan;

sarana perdagangan dan jasa; dan
gedung informasi touris;

f. Ketentuan tambahan meliputi:

2

2.

diharuskan upaya pengendalian eksploitasi air dan air panas alami
untuk kegiatan wisata;

diharuskan penyediaan jalur, titik kumpul,dan tempat evakuasi pada
kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada kawasan rawan
bencana;

diharuskan menerapkan prinsip zero delta Q policy, menyediakan
penghijauan dan sumur resapan sesuai dengan kajian teknis dan
memenuhi KDH (KDH) minimal 90 (sembilan puluh) persen bagi
Kawasan Pariwisata yang berada di Kawasan Resapan Air menurut
instansi berwenang;




10.

1k;

12.

13.

14.
15.

16.
LT
18.

19.
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diharuskan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan tetap
memperhatikan kelestarian fungsi lindung serta ekosistem kawasan
pesisir dan laut;

diharuskan pengembangan Kawasan Pariwisata didukung oleh
pengembangan sarana penunjang kepariwisataan serta atraksi wisata
dan Daerah Tujuan Wisata,

diperbolehkan pemanfaatan Kawasan Lindung untuk kegiatan wisata
sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,
perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
diperbolehkan penerapan ciri khas arsitektur Daerah setempat pada
setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
Pengendalian pemanfaatan potensi alam;

Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus vang tidak
mengganggu fungsi kawasan lindung;

pengendalian pertumbuhan sarana prasarana pariwisata yang
menganggu fungsi lindung terutama resapan air;

perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau
dan peninggalan sejarah;

ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan Taman
Wisata Alam untuk kegiatan wisata dilakukan sesuai asas konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luasan lahan untuk

pembangunan sarana dan prasarana palingluas 10% dari luas zona
pemanfaatan dan penerapan eco architecture;

ketentuan pelaranagn dan/atau mengubah atau merusak bentuk
arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual,
persyaratan AMDAL dan analisis dampak lingkungan;

pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan
Kawasan Pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;

ketentuan pengembangan kawasan pariwisata;

penerapan mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi wisata;
penerapan sustainable tourism bersama masyarakat dalam
pengembangan wisata;

Untuk perairan pantai :

a) diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses

kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil,
wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;

b) koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana
penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40%
(empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;

c) mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian
gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan

d) penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan
alat tangkap ramah lingkungan vang tidak merusak terumbu
karang di perairan; dan

e] kegiatan pariwisata yang berada di dalam/sekitar Objek Vital
Nasional (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik
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Tenaga Gas Uap) mengikuti ketentuan keselamatan yang berlaku
pada kawasan tersebut.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf g terdin atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

: &

9.

diperbolehkan permukiman, perumahan, perdagangan dan jasa,
perkantoran, pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, industri
pertanian skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang
memiliki bahan baku khusus dan atau proses produksinya
memerlukan lokasi khusus, perkebunan, sarana transportasi, Ruang
Terbuka Hijau, kegiatan pengembangan jaringan sarana dan
prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan
teknis pelayanan vyang berlaku dan kegiatan penunjang
permukiman;

diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman
perkotaan sesuai skala pelayanan dan kriteria yang ditentukan;

diperbolehkan penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat
baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;

diperbolehkan penyediaan tempat hunian secara berimbang dari
berbagai tipe guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat;
diperbolehkan kegiatan peremajaan lingkungan permukiman
perkotaan guna menciptakan lingkungan hunian yvang aman dan
nyaman;

diperbolehkan penyediaan ruang terbuka publik baik berupa Ruang
Terbuka Hijau maupun ruang terbuka non-hijau;

diperbolehkan pengembangan peningkatan pelayanan fasilitas
permukiman pada permukiman hirarki rendah;

diperbolehkan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan
lingkungan;

diperbolehkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
dan

10. diperbolehkan kegiatan pariwisata.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1.

diperbolehkan dengan syarat pembangunan kawasan perkantoran
terpadu sistem vertikal serta relokasi ke Wilayah dengan cakupan
layanan perkotaan besar untuk meminimalisir alih fungsi lahan;

. diperbolehkan dengan syarat pembangunan gedung untuk sarana

perdagangan dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;




10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

&%
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diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan, kegiatan hijauan
makanan ternak (HMT);

diperbolehkan dengan syarat kegiatan rumah potong hewan (RPH)
dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil
ternak skala kecil dan atau skala besar dan menengah yang memiliki
bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan
lokasi khusus;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan
hasil ternak dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah
ternak;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang tidak
mengganggu fungsi permukiman;
diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil skala rumah

tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan
lingkungan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain non permukiman dengan
luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) hektare yang diatur dalam
RTRW kabupaten /kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan
kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem
Jjaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan
prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan
permukiman  perkotaan  diarahkan intensitas bangunan
berkepadatan sedang-tinggi;

.diperbolehkan dengan syarat memperoleh izin dari pejabat

berwenang untuk pemanfaatan air tanah dalam /sumur bor;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan Kawasan Permukiman
Perkotaan secara individu dan komersial:

diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan permukiman
vertikal,

diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman vertikal di
Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan perkotaan:

diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan bagi
pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan
permukiman;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan bagi
pengembang dengan ketentuan standar pelayanan minimal kawasan
pada exit tol;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal
dengan intensitas tinggi dengan fungsi pemanfaatan campuran; dan

diperbolehkan dengan syarat pengembangan dan pembangunan
perumahan komersial dengan menyediakan kolam retensi.

. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

tidak diperbolehkan pengembangan dan pembangunan permukiman
perkotaan pada kawasan lindung;
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tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya
kenyamanan, keamanan dan ketertiban permukiman; dan

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan.

d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:

1.
-

)
4.

KDB ditetapkan antara 60 - 80% (enam puluh persen);

KLB ditetapkan antara 4,8 - 6,4 (empat koma delapan sampa enam
koma empat);

tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai; dan
KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

e ol 2

6.

jaringan pergerakan;

sarana air bersih;

sarana peribadatan;

sarana pendidikan;

sarana kesehatan; dan
Ruang Terbuka Hijau publik.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

L

2,

3.

diperbolehkan penyediaan sarana dan sarana permukiman
perdesaan sesuai dengan skala pelayanan dan kriteria yang
ditentukan;

diperbolehkan penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat
baik yang terdapat di dalam maupun luar kawasan; dan

diperbolehkan pengembangan perumahan pedesaan yang bercirikan
kearifan lokal.

b. Kegiatan yvang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

k.

diperbolehkan dengan syarat untuk kawasan peruntukan
permukiman perdesaan yang diarahkan dengan intensitas bangunan
berkepadatan rendah-sedang;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan perdesaan
secara individu maupun terorganisir;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan, kegiatan hijauan
makanan ternak (HMT);

diperbolehkan dengan syarat kegiatan rumah potong hewan (RPH)
dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah ternak;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pengolahan hasil
ternak;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolahan
hasil ternak dengan ketentuan menyediakan pengelolaan limbah
ternalk;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang tidak
mengganggu fungsi permukiman; dan




C.

249

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil skala rumah
tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan

lingkungan.
Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

(4) tidak diperbolehkan pengembangan dan pembangunan Kawasan
Permukiman Perdesaan pada kawasan lindung;

(5) tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan
kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan

(6) tidak  diperbolehkan  alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan.
d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

e.

1. KDB ditetapkan antara < 60 % (kurang dari enam puluh persen);
2. KLB ditetapkan antara 3,2 (tiga koma dua);

3. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai,

4. KDH ditetapkan minimal 10 % (sepuluh persen);

Ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:

1. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan
pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;

2. Penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana
peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga
sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;

3. Penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas
yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;

4. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Ketentuan tambahan Kawasan Permukiman terdiri atas:

a.

b.

C.

diharuskan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang
memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan;

diharuskan memperhatikan kaidah dan hukum-hukum lingkungan;

ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan
karateristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan
dan pembangunan kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok
terpadu;

ketentuan Pemanfaatan Ruang di kawasan permukiman pedesaan vang
sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;

penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan
pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman;

penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan,
sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan
kriteria dan ketentaun yang berlaku;

penyediaan kebutuhan sarana distibusi perdagangan dengan
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta fasilitas
yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
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h. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi
transit pada kawasan permukiman diperbolehkan dengan persyarakat
dedasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;

i, persyaratan bangunan sesuai dengan ketentuan intensitas bangunan
dan standar bangunan gedung;

j. memperhatikan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan
pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengembangan
permukiman;

k. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;

. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. pengembangan permukiman pekrotaan di Kawasan Rawan Bencana
alam dan bencana alam geologi di laksanakan dengan persyaratan
teknis;

2. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan
Bencana gunung berapi;

3. memiliki akses menuju pusat kegaiatn masyarakat diluar kawasan;
4. memiliki kelengkapan prasarana sarana dan utilitas pendukung;

5. sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan pemrukiman yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

6. mengembangkan kawasan vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan
intensitas ruang menengah hingga tinggi;

7. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas
Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi, mencakup Kawasan
Perkotaan yang menjadi kota inti PKN,;

8. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada Kawasan
Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;

9. Kawasan Perkotaan vang memiliki karakteristik intensitas
Pemanfaatan Ruang menengah, mencakup Kawasan Perkotaan
selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN; dan

10. pengembangan jalur atau Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong di permukiman

(5) Pengembangan Kawasan Pemukiman pedesaan diarahkan pada
pengembangan ruang merukiman horizontal dengan tetap
mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup
kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan
pengelolaan sumber daya;

(6) Pengembangan kegiatan Kawasan Permukiman untuk Kawasan Rawan
Bencana gempa bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang;

b. kepadatan bangunan tinggi >60 (lebih dari enam puluh) unit/Ha, sedang
30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) unit/Ha dan rendah < 30 (kurang
dari tiga puluh) unit/Ha; dan

c. pola permukiman dapat mengelompok maupun menyebar.

(7) Pengembangan kegiatan kawasan permukiman untuk Kawasan Rawan
Bencana gunung api terdiri atas:
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diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat
evakuasi akhir;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

diperbolehkan  pengembangan kawasan permukiman depg&n
pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan
intensitas rendah;

diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan beton
bertulang sesuai Standar Nasional Indonesia konstruksi bangunan

tahan gempa;

diperbolehkan permukiman dengan kepadatan bangunan sedang 30- ﬁq
(tiga puluh sampai enam puluh) unit/Ha dan rendah <30 (kurang dari
tiga puluh) unit/Ha;

diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat
mengelompok maupun menyebar;

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan
tempat evakuasi;

diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat
evakuasi akhir;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan
pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang, yaitu hanya untuk kegiatan
intensitas rendah;

diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan beton
bertulang sesuai konstruksi bangunan tahan gempa; kepadatan
bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh) unit/Ha; pola perumahan
menyebar,

diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan semi
permanen; kepadatan bangunan rendah <30 (kurang dari tiga puluh)
unit/Ha,; pola perumahan mengelompok dan menyebar;

diperbolehkan permukiman dengan konstruksi bangunan tradisional,
kepadatan bangunan rendah <30 (kurang darni tiga puluh) unit/Ha; pola
perumahan mengelompok dan menyebar;

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan
tempat evakuasi.

Pengembangan kegiatan kawasan permukiman untuk Kawasan Rawan
Bencana tsunami terdiri atas:

a.

b.

d.

diharuskan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan
tempat evakuasi akhir;

diharuskan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem
informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami

maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional
kebencanaan,;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
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e. diperbolehkan bangunan baru yang didesain untuk dapat berfungsi
sebagai tempat evakuasi vertikal yang memiliki struktur yang mampu
menahan gaya tsunami dan goncangan gempa;

f. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman di Wila?rah pesisir
dan perlindungan dengan tanaman keras dan saluran drainase yang
baik;

g. diperbolehkan dengan syarat bangunan di atas elevasi genangan
tsunami dengan tiang panggung vang diperkuat; dan

h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan
tempat evakuasi.

(9) Pengembangan kawasan permukiman lebih lanjut diatur dalam peraturan
bupati tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan pemukiman Daerah,

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf h diatur dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan meliputi:

1. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan fasilitas pertahanan
dan keamanan Negara, seperti tempat latihan, lapangan terbang, gudang
mesiu, dan lapangan tembak;

2. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung
pertahanan dan keamanan negara, seperti mess, perumahan pegawai,
diklat, perkantoran, Kodim, Koramil, Polres, dan Polsek;

3. Diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial
sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan: dan

4. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang
pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta rumah dinas, rumah susun
umum, negara atau khusus, fasilitas pendidikan, kesehatan,
perubadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya,
mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak
terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga
yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan
Budi Daya terbangun dan pertanian.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Lindung
dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan
khusus pertahanan dan keamanan negara;

2. diperbolehkan dengan syarat pengendalian Pola Ruang Budi Daya secara
selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan
keamanan negara; dan

3. diperbolehkan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

¢. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:




(1)

253

1. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya dan non-budi daya yang tidak
terkait dengan pertahanan dan keamanan Negara;

2. tidak diperbolehkan pembangunan fungsi rumah pada kawasan

lapangan tembak pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima
ratus) meter; dan

3. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas
kawasan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan ketentuan
dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;

Ketentuan tata masa bangunan disesuaikan dengan ketentuan dan
peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
Ketentuan sarana dan prasarana minimum disesuaikan dengan ketentuan
dan peraturan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara;

Ketentuan tambahan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan
perundangan di bidang pertahanan dan keamanan negara; dan

Ketentuan tambahan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yaitu memiliki
kelengkapan prasarana dan sarana dan utilitas pendukung kawasan
pertahanan dan keamanan. Dalam penetapan kawasan pertahanan
keamanan berdasarkan pada kriteria teknis dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus
Pasal 75

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)
huruf a terdiri atas:

a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan LP2B dilindungi dan
dilarang dialih fungsikan;

b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan LP2B dapat dialihfungsikan
dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan
berkelanjutan;

d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam
rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan
ketentuan:

1. pengalihafungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke pertanian
(LP2B), terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas
kawasan hutan; dan

2. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

e. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam
rangka terjadi bencana wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan
dengan ketentuan:

1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
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2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang diaﬁhfungsikaq
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi
dilakukan.

f. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan !..P:ZB yang beralih
fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau
terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses pq_:nggant:ian lahan
menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.

KP2B seluas 53,583 Ha (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga)
hektare.

Ketentuan khusus KP2B digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal
skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana sebagaimana yang
dimaksud Pasal 49 ayat (5) huruf b seluas 208.504 Ha (dua ratus delapan
ribu lima ratus empat) hektare terdiri atas:

ketentuan khusus rawan tanah longsor,
ketentuan khusus rawan letusan gunung api;
ketentuan khusus rawan tsunami;

ketentuan khusus rawan banjir;

ketentuan khusus rawan banjir bandang;
ketentuan khusus rawan cuaca ekstrim;

ketentuan khusus rawan gempa bumi;

F® o0 a0 o P

ketentuan khusus zona koridor sesar aktif;

ketentuan khusus rawan kekeringan; dan
j. ketentuan khusus rawan kebakaran hutan dan lahan.

Ketentuan khusus untuk rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a terdiri atas :

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan,
perkebunan, Ruang Terbuka Hijau, wisata alam dan olah raga terbuka;

b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas
adalah pembangunan jaringan infrastruktur;

c. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan
pengaturan intensitas bangunan rendah;

d. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis
stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng,
menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran
sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi
teknik, dan analisis risiko bencana;

e. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi
bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
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melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor
pada Daerah yang sering mengalami kejadian longsor;

pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan
prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan
tanah longsor tinggi dihindarkan;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah prasarana pen_gelnlaan
lingkungan yang langsung memberikan dampak _pa!:la peningkatan
kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase) dan jaringan prasarana
pada tingkat pelayanan Wilayah yang melintas zona tersebut;

disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau
penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, memba.ng_un
dinding penahan longsor pada Daerah rawan longsor tinggi atau sering
mengalami kejadian longsor;

penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan

informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan

Pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan atau hunian dengan
pengaturan intensitas bangunan rendah.

Ketentuan khusus untuk letusan gunung api sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b terdiri atas:

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori rendah
masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan
mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori sedang
diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kategori tinggi tidak
boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan,
Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan,
perkebunan, dan Ruang Terbuka Hijau;

Pemanfaatan Ruang di kategori rendah dan sedang wajib melakukan
analisa risiko bencana gunung api,

Penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat
evakuasi akhir;

Penyediaan sistemn peringatan dini, pemasangan papan info bahaya,
rambu, dan jalur evakuasi;

Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;

Diperbolehkan untuk kantung permukiman yang sudah ada sebelum
Peraturan Daerah ini ditetapkan;

Diperbolehkan di KRB Ill (rawan tinggi) kegiatan kehutanan dan wisata
geofisik;

Diperbolehkan dengan syarat di KRB Il [rawan menengah) bahaya aliran,
kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura,
perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata dengan
memperhatikan ketentuan kesiapsiagaan Kawasan Rawan Bencana
gunungapi vang ditetapkan dan pemilihan jenis vegetasi yang sesuali,
serta mendukung konsep kelestarian lingkungan,;

Diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan
pengendali bencana, dan sarana prasarana penangulangan bencana




(4)

(3)

atau infrstruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan
untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana,;

Diperbolehkan dengan svarat di KRB Il (rawan menengah]. bahaya aliran,
pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dengan
mempertimbangkan tipologi dan tingkat risiko bencana kawasan;

Diperbolehkan dengan syarat di KRB | (rawan rendah) bahaya aliran
banjir lahar, pendirian bangunan setelah mendapatkan rekomendasi
lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang
mitigasi bencana geologi;

Diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pemantau ancaman
bencana;

Tidak diperbolehkan di KRB Il (rawan menengah) bahaya aliran yang
berada pada KRB Il (rawan menengah) bahaya jatuhan, kegiatan
permukiman baru;

Tidak diperbolehkan di KRB Il (rawan tinggi) kegiatan pertambangan
dan pariwisata perhotelan;

Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang memuat bahan beracun

keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yag mudah
terbakar; dan

Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan
tempat evakuasi.

Ketentuan khusus untuk tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢
terdiri atas :

a.

b.

Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan
analisis risiko bencana tsunami;

Pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti
pemecah ombak atau tanggul penahan:

Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan
bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan
terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi
akhir baik vertikal dan horisontal;

Perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan
sempadan pantai;
Pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan penduku ng wisata pantai; dan

Penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi
bencana tsunami; dan

Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan
bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan
terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara dan akhir baik
vertikal dan horisontal.

Ketentuan khusus untuk banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d
terdiri atas :

a.
b.

penetapan batas dataran banjir;

pemanfaatan dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau dan
pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umu m;
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pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
pemasangan sistem peringatan dini, papan info danrambu peringatan,

' jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;

penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;

kegiatan pengembangan sistem informasi peringatan dini bencana
banjir;

diperbolehkan di KRB | (rawan rendah) kegiatan perumahan,
perdagangan dan jasa, dan fasilitas pelayanan;

diperbolehkan di KRB Il (rawan menengah) dan KRB III (rawan tinggi)
pembangunan infrastruktur sumber daya air, fasilitas transportasi
sungai, utilitas serta fasilitas rekreasi dan olah raga;

diperbolehkan dengan syarat di KRB | (rawan rendah) pembangunan
obyek vital/ fasilitas kritis berisiko tinggi dengan ketentuan kawasan
terbangun maksimal 70 (tujuh puluh) persen;

diperbolehkan dengan syarat di KRB Il (rawan menengah] kegiatan
perumahan dengan ketentuan, meliputi:

1) kawasan terbangun maksimal 50% (lima puluh) persen;

2) elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air banjir
rencana 50 (lima puluh) tahunan ditambah tinggi jagaan setinggi 30
(tiga puluh) centimeter atau bangunan minimal 2 (dua) lantai;

3) konstruksi bangunan tahan banjir; dan

4) menyediakan vegetasi yang dapat mengurangi ancaman bahaya
banjir.

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian lahan basah, pertanian

lahan kering, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan;

. tidak diperbolehkan di KRB IIl (rawan tinggi) kegiatan permukiman,

perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan, obyek vital/fasilitas krisis
berisiko tinggi;

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan
tempat evakuasi; dan

ketentuan umum lebih lanjut mengenai pembagian zona KRB banjir dan
peruntukan ruangnya, diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata
Ruang.

Ketentuan khusus untuk banjir bandang sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf e terdiri atas :

a.

b.

penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir
bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;

penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai
standar konstruksi yang ditetapkan;

kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan
pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia
dijadikan tempat evakuasi;

pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan
kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;

penyediaan sistemn atau alat peringatan dini;
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wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan
hilir;

mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau di sekitar sempadan sungai
hulu dan hilir; dan

menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi
Bencana.

(7) Ketentuan khusus untuk rawan cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf f terdin atas :

(8)

a.
b.

C.

d.

€.

mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau;
pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;

pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan
kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan
penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona
lingkungan; dan

menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.

Ketentuan khusus untuk rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf g terdiri atas:

a.

>R ™0 Q

pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti
ketentuan standar bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko
bencana,

pengendalian pembangunan pada Daerah yang pernah terdampak
gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan
gempa;

penvediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya,
rambu dan jalur evakuasi;

penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
penggunaan konstruksi bangunan tahapn gempa;
penyediaan tempat logistik;

penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;

penyediaan prasarana dan sarana evakuasi,

diperbolehkan di Kategori Risiko | Gedung dan nongedung yang memiliki
risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan,
termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: fasilitas sementara,
gudang penyimpanan dan rumah jaga dan struktur kecil lainnya ;

diperbolehkan di Kategori Risiko Il Semua gedung dan struktur lain,
kecuali yang termasuk dalam kategori risiko 1,111,1V, termasuk, tapi tidak
dibatasi untuk: Perumahan, Rumah toko dan rumah kantor, Pasar,
Gedung perkantoran, Gedung apartemen/rumah susun, Pusat
perbelanjaan/ mall, Bangunan industri, Fasilitas manufaktur, Pabrik
pembangunan infrastruktur sumber daya air, fasilitas transportasi
sungai, utilitas serta fasilitas rekreasi dan olah raga; dan

Penjelasan teknis terkait Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung
mengacu pada pedoman tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk
struktur bangunan gedung dan nongedung yang ditetapkan oleh badan
yang membidangi urusan standarisasi.
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(9) Ketentuan khusus untuk zona koridor sesar aktif sebagaima.na. di_maksqd_:
ayat (1) huruf h berupa patahan aktif cugenang dan patahan aktif cimandiri
ditetapkan dengan memperhatikan:

(10)

(11)

a.

I

sempadan patahan aktif 0-10 (nol sampai dengan sepu!uh] meter
merupakan zona kerentanan sangat tinggi terhadap deformasi tar{ah dan
getaran gempa, Wilayah tersebut harus dikosongkan /direlokasi, serta
dilarang pembangunan kembali dan pembangunan baru;

sempadan patahan aktif lebih dari 10 meter - 1 km (sepuluh meter
sampai 1 kilometer), merupakan zona kerentanan tinggi terhadap
deformasi tanah dan getaran gempa atau gerakan tanah, Wilayah
tersebut diarahkan untuk dibangun konstruksi dengan penerapan
persyaratan yang sangat ketat untuk standar bangunan tahan gempa
dan/atau tahan gerakan tanah;

sempadan patahan aktif lebih dari 1 km (satu kilometer), merupakan
zona kerentanan menengah hingga rendah terhadap deformasi tanah
dan getaran gempa, Wilayah tersebut diarahkan untuk dibangun dengan
konstruksi tahan gempa dan/atau tahan gerakan tanah/longsor;

pemanfaatan pada zona koridor sesar aktif, pemanfaatan diarahkan
untuk hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;

pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan
analisis risiko bencana sesar aktif;

pengendalian ketat bagi kegiatan wisata dengan mengacu pada mitigasi
bencana sesar aktif;

pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada
jalur sesar aktif,

penentuan jarak sempadan sesar aktif sesuai hasil kajian;

penvediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya,
rambu dan jalur evakuasi; dan

penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

Ketentuan khusus untuk rawan kekeringan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf i terdiri atas :

a.
b.

C.
d.

mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau untuk resapan air,

penvediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air di
Wilayah terbangun, seperti biopori, embung, sumur dalam;

penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu; dan
penyediaan teknologi modifikasi cuaca.

Ketentuan khusus untuk rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf j terdiri atas :

a.

b.

Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana kebakaran hutan dan lahan
wajib melakukan analisis risiko bencana;

pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai buffer zone;

pembuatan zona fire breaker dengan penanaman vegetasi tahan
kebakaran;

penyediaan infratruktur pemadaman yang memadai;




e.

g.
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perencanaan  kesiapsiagaan dalam peningkatan  kemampuan
pemadaman kebakaran dan penganggulangan asap, tanggap darurat,
dan evakuasi,

penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info
peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan

pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada
Kawasan Rawan Bencana risiko tinggi.

(12) Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada Kawasan
Rawan Bencana risiko tinggi;

(13) Kegiatan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan
Daerah dan/atau Masyarakat;

(14) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana digambarkan dalam peta
dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 77

(1) Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (5) huruf c terdiri atas:

a.

L.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi
daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air
hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;

Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;

kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk
pada lahan terbangun vang sudah ada,

menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan
memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan
tersebut;

penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air
hujan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun vang diajukan
izinnya,

ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah
terhadap air;

ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan
selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat
mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;

ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air,
kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;

mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua)
titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
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1. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur
aquifer storage and recovery, yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi
ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;

m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah,
dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur
imbuhan air tanah;

n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona
aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

0. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melal}lf
pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi
sumur.

(2) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 44.030
Ha (empat puluh empat ribu tiga puluh) hektare.

(3) Ketentuan khusus resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian
minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

(1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal
Pasal 49 ayat (5) huruf d terdiri atas :

a. Ketentuan khusus sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau
melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan
infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai
wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;

b. Ketentuan khusus sempadan sungai, terdiri atas :

1. Hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan
prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur
pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,
kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain
kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan bangunan
ketenagalistrikan;

2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk
kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul
dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput,
mendirikan banguna dan mengurangi dimensi tanggul;

3. Pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin
dari Menteri, gubernur, atau bupati dengan mempertimbangkan
rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah
Sungai yang bersangkutan; dan

4. Dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam
sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyvatakan dalam status
quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan
fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan
vang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan
tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air,
fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan
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ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan khusus pada sempadan danau, terdiri atas :

1. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau
aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber day_a
air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air
minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana
pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas
dan bangunan ketenagalistrikan;

2. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan
danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang
limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau
ke luar danau; dan

3. Pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari
bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber
daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi
teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sekitar danau
yang bersangkutan.

d. Ketentuan khusus pada alur kabel telekomunikasi, terdiri atas :
1. penempatan, pemendaman, dan penandaan;

2. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. kegiatan pemasangan kabel bawal laut dengan jarak 50 (lima puluh]
meter;

4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi
sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas telekomunikasi-
pelayaran;

5. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
6. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut

7. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap
kabel /pipa bawah laut lainnya;

8. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus
menanggung biaya perbaikannya; dan

9. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah
laut.

(2) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 132 Ha
(seratus tiga puluh dua) hektare.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan
ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 79

(1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (5) huruf e terdiri atas:

a. Kawasan Karst ditunjukan dengan bentuk eksokarst dan endokarst
tertentu yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1.

2.

4.

memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan
bagi pengembangan ilmu pengetahuan;

memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu
menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;
memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap
dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi
hidrologi; dan

memiliki mata air permanen; dan memiliki gua yang membentuk
sungai atau jaringan sungai bawah tanah.

b. Bentuk eksokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1. mata air permanen,;
2. bukit karst;

3. dolina

4.
5
6

uvala;

. polje; dan/atau
. telaga.

c. Bentuk endokarst sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

<.

sungai bawah tanah; dan/atau
speleotem.

d. Ketentuan khusus pada Kawasan Karst terdiri atas :

pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki cirl
langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata

merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang
penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

tidak boleh ada kegiatan pertambangan;

dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu
proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas
permukaan, serta merusak fungsi Kawasan Karst.

kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar Kawasan Karst
yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta
merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di
dalamnya dan fungsi Kawasan Karst diberikan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst
harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam
pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan
Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.




(2)
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(3)

(4)
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Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 0,03 Ha (nol
koma nol tiga) hektare.

Ketentuan khusus kawasan karst digambarkan dalam peta den_gan
ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Laml_ni{‘an
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf f merupakan Wilayah
Usaha Pertambangan, terdiri atas :

a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan, termasuk Wilayah
Pertambangan Rakyat diperbolehkan;

b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan terbuka di dalam
Kawasan Lindung;

c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi di Kawasan
dengan tingkat kerentanan tinggi;

d. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan dan energi yang
menimbulkan kerusakan lingkungan;

e. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada Kawasan Perkotaan;
dan

f. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan
Perdesaan dan perkebunan harus mematuhi ketentuan mengenai radius
minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air
untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.

Penetapan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat
berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak
diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;

b. merupakan Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan
kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di Daerah
dengan kerentanan bencana tinggi;

c. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial
menjadi ekonomi riil;

d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat
sekitarnya; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) seluas 352.647 Ha (tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat
puluh tujuh) hektare.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum
Pasal 81

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan RTRW Daerah.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan
b. pasca pembangunan.

(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya
KKPR.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR,
pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

(7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan
ketentuan dokumen KKPR.

(8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan yvang tertuang dalam dokumen KKPR,
dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan
spasial.

(10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku
pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan
KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau
diperoleh dengan tidak melalui prosedur vang benar, batal demi hukum.

(12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat
adanya perubahan RTRW Daerah dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah
Daerah yang menerbitkan KKPR.
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(13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pcmhatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak
kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terha_dap pelaku u_s.aha
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegmtan
Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah
Daerah yang menerbitkan KKPR.

(16) Penilaian perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. perwujudan rencana Pola Ruang.

(17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana
Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b
dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan
pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana
terhadap Rencana Struktur Ruang.

(19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program
pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha,
dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang,.

(20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan
Rencana Struktur Ruang.

(21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (19) terdiri atas:

a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan
Rencana Pola Ruang.

(22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayvat (20) dan tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(23) Penilaian Perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
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(16) dilakukan secara periodik dan terus menerus vaitu 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali
RTRW Daerah.

(24) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, pfmila.ian_ perwujl.{dan
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima)
tahunan.

(25) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (24),
berupa:

a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

¢. Perubahan batas wilayah daerah vang ditetapkan dengan undang-
undang; dan/atau

d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

(26) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (14) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian
Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat
direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(27) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian
perwujudan RTR dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.

(28) Pengendalian implikasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:
a. Zona Yang dikendalikan; dan
b. Zona Yang Didorong.

(29) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 82

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR;
dan

c. meningkatkan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam
rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk
memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan
percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai
tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
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Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perarfgkat
untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah
ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan kepada masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau

d. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
diberikan dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana,
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fasilitasi persetujuan KKPR;
penghargaan,; dan/atau
j.  publikasi atau promosi.

Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana
dan sarana.

Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau

—

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian
disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 83

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d
dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap setiap Orang yang:

a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan
Perubahan Fungsi Ruang;

b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan

menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf ¢ dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui
proses Audit Tata Ruang.

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau
kecilnya:

a. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap
Pemanfaatan Ruang; dan/atau

¢. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan
Ruang.

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Penataan Ruang.

Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
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BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 84
Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui Rencana Tata Ruang,
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan
Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 85
Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
d

. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

(1) Setiap Orang wajib menaati RTR yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf a.

(2) Setiap Orang wajib memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat
vang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b.

(3) Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan vang ditetapkan dalam persyaratan
KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c.

(4) Setiap Orang wajib memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyvatakan sebagai milik umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d.

(5) Setiap Orang vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif berupa:
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peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum,;

penutupan lokasi;

pencabutan KKPR;

pembatalan KKPR;

pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
denda administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi admi::nistr&tif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 87

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan:
a. partisipasi dalam penyusunan RTR;

b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan

C.

partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 avat (1) huruf a berupa:

a. masukan mengenai:

b.

1.
2.
3.

4.
5.

kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur
Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur
Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

persiapan penyusunan RTRW Daerah;
penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;

pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau
Kawasan,;

perumusan konsepsi RTRW Daerah;
penetapan RTRW Daerah; dan
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c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
RTRW Daerah yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pema.nfaamrf
Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan ke,amanafn serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan
Disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW
Daerah yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Daerah yang telah
ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW
Daerah.

Pasal 89

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja
terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah
membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 90

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di
daerah, Bupati dapat membentuk FPR.

(2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan
masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
(3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat

Daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
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FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 91

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku
Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
antar Orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:

a. negosiasi;
b. mediasi; dan

c¢. konsiliasi.

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan
kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten,
para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian
kepada Forum Penataan Ruang.

Kf:tcntuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92
Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.

RTRW Daerah ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima)
tahunan.

Peninjauan kembali RTRW Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali

gglam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis
rupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. Eer::h:han batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-
ndang;
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c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-

Undang, dan/atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Peninjauan kembali RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang berikutnya berupa Rencana Rinci Tata
Ruang terdiri atas:

a. RDTR kawasan dengan karakteristik Perkotaan;
b. RDTR kawasan dengan karakteristik Perdesaan.
RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diprioritaskan pada

kecamatan dengan status perkotaan dan/atau kecamatan yang memiliki
nilai strategis dalam mendukung akselerasi perwujudan RTRW Daerah.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diprioritaskan pada
Wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Kawasan
dengan status perkotaan vang dipandang strategis dalam perwujudan
RTRW.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 93

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang vang diduga melakukan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (a), (b), dan (c), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Setiap Orang vang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya
memanfaatkan ruang vang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan
kesesuaian Pemanfaatan Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta
benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang,
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang atau mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang vang
telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya,

b izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang
telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini,
berlaku ketentuan:

1) Untuk vyang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan
ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;




276

3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak_
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan
ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian
yang layak.

¢ Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

e izin pemanfaatan ruang yang habis masa berlakunya dan akan
diperpanjang ditindaklanjuti melalui mekanisme KKPR sesuai peraturan
daerah ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah,
penyelenggaraan penataan ruang kabupaten akan menyesuaikan dengan
perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
yang berimplikasi pada rencana pola ruang maka akan mengacu pada
rencana tata ruang vang bersifat hierarkis komplementer.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor
45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45), dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cianjur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor
45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur,

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 14 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd /cap.

HERMAN SUHERMAN
Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Agustus 2024
_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

e
CECEPS, ZLAMSTARS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 64
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (7/109/2024)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2024-2044
I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam mengatur
arahan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah. RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031
telah menjadi Peraturan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2012 sehingga telah mengikat seluruh komponen Daerah dalam
melaksanakan RTRW tersebut, diantaranya yakni sebagai pedoman dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, yakni RPJPD dan RPJMD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dalam Pasal 26, bahwa jangka waktu Rencana Tata Ruang
Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 92 dijelaskan mengenai
Peninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali terhadap Rencana
Umum Tata Ruang dan peninjauan kembali Terhadap Rencana Rinci Tata
Ruang. Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode
5 (lima) tahunan.

Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-
2031 pada Tahun 2016 menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi
terhadap RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 oleh adanya
perubahan kebijakan Nasional, perubahan kebijakan Provinsi yang
mempengaruhi Penataan Ruang, serta perubahan dinamika pembangunan
dan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Sehingga dari beberapa
perubahan tersebut perlu menuntut untuk dilakukan peninjauan kembali
dan revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Cianjur.

Evaluasi dan penilaian peninjauan kembali terhadap pelaksanan RTRW
Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 mengidentifikasi beberapa arahan
Pemanfaatan Ruang berupa indikasi program vang belum dilaksanakan
karena terdapat beberapa perubahan kebijakan, masih dalam proses
persiapan pelaksanan atau proses pembangunan yang belum terlaksana
maupun kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, teridentifikasi
pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan namun belum
tercantum dalam Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cianjur Tahun
2011-2031, sehingga perlu ditambahkan untuk mengakomodir perencanaan
pembangunan baik yang menjadi kepentingan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten.

Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten Cianjur adalah seluruh Wilayah
adminsitrasi darat yang terdiri dari 32 Kecamatan. Pembahasan Peraturan
Daerah RTRW berdasarkan muatan substansi RTRW meliputi: ruang lingkup,
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tujuan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; rencana
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
Rencana Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten.

Dalam proses penetapan sebagai Peraturan Daerah, RTRW mendapatkan
persetujuan substansi dari Bupati yang menyatakan bahwa materi muatan
teknis Raperda Kabupaten /Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait dan pedoman bidang
Penataan Ruang yang berlaku, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Untuk
Persetujuan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yvang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para
pihak yang berkaitan dengan Tata Ruang vang diatur dalam Peraturan
Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan
dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini
diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku
dan teknis dalam bidang Tata Ruang.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.




Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Avat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7
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Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud PKW adalah Pusat Kegiatan Wilayah adalah Kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau
beberapa Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud PKL adalah Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan
yvang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten /kota atau beberapa
kecamatan.

Huruf ¢

Yang dimaksud PPK adalah Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Huruf d

Yang dimaksud PPL adalah Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki fungsi utama sebagai pusat
pelayanan, pusat koleksi dan distribusi, pusat pendidikan, pusat
perdagangan dan jasa, serta merupakan Kawasan Perkotaan yang berada di
pesisir berfungsi sebagai destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan
kelautan.

Ayat (3)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan
distribusi, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pelayanan
masyarakat.

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi sebagai pusat produksi dan
industri perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, serta
industri dengan skala pelayanan.

Ayat (5)

Pusat Pelayanan Lingkungan memiliki fungsi sebagai pusat produksi
pertanian dengan skala antar desa

Ayat (6)
Cukup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9




Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Avat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Avat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.
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Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau adalah
Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua)
atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran
sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pelabuhan sungai dan danau adalah Pelabuhan yang
digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan
danau.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)

Yang dimaksud Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai
jangkauan pelayanan-nya terbatas melayani Propinsi, Kabupaten/Kota,
frekuensi kapal dan volume terbatas, mempengaruhi perkembangan ekonomi
secara lokal/ regional, berperan dalam transportasi dan perdagangan dalam
Propinsi, antar Kabupaten/Kota, tingkat keselamatan pelayaran tinggi, dan
memiliki fasilitas dengan teknologi tepat guna serta merupakan simpul
jaringan pelayaran regional/nasional sehingga apabila fungsi dan peranan
tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya berdampak pada kegiatan regional..

Avat (3)
Yang dimaksud Rencana Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di
luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (4)




Yang dimaksud Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan
dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau
bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran
dan kegiatan penunjang perikanan

Pasal 14
Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) adalah
pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air untuk selanjutnya
diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan seluruh turbin air yang
terpasang pada generator listrik.

Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.




Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 15
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Avat (4)

Cukup jelas.

Avat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5]

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
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Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

WTP (Water Treatment Plant) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk
mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk
mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu
atau siap untuk di konsumsi.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)




Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Avyat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Avat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
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Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Cukup jelas.
Ayat (20)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25

Yang dimaksud Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai,
danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
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Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Suaka Alam adalah Bagian Wilayah darat dan/atau
laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang
dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas
tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya
Alam Hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35

Perusahaan industri dengan klasifikasi besar dan menengah berada di
Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan
Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)




Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Avat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Avat (6)
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Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Avat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Avyat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Avat (12)
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Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf e Poin 1. 2)
Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha
di Kecamatan Sindangbarang; dan

- peningkatan  dan rehabilitasi  jaringan irigasi DI Jaya
Harapan /Cisiluman /Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.
Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan
konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi
Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per
detik.

Ayat (3)
Huruf a poin 1.
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Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan :?ungai,
kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, I{awas.a.nr Lmdl..mg
Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ,

dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha
di Kecamatan Sindangbarang; dan

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jaya
Harapan/Cisiluman /Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan
konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi
Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per
detik.

Ayat (3)
Huruf a poin 1.
Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,
kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung
Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ,
dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e Poin 1. 2)

Rehabilitasi Irigasi Sekunder meliputi:
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- peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Gempol seluas 84,82 Ha
di Kecamatan Sindangbarang; dan

- peningkatan dan rehabilitasi  jaringan irigasi DI Jayva
Harapan /Cisiluman/Ciburial seluas 159,61 Ha Kecamatan Cidaun.

Huruf f Poin 1. d)

SPAM Tbu Kota Kecamatan (IKK) adalah sarana dan prasarana jaringan
konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi
Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per
detik.

Ayat (3)
Huruf a poin 1.
Badan air meliputi sungai, waduk, situ, dan embung. Huruf a poin 3.

Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,
kawasan sekitar Danau/Waduk, Kawasan sekitar Embung, Kawasan Lindung
Spiritual dan Kearifan Lokal, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan sekitar Situ,
dan Kawasan sekitar Rawa.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)




Cukup jelas.

Avat (3}

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Avat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
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Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Avat (13)

Cukup jelas.

Avat (14)

Cukup jelas.

Avat (15)

Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

297




Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Avat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Avyat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Avyat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.
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Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Avat (7)
Huruf b Poin 6
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Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah Peruntukan ruang yang
memiliki fasilitas bangunan air yang heffungai untuk mengolah limbah
domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Avat (12)
Cukup jelas.
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Ayat (13)
Cukup jelas.
Avat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Avat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)




Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 68
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1) Huruf ¢
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Perusahaan industri dengan Kklasifikasi besar dan menengah berada di
Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande harus berada di Kawasan
Peruntukan Industri atau industri kecil yang berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

Avat (2)

Cukup jelas.
Pasal 72

Huruf f Poin 19 e)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah Pembangkit listrik
vang memanfaatkan tenaga uap.

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Gas adalah Pembangkit listrik
yang memanfaatkan tenaga gas.

Pasal 73
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Avat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Avyat (9)
Cukup jelas.
Avat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
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Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avyat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 80
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Avat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Avat (17)
Cukup jelas.
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Ayat (18)
Cukup jelas.
Avat (19)
Cukup jelas.
Ayat (20)
Cukup jelas.
Ayat (21)
Cukup jelas.
Ayat (22)
Cukup jelas.
Ayat (23)
Cukup jelas.
Avat (24)
Cukup jelas.
Pasal 82
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.




Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Ayat (5)




Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.




Pasal 91
Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 93
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
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LAMPIRAN II-2.B  PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

m HKECAMATAN YANG NO NAMA RUAS KECAMATAN YANG
| Agrabinta 33 | Londok - Mekagaya
| 34 | Mekarjaya - Cibuluh
_35 | Sindangbarang - Cidaun
. Campaka 36  Cijati - Cukanggaleuh jati
Cukan leuh -

40 | Parakantugu - Cijati_____
Campakamulya 41 | Sumur - Parakantugu'Jalan Horisontal
& — -




DAFTAR JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
KECAMATAN YAN KECAMATAN YANG
NO NAMA RUAS . DILALUI NO AMA RUAS DILALUI
_ 1 | Jalan A. Rahman Halim S 7T 3_| Jalan Barisan Banteng
2 | Jalan Aria Cikondang il . 4 | Jalan Dewi Sartika _




NAMA RUAS e o NAMA RUAS | SGANATAN
| Jalan H. Agus Saleh - 13 | Jalan Perintis Kemerdekaan
Jalan Mangkupraja _14 | Jalan Prof M. Yamin |
Jalan Masjid Agung : _15 | Jalan Taifur Yusuf |
Jalan Moch. Ali 16 | Jalan Yulius Usman
_Jalan Muka | - Ii - lii - Jalan Nasional _17 | SitiJenab |
11 | Jalan Otto Iskandardinata | - 19 | Gadog lii - Gadog | | Cipanas & Pacet |
12 | Jalan Pasar Baru (Ruko)
DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER
NO NAMA RUAS HKECAMATAN YANG NO NAMA RUAS H!ub".!—.h.! ANG
1 | Cianggapati - Sinarlaut Agrabinta =~ 33 Pasirnangka - Munjul BR=y I e
2___ Bojongpicung - Cibarengkok ~ Bojongpicung 34 _ Cibaregbeg - Cisokan c
3 Cibodas - Pasirgadung . 35  Cibeber - Pasirmunding
4 | Cikondang - Cisokan | 36  Cipetir - Bebedahan - .
5 | Cipeuyeum - Huve | 37  Girimulya- Karangnunggal
6| Ciranjang - Huve | 38 | Halte Cibeber - Stasiun Ka
_7__ | Ciranjang - Jati 39 | Lingkar Cibeber
_8 | Darmaga - Cidogdog 40 | Pasirkalapa - Pasirmunding
9 | Huve - Darmaga ] 41 | Pasirmunding - Cibaregbeg
(10 | Jati- Darmaga 42 | Pasirmunding - Cisalak
11 | Jati - Sukarama 43 | Sindangsari - Cibaregbeg
12 | Pangawaren - Kemang 44 | Sindangsari - Pasirmunding
13 | Campaka - Rawabeureum Campaka _45 | Songgom - Girimulkti
14 | Cijengkol - Ciparay Campaka & Cibeber 46 | Tetelar - Girimulya
15 | Cikulit - Wangunjaya ampaka 47 | Angkola-Dago
16 | Ciparay - Karynmulkti Campaka & Cibeber 48  Cibinong - Gunung Bitung
17 | Jalan Lingkar Campaka | Campaka 49 | Cikadu - Cireundeu
18 | Paldua - Cimenteng 50 Cimaskara- Mekarwangi
_19 | Paldun - Gn Padang 51 Cimaskara- Pamoyanan
_20 | Senggom - Girimukti 52 Dago - Tapos
21 | Sukanagara - Cikulit 53 Gunung Bitung - Tangkil
22 | Warungbitung - Margaluyu 54 Pamoyanan - Kalapanunggal
23 | Baros - Sukasima Campakamulya 55 | Panyindangan - Pananggapan
24 Campaka - Rawabeureum 56 | Patrol - Gunungbitung
_25 | Campakamulya - Sindangsari 57  Simpang Cikangkareng - Pamoyanan
26 | Blkn - Gombong Cianjur 58 | Simagalih - Panyindangan
27 | Cangklek - Babakankaret 59 | Sukamulya - Sukasari
28 | Ciseupan - Gelarmaju 60 | Warungtilu - Sulamekar
_29 | Gelarmaju - Sukataris = | 61  Cisalak - Karyabakti
_30 | Panembong - Gelarmaju 62 | Jayanti - Pantai o
31 | Panembong - Nagrak === 63 | Karyabakti - Cinerang
32 | Panumbangan - Gombong 64 | Simpang Jambe - Karya Bakti




KECAMATAN YAN
NO B NAMA RUAS _ DILALUI NO NAMA RUAS
_65 | Simpang Jambe - Karyabakti Al e 108 | Jalan Cilengsar - Benda
66 | Cigadog - Sumur Cijati 109 | Jalan Gadogli I
Cijati - Cibungur D | _110 | Jalan Pasar Cipanas —
Padaasih - Cibungur . 1 Jalan Tengah
69 | Sumur - Cukanggaleuh e 112 | Paragajen - Jeprah
Cigerendem - Kalapanunggal | Cikad 1 Tugaran - Cipanas
Cikadu - Cireundeu 115 | Cibodas - Pasirgadung
Cimaskara - Mekarwangi 1 Ciranjang - Huve
Cisaranten - Kebun Muncang 1 Ciranjang - Jati
Pamoyanan - Kalapanunggal 118 | Ciranjang - Sindangj
ukamulya - Sukasari 119 | Leuweung Lame - Palalango
2 iangsana Maleber - Nambo ikalongkulon 120 | Lingkar Ciranjang - Stasiun i
..... ijagang - Cikendi 121 Sindangjaya - Calincing
ikalongkulon - Benda 123 | Cangkiek - Babakankare .
_80 | Cikalongkulon - Simpang Cijati 123 | Ciseupan - Gelar Maj == _
Cikedi - Cikaranca 124 | Ciseupan - Gelarmaju _
ikendi - Kubang 1 Garung - Cirumpu
83 imuncang - Cikendi s i 126 | Jalan Munjul
84 | Cirameuwah - Kawungjajar 127 | Jalan Munjul - Gintung
5 | Gudang - Kepuh / Cikembar = _128 | Kuta - Benjot
86 | Jalan Lingkar Cikalongkulon 29 | Panumbangan - Gombong
Mariwati - Jogjogan 130 | Rancagoong - Rasamala
88 | Murnisari - Trisakti / Maleber 131 | Rasamala - Salahuni
89 | Pasir Kadali - Cirameuwah 132 | Simpang - Galudra
90 | Simpang Tarikolot - Cijagang PN SO (R ) padang - Gemtur
Ciajag - Kebun Kopi = | Cilaku 134 | Cibodas - Pasirgadung
alte Cilaku - Stasiun Ka | _138 | Cipeuyeum - Huve N
93 | Kandang Sapi - Jangga | Cilaku, 136 | Cipeuyeum - Lolongolkan
Karangtengah & _137 | Cipeuyeum - Station Ka
Sukaluyu 138 | Cisaar - Mareleng
| Kubang - Panyusuhan Cilaku 139 | Darmaga - Cidogdog
Ku - Pasirkadu 140 | Haurwangi - Mekarwangi
96 1nhﬁ_._n_mnh.ng =l I 141 | Pangawaren - Kemang
Pasirnangka - Munjul 142 | Raksabala - Sagatan - r
Rancagoong - Rasamala =il 143 | Gunung Subang - Pagermaneuh | Kadupandak
99 | Seda - Pasir Maung 144 | Jalan Lingkar Kadupandak
_ 100 | Sindangsari - Pasirmunding 145 | Sukasari - Wargaasih |
Warungkondang - Cilaku 146 | Wargaasih - Simpang
02 | Ciloto - Coolibah panas 147 | Cibogo - Cikijing | Karangtengah
03 | Cipanas - Baruawi 148 | Ciherang - Lio
04 | Cipanas - Joglo 149 | Cikolotok - Munjul
Cipanas - Lanbouw - Sukamaj 150 | Gelarmaju - Sukataris
06| G Putri - K _151 | Halte Maleb,
Ji =
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LAMPIRAN III
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044
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LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi




LAMPIRAN V

Peta Rencana Sistem Jaringan Energi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044
Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
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LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
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LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya




LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Rencana Pola Ruang




Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 - 24




Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 — 42
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 - 44
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 - 52
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 - 53
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1208 - 54
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 12

s M ————

S e e e
o

Fe

p—

=




6

Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 14

Kota Bogor




Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 21




Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 22
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 23
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Peta Rencana Pola Ruang Lembar : 1209 - 24
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LAMPIRAN X  PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Penetapan Kawasan Strategis
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LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Indikasi Program Utama

m gob 3

g e
_wm:mm:

=TT 2 : s SRRSO T R LT (1S WARY O i

= RS D R ) :JI1||.|1+I|III-| T L A 1 e IS AR SNCE]

- SRR l ) == ||_I_ xﬂ.:!.__?...-.: Pakerjaan Umum dan Perumahan
Pengembangan i b bangunan | Rakyat (PUPR]);

b :...-_.__:...__..._--: ul.:-””“., n—..m.“"_r.l_ RS T 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

: Kabupaten Cusnjur

Kementenian Kesshatan,

Dinaa Kesshatan Kabupaten Cianjur,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Clanjur,

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Fuang

Kabupaten Cianjur;

Dinas Perumahan dan Kawassan Permukiman

| APEN Eabupaten Cianjur L

| ) PEW A.__n“.:l.r 4 | APBD Provinsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan
d Pengembangan fasilitas bisnis perikanan ml.nnjv_:}_,_ - st APBD Kabupaten Perikanan Kabupaten Cianjur
m — - | Kecamatan | Aoy,

— ke r—— —— 1 SR -

¢ | Pembangunan Rumah Sakit Tipe B

(L] 4= (o

1. Kementerian Perdagangan;

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menangah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupatan
Cimnjur;

13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Clarijur;

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tats Ruang
Kabupaten Cianjur,

|5 Dinss Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Kabupaten Cianjur

¢ | Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa akala regional

=+ l ] - e
=} | Penyodinan Lahan RTH PEW Cidaun APEN 1. Kementerian Agraria dan Tata Fuang;

£ Strategi Penvedinan Fuang Terbuka Hgau (RTH) Rancabuayn berada di APBD Provinsi | 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Pembangunan dan perlussan RTH melalui pengadann lahan; | Escamatan Cidaun APBD Knbupaten |  Provinsi Jawa Barat;




NO.

SUMEBER
PROGRAM UTAMA LOKABI _ PENDANAAN INSTANSI FELAKSANA
|
| |
| |
|
| il e e e e S =
[ ?ﬂn.ﬁﬂamhn.ﬁlu._ m_u._.ﬂ_m_nﬂn_.ﬂnﬂlmm._.._._m_:..ﬂag ....z..._._.h EE@EFCJW.FE._ Swasta 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
antarRTH; Kabupaten Cianjur;
3, Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian ETH publik; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4, Penghijauan bangunan [green roofy green wall); Kabupaten Cianjur;
5. Serah terima RTH Privat menjadi RTH Publik 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah;
6. Pamberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota; 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur,
7. Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyvarakat dalam 7. Bwasta,
penvediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH |
ublik;
8. W&HEE lahan potensial pada aset-aset milik pemerintah
sebagai alternatif penyediaan RTH Publik;
9, Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yvang belum
termanfaatkan maupun lahan aset milk pemerintah salah
satunya kewasan sempadan sungai sebagai  alternatil
penyediaan RTH Publik;
10. Mempertegas arahan  kebijakan terkait pengendalian
pemanfaatan lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan |
khususnyva peruntukan lahan ssbhagai FTH Publik; |
11. Mengadopsi konsep Green City ke dalam EDTRE maupun ke |
dalam arshan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di |
Kabupaten Cianjur;
12. Melakukan lajian mengenai alternatif penyediaan FTH Publik
dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi
permasalahan mengenai  keterbatasan lahan publik di
Kabupaten Chianjur;,
13, Melakukan Kajian ETH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur;
dan
14. Pemenuh besar 20% d i 10%,
1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
- dan Teknaol
. i APBN |2 Dinas E_a“”,%rw: Provinai Jawa Barat,
Pengembangan /Pembangunan Perguruan Tinggi yang berbasis Hinmsbiavn Sarudi APBD Provingi (3. Dinas _u_u:n_ﬁm_r?.:. Pemuda dan Olahraga
potensi wilayah di Facarmaten APBD Kabupaten Kabupaten Cianjur;
Cidaun Swasta 4. Dinas _uﬂ._.u.:m.a_u._... Modal dan m_m._.m.,.f.E.FEH
Terpadu SBatu Pintu Kabupaten Cianjur
|S. Swasta A B L ——
1. Kementeran Pendidikan, Kebudayaan, Fiset
dan Telknologi
Kawnsan Perkotaan APBN 2. Dinas Pendidikan Provinsl Jawa Barat;
- Kajian kelayalkan lokasi perguruan tingg FEW Cidaun - APBD Provinsi 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Penyusunan masterplan perguruan tinggi Rancabuaya berada di AFBD Kabupaten Kabupaten Cianjur;
Kecamatan Cidaun Bwasta 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianju
| 3. Swaata
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+ [PAL industri kemunal

+ Masjid

* Lapangan clahraga/ruang publik
» Tempat atrakesi budaya

| Peningkatan Infrastruktur dasar permukiman:
* Drainase
+ Jalan Lingkungan
+ Fasilitas TPST
« SPAM IKK

| » SPALD komunal

“Peninglatan sarana dan PrAsArana transportasi
s Peningkatan akses jalan dari PEL ke Kecamatan sekitamya
+ Pepyvediaan Terminal Panumpang Tipe C

| » Sarana anghutan umum

Parmmyusunan RDTR

Percepatan Parkada tentang ROTR

Penyediaan Lahan RTH

1.
2.

1w

Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan;
Pengembangan koridor ruang hijau kota vang menghubungkan
antar FTH;

Akuisiai FTH privat dan menjadikannya bagian ETH publik;
Penghijauan bangunan [green roofl green wall);

Serah terima RTH Privat menjadi BFTH Publik

Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijau kota;

Kerjasama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam

penyediann, pembangunan, perfuasan, dan pemeliharasn RTH
publik;

Pemetaan lashan potensial pada aset-aset milik pemerintah sebagsi |

alternatif penyediaan RTH Publik;

Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang belum |

termanfaatikan maupun lahan aset milik pemerintah salah satunya
kawasan sempadan sungai sebagmi alternatif penvediaan ETH
Publik;

Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian pemanfastan
lahan seperti penyimpangan alih fungsi lahan kKhususnya
peruntukan lahan sebagai RTH Publilk;

Mengadopai konsep Green City ke dalam ROTRE maupun ke dalam
arahan kebijakan terkait penataan roang lainnya di Kabupaten
Cianjur,

Malakukan kajian mengenai altematif penyediaan RETH Publik

dengan konsep ETH secara vertikal untuk mengatasi |

45

AFBN
APBD Provinasi
APBD Kabupaten
Swasata

APBN
APBD Provinsi
APBD Kabupaten

ﬂ_____..ui__..n

APBD Kabupaten

AFBD Provinai
AFBD Kabupaten
Swasta

E

B b3

L

INSTANSI PFELAKEANA

.P.z.._._.l.: n:_nudiun!ﬂu.. Wrm.mhwum.— Hewan dan
Perikanan Kabupaten Cimnjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ciamjur.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Clanjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;

Bagian Hukum Sekretaris Dasrah Kabupaten
Cianjur

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinat Jawa Barat;

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permulkiman
Kabupaten Cianjur;

Badan Keanganan dan Aset Daerah

Swasta,

TAHAP-1

TAHAP-2




1]

SUMBER
| STANSI A
NO. PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN IN PELAKSAN
" permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten | =
Cianjur;
13. Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur;
dan
14. Pemenuhan ETH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%, !
1 1. Dinas Sosial;
| Pengadaan lahan rumah singgah 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
" Cianjur
1. Dinas Sosal Prov Jawa Barta;
PKL Sukanagas borain L
di Kecamatan APBD Provinai I .

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permuldman
Kabupaten Cianjur;
6. Badan Keuangan dan Aset Dasrah. §
1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permuliman
Kabupaten Cianjur
AFBD Provingi |2, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Buk
] Pembangunan rumah singgah ukanagara

PEL Sindangbarang

k Pembangunan Osdung Perkantoran Sindangbarang berada di Kecamatan APBD Kabupaten Kabupatee Cisnjurs
Sindangbarang 3. mu._.._E._ ﬂs.!._.nu:_-_._ﬁ P::wnnmcjnﬂ_ _.__n_._nr:?._._
——=l == L. xmﬁﬁ.:nﬁn._.__ x..-r._._.:Eﬂ n__mh_. m._E.Ehbw:_
2. Dinaa Peternakan, Kesshatan Hewan dan
Perikanan Eabupaten Cianjur;
APEN 3. Dinaa Penanaman Modal dan Pelayvanan
Pertumbuhan pusat kelautan dan perihanan PEL Sindangbarang APBD Provinsi Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
| 1. Sentra kegiatan perikanan budidaya berada di Kecamatan APBD Kabupaten 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Sentra kegiatan perikanan tanghap Sindanghbarang S aath Kabupaten Ciamjur;
| 5. Dinsa Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cianjur;
6, Dinas Lingkungan Hidup KEabupaten Cianjur;
| = 1 ..._. Swasina
i == 1 :3:!.._3._.5: Agraria dan Tata Ruang,
2. Dinaa Bina Marga dan Penatasn Ruang
Provinsi Jawa Barat;
1. PEL Sukanagara 3. Dinaa Perumahan dan Kawasan Permukiman
berada di Kecamatan | APEN Kabupaten Cianjur;
= B b rianiur Sel Sukanagara; dan | APBD Provinsi 4. Dinas Pekerjann Umum dan Tata Ruang
m Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur atan |2 pRL Sindangbarang ovins Kabupaten Cianjur;

berada di Hecamatan
Sindangbarang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah;
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur,
Swasta

-
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Penataan sarana perdagaigan:
1. Penatasn sarana perdagangan skala Kawasan/kota pertokoan
modem

Penyediaan fasilitas perkebunan, pertanian dan perikanan

2.

9

FFK Cipanas berada di
Kecamatan Cipanas;
PPE Ciranjang berada
chi Kecamatan
Ciranjang;

., FPK Warungkondang
berada di Kecamatan
Warungkondang;

. PPK Cikalengkulon
berada di Kecamatan
Cikalonglulen;

. PPK Campaka berada
di Kecamatan
Campala;

. FFK Kadupandak
berada di Kecamatan
Radupamdak:

. FPK Pagelaran berada
di Kecamatan
Pagelaran;

PPK Tanggeung berada
di Kecamatan
Tanggeung: dan

PPE Cibinong berada di

| Kecamatan Cibinong

Penvediaan fasilitas industri:
1. Penvusunan Review Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

PPE Cikalongkulon
berada di Kecamatan
Cikalongkulon

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kabupaten |2
Swasta

AFBN
APBD Provinsi
AFBD Kabupaten 3

AFBD Provinsi
APBD Kabupaten |3.
Swasta
4.

5

L

. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menangah,

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Cimnjur,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Batu Pintu Kabupaten Cianjur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Eabupaten Cianjur,

Dinas Tanaman Pangan, Hortilkultura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Cianjur;

Dinas Peternakan, Kesshatan Hewan dan
Perikanan Eabupaten Cianjur

Dinas Koperasi, _r“w.wwml ._..ruﬂum. rﬂﬂ._u._unmh..r... =—
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Cianjur;

. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah [Bapelitbangda)
Kabupaten Cianjur;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Fuang

Eabupaten Cianjur,
Dinas Perumahan dan Kawazan Permukiman

Kabupaten Cianjur,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur




sninghkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidilan:

. Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang PAUD, Dasar,
Menengah dan Voloasi

| Pembangunan Ruang Kelas dan Sarana Penunjangan Pendidikan

untuk jenjang Paud, Dasar, Menengah, dan Vokasi;

Revitalisasi Bangunan Sekolah

envadiaan lahan RTH:

Pembangunan dan perluasan RTH melalui pengadaan lahan;
Pengembangan keridor ruang hijau kota yang menghubungkan
antar RTH;

Akuisisi RTH privat dan menjadikannya bagian FTH publik;
Penghijauan bangunan (green roof/ green wuil);

Sarah terima RTH Privat menjadi RTH Publik

Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas hijaus kota;
Kerjazama dengan badan usaha, swasta, dan masyarakat dalam
penyediaan, pembangunan, perluasan, dan pemeliharaan RTH
publik:

Pemetaan lahan potensial pada aset-aset milik peamerintah
sebagai alternatil penyedinan RTH Publik;

Pengoptimalan pemanfaatan lahan potensial yang beelum
termanfaatkan maupun lashan aset milik pemerintah salah
satunya kawasan sempadan sungai sebagal alternatil penyediaan
ETH Publik;

0, Mempertegas arahan kebijakan terkait pengendalian
pemanfastan lahan seperti penyimpangan alib fungsi lahan
khususnya peruntukan lahan sebagai RTH Publik;

arahan kebijakan terkait penataan ruang lainnya di Kabupatsn
Clanjur;

2, Melakukan kajian mengenai alternatil panyediaan RTH Publik
dengan konsep RTH secara vertikal untuk mengatasi
permasalahan mengenai keterbatasan lahan publik di Kabupaten
Ciamjur;

3, Melakukan Kajian RTH Privat dan Publik di Kabupaten Cianjur;
dan

ublik sshesar 20% dan Privat sebesar 105

bembangunan perumahan perkotaan

1. Mengadopsi konsep Green City ke dalam RDTR maupun ke dalam |

« PPR

48

PPH Cipanas berada di
Kecamatan Cipanas;

. PPE Ciranjang berada

di Kecamatan
Ciramjang;

PPK Warungkondang
berada di Kecamatan
Warungkondang;
Cikalonghulon
berada di Kecamatan
Cikalonglkulon;

. PPK Campaka berada

di Kecamatan
Campaks;

PPK Kadupandak
berada di HKecamatan
Kadupandak;

PPK Pagelaran berada
di Kecamatan
Pagelaran;

. PPK Tanggeung berada

di Hecamatan
Tanggeung: dan

., PPE Cibinong berada di

Kecamatan Cibinong

APBD Provinsai
APFBD Habupaten

2

3

Swasta 1.

4.

5.

INSTANSI PELAKSANA

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cianjur,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cianjur,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

K ementarian Agraria dan Tata Ruang;

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur,
Dinas Pekerjnan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur

Badan Keuangan dan Aset Daerah

 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Cianjur;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Eabupaten Cianjur;
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|
NO. _ PROGRAM UTAMA LOHKASI PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA
_
|
|

S | T e Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;

Badan Penanggulangan Bencana Dasrah
Eabupaten Cimnjur,
Bagian Hukum Sekretariat Dasrsh
Dinas Kesshatan Provinei Jawa Barat
Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
Dinas Penanaman Modal dan Palayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
4, Dinas Pekerjsan Umum dan Tata Ruang
Eabupaten Cianjur;
5 Dinns Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cianjur;
6. Dinaa Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

N S 1. Dinas Sosial;

k | Pengadaan Lahan Gudang Logistik 2 W-.m.w: Keusngan dan Aset Daerah Kabupaten

Lianjur,

=l

g | Pemyusunan RODTR PPK

L]

h | Percepatan Perkada RDTR PPK

i | Pembangunan R&J [Rumah Sakit Jiwa)

| I - il mm b s s

WK

FPE Cikalonghkulon

APBD Provins
berada di Kecamatan :
j | Pemekaran Puskesmas Cikalongleulon AFBD Kabupaten

1. Dinas Sosial;
PPK Cibinong berada di .. |2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Kecamatan Cibinong AFBD Froves Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
| Pembangunan Oudang Logistik 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Eabupaten Cianjur.

e e e I 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PPK Ciranjang beradadi | APBD Provinsi Kabupaten Clanjur;
Kecamatan Ciranjang APBD Kabupaten | 2, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
| Kabupaten Cianjur, .
| 1. Dinas Kesshatan Provins: Jawa Barat
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
APBN Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
PPE Ciranjang berada di : .| 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rl s APBD Provinsi 5 Lo n
Kecamatan Ciranjang AFBD Kabupaten Kabupaten Cianjur;
) 5, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cianjur;
_ 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
| 7. Swasta

m | Pembangunan Alun-atun

n | Pembangunan REUD Ciranjang




|
S
o

NO. _ PROGRAM UTAMA " LOKASBI PENDANAAN INSTANSI PELAKEANA
[ |
_ _
_ [
_ |
[ 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
APBN Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
PPKE Cipanas berada di APBD Provinsi 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Cimacam

Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan

Penataan pusat kegiatan di kawasan perdesnan, pengembangan dan |
| pembangunan infrastruktur, dan sistem jarngan prasarana

Kecamatan Cipanas

APBD Kabupaten

£n

Kabupaten Cianjur;
Dinas Perumahan den Kawasan FPermukiman
Kabupaten Cianjur;

_uﬂ...wﬁdruﬂh!: m-.s ﬂ.E.EuEﬁﬂ:u& sarana ﬂ_!._unmﬂ._nmh nE._. .;.-.F.

= _umnnan:ri:.mtn n!._. ﬁ.ﬂnr-._..m.::h: sArana .mh: F!:E _u_._-ln kagiatan
| skala antar desa

—vmn.__n_wsn_._.:n.._._. dan penataan sarana pelayanan umum:

| » Sarana Pendidikan
= Sarana Keashatan
« Sarana Perdagangan dan Jasa
* Sarana Peribadatan
m * Sarana Olahraga dan Kebudayvaan

_ Pembangunan infrastruktur dasar permulkiman:

| » Drainase
_ = Jalan Lingkungan
| * Fasilitas TPST

| = BPAM IKK

_| » SPALD komunal

| Identifikasi dan analisis Penyediaan RTH

Karangtengah;

. PPL Haurwangi

berada di Kecamatan
Haurwangi;

[ APBD Provinsi |

| AFBD Kabupaten

6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Sl = - 7 Swesta
i [ 1. FPK Kadupandak 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang:
berada di Kecamatan 2. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
| Kadupandak; Provinsi Jaws Barat;
| 2. PPK Pagelaran berada di 3, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kecamatan Pagelaran, APDN Eabupaten Cianjur;
_ 3. Mﬂn Teanggeung berada APRD Provinad 4 h.nm._\.-..__n_.-- _...arhwu..::._u..ﬂ._:-: dan Tata Ruang
i Kecamatan upatan Cianjur;
| Tanggeung dan 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah;
| 4. PPK Cibinong berada di 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Kecamatan Cibinong 7. Bwasta
] ] M
. PPL Pacet berada di
Kecamatan Pacet; 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
. PPL Sukaresmi Kabupaten Cianjur;
berada di Kecamatan 2. Dinas Kesehatan HKabupaten Cianjur;
Sukoaresrmi; A 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
. PPL Cugenang APRI Frovinsi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
berada di Kecamatan AT haiupton Cranjur;
_ Cugenang, o 4, Dinas Kebudavaan dan Parfwisata Kabupaten
| 4, PPL Mande berada di Cianjur;
| Kecamatan Mande; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
| FPL Sukaluyu berada | Habupaten Cianjur;
| di Kecamatan h
| Sulealuyu; [ g
. PPLCilaku beradadi | APBD Provinsi | mn.ﬁ. nﬂh_mﬂ.,:-mmg Timwasen Farm i
W_u_r u.mnﬂ__ n_._nr:m_-.r_ _ AEED mm.nﬂ:ﬂ.n.n_.. 2 U..an.u-u_uorua.wh:uﬂ:_uﬂ-: dan Tata Ruang
Arangbeng AR
berada di Kecamatan _ Swasta Kabupaten Cianjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

. Dinas Perumahan dan Kawasan u__.u.n_.F._r#:E.F

Kabupaten Cianjur;

. Dinas Lingkungan Hidup r“h.._u._.._—u.:nﬂ.._ Cianjur

I




Pendataan Aset lahan untuk penyediaan FTH

Penyusunan ROTR

Percepatan Perkada RDTRE PPL

Pengadasn Lahan Rumah Singgah

Pembangunan Rumah Singgah

| @

7. PPL

PPL  Bojongpicung |

berads di Kecamatan
Bojongpicung;

. PPL Oskbrong berada

di Kscamatan
Cekbrong;

. PPL Cibeber berada

di Kecamatan
Cibeber;

PPL Takokak berada
i Eecamatan
Takokak;

PPL Campakamulya
berada di Kecamatan
Campakamulva,

PPL Cijati barnda di
Kecamatan Cijnti;
PPL Pasirkuda
berada di Kecamatan
Pasmricuda,

PPL Cikadu berada di
Kecamntan Cikadu;
Naringgul
berada di Kecamatan
Nannggul,

FFL Lalea berada di
Kecamatan Loles,
dan

PPL Agrabinta
berada di Kecamatan

Agrabinta

PPL Cilaku berada di

Kecamatan Cilaku
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APBD Ksbupaten

APBD Kabupaten

APBD Provinsd

.N“-'l

|

1
2
3

INSTANS] PELAKSEANA

Kementerian Agrara dan Tata Ruang:
Badan Keuangan dan Aset Daerah Habupaten
Cianjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupsten Ciangur,
[®nas Penanaman Modal dan Pelay anan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
[Hnas Pekerjaan Umum dan Tata Rusng
Kabupaten Cianjur;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fabupaten Cianjur

Diinas Pelterjann Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Eabupaten Cianjur

Bagian Hulum Sekcterataris Dasrah

Dinan Sosial, o
Badan Keuangan dan Asst Dasrah Kabupaten
Cimnjur

i
1

:
)

|

Dinas Sosial,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Saru Pintu Kabupaten Cianjur;
Dinaa Pekerjasn Umum dan Tata RFuang
Kabupaten Cianjur;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permulkiman
Kabupaten Cianjur
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l TAHAP-1
TAHAP-2

KO. FROGRAM UTAMA LOKASI TR INSTANS! FELAKSANA -

_ 418 | _w_mu_m._mw

- sl

1. Kementerian Kslautan dan Perikanan;

| 2. Dinea Peternakan, Kesshatan Hewan dan
Perikanan Kabupaten Ciamjur,

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Clanjur;

Pertumbuhan pusal kelsutan dan penkanan _ AFEN

| 1. Sentra kegiatan perikanan budidaya _u"“r ﬂ.ﬂ-du.ﬂrn E_—ulnr“ & .:NMWU_.T:_:_! 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Tats Fuang
2. Sentra kegiatan perikanan tanghap Shsmnetan Agraiata | Bt s Kabupaten Cianjur,
R 5 Dinas Perumahan dan Kewasan Permulaman
Kabupaten Cianjur;
_ 6, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
._u T. Swaata
= == == T [ 1. PPLTakokak berads | E I =l o
i Kacamatan
Takokak;
4. PPL Cijat berada di |
Kecamatan Cijati; 1. Kementerian Agraria dan Tata Rusng:
3. PPL Pasirkuda berada 2. Dinas Bina Marga dan Penatasn Ruang
di Kecamatan Provinm Jawa Barat.
Pasirbuda, 41 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukzman
4. PPL Cikadu berada di APBN Kabupaten Cianjur,
m  Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Cianjur Selatan Kecamatan Cikndi; APBD Provinsi | 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. PPL Naringgul berada Kabupaten Cianjur;
di Kecamatan 5. Badan Pengslclaan Keuangan dan Asst Dasrah;
_ Maringgul; 6. Dinss ungan Hidup Kabupaten Cianjur,
| s |
6. PPL Leles boarnda di | 7. Swaata
Kecamatan Leles, dan
7. PPL Agrabinta berada
i Kecamatan |
i . _— — et Lic s _ | Agrabinta. | =l T T S
2 - Pervujudan Sistem Jaringsn Prassrans
2.1 | Sistem Juringsn Transportasi = J I M T Ses L SR T J EEAEN eI T
| m | Penvusunan kajian sistem jaringan transportasi - | Eabupaten Cismnjur _| APBD Esbupaten | Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur =
b —._..-_FEE-V:H_.-H! 1 Penyusunan Rencana Induk Jarmgan Jalan LLAJ Kabupaten Cianjur APBD Kabupaten | Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
|| g Penyusunan !‘__E.w__.!._ Transportasi = ””.mmm.—v._..:::n.._ ._..“_“-.__...mnr.q E?&H:ME! | Dinas E#:wa:l.hhrw..r:ﬂll._ _nu-ﬂ.h":
Pembangunan jeringsn drainase, kolam retensi, dan swmur resagan i [hinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4 | untuk menampung limpssan sir pada jalur transportasi § R Gl | ichice st o . Kabupaten Cianjur
Pembangunan rencana jaringan jalan vang terintegrasi dengan f : . Dinns Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
| . | pengembengms RTH [alur hijess jalan ..imﬁ.._u_..w.l__l., ﬁ.ﬁ.nm._..._. APBD -.,_F_u_._.u”l._-_._a | Kabupaten Cianjur i
f "".“.._:wﬂn.._. pengembangsn jalur Ehuten iemum bis periatasn oee Eabupaten Cianjur APAD Kabupaten = Dinas Perhubungan Eabupaten Cianjur
i ;
" Pemasangan rambu-rambu  perngatan di  sepanjang jalur yvang Eabupaten Cianjur APBD Kabupaten = Dinss Perhubungan Kabupaten Cianjur

berpotenai terjadi bencana




2

2.
.1

1.
1.

&

b

i

“ Sistem Jaringan Jalan s |
Pengembangan Jaringan Jalan Nasional
Rencana, Kebyakan Strategg Pengembangan

Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Pemyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Penvusunan dan

Pelebaran |alan menuju standar dan penambahan lajur

Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer, Panyediaan Perlengkapan
Jalan Artenn Primer, Rehabilitas: dan Pemeliharaan Prassrana Jalan
Arteri Primer dan Perlenghapan Jalan Arten Primer

Pemeliharnan Berkala Jalan Artari Sekunder, Penyediaan
Perienghapan Jalan Arteri Sekunder, Eshabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Jalan Arteri Sekunder dan Perlenghapan Jalan Arten

Sakunder
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Seluruh ruas jalan
umum di Kabupaten

Cianjur
Gekbrong - B Kota
mnjur; [
2. Jin Pasirhayam - 8p.3 |
Perin. Kemerdelaan,
3. Jin Pertnla

Kemerdekann;
4. Lingkar Cianjur;
5 Bis, Kota Cianjur
i tarum;
6. Ekas Toll Rajamandals;

Hava
1L — L3

1 an Adi Susipia; ‘A
2. Jalan Amalia Fubini,

3. Jalan Guru H. Isa

4 Jalmni

Handung

Hos
Cokroaminoeto

5 Jalan Ir. H. Juandsa;

6. Jalan Kh R. Abdullah _
Bin Nuh;

7. Jalan Kh Hmayim
Aahnn

B. Jalan Mangun
Caikoro

9, Jalan Pangaran
Hidavatullah;

10, Jalan Siliwangi;

11. Jalan Surosc;

12. Jalan Lingksr Selatan; |

13. Rencana Jalan Linghkns
Selatan,

14. Bojong
dan

15 Pramuka [Cikalotok

Suknataris;

SUMBER
FENDANAAN

APEN
AFBD Provinsi
APBD Kabupaten
Swastna
APBN
APED Provinm

S asta

AFBN

INSTANSI PELAKSANA

1. Hementernan Pekeraan Umum dan Perumaban
Eakvat;
Dinas Bina Marga

2

3

4. dan Penatsan Puang Provinei Jawas Barat

5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dasrah

Kementerian Pekerjann Umum dan Perumahan
Raloyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Raloyat

j| |
JUULILUL
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| m m _
SUMRBER i P
RO FROGRAM UTAMA | LOKASI | PENDANAAN INSTANS] PELAKSANA 4 i d
| FE 8 ERE
_ &
- == [1. Ciranjang - Padalarang; 1. Kementerian Pskerjaan Umum dan Perumahan
4. Suksbumi -~ Ciranjang Fakyat,
3 Soreang - Ciwidey - APEN 2. Dinss Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi
Cidmun m:ﬂm_! Jawa Harat;
& | Pembangunsan Jalan Tal 4., Caringin - H..::c.: pambimysan Inin 3. Kementoerian Pakerjaan Umum dan Perumahan
5, Cikarang - Ciranjang 2 . il Ralkoyat;
. Pelabuhan Ratu - b 4, Dinas Brnamarga dan Penataan Puang Provinm
Cidman | Jawa Barat,
7. Cidaun - Cikalong | 5. Swasta
2.1.1.2 Pengembangan Jaringan Jalan Previnsi
1. Runas Jalan _
Tegalbuleud [Cibuni) -
Agrabinta -
Sindangbarang.
2. Ruass Jalan
Smmdangbarang
3

Pemeliharaan Berkala Jalan Kaolsktor Primer (1), Penyvedisan t. Rum Jal Puncak - 1. Kementenian Pekerjaan Umum dan Perumahan

. _uni.u.._.a.r_ln_.l-._ KEolasktor Primer (1), Fehabilitas: dan Pemebharaan = ._"”.”_._-E”.w_”!.r_.-w_““hn_i _ APBN ! erp....._..n.
Prasarana Jalan Kolektor Primer (1) dan Perlengkapan Jalan Kolektor m lalan Dr. Muwardi : APBD Provinsi 2. Dineas Bina Marga dan Penataan Ruang
Primoer (1) ..“._ e ? ! e | Provinasi Jawa Barat
7. Ruaa Jalan Ciloto
(Puncak);
B Fuas Jalan BTS
Bandung/ Cianjur -
Naringgul — Cidmun; _
9. Runa Imlan
Sind angharan
Cidaun; dan
10
Tegalbuleud |C )
1. Jalan Raya Cibeber
[Cibabar);
2. Funs Jalan 8p.3
Penntis Hemerdekaan
Pemeliharnan Berkala Jalan Kolektor Primer (2], Penyediaan {Paasr Hayam| l. Kementerian Pekerjaan Umum dan
k Perlenghkapan Kolekior Primer [2j, Fshabiliaai dan Pemelharsan Cibebar, APEN Perumahan Hakyat,
F Prasarana Jalan Kolektor Primer [2) dan Perlengkapan Jalan Kolektor 3. Jalsn Raya | APBD Provins 2. Dinas Bina marga dan Penataan Ruang
Primer [2) Sukanagara Provinsi Jaws Barat
[Bukannagara-Kab
Ciamjury,

4. Rums Jalan Cibeber
Sulkanagara,




FPemaliharaan Berkala Jalen Kolekior Primer (3]
Perlengkapan Kolktcor Prmer (3 Fehabbtas dan
Prasarana Jalan Kolektor Primer (3 dan Perlengliap
Primer (3]

Penivedusan

i Jalan Kolektor

Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer (4], Penyediaan
Perlengkapan Kolsktor Primer [4), Re ton: dan Pemeltharaan
Prasarmna Jalan Kolektor Prumer (4] dan Perlengkapan Jalan Kolektor
Primer (4

Pemehharann

3

lalan Rava
Sukanagara
[Sindangbareng
Kab, Cianjur]
Hunns
Bukannagars
Sindangbarang
Fusa Jalan Selajambe
Cibogo — Cilweet

Jalan

Fuss Jalan Jbt
Citarum
Lama/Cipeuyeum ]
Ruas Jalan Jht
Citarum Lama
Haurwang [ Crpeu yem
Cikmdu - SP, Pancuh
Tilu

Funaa Jalan His
Eabupaten

T.E___.r__._.m...._ﬂ_.uﬂ._.Lq -
Pondok Datar

j @i

Bia

Eabupaten Bandung.

terelin atas

aj Fuas Jalan

b Jalan

<} lalan

ibuluh

Mekaryaya;

dl Ruas Jalan
Malarjaya

fungsi

jmlan

Jaringan Jalan Cianjur
= Bukaluvu, terdiri atas

SUMBER

APBN
AFBD Provinsi

AFEN
_ APBD Provinsi

INSTANSI PELAKSANA

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralgyal;

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinai Jawa Barat

Eementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralgat;

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinal Jawa Barat

:
P

TAHAP-2

2027

2039




LOHAS]
bi Rums Jalan
Salasurih -
Munjul;
ef  Rusas Jalan Munjul
Soreang
di Russ Jalan
Tanjungsari

Panyusuhan
Peninghkatan furgmi

ruas jalan
Cikalongkulon Bta
Purwalarta, tordin
Atms

a)l Funs Jalan

Leuwibungur

Cikalongkulon,

bl Rusa Jalan
Cikalongkulon
Masiie

Penmgkatan fu
jalan untuk jalur
wisata Cimnjur
Mande, terdin atas

&l Fuas Jalan
Warungdanas
Pasir Jawa,

b PFuas Jalan Pasir
jaws - Cikidang
Bayanghang;

g PFuas Jmlan
Cikidang
Bayanghang
<Jmnar

Peningkatan Fumgmi

russ jale

Bojonggrioung. terdin

ALAK

n) Ruas Jalan
Ciranjang - Huwe;

bl Ruas Jalan Huwve
Darmaga

Peninglontan fungmi

ruas jalan Cibeber

._;._."._."_._.mH_:_...__..k

Haurwang, terdiri atas

CErEryATE

INSTANSI PELAKSANA
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TAHAPF-1
TAHAPF-2

NO. PROGRAM UTAMA LOKAST PENDANAAN [NSTANS] PELAKBANA

P EEREE

= T . a) Ruas Jalan Cibeber
Pasir munding,
bl Fuas Jalan P
Munding
Cibaregheg,
¢l Ruas Jalan
Cibareghag
Cisolan,
d] Ruas Juban
Cikondang
Cmmokan
o) Russ Jalan Jat
Sukaramn;
fl Ruas Jalan Jati
Darmags,
g Fuas Jalan Huve
Darmags, _
h} Ruas Jalan
Cipeuyeum - Huve
8. Jaringan jalan Puncak

i, terdin atas

al Huas Jalan _
Simpang Lafi
Ciseureuh;

b Ruas Jalan

Cissursuh - Arca
9. Fuma jalan Lingkar
Cipanas - Pacet, terdin

alan

a] Hunas Jalan
Hanjawar - Simpang
bt

bi Fuss Jalan

Simpang laji - Jogha;
ina Jalan Joglo
Cibodas

d) Russ Jalan Pacet

)

10. Peningkatan fungsi
runa jalan Cipanss
Sukaresmi

sngkoulon,
iy ALAas

a) Funs Jalan
.._T.!_._.u.- Joggho,

——————— LS




TAHAP-1
| TAHAP-2

b} Fusa Jalan Joglo 1
Fawunghuwulk,

e} Funms Jalan _
Kawungiuwuk
S g,

d] Funs Jalan _
Simpang -
Mariw an

&) Fuas Jalan
Muariwati _
Jogjogan;

N Fuss Jalan BSp
Tarik Kokt
Cljagang.

11. Peningkatan fungm
jalur wisats Cipanas -

Cikalongkulon, [

terdiri atas
al Fuas Jalan
Sukanagalih
Puneakmimun,
hi Fuss Jalan
Kubang -
Puncakaimun; |
¢} Funs jalan |
Cikendi - Kubang:
d] Russ Jalan
Cijagang -
Cikandi,
e} Fumss Imlan
Sodong - Cijagang.
12, Jarngan Jalan
_ Warungkondang =
Cugsnang. terdini |
niAS _
_ a] Funa Jalan
Warungkondang —
Tegalega; _
bl Ruas Jalan
Tegaloga -
Fasamala,
o) Fusas Jalan
_ Rasamala -
Salahum;

|I\
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|....._.u._E|..
Cugenang
Salahum
13, Jalur vertikal Cisnjur

Agrabinta/ Smdangba

TaIg (Kmcarm atan

Warungkondang,

Campalas,

Sukanagars,

Kadupandak, Cijati

Loles, Agrabintaj,

maliputi

a| Ruas Jalan
Cipadang
Bebedahan,

b} Ruas Jalan
Bebedahan
Lampeagan,

¢} Russ Jalan
lLampegan
Palduna;

d] Fuas Jalan Paldua
- Kmrymmube,

e Runas Jalan
Wangunjaya
Karvamukti;

fi Fuas Jalan
S luag e bar-
Wangunjay s, |

g Funs Jalnn
COunungear
._r.....rn.._ﬂ._._TE

h} Ruas Jalan
Ounung Barl - Sp
L ermumygia .

i) Puss Jalan Sp
Leuwimanggu
Lauwimanggu,

il Fuas Jalan
Leuwirnanggu
Sukmsan,

k] Rusas Jalan |
By kasar
u._”E___.".—uu:..._.hr

e ———————— e e




B Russ Jalan
Eadupandak
Paraleantugu, _

mj Funs Jalan

Parakantugu

Cijati;

Ruma Jalan Cijaty

ﬁ_.__rE.._w_?-_.m?i..

o] Funas Jalan
Cukanggasluh
FPadlansih,

pl Rusa Jalan Leles
Padaasih,

gl Fuas Jalan
Agrabinta - Leles

14, Pennglstan fungsi

jalan  untuk jalur

n

WisALR Gunung
Padang meliputs
Fuss Jalan Cipstir
Bebedahan

15 Peningkstan fungsi
AT 1] jalan |
Sukanagara _
Takokak Bits

HKabupaten
Sulabumi, makputi

al Ruas Jalan
Sukanagara
.r__:.::._._m-.-_].

b Rums Jalan
Gunung sari - Sp _
L i ImuAngRLy

o) Russ Jalan BSp
Laar i AL =
Ciguhag

d] Russ Jalsn Ciguba
- Paldusa; _

Ruas Jalan Paldua

= Cilcawung,

0 Russ Jalan

Cilomsrung - _

Pasawakhan;

Ruas lalarn

Pasawahan -

Cibanon

L

L

e e ————mmmme—————
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INSTANS] PELAKSANA

1 16 Eﬂ..._u._.ﬂ.n.-..ﬁ.m.__:_ fungms

ruas jalan
Kadupandak - |
Takokak, meliputi
al Funs Jalan
Sukasan - _
Wargaasih;
b} Russ Jalan
W argaasih
Simpang; |
o} Funs Ialan
Stmpang
Langkoby, _
d} Runa Jalan
Cikawung
Langkob
17. Peninghkstan  fungsi
runs jalan Pagelaran
Kadupandak,
malrput
a) Runs Jalan _
Cicurug
Gelaranvar
bl Funa Jalan
Cralaranyar

Cimenteng
18. Peningkatan fungs
ruas jalan
Suknnagara
Fageinran meliput
Fuas Jalan Cibitung -

Cipari
19. Peningkatan fungsi
FuRE Jalan

Sukanagnra i
Campakamulya Bta
Kabupaten Bandung
Barat, mafiputi Fuss

Ialmn Citiin
Cimokan

20. Jarmgan Jalmn
Campaka =]

Campakamulya

meliputi Russ Jalan
Campaka -
Rawabesursum _

—————————ee——e————mm——— eSS
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NO. PROGRAM UTAMA LOKAS] _ PENDANAAN INSTANSI PELAESANA = _
- 121, Jaringan jalan [ |
Pagelaran
Pasirkuda Bta

Kabupaten Bandung.
metiputs Fuss Jalan
Sinagar - Cipelah

22 Peningkaimn  fungsi
dan kontruksi Jalur
Tengah Selatan =1
Kabupaten
Sukabumi -
Tanggeung Bta
Kabupaten
Bandung), maliputi
a) Ruas Jalan Cijat

- Cibungur

b} Ruaa Jalan “
Parakantugu -
Cryyan;

c] Funs Jalan
Sumur a |
Parakantugu,

dl Fuss Jalann |
Tanggeung
Parakansaat,

o) Fuss Jalan
Tanggeung -
Pasdrjarmbii,

fi Fuas lalan
Pasirjambu -
_D_:un.... n,

g Ruas Jalan
Carjaya -
Cimaakara,

hl Ruas Ialmn
Cimaskara
Padasuka,

i FRuas lalan _
Cirsundeu -
Padasuka

23 Peningkatan fungsi

runs jalan Tanggeung _
Kadupandalk,
maliputi

——————————————— e LSS




NO.

——— e ST

L)
o

LOKASI

aj Fuas Jalary
Cigndog
Sumur;

bl Fuas Jalan
Sumur -
Parakantugy,

gl Ruas Jalan

Kadupadak
Parakantugu
Peningkatan  fungm
ruas jalan Cibinong

Leles, mebpub

a) FRuas Jalan
Cihinong ok
Ounung Bitung.

B Fusa Jalan
Cunung Bitung -
Tanghil:

cf Fuss Jalnn

Tangkil - Leles
Peningkatan  fungsi
ruas jalan Cibinong
Cikadu, melputs
a] Runas Jalan

Anghkola - Dago;
bf PFuss Jalan Dago

Tapos;

¢ Rusa Jalan BSp
Cikangkareng -
Pamoyanan,

d] FRunas Ialan
Paimoy anian
Enlapa Nunggsal

& Fuss Jalan
Cigeureundeum -
Kalapa Nunggal

Peningkatan  fungm

ries jalan

Sindangbarang

Cibmong, maliputi

a] Fuas Jalan
Sirmagalih
Panyindangan,

b Huns Jalam
Panyindangan -
Pananggapan

63
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INSTANG] FELAKSANA

| 27. Peningkatan fungsi _
ruas jalan
Sindangbarang
Cikadu, maliputi

a) Ruma Jalan
Panglayungan
Crajung.

bl Ruas .Jalan Sp |
Pancuh Tilu |

Pancuh Tilu
28. Peningkstan  fungsl
ruas jalan Cidaun

Naringgul, melipati

a] Ruas Jalan
Cisepat
Cinerang,

i Runa Jalan _
Cinarang
Sukamulra;

Ruas Jalan
Sukamulya
‘Wanasari; _

di PFuas Jalan
Balegede
Wanasar

29, Peningkatan  fungsi
as jalan Agrabinta

Lalea, mebputs

al Fuas Jalan
Agrabinta
Z:.m.ﬂ.-_.__.n._
b} FRuas Jalan
Pusaknsam
Nagnaan
30, Pemeliharaan Jalan
a PFuas Jalan
_u.__:_...miu..h._..-.rl
Warungdanas
b} Warungdanas
“._n._l.n._.m._
2.1.1.3 | Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten
a | Pemehharsan Derkals Jalan Eolektor Sekunder, Penyediaan || Rums Jalan Siti
Perlengkapan Kolektor Sekunder, Rehabilitasi dan Pamaliharasn Jasnab, APRD Provinm
Prasarana Jalan Kolektor Selunder dan Perlengkapan Jalan Kelektor | 2. Ruas Jalan Moch Ali; APBD Kabupates
Salurces 3 Huns Jalan Bra . -
m._.!__.._.-_.._m.

T




. =
_ No. PROGRAM UTAMA LOKAS! SUMEER INSTANSI PELAKSANA . : f2ud

_ § 88 ERIE

| Fuss Jalan Taafur

Yusuf,

5 FRums Jalan Otto
lskandardinata 11;

6 PFuss Jalan Masjid
Agung.

7 Fusa Jalan Pasar
Baru/Fuks

B Fuss Jalan Otista I;

@, FRusa Jalan Gadog 11

- Gadog 1.

180 Ruas Jalan
Sukanagara
Clunuing san;

11. Fuess Jalmn
Menghkuprags;

12, Ruas Jalan Muka [ - [
il m - Jalan
Nasmotial,

13, Fuas Jalan H. Agus
Salah, -

14. Fusa Jalan Akses
Teminal Eawabango.

15. Fuas Jalan Yulius |
Usman:

16, Russ Jalan Dewi
Saruka.

17. Ruaa .Jalan Aria _
Cikondang

18 FRuss Jalsn Akses

Terminal Panit
Hayvam
b | Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Primer (i), Penyediaan | | Jalan Wijaya
Perlengkapan Lokal Primer (1}, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kusumah; 1. [Hnas Perhubungan Provine Jewa Barat,
Prasarana Jalan Loksl Primer (1], Perlengkapan Jalan Lokal Primer (1), 2. Fuas Jalan Sumur - APED Kabupaten 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Clanjor,
dan Peningkatan Jalan Lolkal Primer (1) Cukanggaleuh; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3. Fuas Jalan Padassih Kabupsten Cranjur
Gl g
c  Pemebharasn Borkala Jalan Lokal Primer (2], Penyedinan | 1, Huss Jalan Cisalak -
Perlengkapan Lokal Primer (2), Rehabilitasi dan Pomeliharnan Karyabakti,
Prasarana Jalan Lokal Primer (2], Perienghapan Jalan Lokal Primer {1 2. Fuaa Jalan HKarya 1. Dinas Perhubungan T_-_u_u__‘:._:_ Jawn Barat;
dan Peninghkatan Jalan Loloal Primer (2) Bakti - Cinerang; , 2. [inas Perhubungan Kabupaten Cianjur,
3. Ruas Jalan Cibodas APED Kabupatenl |3  Dinas Pekerjasn Umum dan Tata Rusng
Sumpang Kabur paten m.._._n..__.“..;
H Russ Jalan Huve -
Darmaga; |

|I\




Barkala Jalan
Lokal Primer [3),

[ Pameliharaan
Perlenglapan
Prasarana Jalan Lokal Primer (3), Perlengkapan Jalan Lokal Primer [3)
dan Peningkatan Jalan Lokal Primer (3)

Lokal Primer (3],

Rehabilitasi dan Pemebharaan

.T.nu._..rﬂ&_il: [

Funas Jalan _...qulﬂ_.__._._._.t
- Jati;

Bunss Jalan Peuteuy
Cor g -~ Cijoho;
Rusa .Jalan Bojong
..,..-._.,_-._..r.-_ ._f.”_u..nun_l..,_a_
Fuss Jalan Bojong
Nangka - Kubang,

Fusas Jalan Warung
Kondang - Cilaku;

Babakan Karet

Funs Jalan
Panembong Galar
Maju;

Runs Jalan
Celarmmgu -
Sukntnrns

Fuss Jalan Gunung
Putni - Kemang:
Fuss Jalan Walahir,
Fuas Jalan Cikendi -
Cikancana

Fuas Jalan

Smdangaan -

Pasirmunding.

Fuas Jalan ....._n_.".m..rn_
Ciparmy;

Russ Jalan Tanghkil -

Bivak;

Ruas Jalan Rawa

Getok - Oinl Jaya;

Ruas Jalan Jamali -

Kuta Wernngin

Ruas Jalmry

Gembrong -

Kutanawarmging

Ruas Jalan

Bukasarana -

Kademangan

Ruaa Jalan Paragajen
Ln._uﬂ__.-...

&6

PFENDANAAN

} Provinei

\FBD Kabupaten

3

INSTANSI PELAKSANA

inas Perhubungan Provined Jawa Barst,
Dinsa Perhubungan Kabupaten Clar
Dhinas Pelerjaan |

ir

mum dan Taia Ruang

Kabupaten Cianjur

TAHAP-1
TAHAF-2

JHHHOE




NO.

LOKASI
Fusa — Jalan
Cipendawa - Gunung
Putr;
Fuas Jalan Cipanas
Kemang:
Fuass Jalan Lanbouw

Sukamaju;

Fuss Jalan Sipon
Sindangjaya;
Ruas Jalan
Hojongpioung
L _._...lﬂ..u_._.w.—naa...
Fuaa Jalan
Leuwesung Lame
Palalangon

Fuas Jalan Ciranjang
Sindang)aya;

Hins Jalan
T..:.__.h.l.._._.ﬂ v
Calincing:

Fuas Jalan

._.___"__m.._”__._ FRITRIE

Sukanagarm

Cikeruh;

Fumsa Jalan Sindang
Barang - Pantai;
Funs Jalan Kemang
Kebon Raya Cibodas,
Rums Jalan Cissar
Mareleng,

Funs Jalsn
Kertemulkti = Pantad;

. Fusa Jalan Ciherang

- Sarongge,
Fuss Jalan Crpadang
Crmrytu,

. Runs Jalan

Fakaabala - Sagatan,
Puma Jalan Cikymg
Pa. Manggah;

Funs Jalan
Cipestyeum

S — — —_—

INSTANK] PELAKEANA
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NO.

f | Pemeliharsan Berkala Jalan Lokal Primer “w_.. Perivedinan Perlenglcapan [

Lokal Primer [5), Rehabilitasi dan Pemelibarsan Prasarana Jalan Lokal
Primer (5}, Perlengkapan Jalan Lokal Primer (3], dan Peningkatan Jalan
Lokal Primer [5)

Fuas Jalan Cilkadu

Cireundeu

Fuas Jalan Ciparay

xl.ﬂ._. amuikil;

Ruas Jalan Sadang

Tajurhalang;

Fuss Jalan Jamal

Lolongokan;

Funma Jalan Cidagdog
M ebcarw ang.

Fuss Jalan Warung

Tilu - Sulimmelkar;

Ruas Jalan Tetelar

Ciri Mulya;

Fuas Jalan Girmmulyva
Karang Nunggal,

Funaa Jalan

Huurwangi

Mshiarw gl

Fuss Jalsn

Bukaatma;

FLins Jalan

Fasawahan

Hegarmanah,

Fuas Jalan Murnisanr
Trisakti / Maleber

Baros

Fuss Jalan Pasir
Eadali - Cirmmeuwah
Fuas Jalmri
Chirmmeuw nh

Kaw ng Jajar,
Fuss Jalan Cudang
Kepuh /Ciloem bar

Ruas Jalan
Cimuncang

Cikemnydi;

Funss Jalan Pastr

Munding = Ciaalal;
Fuas Jalan Cikijing
Salajembe.

Fuas Jalan
Ciangsannm Malebher -
Numbao

Funs Jalan Paldua -
,..:n...._rh._._uﬂ_......_.q

TAHAP-1
TAHAP-3

INSTANG] FELAKBANA
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1. Dinma Perhubungan Provinel Jawa Barat;
2. Dines Perhubungan Kaba
APBD Kabupaten |”° -~
ipee 13, Dines Pekerjaan Umum dan Tata Fuang
Eabupaten Cianjur

alen | ..l.Tu..u_Lu.




Fuas Julan
Ciangsans - Bakom
Fuas Jalan Cibogo
Cikging,

Fusa Jalan Ciloto
Calibah;

Fusas Jalan Ciloto
Jemprak / Batulawan
“__._..I-_ Jalan Samolo
Cywaru,

Jalan Mumnjul,

Runs Jalan Panir

Kalapa Paair
Munding,
Funa Jalan

Pa. Nanghka = Munjul,
Fusa Jalan Seada
Pasir Maung.

Fuas Jalan Bumbang
Sari - Simpang:

Ruas Jalmn
Sukamulya
Bulkasan,

Fuas Jalan

Kawumnggajar

_...._.H_._ nuTg Hermng,

Fuas Jalan Ciwearegu
_“.E._:.._.::t. Herang.
Funa Jalan Ciguha
Langkob;

Fuasa Jalan Tajur
Halang - A
Fuss Jalan Kubang
Pamir Kadu;

Fusa Jalan Paair
wda - Ciharaabas,

Cirumpiat;,

Fuas Jalan
I;....I.....:........G.
Babakan Turuy;

. Ruma Jalann Lales

Malsber,

INSTANGI FELAKSANA
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NO. FROGRAM UTAMA LOKASI % INSTANS] PELAKSANA |
PRRERE
= = - |
29, Funs Jalan |
Cimmr s temy Kebon _
Munoang;
30, Rums Jalan Kuta
Banjot;
31. Fusa Jalan
"_..-._.__..ﬂrlhi.l:
Gambong
42, Ruaes Jalan
Cimnakara -
anlh.:_:.:!_u.
33. Fuas Jalan
Cianggapati - Sinar
Laut;

34. FRusa Jalan Sp.Jambe
- Karya Bati,

35. Fusa Jalan Pal Dua - [
ﬂ._n.._.m._...._ﬂ. |

36. Fuas Jalan Paldua -
Cimenteng,

I7. Buas

- ! G Padang { -
Ruas Jalan Terusan AFBN
| Lingkar Selatan Cianjur | ___AFBD Provinsi

. APBD Pr - . 3 8
h Pembangunan jalan Kolektor Prirmes Fuas Jalan Lingkar Barat R | Kementeran Pekerjaan Umum dan Perumahan

{ - 4 - | APBD Esbupaten F ko &t
l. Rusa Jalan Pamir . B
Domba - Padalhsyu

E Pembangunen jalan Arter Pnmer

2. Dinas Bina Marga dan Penatann Ruang

i Pembangunan jalan Lokal Primer ¢ ; p APBD Kabupaten Provinai Jaowa Barat;
2. Ruas Jalan Simpang - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
— Sukagalih 1 Kabupaten Cianjur
Rencana pembangunan Rencana Jalan Lingkar Selatan 4. Swasta

1. Kajien Kelayakan Pembangunan Jalan 1. Kecamatan C

RNT AFHED Kabupaten

2. DED Pembangunan Jalan 2. Kecamatan Cilaku
. _Pembebasan Lahan
2.1.1.4 | Pengembangan Terminal Penumpang !
d N Termi Fleru mjras c T
- | hﬂh_n__uhﬂmﬁrum.ﬂ,t-ﬂr?:“ﬂi MPRE. Torh C- Simpult S wessiion | Kecamatan Cilaku APBD Provinsi _ Dinma Perhubungan Provins Jawa Barat
1. terminal Cidmun
berada di Kecamatan
Cidmun;
b | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C pada pusat-pusat kegiatan | 2. terminal APBD Kabupateny | Dinas Perhubungasn Kabupsaten Cianjur
Sindangbarnng berada
[+ ] Kecamatan

Sir _...._.Fﬂh_...:“_.u:_..w.




LOKASI
terrrinal Agrabmita
berada di Kecamatan
Agrabinta;

terminal Lelea barada
di Kecamatan Leles
termmiral Tanggeung
berada Jdi Kecamatan
Tanggeung

terrririml “vlﬂllu i
berada di Kecamatan
Pagslaran,

terminal Sukanagara
berada di Kecamatan
Sukanagarn;

termiral Takokak
berada di Keonmatsn
Takokak;

terminal
Campakamulya
berada & HKecamatan
Campakamulva;
tarminal Cibabear
berada o Kecamatan
Cibaber,

LE _gaitinl
Warungkondang
berada &i Kecamaian
Warungkondmng;
terminal Ciranjang
berada i Kecamatan
Ciranjang.

terrmnal Mande
berada di HKecamatan
Cirmnjang.

termmal Cipansas
boarada di Kecamatan
Cipanns,

terminal
Cikalongkulon berada
di Kecamatan
C _T#m_.._._._.ﬁ_r ulon;
terminal  Pasirhagyam

berada di Kecamatan
Cilnkou: dan

INSTANSI FELAKSANA
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LOKAST SUMIER INSTANSI PELAKSANA e

N

B terminal Rawa W.l_._t_:
berada i Kecamatan
Karangtengsh 7 S
1. terminal Pasirhayam
barnda di Kecamatan

o Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C 2 “lu.“-_h_.l_.r_p”.l..ﬁ_hm...li s B AFBD Kabupaten Dines Perhubungan Kabupaten Cianjur
berada di Kecamatan
1 - | Karangtengah | e
Pembangunan Terminal Perum T c hatibe . : : C
d | audh.'ll..._._ﬁ.r....lq__ﬁt.z_l serta tidak _.“.”.. n_____.h”.”:_rm._. n_l.u._...wx..n.__. #L._ln.._.-_,...ﬂ._.!_._._.u:._ﬂu__. e Ll . Kabupaten Cianjur APBD ?t_...._..ﬂs._!. | _n,___"__.uni. Perhubungan Kabupaten Cianjur
e | Penvediaan RTH dan greenbelt di sokitar Terminal Penumpang Tipe C Cinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Penyediaan sarana pendukung Terminal Penumpang Tipe C;
1. Siatem drainass
2. Ketersadinan air beraih Kabupaten Cianjur APBD Kabupaten

s : ~
I 3. Sistem persampahan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
4. Penyedinan hydrant _
3. FTH 1 =
2L18 | Jembatan Timbang | . .
1. K Perhulbs ;
a | Pemeliharaan Futin dan Wﬂ_.ru_._l. .“_E._.__...F_hJ Timbang Rawabango | Kecamatan Karangtengeh AFBD Provinm D””n_l“ﬂﬁ.ﬁ_”._w_:u“m“._ ﬂ.T.n__”_uw.“_..__.“_l_ Jawa Barat

;] i 1. K Yerhub §
b m...z.__waa.rnhmgLI:ﬁt.-ﬂ._.FBH_:.._It:_-.?-._.ﬁa .zEui.:iﬂ..:ﬁi._Mw_.. A Frsine .» Hz_ﬂ_.ﬂ-...”.w___.“_._.__.}_ﬂ:*__.:_n,“. ﬁﬂ%...ﬂ.ﬂ_._ ._tsi_.uu;n.

2.1.2 | Sistem jaringan kerets api

APEN . Kementerian n.-.n_._:.w_._ul11.ﬂ.l.“_._.

. Penetapan Janingan Jalur Kereta Api yang jaringannya malabihi wilayah Kabupaten Cianjur APBD Provinsi 2. Badan Usaha Penyelenggara vlrl!h.hﬁﬁﬂ.
I Dasrah Kabupaten dalam 1 Provinsi APBD Kabupates 3. Dinss Perhubungan Provine Jawas Barat
| 3 ] ] i ._u_ " |4, Dinas Perhubungan Kabupaten Clanjur.
Jaringan jalur kerets api | | & |
1., Jalur salatan
menghubungkan Bogor |
- Yogyakarta; |
2. Jalar kereta api |
menghubungkan
Ciwidey - Rancabusya; APEBN
b Pengembangan Jaringan jalur kereta apd, revitalisasi dan reaktivasi |3 Jalur knrota Epi APHD Provinei |. Dinas Perhubungan Provins Jawas Harat;
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubunghan APBD Kabupaten | 2, Dinas Perhubungan Kabupaten Clanjur
Ciulang - Rancabuayn Badan Usaha
Pelabuhanratu; dan |
4, Jalur hereta api |
menghubunghan
Cilsungs Bogor -
Chanjur -
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TAHAP-
TAHAP-2

| SUMBER
PELAHKBANA
NO PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN INSTANSI -
| _ui_rizr.___._..mm“uu..._ Sarana dan Praaarana Pendukung Oprasionalisasi dan [ ) 7 APBN
¢ | Kesslamatan Perkeretaapinn [Prasarana Sarana Kuning, Ksbupaten Cianjur APBD Frovinsi
| Oprasionalsasai Hijau f Perainyalan) | 1 Hadan Usaha
1 Imlan Cibeber
Sukanegara, APBD Provinai

d ¢ )
Penanganan perlintasan sebidang kereta api di Ruas Jalan Provins 2. Jalan Pasirhayam - Sp Badan Usaha

1 Perintin Kemerdekasn

Gtastun kereta apl
1. Kemsnterian Perhubungan;

o |y y stamiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta apd Kabupaten Clanjur ..,TiM*H“_::-_ 4. Badan _...-h.ui.w...:.fla...uhuau m.,_..._._aalhntEr
abupaten Badan Usaha 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawas Barat
| 1 ._..:1..!- Perhiubungan Et_.__...u._.._.-..._ Cammjur
1. Stasjun fincdang
Heoami berada di
Kecamatan Campaka;, |
2. Biasiun Lorm prasg mn
borada di Kecamatan
_””.t_._....._“_l.r.h.
3. Smasiun Cibeber
bermda di Hecamatan _
Cibaber;
4. Stamiun Cilaku berada
di Kecamatan Cilaku,
5. Stasiun Claryjur APEN 1. Kementerian Perhubungan
. Pangsmbengsn Biasiun Penumpang berada ¢ Kecamatan APBD Provinai |.u _mu.q_n.__ __..E_: Penyelenggara Perkeretanpian,
Cianjur, : Badsn Uasha : u_ﬂ_.ﬂa Perhubungan Provins: r_._.__.._,_.”_.. Harat;
6. Stamiun Cipamiiymim 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
berada ch Hecamatan _
Huurwangi;
7. Stmsiun Maletrer
berada & Eecamatan
Karangtengah;
B. Stasiun Ciranjang |
berada di Kecamatan
Cirmnjang; dan
9. Stamiun Selajarmn be
bermda &i Kecamatan
] Sukaluvu
1. JPL 137 Cipeysum
pada ruas Jalan raya APEN | v”n..u.__ﬂ._n_nja: T._..,-.—__._._...'_._.__t...-.:
[ Penanganan perlintasan sshidang kerota api " n.r._,:,___:..mﬂ = APBD Provinm 2. Badan Ussha Penyelenggara Parkersiaapien
2. JPL 132 Ciranjang Badan Usaha 3 _..,_:._En Perhubungan Provinei Jawas Barat
pada rumas Jalan 1 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
Cirmnjmrg — Huve, |

L




13 JPL ndak berpintu
Zelajambe pada ruas
Tungturunan -
Tanjungsart;

4. JPL 107 Maleber pada
runs Jalan  Halteu
Maleber,

5. JPL 101 Warungjambe
pada russ Jalan KH
Hasvim Ashar |

& JPL 100 Cianjur pada
ruas Jalan Moch. Alj _

7. JPL 99 Cianjur pada
ruaa Jalan Amaha
Fuban,

B JPL 94 Pasir Heyam
1!&.-_ LI Jalan
Simpang Tiga Perintis
Kemerdelaan | Paabr
..._“n_”...s_..._.__ Cibsber;

§. JPL BT Cijati pada russ
lalan Simpang Tiga |
Perintis Kemeordekasn |
[Paair Hayam)

Cibeber

10.JPL tidak berpmntu
pada runs Jalan _
Pasirkalapa
Pasirmunding;

11 JPL tdak berpintu

Jalan

ruas Jalan Cibesber
Sukanagara.

IAJPL 75 Cimenteng
pada runs Jalan _
Bebadahan

Laurm g
14, JPL TAC Lampagsn

Kementerian Perhubungan;

2. Badan Usaha Penyelenggara Per karetaapian,
3 Dinas _...._u...r_LH..Lnﬁ._:_ Provinat Jawa Barat,

4. Dinss Perhubungan K 1__;:_._...':_..: Ciarjur

_ APEN !
| APBD Provinm
Badan Usaha

Pembangunan rencana jaringan jalur kereta api yang terintegrasi

" dengan pengembangan RTH jalur hijai

Kabupaten Clanjur




r

| Pembangunsn

 Sistem jaringan sungai, dansu, dan penyeberangun X
Alur polayaran sungal dan alur pelaywran dansu

Pengembangan alur pelayaran sungei dan danau berupa Alur Pelayscran
Kelns [l

Fembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Dane yang
melmyani Trayek dalam | Dasrah Kabupaten

. Pelsbuban sungal dan danaw

Pengembangan Pelabuhan sungai dan danau berupa Pelabuhan Sungm
dan Danau Pengumpan

FPenstapan Lintas Penyebsrangan dan Pengoperssian Hapal dalam
Dasrah Kabupaten

Pembangunan Pelabuhan Sungsi dan Danau
memparhatihan risike bencana banjir dan tsunami

—..a...ﬂ_._ Laifal el

Perencanaan terhadap perubahan tata ar sungs

sinteim
terin tegrasi, meliputs
1. Ssstem jaringan drainase.
2. Siastem jaringan air beraih;
3. Sistem jaringsn energ, dan

janiigan pPrassrans Vang

. 4 Sistern jarngan air lmmbah

Fenvedinan alat kesslamatan

B ——————————Iee—e———————

memadai  dan |

Waduk Cirntn

Kabupaten Cianjur

|1

_Kecamatan Mande

Dermaga Maieber di
Hecamatan
Cikalongkulon

Dermagna Danmu
Babakan Oarut di
Kecarmatan Wi jEng

[mtmtus beroperaai, tipe
>

Dermaga Calincing i
Kecamatan Ciranjang,
Dermaga Danau Kabon
Coklat di Kecamatan
Mande [stmtus
beroperasi, tipe CJ;
Drermagn Cranmu
Jangari di Kecamatan
Mande [atmtuis
beroperasi, tipe O, dan

Dermaga Ciputri  di

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupater Clanjur

” Kabupaten Cianjur

TG

—

APRAD Provins
| APBD Habupaten
|  Badan Usaha _
~ APBN
_ APBD Provinm
APBD Kabupaten
Badan Usahs

APFBN
_ APBD Provins
APBD Kabupaten
Badan Usaha

“APBD Provinal
APBD Kabupaten

_ Badan Lnalin

APBD Provinmi
APBD Kabupaten

_. Badan Usaha

APBD Provins
APED HKabupaten

_ Badan Usaha

APBD Provinal
APBD Kabupsten
Badan Usahn

_ Badan Usaha

[P0

INSTANS] FELAKSANA

1. Kementerian Perhubungan,

2, Dinas Perbubungan Provinsi Jawa Barat;

1. Dinms Perhubungan Kabupaten Cianjur

2. Kementerian Perhubungan;
1. Dinas Perhubungan Provinal Jawa Barat;
4 Dinas Perbubungan Ksbupaten Cianjur.

1. Kementerian Perhubungan;
2. Dinas Perhubungan Provinal Jawa Barat;
3 Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Fementeran Perhubungan,

Dinas Perhubungan Provine Jewa Barat;
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
Kementenan Perhubungan;

[inas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
Dinas Parhubungan Kabupaten Cisrjur
Kementerian Perhubungan;

Dinas Perhubungan Provinai Jewa Barat;
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

A [

Kementenan Perhubungen,
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
[Hnas Perhubungan Kabupaten Clanjur

(A Rl

| Badan Usaha

TAHAPF-1

| TAHAP-2




7

INETANSI PELAKBANA

:

| TAHAP-2

| Bistem jaringan transporiasi laut
Pelabuban Pengumpan

[ Kajinn,
| Pengoperasian .*.Wﬂ.._..-_.__._-._:..n_nmv.ndm._._.u._._.m_.i.:_ Regional
- Bistem

Pengembangan Pelabuhan pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan
Lokal Stndangbarang

Kajian Terminal Khusus Megatop

Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus Megatop

Pengembangan Pangkalan Pendaratan [kan yaitu PPl Jayant - Cidaun

” —___.-..__.u:._.u.t.”m. atnu Pengkajian Pengembangan Pelabuhan

, Pengerukan Alur Pelabuhan Secara Rutin

. Pembangunan Fasilitas Konstruksi dan Pemeltharasn Kapal
, Pembangunan Tempat Ui Coba Kapal (Percobaan Berlayar)

Pembangunan Oalangan Kapal Perkanan
Penerbitan izin Pengelolasn Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

| (TUKS) di dalam T_...__l.___._.“_._ﬂ.._”..
| Panyediasn RTH dan green belt di sskitar terminal khusus

Penyediann sarana pendukung
Suatem drairnase
Ketersediaan mr bermh
Sustern persampahan
Panvediaan hvdrant
ETH

Pembangunan, Penerbitan lzin

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pembangunan Fasilitas Penvimpanan dan Pengolahan Minyak dan Can [

Bumi (SPBBE, SPBO, SPBU, SPBE, 8PN

Pembangunan Pipanisasi Bahan Bakar Minyak

Pembangunan dan |

Kecamatan Sindangbarang

Kecamatan Cidaun

Eecamatan Cidaun

Kecamatan Cidaun

| Kabupaten Clanjur

Kabupaten Ciarjur
Kabupaten Cuanjur

_ Eabupaten Cianjur

Kabupaten Clanjur
Ih—ucﬂl._:_._ Clanjur

I Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cimnjur

Kabupaten Cisnjur

Kabupaten Cianjur

Eabupaten Cimnjur

APHN
APBD Prowinai

APBD Provinsi

AFBD Provinm

APBN
APBD Provine

{ APBD Kabupaten

Swasta

APBN
APBD Provinm
APBD Habupaten
Ym naila

b -

Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provins Jawa
Baras,
Swasta

B Ad ==

Kementerian Kelautan dan Ferikanan;

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Barat;

Swasta =
Eementerian Kelautan dan Pernboanan;

Dinas Eslautan dan Perikanan Provins) Jawa
Barar;

Swanta

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Dinas Kslautan dan Perikanan Provinm Jawa
Barar,

Swasta

Kementerian Perhubungan;

Kementerian KEelautan dan Perikanan,

Dinas Perhubungan Provins Jawa Barat;
Dinas Kelautan dan Pertkanan Provine Jawa
Harat;

BUMN

Kementerian ES0M,;
[inas ESDM.
Badan Usaha Migas
BPFH Migas,

PON

BUMD

JEILEOL




RO.

223
23221

b

PROGRAM UTAMA

Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Distribuai Bahan Bakar Minvak
Jalur Sukabumi - Padalarang

" Jaringsn lafrastraktus Ketenagalistrikan

EE%H’-&-EEE
Pendukung

Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenagas Air
(PLTA}

Pembangunan dan Pengembangan Pembargat Listrik Tenaga Surva
(PLTS)

|l

) =

o on e ad

)

S

Kecamaian Gekbrong

FiL ]

Eecamatan Haurwang |
Kecamatan Ciranjang.
Kecamatan

Bojongpecung.

Kecamatan Sulealuyu _
Kecamatan Cilaku
Kecamatan _
Warungkondang

P banyghot Lintrik
Tenage Air (PLTA)
Cibuni-3 berada di
Eecamatan Takoluak
Pembangkit Lintrik |
Tonaga AgT (PLTA)
Cibumni-4 berada di _
Kecamatan Takokak,
Pembangkit Liatrik |
Teanaga Adr (PLTA)
Rajamandala-1 berada
i FecamaLan
Haursangi dan
Pambangkit Limtrik _
Tenaga Aar {PLTA)
Fajamandala-2 berada
di Kecamalan Cianjur _
Pernbangkit Lintrik
Temaga Surya ([PLTS)
Sagnnten  berads i |
Eecamatan
Smdangbarang. |
Pambanghkit Lintrik |
Tenaga Surya IPLTS
Simagalih  berada i
Escamnatan |
u...n.._._._._..ml:.m”_uﬁu:_:t' |
Pembangkt Lintnilk
Tenaga Surya [PLTT |
Maelats hesrada i

Kecamatan Narmmggul |
Pembanghil Limtrik
Tenagn Surya (PLTS |

BUMN

APBN

S e TE

APEN

Swastna

1. Swastn

[ %]

&

L b =

||

INSTANSI PELAKEANA

Kemerterian ESDM

Badan Usaha Ketenagalistrikan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cianjur,

Hnas Penanaman Modal dan Pelay anan
Terpadu Satu Fintu Kabupaten Cianjur,
[inas Pekerjaan Umum den Tata Ruang
Kabupaten Clanjur;

Dinas Perumahan dan Kewssan Permubkiman
Kabupaten Cianjur,

Dinas Linglkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Kementerian ESDM

HAadan Usaha Ketenagalistnkan

Badan Penanggulangan Bencana Dasrah
Kabupaten Cianjur;

[Hnas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
[Hnas Pekerjann Umum dan Tats Ruang
Kabupaten Cianjur,

[inas Perumabian dan Kewasan Permukiman
Kabupaten Cianjur,

Dinss Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
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.ﬁ!.d._:u.nm..__. Wanasarn |

berada &1 EKecamatian
MNaringgul,

Pembanghot Limtrik

Tenaga Surva [PLT
Cmerang  berada
Kt Amatan .Ju__J:_E_.._.
Pembanglit Li
Tenaga Surva (PLTSH)
Cisampay berada di
Eacamatan Cidaun;

Pembanghkit Limtrik |

Tenaga Surva [PLTH
Purabaya berada di
Kecamatan Loles;

Pembangkit Lintrik
Tenaga Surva ([FLTH)
Cilkanghareng berada di
Kecamatan Cibinong;
Pembangkit Lintnk
Tenaga Surva [PLTSH)
_J._:rn_.m.-__..-_ berada i
Kecamntan Lales,

Pembanghat Limtrik

Tensga Surva ([PLTH
Batuireng berada di
Kecnmatan Cidaun;

1. Pambanghit Limtrik

Tenagan Surya ([PLTS)
Padnasih berada di

X ]

Pembanghkit Listrik |

Tenaga Sursa [PLTS
Pamovanan berada di
Eecamatan Cibineng,

Lintrik
Tenagn Suryva [FLTS)
Caringin berada di
Kecamatan Cljat,

Pembanghit Listrik
Tenaga Surva ([PLTS)

Terpusat Sukaluyu
berada & Kecamatan

Chjati,

INBTANSI FELAKBANA

TAHAP-1

3
a

TAHAP-2

2027




BO

TAHAP-1
TAHAP-2

NO. PROGRAM UTAMA LOKAS! | INSTANSI PELAKSANA

_ JEILIHLE

15 Pemba nghit Listrik
Tenaga Surva (PLTH)
Karangtengah berada di
Kecamatan Tanggeung

1 & Pembangknt Listnik
Tenaga Surya [FLTS)
Sukakerta berada di
Fecamatan
Kadupandak,

17 Pembanghit Limtrik
Tenaga Surya [PLTS)
Mekarmukt bermda &
Kecamatan Cbinong:

18, Pembanghkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
Sukasar berada di
Kecamatan _

| Kedupandaic |

19 Pembanghit Listrik

Tenaga Surya (PLTS
Karang Harja barada di
Eecamatan Pagelaran,

20 Pembanghkit Limtrik
Tenaga Surya [PLTS) PT
MT berada di
Foecamatan
| Kadupandal;
21 . Pembanghit Lamtrik

Tenaga Surya (PLTS)
Bukasima berada di
Kecamatan |
Campakamulya; |
Pembanghit Lastrik
Tenagn Surva (PLTS)
Sukamekar bernda di
Kecamatan Sukanagara, |
23 Pembangkit Listmk
Tenaga Surya (PLTS)
Mekarjaya berada di
Kecamatan Campaka,

24 Pembanghit Lawtrik
Tenaga Surya (PLTS)
Babandar berada di
K ecamatar
Knrangtengah;

L
[N

e e ————————me——————————




Bumi (FLTH

d | Pengembangan Pembanghit Listrik Tenaga Mikro Hidro [FLTMH]

B e —r—————————————

Pembangunan dan Pengembangan Pembangiat Listrik Tonaga Panas |

25 Pembangkit

Bl

Lamtrike
Tenaga Surya (FLTS)
Atap Pondok Pesantren
Miftahul Huda Al Musri
berada o Kecamatan
Cirnnjang.

a6 Pembanghkit Listnk
Tenaga Surva ([PLTS
Neglasari beer adn di
Kecammtan _
Cikalonghulon
Pembanghkat Listrik |
Tenage Panas Bumi

L

[PLTP Cibuni berada di
Kecamatan
Kadupandak; dan

Pembanghit Listrik _
Tenaga FPanss Bumi
(PLTP Cipanas berada
di Kecamatan Pacet |

Pembanghon Lintrik
Tenaga Mikro Hidro
{PLT MH) Cipaleuh
berada di Eecamatan
Cadaiin; e, |
Pembanglat Listrik |
Tenaga Mikre Hidro
[PLTMH] Ciakar harads
di Kecamatan
Sindangharang,
Pembanghat Lintnk
Tenaga Mikro Hidro |
(PLTMH) Curug _
Tarengtong berada di
Eecamatan Nannggul, |
Pembanghat Listrik |
Tenaga Mikro Hidro
[PLTMH] Curug Sirah
Ciawi Tali bermda di
Kecamatan Nannggul,
Pembangkit Lamtrik
Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH] Cilaki 18 |

APBN

Swasta

AFEN
Swasta

INSTANS] PELAKSANA

Kementerian ESDUM

Badan Usaha Ketenagalistrikan

Padan Penanggulangan Bencana Dasrah
Kabupaten Cianjur,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Clanjur,
Dinas Pekeraan Umum dan Tata Fuang
Kabupaten Cimmjur;

[inas Perumahan dan Kewasan Permukiman
Kabupaten Cianjur,

7. Dipas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur.

KEsmenterian ESDM

Badan Usaha Ketenagalistriban

Padan Penanggulangan Bencana Dasrah
Kabupaten Cianjur,

[nnas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
[inas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur,

(Hnas Perumahen dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cianjur,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
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TAHAP-1
| TAHAP-2

NO. PROGRAM UTAMA LOKASI _ INSTANSI PELAKSANA L

bermda di Kecamatan
| Cidaun, )
fi.  Pembanghat Liwtrik _
Tenaga Mikro Hidre
(PLTMH) Curuglubur
berada di Kecamatan
| Cikeadu; |
7. Pembanght Limtrik
Tenaga Mikro Hidro |
(PLTMH) Curug
Tarengtong berads di
Kecamatan Narnggul.
B Pembangkat Listrik
Tenaga Mikro Hidro |
[PLTMH) Ksbon
Muncang berada di [
| Kecamatan Cikadu; |
9 Pembanghit Limtrik
Tenaga Mikre Hidme
(PLTMH} Batu Berem
berada di Kecamatan
| Posslaran,
10, Pembanghkit F_Eir_
Tenags Mikro Hidro

(PLTMH]) Santoal
berada di Kecamatmn
Suloan agarm,

11. Pembanglkit Liatrik
Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH] PT. Serum
bernda di Hecamatan |
Takohak; |

12. Pembanghat Lastnik
Tenaga Mikro Hidro |
(PLTMH) PT Lima
Energ berada di

| Kecamatan Pagslaran, _

13, Pembangh:t Lintrik
Tenaga Mikre Hidro
{PLTMH) Amitas |
berada di Kecamatan
Sukanagara;

14. Pembanghit _L-_.._r_
Tenaga Mikro Higdro
[PLTMH] Cijedi berada |

e —————— e




-

sl

Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik

Tenaga Minihidre (PLTM)

o

|I\

B3

LOKAS _
ds "~ Kecamatan _
Cugenang dan
Pembanghit Listrik l
Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) Cimmacan
berada di Kecamatan
Clptnes 4
Peam banghkit Lintrik
Tenaga Minihidro
PLTMG Cilabc ¥
berada di Kecamalan _
Cidmun.

Pembangk Listrik
Tenaga Minihidro

(PLTM] Ealapanunggal

berada di Kecamatan
Cilkemdu; _
Pembanght Limtrik
Tenagh Minihadro
[FLT M) Pusaka 3|
berada di Kecamatan
Tanggoura, {
Pembanghkit Lintrik l
Tenagn Minihidro
(PLTM] Cibalapulang
berada di Hecamatan
Takolak: ey
Pembangkit Lintrik

Tenaga Minihidro
[PLTM) Cibuni PT. Tirta
Mulkti Lestari beradn di _
Kecamatan Pasirkuda; |
Pembangkat Liwtrlk
Tenags Minihidro
PLT M) Cibuni Mandin

PT Manhn Doy
Mandiri berada i
Hecamatan Pasirkuda; |
Pembangkat Listnk
Tenagn Minihidro
(PLTM) Pusaka 1
berada di Kecamatnn
m._ub._u.r:_"_b" ) _
Pembanghit Limtrik |
Tenagn Minihidro
(PLTM) Pesantren-1 |

APBN
Swasta

G B =

=

]

INSTANSI PELAKSANA

Kementerian ESDM

Hadan Usaha Ketenagalistrilean

Badan Penanggulangan Bencana Dasrah
Kabupaten Cianjur;

Dinas Penanaman Modal dan Palayanan

Terpacu Satu Pintu Kabupaten Clamjur,

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur,

[inas Perumahan dan Kewasan Permukiman
Kabupaten Cianjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur




FEEERE

berada & Kecamatan
Pagelaran;

%, Pembangkit Ewc._w_
Tenagn Minikidro

[FLTM) Cyampang |
berada di Kecamatan
| Paglere;den )
10. Pembanghit Listrik
Tenaga Minihidro |
[PLTM) Clbanteng
berada di Kecamatan
Sulcaream:
2222 Jaringan Infrastruktnr Penyaluran Teosgs Listrik dan Sarsns _
Pendubung

[ 'm .En:.ﬁmﬂ._@lﬁ!iﬁ:ﬁ:_r Antar Sistem e e —
| Saluran Udara ._...*l.._._ﬁl.. == | o o= i
Ekstra Tinggi (SUTET)
Saguling - Cibmong 7 vang
rmalintam
1. Hecamaten _ |
Bojongpieung;
| 2. Kecamalan
Cikalonglulon; -
3 w”a._uwu:.t._ Ciranjang, _ ._m Muh._:__n.__“.-ﬁ:nmrﬂ._aﬂumi_::_rhh
. ﬂ_H-HHH 3 Baden Penanggulsngan Bencana Dasrah
5 K e Eabupaten Cianjur,
Karangtengah _ APEN 4. Dinas Penansman Modal dan Pelayanan
1} Saluran Udara Tegangan Ekatra Tinggi (SUTET) A e w" it Mand e Terpadu Samnu Pintu KEabupaten Cianjur,
3 nm...._._.mh____.. — W WA 5 Dines Pekerjasn Umum dan Tata Ruang
7K g ' Kabupaten Cianjur,
ﬂ...:_-h Udars ._.iaw..th.rr! [Hnas Perumahan dan Kewssan Permukdman
..mri__q.-_ Tingsi mmpl.__,..w_ﬂuiﬂ." . —...r.-_w._.._ul__l-_ Cramgur,
Tasikmalayn - Depok yang 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupsten Cianjur
malintas
1. Kecamatan Campaka;
2. Kecamsian
Campakamulya; |
3. Kecamatan
Sukanagara, dan
e ! e === ——— = = | 4. Kecamatan Takelkalk . N e =G X = |
Saluran Udara Tegangan 1. Kemanterisn ESDM
Tngg (SUTT) Ca wlong - - = g d .
2] Saluran Udara Tegangan Tingg [(SUTT) Cianjur yang ..__.En““.lh. m»....f”“_"r-_ m H”.“”“_ ”ph.”_nu“ rﬂ__”.,“.__._.?u_..___hm;l_,.“r_.“”n Daarak
1 _-...____...n...:.w.:.._ ._...,.Ed__.:. m Kabupaten ﬁﬂm_._._:_..
| 2. Kecamatan Ciranjang; |

e ————————————— e L e

o




NO.

B5

1 Fecamatan n_.._n!._-b.._.ﬂ

4. Kecamatmn Hsurwang:

8, Kecamatan
Karangtengah;

6 Kecamatan Mande, dan

7. Kecamatan Sukaluyi.

Saluran Udara Tegangan

Tinggi (SUTT) Lembu reitu

Cianjur yang melintast

1. Kecamatan Cianjur;

2. Kecamatan Cilaku,

3. Kecamatan Cugenang

4. Kecamatan Oekbrong,

dan

Kecamatan

5

" Saluan Udara Tegangan |

Tinggi (SUTT] Cianjur
Lembursitu vang melintan
1. Hecamatan Cianjur;
2. Hecamatan Cilaku)
3 Hecamatan Cugsnang
4. Kecamatan Geicbrong:
dan
Kecamatan
Warungkondang
Saluran Udara Tegangan
Tinggl (SUTT) Tanggeung
Jarnpang Eulon v arg
ki L
1. Kecamatan Cyati,
2. Kscamatan
Kadupandak; dan
3. Kecamatan Tanggeung
Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) Cianjur
Padalarang vang melntas:
Kescamatan Cianjur;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugenang.
Kecamatan Haursang,
Kecamatan
Karangtengah;
Kecamatnn Mande, dan
Kecamatan Sukaluyu

wn

A o L B o=

=3 Bh
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7 PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
[nas Pelerjaan Umum dan Tats Ruang
Kabupaten Clanjur,

#. Dinas Perumahan dan Kawasan Permubiman
_ Kabupaten Cianjur,
[tinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

o

=~

HILLEE
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2.2.2.3
2.2.2.4

2225 |

| Sistem Juringan Telekomunicas FiE

Saluran Udara Tegangan
Tingg (SUTT] Cianjur - _
Bogor Baru yang melintasi
Kecamatan Cipanas
4 FKecamalan
Cugenang. -dan
3. Kecamaian Facet
Saluran Udara ._.un._:u___.b
Tinggi (SUTT] PLTA Cibuni |
- Ine. [PLTP Cibuni -
Tanggeung) yang melintas: |
Kecamatan Cibinong.
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu; _
Kecamatan Leles; |
Kecamatan Pasirkudsa
dan _
Kecamatan Talggeuns
Gl [CGardu Indulk)
Tanggeung di
Kecamatan Tanggeung |
i Gardu Induk)
Clanjur di Kecamatan _
C LgETIAnE
3. Gl (Gardu Indub)
Bukaluyvu di Kecamatan
| Sukaluyu |
Pengembangan Pembangkit Listrik Terbarukan/ Famah Linghkungan _

o

—-IL'I‘- Lo Gl R =

[ ]

Gardu Listrik

AFBN
Swasta

F:nﬂz.:_.___m____b energ biomanen dan jasa linghkungsn Eabupaten Ciamgur

Studi kelayvakan rencana pembangunan janngan tenaga listrik

Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi Bechans

Drgital Kabupaten Cianjur

_ APEN
APFBD Provins

AFBD Kabupatmmn |

Pengembangan dan  Pembangunan  Infrestroktur  Sistem ot

Pemerintahan Berbasis Elektronik [SPBE] yang meliputi Jaringan
Intra Pemerintahan dan Jarmgan Intra Pemerintah Dacrah _

Eabupaten Clanjur

|
W
L]

4
5

<]

INSTANSI PELAKBANA

Kementerian ESOM

Badan Usaha Ketenagalmirian
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Cianjur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |
Terpadu Satu Fintu Kabupaten Cianjur,
Dinna vnr_-di.!,, Umum dan Tats
Kabupaten Clanjur, |
[inas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Eabuypaten Cinnjur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cimnijur

Dasrah |

Fuang

Kementerian Komuninfo

[hinss BMPE Provinei Jawa Barat,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Clamur
Cinss Pekerjaan Umum dan Tata Huang
Fabupaten Cianjur,

[Hnas Perumahan dan Kewasan Permukman
Kabupaten Cianjur

inas Lingkungan Hidup Kabupaten Cimnjur
[Hakominfo Provinsl Jawa Barat;

Dinas Komunikasi, iInformatilea dan Persandian
Kabupaten Cianjur
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w

NO. PROGRAM UTAMA LOKASI AL INSTANSI PELAKSANA adl
[ | | [
|
FREERE
|||..N|.U....-.| TN s o RN = =
. | Pengembangan janngan kabel serat optik dalam penanganan ares | 1. Recamatan Agrabinte,
| blankspot; ) | 2. Kecamatan Campaka;
b Pengembangan dan pembangunan menara telekomurnikan bersarna 3. Kecamatan Cisnjur
antar barbagal operator telepon saluler, 4. Kecamatan Cibeber;
I ) 1 8., Kecamatan Cibinong;
e | Pengaturan menars telekomunikasi di wilsyah kabupaten cianjur. & Kecamatsn Cidaun
— — - == == —; 7. Kecamatan C{jan;
d | Pengembangan jaringan cyber province i | 8 Hecamstan
T Pengembangan prasarana teknolog formam kawasan kotaan | _“”_._-..l._.an._nr:..._._n..
. _"_Ewn i.___..ln..m: i i - 9. Kecamatan Cilaku,
[ I e : st " —_.rinh::.._u.ﬂ P.J.__rar-_. . Hementerian Kommindo
| Pembangunan desa digital, 11. Kecamatan Ciranjarg 2. Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat;
Pengembangan jaringan kabel berupa pengembangan sistem 13, Kecamatan Cugamany; 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
B prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat 13 Kecamatan Gakbrong Terpadu Satu Pintu Kabupaten ,”..-nd_:
§ opi: - - . b4 Kosmmaton APBN 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
. Haurwangi; APBD provinsi Kabupaten Cianjur,
13 v...gnE._._-._Pﬂ APBD Kabupaten 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permiboman
JE.E..&EHEF?. Swasta Kabupaten Cianjur;
um. JnnE:l_“._.E Mande, 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
17, Hecsimatan Prcst; 7. Diskominfo Provinsi Jawa Berat,
19 F.I..:.:._-q-.._._ Pagaiasan 8. Dinnas Komunikasi, Informatika dan Persandian
19, Kecamatan Pasirkucda; Kabupatan Cianjur
, 20. Kecamatan
Pembangunan janingan kabsl n_!..-ru.:E, terpadu  dengan Sindangharang;
h pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu 21. Kecamatan Sulaluyu
pelaksanaan pembangunan 79 Kecamatan
Sukenagara;
23, Kecamatan
Buloaresrmd,
24 Kecammtan
Tanggeung. dan
25 Kecamstan
| Warunghkondang = - B i
2.3.2  Jaringan Bergersk berupa Jaringsn Bergerak Seluler
|. Kementerian Komuninfo
i Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui Pengaturan 2. Dinas BMPR Provina Jawa Barat;
| Lokasi dan Estsntuan Teknis Lavanan Jaringan Nirkabel ) . 3  Diness Penanaman Modal dan Pelayanan
Kabupaten Csayur APBN Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
_ APBD Provinms 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tats Ruang
b Penataan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama APBD Kabupaten Kabupaten Cianjur,

Pembangunan stasiun menara telekomunikasi Base

Tranceiver Staton (BTS) secara barsama;

mefiara

Kabupaten Cianjur

Swaatm

Dinas Perumahan dan Kawasan Permulaman
Kabupaten Cuarngur

[Hinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cisnjur
Diakominfo Provinel Jaws Harat,
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TAHAP-1
TAHAP-2

088 (8(8 §

Konservasi Sumberdaya Axr

| Pengendalian Daya Rusak Air

Peleatarian Sumberdaya Air Secara ﬂ.ﬂain;
Mengurangkan nilal degradasi dan mensmbahkan nilai manfaat jasna

| lingkungan terhadap PDEB Hijau

_.__u:a.i._::mrl-. jentis dan wvolume sumberdaya alam yang dimmbil
untuk setiap sektor kegiatan ekofiomi

Cibareno

Pola pengelolasn sumber daya air (PSDA) Cisadea

Penvusunan Kagian sosial dalam Pembangunan infrastrubitur DAS

| Cino lan

Pemebharaan dan pengendalian mata ar

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

1
4
_ AFBN
APBD Provinm
APED Kabupaten

Swastm

Masarakat

Kabupaten Cianjur

| Kabupaten Cianjur
Kabupaten Ciamur
_ APED Provinai

. . APBD Kabupaten
Kabupatan Cianjur

1. Kecamatan Cibeber _

2. Kecamatan
Bojongpicung

3. Kecamatan Ciranjang

4, Kecamatan Subaluvu

dias

APBD Provins
APBD Kabupaten

| 5. Kecamatan Mande
Epcarmatan
| BojongpicungCibeber

APAD Provinsi

APBD Provine
_ APBD Kabupaten
APBD Provinsi
APBD Kabupates
Swasta
_ Many abinrat

Kabupaten Cianjur

Eabupaten Cunjur

| APBD Kabupaten |

LA s Ga b o=

. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

NO. PROGRAM UTAMA LOKEASI PENDANAAN INSTANS]I PELAKSANA -4
|
d “Peningkatan jumlah dan mutu telematiks berbasis teknologi medern | Ttwr_ln:...: Chardur 7 £ Dinas Komunikasi, Informatika dan Persanchan
dan ramah lingkungan == P ,.|_ == Kabupaten Ciafjur
24 Sistem Jaringan Sumber Days Alr = ) s 1S - : —
Hangu tian Pengaman
Pantmi
o | Pemgelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantsi pada Wilayah 1 Kecamatan Cidaun _ AFEN |, Kementerian PUPR, '
Sungai Lintas Dasrah Kabupaten 2. Kecamatan APAD Provinsi 2. Dinas Sumberdaya Air Provinai Jawa Barat
Sindangbarang
! | 3. Kecamatan Agrabinta
b | Penyusunan Sitem Informasi Jaringan Sumberdaya Air | Kabupatsn Cianjur _
. P.r-._.. usunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA W2 Hewenangan termibar 31 Kacamatan e R
q_! wgan Janngsn Sumberdaya Air Lintas Provinm | WS Citarum i APBD Provinsi 2. Dinas Sumberdaya Air Provins Jawa Barat
& | Normalisasi/ Restorasi Sunga = i ...._..n._._l_ulr_.&.__ Cianjur
{ | Pemeliharaan Sungsi | Kabupaten Cianjur

Kementarian PUPR

BPDAS Kemeneterian DLH,

Dinas Sumberdaya Adr Provinm

[Hnas Kshutanan Provinai Jewa Barat,

Dinas Lingkungan Hidup Provinel Jawa Barat;
Dinas PUTR/SDA/ Pengairan Provinei Jawa
Barar,

Dinas Pekegaan Umum dan Tata Fuang
Kabupaten Cianjur

Dines Kehutanan Provine Jawa Barat;
BPDAS Kementerian LHEK;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Badan Keuangan Dan Aset Daerah




P Pelestarian Celungan Asr Tanah [CAT)

Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindung Mata A

4 berupa Pengamanan, Pemeliharsan, dan Pemanisatan Mats Air
- Pembangunan Unit Air Baku berupa Desalinasi Air Laut Sebagal
Sumber Air Baku Alternatif
| Bistem penvediman air minum bukan jaringan perpipaan (BPJ) dan
o | individual yang bersumber dari sumur gali terlindungl, s

dengnn pompa, SUITIA bor dengan pompa, MAtA mr, atau sumber ur
permulkaan lainnya

{ Pengembangan kawasan imbuhan air tanah

e ————————————————— L

BS

CAT ﬂl.._.._..:.__:”_.._.-._.m_! melmtas 5
Kecamatan Sukanagara,
Kecamatan Pagelaran,
Kecamatan Pasriuda.
Kecammtan Tanggmng,
Kecamatan Cibinong,
Kecamatan Cikadu;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Naringgul

o =3 Oh LN e L D =

APBD Prowvinm
AFBD Kabupaten

CAT Cimnjur yang |

rrielin L
1. Kecamatan Cunjur,
2. Kscamatan
Karangtengsah,
3. Kecamatan Sukaluyu,
4. Kecamatmn Ciranjang
5 Kecamatan
Bojongpicung.
&  Kecamatan Mande;
7. EKescamatan
Cikalongkulon,
E. Hecamatan Cilaku;
9. Kecamatan Cibeber;
10, Kecamatan Cipanas;
11. Kscamatan Paoet;
12, Kecamatan Cugenang:
13. Kescamatan Gekbrong
dan
14, Kecamatan
Warunghondang
1 Hecamatan Cugenatg
2. Kecamatan Cipanas
3. Kecamatan Pacet
1. Kecamatan Cidaun
2. Kecamatan Argabints
3 Kecamatan
Sindangharang

Kabupaten Ciaanjur

__x%:_-:_,:_;:!.
u.r%m-._._b_ﬂ_m:rkqiz:
3. Kecamatan Pacet,

4. Kecamatan Cugenang,

APBD Provinm
AFBD Kabupaten

-

_ APBD Provinal

APBD Habupaten

APBD Provinsi
APBD Habupaten

APBD Provins
| APBD Kabupaten

APBD Provins
APBED Kabupaten
|

INSTANG] PELAKSANA

TAHAP-1

TAHAP-2
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5. Kecamatan
Warungkendang, dan
6. Hecamatan Oekbrong

Modernman [rgan Ssluruh D Kabupaten Ciamuf

1. Eecamatan Cipanas,
12, Kecamatan
Cikalonghkulon;
3. Eecamatan Gekbrong

v Paymaeni for Enuironmental Services (Fembayaran Jasa Linghungan

T 2441  Sistem Jaringan Irigeai
2.4.1.1 Jaringan Irigasi Primes ]
e i 1Bl Cihea barada di
1. Kecamatan
Bojongpicung
2, Keommatan Ciranjang
3. Kecamatmn Hmurwang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Ingasi pada Dasrah Irigasi

Kewenangan Pemerintah Pusat

| T Tipadang-Cibeleng
berada di
1. Escamatan
Warungkondang

2 Peningkatan Jarmgan Irgas kewenangan Provinm Jawa Barat 4. Kecamatan Cekbrong

3. Kecamatan Cilaku
Di Cimenteng berada di
| 1. Kecamatan Cianjus

) ——

APBL Provine

| AFBD Kabugaten

B
3
4
5
4]
A
L
10
Swasia 11
12
13
14
15
16
17
e A
B
APBN 2
AFPBD Provinm
1
APBN 3
AFBD Prowvinm
3

TAHAP-1

INSTANS] PFELAKSANA

2024

At RENEAR Y

BPDAS Citarum-Ciliwiung

Balal Besar Wilayvah Sungm Citarum,

Dinas Lingkungan Hidup Provinsl Jaws Barat,
Dinas Kehutanan Provinei Jawa Barat,

Dinas ESDM Provinei Jawa Barat,

Bala: Besar Konservasi Sumberdaya Alam;
Farum Koordinas DAS Citarum,

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV:

Perum Pechutani KPH Clanjur,

Badan Perencanasn Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Dasrah Kabupaten Cianjur;

[nas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur,
[inas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Ciangr;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Cianjur;

Dinas Perumahan dan Kewasan Permukiman
Kabupaten Clanjur;

Bagian Perskonomian, Selkretana Daerah,
BUMD;
Swasta,

las: ar akat

Fementarian Pekerjaan Umum dan Penataan
Huang,

Kememterian energ Sumber Dayva Mineral
({ESDM];

[Hnes Sumber Daya Ajr Provine Provinsi Jawa
Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan
Euang.

Kementerian energi Sumber Daya Mineral
(ESDM),

Dinas Sumber Deaya Air Provinsi Provinsi Jawa
Harmt




2413

Operasi/ Pemaliharaan dan Rehabilitani DI kewenangan Provins: Jawa
Barat |1000-3000 | Ha

Rehabilitasi daersh ingasi (DI} Primer

Fehabilitasi dasrah ingasi (D) Sekunder

Pembangunan janngan migas: bar

2

91

K ecarmataiy

Kar .!....m..n]._.F.-_r_

Dl Cihsulang berada di

1

2

Kecamatan _
Karangtengah

Kecamatan Sukaluyu _

Di Cibalagung berada di

2

3

Kecarmatan _
Karangtengah
Kecamatan Sukaluyu
Kecamatan Mande

Dl Susukan Geds bherada di: |

1. Kecamatan Cibeber _

D1 Babancong berada di

1. Kecamatan Takokak

Dl Cikewung berada di

L. Kecamatan Kadupandak _
DI Tonjeng Panto berada di

1. Kecamnatan Pagelaran

Kabupaten Cianjur

0~ Oh A e RS

W

.u_a_a-.n.b._
Dl Cipadang - Cibeleng:
DOl Crmenteng.

Dl Busukan Cede;
Dl Babancong:
D Tonjong Panto

Kecamatan _
Hajongpicung,

ot mtEn _...._;.._.._P:i..
Kecamatan

Haurwangi; dan _
Kecamatan Tkokak
Dl Cilmruclak

Dl Tonjong Panto

Dl Curug Demgdeng
Dl Parungbangkong

APBN
AFBD Provinsi

APFEN
APBD Prowinsi

ABPN
APBD Provinsd

| APBD Habupaten

Swastn

b

2

@ e -

o

INSTANS! PELAKSANA

Kementerian Polerjaan Umum dan Penatann
Ruang,

Kementerian snerg Sumber Daya Mmeral
(ESDMG,

Dinas Sumbser Dava Alr Provinsi Jawa Bagat,

Kementerian Pekeraan Umum dan Penataan
Ruang

Kementerian energt Sumber Daya Mineral
(ESDM);

Dinss Sumber Dava Air Provinst Jawa Barat

Kementerian PLUPR;

Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Eahupaten Clamjur

Dinas Perumahan dan Kewasan Permuloman
TL..-..:E_I__E._ Cimnjur;

Swaain




NO.

10

| Pembangunan Irgas Air Tanah Baru [Konjuksi [KK]
| Peninglostan Jaringan Irgasi Permukaan

Peningloatan Jaringan [rigasi

Penerapan Mstode Sistemn of Rice Irtensfication (SR

Diversifikasi [rignai Ssbagai Sumber Air Baku Alternatif Untuk mir
Beraih dan Kebutuhan Lainnya

Penunghkatan dan rehabilitas: jarmgan g

~) % LA B L R —

82

& Pembangunan Irugma

Pedesaan Menjadi lrigas
Kemworiaiigan kabupaten
Tersebar 4 Kabupaten
lanur

| Taraebar ¢ 32 Kecamatan

Tersebar di 32 Kecmumatan

menjadi irigasi Teknis pada
Irigasi Kew snangan
kabupatss  tersshar i

| Kabupaten Cimrjur

Dl Babancong;
Dl Cibalagung:

Cimon teng;

Dl Cipadang Cibeleng,
[ Susukan Gede;

Dl Tenojong Panto

[l Babancang

il Cibalagung
Ciheulang
Cimenteng

Dl Cipadang Cibaleng
Dl Susukan Gede

D Tonojong Panto

DI Batu Besureum

DI Batu lreng

10. M4 Cihea

11. M Cisalak Batu Sahulu

TELLE L

I Jaringan Ingas: Sederhana |

12D Hewenangan |
Kabupaten Lannya vang
termebar di  Kabupaten

Clummur

Kecamatan Sindangharang

Perunglostan dan rehabilitas: janngan mgasi

——————— L

Eecamatan Cidaun

TAHAP-1
TAHAP-2

SUMRER INSTANS] FELAKSANA =t = — i |

SR RLRE AL IR Y

I Dinas tanmman  Pangan hortikulturs,
a— perkebunan dan ketahanan pargan
e 2. Dinas Pelerjaan Umum dan Tata Ruang

| 3. Swasta e e -
1 Dnnas tRnaTTad pangan, hortkultura,

5 _u&qr..m.._._:._:__ dan ketahanan pangan

Swaata 2 [Hnma Pekerjasn Umum dan Tata Ruang

3. Swaata




12

13

2.4.2
2.4.2.1

PROGRAM UTAMA

Rehahilitas: daserah irigasi perdesaan

Rencana peninghatan ingasi perdessan menjadi irjgasi kabupaten

Rehabilitasi dasrah irgasi (D) Tersier

Banjis

Pembangunan bangunan pengsndalian banjir maliput

1) Pembangunan bendungsn

2] Pembangunan kolam retensi/penampungan pembuatan chkeck
DAM [penangkap sedimen)

3] Bangunan pengurang keminngan sunggs

4) Retarding basin

5] Pembuatan polder =

- Pembangunan Tanggul Sungad

Perbaikan dan pengaturan sunga

1) Fiver improvement [perbaikan /psningkatan sungai)
d] Tanggul

3| Sodetan (bypass) short-cuf)

i Floodwmsy

5 Sistemn drainsse khusus

S ———————————— TR

SUMBER

i ol i1

INSTANS] PELAKEANA

Tersehar ¢i Eabupaten
Cramgur

Tersshar di Kabupaten
Ciamgur

i
2

| 3

Keoamatan
Hajongpioung.
Kecamatan Cirmnjang.
dan

Kecamatan Haurwang

Eabupaten Cianjur

Kecamatan
Agrabinta;
Eecamalan
Bajongpioung,
Kscamatan
Campaka;
Eecamatan
Campakamulya
Kecamatan Cranjur;
Eescamatan Cibeber,
Kecamatan Cidsun,
Kecamatan Cijnti;
Ksonmatan
Ciknlonghulen,
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas,
Kscamatan

LTy A
Kecamatan
Cugenang.
Kecarrntan
Kndupandak;
Keafmatan
Karangtengah,

AFBD Kabupaten

AFHD Kabupaten

1

_ ABPN
APBD Provine
APBD Habupaten
Swasta

ABPN
_ APBD Provins
| APBD Kabupaten

Sw asta

1

b

[hnas tanaman pangan. hortbultera,
perkebunan dan ketahanan pangan

Dinas pekerjaan umum dan tata ruang

. Dinas tanaman pangsn, hirtikultura,

perkebunan dan ketahanan pangan
Dinas peloerjaan umurm dan tats ruang

Dinas pekerjaan umum dan tata ruang

1
2
3

1
3

s

Kementerian PUFR

Dinas Sumberdaya Air Provinal Jews Barst,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tats Ruang
Kabupaten Cianjur,

Dinaa Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur,
Swanta

Kementerian PUPR

Dinas Sumberdaya Air Provine Jawa Barat;
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupasten Cianjur
Swnata




SUMBER
NO. PROGRAM UTAMA LOKABI PENDANAAN INSTANS] PELAKSANA | | AW

RN R RE R )

1. Kecamatan Lales;

17. Kscamatan
Naringgul,

18. Kecamainn Pacet;

19, Kncamatan

Pagelaran,
20 Kescmmatan
Pasirkuda,
21. Kecamatan
Subaluru
2. Kecamalar
Sukmnagara,
23, Kscamatan
Sularesmi,
24, Kecarnatan Takokak
dan
25, Kescommstan |
Tanggeung
1. Sunga Cipunagara,
5 e
I“ Sun ” ,_M,“.UP.___._“_.___".__ﬂ 1. Esmenterian PLUPR
4. Banghl n__*.ih:_:.wE.._. _ J_:..z 2. Dinas m_...__._._r-.:__h.f_u Air u____:.__.__.i_ Jawn Barat,
3 Mormalisasi, Restorasi, Pengendalian dan Pemeliharaan Sungm 5. Sungmi Cianjur, rﬂaﬂ_ﬁﬂﬂ.”“ch_.”ﬂ . m”hﬂﬂ”_ﬂ”._:d:_“_“_r”q:ﬂ e
6. Sungei-Sungal Feng Swasta 4. Dinns Lingloungan Hidup Kabupaten Cianjur;
mekinLasi Kota, _ 5. Swasta v
Esoamatan 1] =g
kabupaten Clanjur
Sungal r.rn.._w»r:
Sungmi Cianjurleutik
Sungal Cisarua Gede _
dan Cisarua leutik di
Kecamatan Cugenang,
Keommutan it 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
n_..-: Kecamatan _ Rakvat:
- Hn_.__q"_ﬂ_np.__.m,._iﬂ_.l—..n,nr_.—_., ul & AFEN 2. Esmenterian Lingkungsn Hidup dan
e ag APBD Provinm Fehutanan;
1 Pengembangan jaringan pengsndalian banjr r.i”s..:_.u-_._ ( :u__”ul. APBD Kabupaten | 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BEWS;
S e 4 Sumber Daya Air Provinai Jawa Barat
. 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Puang
.mn_._. Hecamatan Kabupaten _m._-_._:_.p._.
Cikalongkulon
i Sungai Cinangsl i
Cikalonglulon
_ 4. Sungai Crpendawa

dan Sungai Cikanyere

| S ———————————ee e e




PROGRAM UTAMA LOKASL INSTANG] FELAKSANA i : it —

b & | l_-m-._ln_m_m k1

di Kecamatan Pacet
dan Kecamatan
Sukaresmi

5 Bungai Cmmacan di
Kecamatan Cipanas _
dan Kecamaian Pacet

6. Sungai Cisckan i
Kecamatan Cibaber,
Kecamatan _
Bajongpicung.
Kecamatan Cannjang.
Kecamatan Sulkaluyu

dan Kecamatan
Mande:
7. Sungai Clarum i
Kacamatan |
Haurwangi;

B, Sungai Cilaku di
kecamatan Cilaku dan
Kecamatan Sukaluyu,

9. Bungai Cikendang di
Kecamatan Cibeber; |

10, Sungai Cibalapulang
di Kecarmat an
Sulanagara;

11. Sungai Cijampang di |
Kecamatan Pagelaran,

12 Sungmi Cibuni di
Kecamatan Pastrkuda,
Kecamatan
.n.l__.t_—n!..._._h.

Kecamatan
Endupandak,
Kecamatan Cijati dan
Kscamntan Agrabinta;

13, Bungai Cisadea dan
Sungai Cisslang di
Kacamatan
Sindangbarang: _

14. Sungai Cidamar i |
Kecamatan Cidaun;

15 Sungai Cipandak di
Kecamntan Naringgul _
dan Escamatan
Cadaun;

T ————————— L
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e A LOKASI iy [NSTANSI PELAKSANA e | =

16, Sungni Ciscla i
Kecamatan  Chdaun:
dan

17. Anak-anak sungsl lain

ung tersebhar di seluruh

vih Kabupaten

Clmmjur

2.4.3 Bangunan Sumberdayn Alr

KeCcAIMETAN
Bojongpicung;

2. Kecamatan Campaka

. Kecamatan Cianjur

i, Kecamalan Cibeber;
Opernsl dan Pemerliharman Danau, Situ dan Penampung Alr Alami | 5. Kecamastan

! Laaaririvm Cilalongkulon;
6. Keocwmatan Peoet:
7. Keommstan Pasirkudeg
B, Kecnmastan Sukaresmi)
dan
9.__Kecamatan Tenggeo g,
Situ Cinepat. Situ
Pengamanan, Konservasi, serta Operasi Pemeliharasn Situ .:.,..;..M.“:....,_m_.. ....._, :
g Mg Senangice 1. Dinas Sumberdayn Air Provins Jewa Barot;
Situ HKawa Beber Situ e
. - 2. HFKAD;
W..i:__ Brunteur, Situ Rawa . .:.___:t__.__._.
Sta Rewn Gede 1, Sioy | AAVED Provinsi | 4. Kementerian PUPR;
H ) Kabupaten ] FIFTL L ETAn fHPN;
Favn _”:..__1 o, .r___._:. Hawa ' 6. Dinas Pekeriaan _.__ y dan Tata Fuang
Cerok, Situ Hewa Kalong, Enlninaten m...»_._._._._.:
T g : ug - -
et Knlons 7 Dinwe rerumaian dan Kwnsan Fermuiiman
Situ Raws Tangkdl, Situ abmipaten Cuan s
y Rawabalok /Rawabala, Sity

1, Situ
Sukamanah, 5itu Bolang,
Situ Bukit Danaa, Siu
Cigondok, Situ
Cilabusutan, Situ Cikuda
I, Situ Cikoda I, Situ
Cilcuda [, Situ Cikuda [V
Sity Cikuda v, Situ
Cilepgon, Situ Cimalati, Sitn
Cints Aaith, Siu Cipack

Proatann dean Hentabsan Siiu

Situ Cipscung Siru
Cisllzman, Sty Eno, Situ
Hideung/Bebek, SHitu




NO. PROGRAM UTAMA

Pembangunan Embung dan Penampung Air Lamnya

Perribia AT Embung

4 Pembangunan Bendungan
& Pembangunan Bendungan/ Waduk Serta Pemanfastan Waduk
Sebagai Sumber Alr Untuk Irigasi, Energi. Pengendali Banjir
Bumber Air baku, QE

b. Pengembangan Bendungan sebagai sumber mir untub irgas,
enorgi, pengendali banjir, sumber air baku, dan pariwisata

T
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Eatepos Situ Ksbun Karet,
Bitu Kota Air, Situ Legok
_f__..;f." Situ f
Situ Nanghka
Pamir Coban
Hitu
Rawa Hideung |
Situ Salatr, Situ
Siluman/TOl Cinta, Situ
Talaga, Situ TEN (Angsal,
Bitu Telaga Cipincu, Situ
Telaga Cilukur, dan Situ
Urug

| Kabupnten Cisnjar

Embung Clampat,
Kubangmoung,
Kubanglading, Girimaih,
Cibsuntmur, Sirmasar,
Oelaranyvar, Pakuon,
Cikanyers, Hagarmanah
Dan Embung Embung di

Tersebar di Tiap
Kecamatan HKabupaten
Cimngur

Waduk Cisewu

.m.._z.....m._._._..h| Lrmeurnoey
bermda di Kecmmatan
._.I.._w_ﬂ.n._.:"..h.

Tl:.u_._u._m. Pusaka 1

bernda di Kecamatan

Pasirkouda;

1. Bendung PLTM
Pusaka Parahjangan
berada di Kecamatan
Pasirkuda;

4, HBendungan

Balekembang berada

di Kecarmatmn
Campalca;
5 Bendung Susulan

Oede berada i
Encamatan Cibeber;

APEN
APED Provinei

|

INSTANSI PELAKSANA

Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat

TR




e

Cwokan
di Kecamatan

Cibaber

Hendung Ciranjang

berada <1 Escamaian

Bojongpicung,

8. Bendung Cimryjur
Lautik berada di
Escamatan Cimnjur,

8 Bendung

Cibalu/ Cianjur

Kota/Ciraden  berada

di Keomnmatan Clanjur;

Bendung Cimenteng _

bernda di Kecamatan

Cimnjur,

11, Bandung Cinangsi
bernda di Kecamatan
_..__r_-._:..__..nrp_.h_ﬁu_

12. Bandung
Carmden | Leviwi

Leungsir berada di
hecamatan
Cikalomghulon;

13 Bendung
Cisalak/Batu Sahulu
borada di Kecamatan
St koareami

14 Bendung Cinangha
bearada d4i Kecamatan
Proet; dan

15 Bendung Leuwi Bokor
Wl urghil) Dymmisata
bornda & Kecamatan
Cikalonghulon

P : | APBN
5 Peningkatan jaringan sumber daya adr Kabupaten Criamur APBD Provinsi
y APHN
[ Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya mir Kabupaten Cianjur APBD Provinai
[P — [ : 1 APBN
= Penvediagn ruAng ____u..r_..n_.rn hijau dan green bell di sekitar bangunan Nabupaten Cisnjur | o s
sumber daya mir dan FLTA | rovine
[ : i APEN
B Menyusun SOP Mitgas: bencana pada area PLTA Kabupaten Cianjur

APBD Provins

25  Sistem Jaringan Prasarans Lainmys
251 SPAM berupa Jaringun Perpipasn




Pembangunan dan pengembangan Unit Asr Bako

Pembangunan dan pengembangan Unit Produksi

Bangunan Intaks
Sungmi Cibum
Eadupandak berada di
Eocamatan
Kadupandak;

Bak Pengumpul
Cilembang berada di
Kecamatan Facet,
Intake Cikindul
Cibodas berada di
Kecamatan Cipanns;
Intake Sungai Cikindul
bmnda odi EKecamatan
Cikalongkulon

WP Kadupandak Cab
Tanggeung berada di
Kecamatan
Kadupandalk,

Ressrvorr Kadupandak
Cab. Tanggeung berads
i Kecamatan
Kadupandak;

WTF Tambak Haya 30

Ifdt berada di |

Escamatan Cibeber;
WTPF Cibodas Kool
bernda &i Hecamatan
Crpanias,

WTF Cibodss Desar
berada di Kecamatan
Cipanas; dan
Reservoar Salada berada
di Eacamatan
n.”_.__...z-:._.._mm_”__.__b.._

APBD
Pandanaan
BUMN/BUMD
Pendanaan KPBLU

APBD
Pendanaan

| BUMN/BUMD
7 Pendanaan KPBL




Peninghkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Unit Distribusi

Pembangunan dan pengem bangan SPAM |KK (Sistem Pelayanan Air
Minum Ibu Kota Kecamntan)

Sistem penyediasn air minum dengan jaringan perpipaan dengan
sumber dari mats air, air tanah dangkal, air tansh dalam fartesis, atau
sumber air permubaan yang terlindung

Sistern penvedisan air minum bukan janngan perpipaan (bypl dan
individual yang bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali
dengan pompa, sumur bor dengan pompa. mata air, atau sumber air |
permukaan vang terlmdung
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1. Keommatan
Bojongpécung,
Kecamatan Cianjur;
Eecamatan Cibeber;
KEscamatan Cidaun;
Kecamatan _
Cikalonglkulon:
Kecamatan Cilaku, _
Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Coranjang,
Kecamatan Cugenang,
0. Kecamatan Haurwangs,
1. Ksoamatan
K uparndnke;
12. Kscamatarn
Karangtengah;
13 Kscamatan Mande;
14, Kecamaian Pacet;
153 Kecamatan Pagelaran;
16 Kecamatan
Sindangbarang,
17, Kscamatan Sukaluyu; |
18. Kecamatan Sukanagars,
19. Kecamatan Subarssmi;
20, Keoamatan Tanggeung:
dan
21. Kecamatan
Warungkendang

EE

——l T

Kabupaten Cianjur

Eabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

APBD
Pendanaan
BUMN /BUMD
Pendanaan KFAL

APBD
Pendanaan
BUMN/BUMD

Bendanaan KFOU

AFPBN
APBD Provinad
APBD Kabupaten
KSD
Sesasta
APHN
APBHD Provinm
APBD Kabupaten
K80

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penslitian

3
-

INSTANS] PELAKSANA

dan Pengembangan Dasrah

Dinas Perumahan dan Kewvasan Permuldman

Kabupatsn

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten
Swasta

Camnjur

m m m _m m m
* ' -k ——
|
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“ _ m M _
SUMBER = [ ]
PFROGRAM UTAMA LOKABI PENDANAAN INSTANS] FELAKSANA . :
| Bistem penyediaan air minum y u._".__m. berasal dari anggaran _vumuHu!muh.E_ | Swaata
| dan belania dess, swadays masvarakat atau bantuan pihak swastis

Pemanfatan sumber penyediaan sir minum berupa air tanah danghal
mr tanah dalam/artesis, mata air, maupun sumber air permubkaan
lainnya dilakulkan secarn lestan dan terkendal
| Pengembangan sistem penyedinan air minum berasal dan anggaran
pendapatan dan belanja desa, berbasis swadaya masvarakat atau
bantuan pthak swasta A —
..w..h.___»..::. Induk Sistem Penyvedinan Asr Minum [SPAM)
| Eslinn Embung/Danay sebagel sumber air Baky
Menguranghkan nilal degradasi dan menambahkan nilal manfaat jasa
| lingkungan terhadap PORB Hijau R
Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdayva alam yang diaminl
SPAL bemups Infrastruktus Sistem Pengslolsan Alr Limbak
Demest i ==
|. Keommatan
m.__.___:_._tm.._:.._.:._.m.
Kecamatan Campaka;
Kecamatan .H“E._.“_._._n.
Kecamatan Cibeber;
Hmcamatan
Cikalonghulon;
Kecamatan Cilaku,
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Cugsnang;
Keoamatan Haurvang,
0. Kocamatan
Karangtengah;
Kecamatan Lales;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Pastriuda:
Escarmnatan Sukalusu,
Kecamatan Tanggeung.
dan
K ascammtan
Warunghondang
Keoamatan Agrabinta;
Kecamatan Campaka;
Hecamatan
Pembangunan/Penvediaan Sistem Pengelolaan A Limbah Terpusat Campakar
Skala Kota

& L0 A

i

Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengeldolaan Air Limbah Domestil

[ N B K-

LA e K)o

]

[

Kecamatan Cibmong.
Kecamatan Cidaun;

Kecamatan Cilomdu;

< Oh LA &
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TAHAP-1
TAHAP-2

NO. PROGRAM UTAMA LOKASI SR INSTANSI PELAKSANA

B, Kecamatan

Kadupandak;
19, Kecamatan Lelea;

10. Kecamaian Naringgul;

11. Kecamatan Sukanagara;

12. Kocamatan Takokak;

13. Kecamatan Tanggeung:

14. Kecamatan Pagelaran;

15. Kecamaian Pasirkuda;
dan

16. Kecamatan
Sindangharang

u [ Sistem wnﬂ__:r- tank pada .wm:..nh.m..:l:_r.qﬁ__._.__.n |&wumcuw_n.E.|mt._.W..-b I [1. Dinas Penanaman Modsl dan Pelayanan
| peruniukan kebutuhan dan skala pelavananpys Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
| jaringan air limbah domestik dan rumah tangga dengan sistem 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4 perpipaan atau terpusat (off-stte system), untuk skala perkotean atau APBD Kabupaten Kabupaten Cianjur;
|l aw i I 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5 pengembangan sistem septik tank komunal pada kawasan Fatrrpaimn: Qhmjur Kabupaten Cianjur;
[ kanto idi = i i 4, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
& | Bistem septik tank kolektif pada kawasan perkantoran/pemerintahan, .#m.mmm_hu : n_m W.:E Hnﬂ.:.:_nw_-&_ dan Kawasan Permukiman;
; pendidikan fkeashatan, dan kawasan komersial (perdagangan /jasa) | ‘o o ._ﬁ._u.ﬂu_”..mh””nzﬂm_fa”””hwuﬂsa dan Tata Ruang
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
; Rakyat
Sistem pembuangan air limbesh non domestik berupa Instalasi p w oo
- Pengolahan  Air Limbah ([PAL}] pada kawasan peternakan, | APEN 2 WH““ Permukiman Perumahan Provinei Jawa
pertambangan  dan  peruntukan induostri, disesusikan dengan APBD T,.E___n-. 3. Dhnas Per Modal dan Palay
peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya | Kawasan permukiman APBD Kabupaten - ._.m_:ﬂm..n__._. m.ﬂ._”u._,.._.ﬂﬂ”: Mur:v“.“ﬂmiw“ﬂ”.d
[ A6 Peir Swioine BUMN 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata N_._.n:-m.
Pembangunan, Penyediaan Siatem Pengelolaan Air Limbah Terpusat | KPBL/Swasta Kabupaten Cianjur;
8. Shala Parmiidman 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
g Sisten  septik tank individu dan/atau komunal untuk kawasan [ | x,...r:nn.i._ Cimyfur; 3
' perumahan dan permukiman B D ipginngen Biup Tabpsten Cigar:
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Tarpadu Satu Pintu Kabupatsn Cianjur;
: ’ : ; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan
sistem tangki septik koleltif pada kawasan perkantoran/ pemerintahan, , e Y it B
o pendidikan /kesehatan, dan kawasan komersial [perdagangan /jasa); R AEERL Kk g 3 Wﬂw“vﬁ%“m”unms Hakk s Prrmiile
v 1 T UEIman
Kabupaten Cianjur;
— i = 4. Dinas Li Hidu abupaten Clanjur.
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

sistem  tangki septik pada kawasan lainnya disssuaikan dengan
peruntukan kebutuhan dan skala pelayanannya;

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,;
2. Dinas Pekerjasn Umum dan Tata Ruang
| Kabupaten Cianjur;

Kabupaten Cianjur | APBD Kabupaten




17

18
1%
—n—
4.8.3

jaringan air Wmbah domestik dan rumah tanggs dengan sistem
perpipaan atmu  terpusai untuk akala perkotamn atau linglup
kawasan /loegintan tertentu

| Rehabilitasi/ Peninghatan/Perlussen Serana dan Prasarsns |PLT
Peningkatan dan pengembangan [FLT Babakan Karet, kecamatan
......u.!.n.{r_.ﬂ
Pengembangan msstem tangks wseptk womunal
| perkanteran, pendidikan. perdagangan dan iasa, dan indusio

Penvediasn [PAL kawasan peternakan, kawasan peruntukan industr

Rencana sistern jaringan mir limbah lsinnye sesual dengan kajian
master plan perangkat dasrah telnis terkait urusan dimaksud

i H'H.____..u_._.:h.: Fencana, ___.v._—_u__._lr.E.. r._;..d. dan Teknls
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Dasrah Kabupaten
| Fenyusunan Strategl Sanitnsl Rabupaten

ﬂin_l o as wn |

Bistem |

Kabupaten Clanjur

Kecamatan Cianjur

Kecamatan Cranjur

Kabupaten Cianjurt

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Clanjur

Kabupaten Clanjur

| Habupaten Cianjur

| PenvusunanStudl Penilaian Fisike Kesshaian Lingkungan [EHFAL

Pembangunan /Pengembangan Tempat
Raduce, dan Recycle [TPE3R]

& Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan
Recycle [TPS3F) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)

b Pembangunan TPS3R pads kaw as an permukiman

Pengelciaan Sampah Reuse, |

T.FFE.T.I..__!._ n,.lh..u:q

10

Hecamatan Cidaun
Eecamatan
Sindangharang;
Kecamatan
Agrabinta;
Kecamatan
Naringgul;
Kocamatan
Campaka;
Kecamatan Cibeber
Eecamatan
Gakbrong,
Kecamatan Cianjur,
Kecamatan
_..._....l...:l.._..ﬁ. dan
Escamatan

Karangtengah

Kawasan permukiman

103

APBD Kabupaten

AFBD Kabupaten i

2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

1

3
AFBD Kabupaten |4
5

6

INSTANE] FELAKSANA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cianjur;

| 4._Dinss Lingkungen Hidup Kabupaten Cianjur,

Dinass Penanaman Modal dan Pelavanan
.._..Iu_:ih_._. Satu Pintu m.”t..F_._.ﬂ.._I”_ _”.._l.z.:.:.
Dinas Pekerjasn Umum dan Tata Fuang
Kabupaten Cranjur,

[insa Perumahan dan Kewasan Permukiman
Kabupaten Cianjur;

. Dinss Lingkungan Hidup Eabupaten Cianiur,

Dinas Penanaman Modal dan Palaysnan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Clanjur)
Dines Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Eabupaten Cianjur;

. Dinaa Perumahan dan Kawasan Permulkdman

Kabupaten Clanjur;

HEEFEEEEEEmE felsnjur.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Knbupaten Cianjur.

Pengembangan Daerah (Bapelithangda)

Dinas Lingkungan Hidup Provins! Jawa Barat;
Cinas Perumahan dan Permuloman Provinsi
Jawa Barat,

Cinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Fintu Kabupaten Ciamjur
Dinas Pekenasn Umum dan Tata Ruang
HKabupaten Cianjur,

Dmnmas Perumahan dan Kewassn Permukiman
Kabupaten Cianjur,

Dinas Linglungan Hidup KEabupsten Cimnjur
Satpol PP
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SUMBER ] ]
PROGRAM UTAMA LOMAS] PENDANAAN INSTANE] PELAKRANA = 4 -
| g8 88 88
C ﬂﬂdi“ﬁﬂnﬁ“ﬁuﬂ;th“ Pengelolaan Sampah Feouse, Reduce, dan Wilaysh tengsh dan sslaten
- —_— .m L] . |
d. Pengadaan lahan untuk Pembeangunan dan Pengembangan TPSIR Wilayah tengah dan selatan | - 1 ~
Pembangunsn TPA |
Feosihibibty Snedy TPA | & Tempat Pemrosasan | Di Listike Hidus Pr { Joars Bar
Pecesan, Mt 98 1™ N o ke }- Dl gy ity ol s B
DED TPA = ] berada di Kecamatan v =ty .
Pengadaan/Pembelinn Lahan TP4 } m_r?_a:tr:_c:. ; 3. Dines Tla_._.:ah_._.ﬂ Modal dan Pelayanan
Pengelolaan sistemn drainase dan instalasi pengolah lindi pada b. Tempat E ﬁ_.__.n._._ami...i: .__.ﬂ._._mu. Terpadu Satu Fintu Kabupaten _r._._._...____.?
lingkungan TPA agar air lindi Sdak mencemari badan air dan tanah Akbir (TFA) Cidaun | APBD Provinsl |, gy pocaisen Umum den Tata Rusng
bermda & Kecamatan | APED Kabupatesn Kabupaten Cianjur
Chilonon; don Spusta 5. Dinas Peramahan dan Kawvasan Permukiman
[ penataan dan pengelolasn persampahan pasca opsrasional TPA e Tempat Pemroseann Kabupaten Cianjur,
Pasir Sembung Akhir [TPA] ._...a.___._v_s.rl 6, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
berada di Kecamalan 7. Batpol PP
} ; | Campaka -
Pembangunan/Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
|_[TPST) . { = =
1. Kementsrian Pekerjasn Umum dan Perumahan
Fakovat
2. Kementerian Lingkungsn Hidup Kehutanan
. T : o o | 3. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum [BEBWS)
a Kajian kelayakan teknologl pada TPST vang dapat mengurang aﬂ_ﬂ“.: Yars ___.._.._:_..__I?”._.. 4. Dinas Sumber Dava Air Provinsi
sampah p= - n._uw-._._._ .m s m. 5 Dinea Pelkenasn Umum dan Tata Ruang
*m._ﬂ.-ﬂlu _n..l.E - . Kabupaten Cimnjur;
b .lnﬁh_uu..._”.w_b..._ ww“h_JL 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penalitian
wnﬂ_dl: - t_._.id:_.ﬂ.f“. APBEN dan Pengembangan Deerah [Bapelithangda)
Ty TP Tl | APBD Provinsi | Kabupaten Cianjur,
& Kajian ..m-.&k...br.-__._ pengolahan limbah B3 yang tenntegrasi dengan Ensarnuhin Talokak APRD Kabupaten 1. Eementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
_TPST i . — —!  dan s Swasta Rakyat
2. Kemantarian Lingkungan Hidup Kshutanan
T t P lm}
B m“._h__ﬂ“up ._.!f#an“.__.._m_.__u..-nh.ﬂ._ 3. Balni Boaar Wilayah Sungai Citarum (BEWS)
Cibinong  berada i di 4, Dinnas Sumber Daya Air Provinsi
. . . 5 P U =
¢ Pengadasn lahan untuk psmbangunan/pengembangan TPST Kecamatan Cibinong Wﬁﬂﬂ“_-nﬂmﬂﬂqu_:“ana dan Tata Ruang
& Badan Perencansarn ?&.._._._u.u._.ﬁﬂu..?.... Perelit an
dan Pengembangan Casrah (Bapehithangda)
| i | _...l.vc._.;n:._ _..__.IH_.__._.q ]
1. DAS Ciburni 1. Eementerian Pekenjasn Umum dan Perumahan
4. DASB Cisadea APBN Fakyat
7 3. DAS Cipandak . 2. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Penatann dan pengelolaan pesmsampahan pasca operasional Pasir 4. DAS Cidmenar AFBD Provine 3. Balsi Beaar Wilsysh Sungsi Citarum (BEWS)
Sambung 5. DAS Cisokan AFBD Kabupaten 4. Dinaa Sumber Daya Air Provins
6. DAS 5. Dinas Pekerjann Umum dan Tata Buang

Ceulahu/ Cidahuleuts | Eabupaten Cianjur;




Peryyodiann Sarans Persampahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan dan Pengolahan
Sampah

Penyusunan Rencana, Kebijjakan, Strateg dan Teknis Sistem
Pengelolaan Persampahan TPA/TPET/SPA/TPS-3R/TPS Kewsnangan
It_p..__u.-._b._.__

[ Pengembangan sistem ﬂ._n-_.._"_-.l?n...u....._.n..:“ -u.a.!..._..w._.._.n.m.ﬂ.r._._.ﬂ._._. sampah di tinghkat

sumber menjadi minimal 3 jerus

" Pengembangan sistem pengangkutan sampah yang telah terpilah |
| mampai dengan TPS 3R dan /atau TPST |
Sistemm jaringan persampahan lainnya sesumi dengan kajian master

plan perangkat dasrah teknis terkait urusan dimaksud
Penyelenggara pengslolann sampah pada TPA atau TPST o et
mensraplkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah

 Sistem Jaringan Evelussi Beocans |
Somalinsm, Komunikesl, Informas) dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
| Kabupaten [Per-Jenis Bencana)

| Penstapan jalur evakussl bencans

a Jalur Evakussi Bencans tanah longsor

H
9
10
11

13
| Kabupaten Cianjur

105

DAS Ciselang
DAS Ciujung
DAS Cikalapa
DAS Cibuntu
DAS Ciwidhyg
DAS Cisela
DAS Cilkimw WTHE

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cinnjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Clanjur

1

oo

= 0 =]

L)

11
12
i3
14

15.

FEecamatan Agrabinta;
Kecamatan
Hojongpicung.
Kecamatan Campaka,
Kecamatan Cianjur;
Eecamatan Cibaber,
Hecarmatan { ._?_::_:.I.
Kecamatan Crdaun
Kecarsaian _nl.._u__"__.
Kecamatan Cikadu,
Foeseasmmlan
Cikalonghkulon;
Kecamatan Cillaku;
Kecamatan Cipanss
Kecamatan Cu genang,
Kecamatan Oekbrong

Escamatan, H aarw nog.

APBHN
APBD Provinsi
APBD Kabupaten
Bwasta

AFBD Provinmi
AFED Habupaten

- L

LA s L0 D

=]

INSTANSI PELAKSANA

Badan Perencansan Pemmbangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dasrah (Bapelithangda)

Kabupaten Cianjur

Dinas Lingkungan Hidup Provinei Jawa Barat;
Dinme Perumahan dan Permukiman Provinsi

Jawn Barat;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Ci

Dinas Pelerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Cianjur,
Satpol PP

Fementerian Pelosrjaan L
Enkyat

mum dan Perumahan

Kementerian Lingkungan Hidup KEshutanan
Balai Besar Wilayrah Sungmi Citarum (BEWS)
Dinas Sumber Daya Air Provms

Dinas Pekerjann Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Cianjur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dasrah (Bapelitbangda)

Eabupaten Cianjur

Badan Penanggulangan Bencans Dasrah

Kabupaten Cianjur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Cianjur
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PROGRAM UTAMA LOKASI INSTANSI PELAKSANA

[ 16, Kecamatan
Kadupandak;
17. Kecamatan
Karangtengah;
18. Kecamaian Leles;
19, Kecamatan Mande;
20. Kecamatan Nannggul,
21. Kecamaian Pacet;
22. Kecamatan Pagelaran;
23, Kecamatan
Sindangbarang;
24, Kecamatan Sukanagara;
25 Kecamatan Sukareami; |
dan
. Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cilaku:
Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Sukaresmi;
dan
Kecamatan
Warunghkondang.
Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan Cibinong:
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Leles: dan
Kecamatan
_Bindangbarang,
Kecamatan Agrabinta;
Kecamatan
Bojongpicung;
Kecamatan Cianjur;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati,
Kecamatan
Cilealonghkulon;
B, Kecamatan Cilalu;
9. HKscamatan Cipanas;
10, Kecamntan Ciranjang,
11. Kecamatan Gekbrong;
[12. |—.n14.h”._._._.u_.__!: Haurwangi:

b. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api

NOU A BN~

2]

¢ Jalur Evakuasi Bencana tsunami

namp=

=

d. Jalur Evakuasi Bencana banjir

=) O oin & L




NO.

-

Jalur Evakussi Bencana banjir bandang

3. Eecamatan

15.

Endupandak;
Kecamatan
Karangtengah,
Escamatan Lalea;

. Kecamatan Mande;

Kecamatan Pagslaran

. Kecamatan

Smdangbarang;

19, KEecamatian Bukaluvu

dan

Kecamatan
.-r...-.._u_..hﬂ.@.ru...a-:_h
Eecarmatar ..4-_.._.-__...____..:..
Kecamatan Campaka;
Eecamatan Cuanjur;
Kecamatan Cibeber,
Kecamntan Cilinong,

Kecamatan -l
Eecamatan Cijati,
Kecamatan Ciladu;

Kecamatan
Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku
Kecamatan Cipanas;

. Kscamatan Cugenang

Kecamstan Gekbrong
Kecamatan Haurwang:.
Kecamatan
Eadupandalk;

3. Kecamatan

Karangtengah,
Kecamatan Leles,
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul,
Kecamatan Pacoet;
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan
Sindangbarang,
Kecamatan Sukahiyu
Kecamatan mn...r.-._._.-‘mu.?-_.
Kecamatan Sukaressmi,
Kecamatan Tanggeung
dan

Kecamatan |
Warungkondang |

INSTANSI PELAKSANA

TAHAP-1

TAHAP-2




NO.

f

R

Jalur Evakussi Bencana cuaca ekatrm

Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi
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Kecamatan Agrabunia,

Bl

Bojongmeoung.
Eecamatan Cianjur,
Kecamatan Cibebar;
Kecamatan Cldaun
Kecamatan Cijati;
Kecamatan
Cikalongkulon
EKecamatan b
Kecamntan
0. Eecamatan Ciranjang;
11. Escamatan h....tE_E..i.
12 Kecamaian CGeakbrong;
13, Eecamatan Haurwang,
14, Kecamatan
Kadupandak;
I5. Kecamatan
Karangtengah;
16. Kecamatan Lales,
17. Kecamatan Mands;
18. KHecamatan Pacet,
19. Kecamatan Pagslaran;
20, KEecamatari
Sindangbarang;
21. Kecamatan Sukahiyu
Kecamatan Sukaresmi,
23 Eecamatan Tanggeung:
dan
24 Kecamatan
___...E:"_._.W"?u:mt.._ﬂ

=§ Oh A &

e L]

1. Kecamstan Agrabints;

2. HKecamatan
Bojongpicung;

3. Kecamatan n“xu._._._._ Ak,

4. HKecamatan Cianjur;

5. Kecamatan Cibsher, |

6. Kecamstan Cibinong:

7. Escamatan Cidaun

8 Kecamatan Cijati;

9 Eeamatan Ciliadu

10 Kecamnatan
Cilualongioulon:

1], Escamatan Cilakog;

12. Kscamatan Cipanas;

13 Kscamatan _..”_._d:._.h._...._._w. |

INSTANSI FELAKBANA

TAHAP-1

2024

:
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| TAHAP.1
TAHAP-2

SUMBER
PFROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA

14. Kecamatan Cugenang;

18 Kecamatan ..|14..A._._...93l.

16, Kecamatan Hsureangi;
K ecamatan
mtu_r_—.nﬁn_.l“r.

18 Kecamatan

[T l.._._x._.nn._m_l.u.:

19. Kecamatan Leles;

20, Kecamatan Mands;

21. Kecamatan Naringgul,

242 Escamatan Pacet;

21 Kecamatan Pagslaran;

24 Kecamatan

..“_.:."_ln._.t"vlu.u._.rm..

25 Kecamatan Sukaluvu,

46 Kecamatan Sukanagara,

27 Kecamatan Sukaresmi)

28, Kecamatan Tanggeung;
| dan

29. Hecamatan
._}.:“_.__"_._Fun.u:...._w.nﬁ |
Eecamatan ....H_.u_.._.u_"_._;.
Kecamnatan Campaka
Kecamatan Cibaber
Kecamatan Cibinong.
Escamatan Cidaun;
Kecamaian Cijat;
Keoamatan Cileadu; 7

R NN WY L

Kadupandalk,
Eecamatan Lefes:
Kecamatan Naringgul.
Kecamatan Pagelaran;
[ Cead LN T

h Jahr Evakusei Bencana helosringmn

—.
[ SR =

Sindangharang,

Foecamaian

Bukanagarn, dan

Kecamatan Tanggeung

Kecamatan Campaka,;

KEecamatan Cikadu;

K o sures sl agy

. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan ﬂ_.rr.u._n_q..z.rr.__."ﬂ
Eecamatan  Narnggul,
dan

_ Hecamatan

- Lar

S

=

Bukanagara

[=

Tempat rvakuasl bencana




a Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor

b Tempat Evakuasi Bencana lstusan gunung mapi

Tempat Evakuas Bencana tsunami

d. Tempat Evakuasi Bencana banjir

[ %]

]

Puskesmas Campaks
berada oi Kecamatan
Campalka;

Eantor Kecamalan
Cugenang berada di
Kecamatan Cugenang,
Puskesmas Dean Cijedil
bearada &1 Kecamatan
Cugsnang. dan
Puskesmas Nurimgaul
berada di Kecamatan

MNaringgul

Puakesmas Cipanas
bernda di Kecamatan
Cipanas,

RSUD Cimmacan bersda
i Kescamatan Cipanas,
Kantor Kecamatan Pacet
bermda di HKecamatan
Pacet, dan

Puskesmas Cipsndawa
berada di Kecmmatan
Pacet

Kantor Eacamatan

Agrabinta berada di
Kecamatan
Puskesrmas
berada o1 Eecamatan

Agrahinta;
Puskssmas Pusaliasart
berada o Eecamatan

Lales,

Pounlc emrmoms plaum
bermda di HKecnmatan
Cidmun;

Puakesmas
Bmdangbarang berada
i Eomscaadan
m....q..._-_.._t.u.-h.-.?.m.. dan
KEnnitor Kecamatan
r.,...__nj_._t._.m.w_n.?:ﬂm_ berada
i Kecamatan
Smdangharang

Kantor Eecamatan

Agrabinta berada i
Eecamatan Agrabinta

INSTANSI PELAKSANA

| TAHAP-1

PEE

| TAHAP-2

21027

2029
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PROGRAM UTAMA

Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang

_I-_._:_._._..,., Evakuasi Bencana cuaca ekatrim

|5

Puskesmas  Agrabinta
berada i Hecamatan

Agrabinta;

Puskesmas Cibebar
berada di Kecamatan
Cibabaer

Pruos bl smm na

Eademangan bermda di
Kecamatan Mande; dan
Puskesmas

Sindangbarang berada

dii Escamatan
Sindangbarang
Eantor Kecamatan

Cibeber berada dh
Kecamatan Cibeber, |
Puskesmas Cibeber
berada of Kecamatan
Cibeber;

Kantor Eecamatan
Sindangbarang berada
i Kecamatan

Sindangbarang; dan
Puskesman Bukanagara
berada i Kecmmatan
Bu n

Kantor Kecamatan
.__.m_.._.ﬂ._..__._.___._._ bernda di
Fecamatan Agrabinta,

Puskesmas Agrabmmim
borada di Kecamatan
Agrabinta,

Puskesmas Nagrak
berada di Kecamatan
Cianjur;

Puskesmas Kalurahan
Sawahgeds bermda di
Kecamatan Cianjur
Puskesmas Kelurahan
Muka bornda i
Kecamatan Cianjur |
Kentor Keocamatan
Cibeber herad e o
Kesamatan Cibeley

INSTANSI PELAKBANA

TAHAP-1

TAHAP-2

2024

A




16

Prusbossm as Cibeber |

bermda di Eecamatan
Cibaber;

Punkeainas Cidaun
berada di Kscamatan
Cidauin;

Pusksamas Cyat bernda
di Escamatan Cijati;
Kantor Kecamatan n..._._z.__
berada di Hecamatan

Crjati;

Puskesmas Cikalong
Kulsn berada di
Escamatan

Cilealonghiu lon
Puskeamna Bukasan

berada di Hecamatan
Cilaku;
Puskesmas  Gelcbhrong
berada & Kecamatan
Cilaku;

Puis e e ma Cipanas
beradas o1 EKecamatan
Cipanas;

FESUD Cimacan barada
di Kecamatan Cipanas,
Puskesmas Ciranjang
berada di  Kecamatan
n.._._jt...l.._.__._..i

Kantor Kecamatan
Gekbrong berada di
Eecamatarn Uskhron E
Kantor Kecamatan
Haurwangi berada di
Kecamatan Haurwang,
Puskeamas Cipesuveum
berada o KEecamatan
Haurw argg;

), Kantor Eecamatan

Kndupandak berada di |

kFecamatan
Eadupandak;
Puskesmas
Kadupandak berada di
FoeCAIm AL
v”_F..___“_._.z._._n_wr_.

INBTANS] PELAKSANA

TAHAP-1

TAHAP-2



NO.

Pusheamns Farang l

Tengah bearada i
Kecamatan
Karangtengah,

Kantor Kecamatan
Karangtengah berada di
HKecamatan
Earangtengah,

Pusk earn as Ciherang
berada 41 Eecamatan
Earangtengah

Pusk esrmans
Eademangsn bersda di
Kecamatan Mande

Puskesm ns Marnde
berada di Kecamatan
Manda;

Kantor Kecamatan Pacet
berada di Kecamatan
Pacet;

Puskeammaa Cipendawa
berada di Kecamatan
Pacet;

Puakeamas ﬂ.bﬂl_h_ il
berada di Kecamatan
Pagelaran

Kantor Kecarmatan
Pagelasran berada di
Kecamatan Pagelaran,

| Puskesmaa

Sindangbarang berada
i Kecamatan
Sindangbarang;

Kantor Kecamatan
Sindangbarang berada
di Kecamatnn
Sindangbarang;

Kantor Eoecam mt as
Sukaluyu  berada i
Kecamatan Sulahoyu,
Puskesmas Sukaluvu
berada di Kecamatan
Subcaluvu;

5. Puskesmas Tanggeung

beada 4 EKecamatan
Tanggeung,

INSTANSI PELAKEANA

| TARAP-1

§ 8

2024

TAHAPF-2



NO.

B

._._.-.n_"_._"_.u.__ Evakuns Bencana gempa bumi
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|
Fantor Kecamaten |
Warungkondang berada
di Kecamatan
Warungkondang; dan
Pushkesm as
Warungkondang berada
ch Eecarmatay |
Warungkondang |
Kantor Kecamatan
Campaka bermda i
Fecamatan Campaks,
Puskesmas Nagrak
bernda odi Kecamatan
Cianjur

Puskesmas Kelurahan
Sawahgede berada di
Fecamatan Cianjur;

Puskesmas Kelurahan

Muka beradn i
Kecamatan Cianjur;
Puskssmas Desan

Babalan Karet bharada
di Kecamatan Cianjur:
Eantor {
Cibeber bernda di
Hecamatan Crheher

Puskeamas Cibabwer
beradas & Kecamatsn
Cibeher,

Puskesmas Cibinong
berada di HKecamatan
Cibinong;

Puskesrmas Cidmun |

berada di Kecamatan |
Cidmun;

Puskeamas Cijati berada
di Kecamatan C
Eantor Kecamatan C
berada di Kecamatan
[ .:..-_3.

Kantor Kecamatan
Cikndu berada i
Kecamatan Cikadu,
Puskesmas Cileachua
berads d&i Kecamatan |

Cilendu;

INSTANS] PELAKSANA




o i R L
] LU

Kulon herada di
Kecamatan
Cilkialo _Jh_. wlon:

15 Puskesmas Sukmsan
berada & Eecamatan
Cilakou

16 Puskeamas Gekbrong

bernda di Kscamatan

: Kecamatan
Cillakou berada di
Eecamatan Cillaku; _
Puskesmas Ciranjang |
berada di Kecamatan |
Cirmnjang

19. Kantor Kecummatan
Gekbrong berada di
Kecamatan Oekbrong,

20. Puskesmas Cipsuyeum
berada di Kecamatan
Hauwrwangl;

21. Kantor Keonmatan
Kadupandak berada di
Kecarmatan

(=

Kadupandak berada o
Kecamatan
o upandak

23 Prinkssmas Karang
Temgah barada di
Hecamalan
Rarangtengah

24. Kantor Escamatan
Earangtengah berada di
Kecamatan

Karangtengah

25, Puskesmas Ciherang
berada & Kecamatan
Karangtengah

26 Puakonmas |

Kademangan berada di |
Eecamatan Mande; _



h

Tempat Evakuasi Bencana kelkeringan

kv

33

118

T. Puskesmas Naringgul

berada di Kscamatan

Naringgal,
Puskesmas  Pagelaran
barmda di Kecamatan
Pagelaran;
Kantor Kecamatan

Pagelaran berada di
Kecamatan Pagelaran,
Puskeam as
Smdangkerta berada di
Hecamatan u_lﬁ:.i::_

I Puskesmas

S _..w.-..Jm__....l.._. g heradm

di Kecamatan
Smdangbarang.

Kantor Kecamatan
Sindangbarang barada
di Kecamatan
Bindangbarang;

Kantor Kecamatan

Sukaluyu berada di
Kecamatan Sukaluvu;

. Puskesmas Bukaluvu

berada di Kecamatan
Sulkaluyu

5. Kantor Kecamatan

m:r...-.._l:-ﬁu.ﬂu berada o
Eecamatan V.:F.!.__Z_.F_.:..
Puskesmas Tanggoung
berada di Kecamatan
Tanggeung

A7, Kantor Kecamatan

Tanggeung berada di
Kecamatan Tanggoung;
dan

Kantor Kecamatan
Warungkondang bernda
di Kecamatan

Warungkondang

Kantor Kecarnatnn

Agrabinta berada di
Kecamatan Agrabimts;

Kantor Kecamatan |

Campaka berada di
Kecamatan Campaka,

INSTANS] PELAKSANA

TAHAP-1

2024
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! TAHAP-1
TAHAP-2

NOD. PROGRAM UTAMA LOKAS] INSTANSI PELAKSANA

HELHEE

[ 3 Kantor Kecamatan Cijati |
berada d&i Kecamatan

Cijan,

4. Kantor Ko nt an
Cikiadu berada di
Kecamatan Cikndu,

5. Kantor Kecamatan
f.x__...:u_n._._...._.!_.p berada _.__7
Kecamatan
Kadupandal;

6. Kantor Kecamatan

Pagelaran berada di
Kecamatan Pagslaran
Kantor Kecamatan
angbarang berada
Kecamatan
Sindanghamang,

8. Kantor Kecamatan
Bukanagara berada di
Escamatan Sukanagsara

9, Kantor Hecamatan

Tanggeung berada di
Eecamatan Tanggeung.

10, Puskssmas Agrabinta
borada o Hecamatan
Agrabinia,

11, Puskesman Campaka

bernda i Kecamatan

Campalag

12, Pualssm as Cibinong
berada di Kecamatan
Cibinong.

13 Puaskearmas Cedaun
berada i Kecamatan
Cidaun;

14. Puskesmas Cijati beradn
di Keommatan Cijati;

15. Puslossm ns Cilemdii
berada di Kecamatan |
Cileadu;

16, Puskesmas
Eadupandak berada o
Eecamatan
Fadupandak




PROGRAM UTAMA

| Penvediaan Logistilk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Hencana |

Kabiu paten

| Pemetann Fesiko Bencana membangun dan _.._._._u..._..._.._nqrr_:._ siatern |
peringatan dini

am desa LA g h _..t....ubh

—_ﬂ._._n.-_.n._.._.ﬂnul_ rambu titik svakuas)

| Penyusunan 7_-":5 Riniko Bencana Kabupaten
*.1_::._.._.._:?:_ =] _.ﬂl cans __.{I_a._m.m:._lwph..-_....u..._.ﬂ..f?;

Titik Evakuas Bencana
1:.: Kebhakaran
Pervusunan Rencana Kontinjenss Bencana Alam

Perbaikan dan pengsmbangan Jaringan Drainase Primer

Pangembangan Jaringan Dramase Selunder

-
ore|

| 5]

Sindangharang berads
di Foecarmatan

Sindangbarang,

1. Puskesrmas

Sindangherta berada di
Kecamatan Pagslaran,
Puskesmas Sukanagara
berada di Kecamatan
Bukanagara; dan
Puskesmas ﬂn.....h.:.l.:ﬁ
berada di Kecamatan
Tanggeung

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kaby m:-..ﬂ._ & __.!.J._:..

| Kabupaten Cianjur

K nw_:m_.!i._ Craryjur

K h___:h.m.._l.__ﬂ._ .H"_.!lm.zw

| Kabu paten Cunrygur

Kabupaten Ciangur

]
F1

I HKabu paten _u.",_u_,_._..m.:ﬂ

Kecammtan Cimnjur
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cugenang.
Kecarnatan
Karangtengah
Eecamatan Mande, da
Escarmatan
Warungkondang
Kecamatan Cisnjur;
Kecarmatan Cilaku:

118
LOKASI

Puskesamas .r..-._:_:ﬂh_.h_.
berada di Kecamatan
Z:J_._ﬂ..u.._.._.
Puskesmas  Pagelaran
beruda di Kecamatan
Pagelaran;
Puskeamas Pusakasan
berada di Kecamatan
Llen;
¥ Puskesrmas

AFBD Kabupaten

APBD Provins

AFBD Kabupaten

Dinas Perumahan dan Kswasan Permukiman
EKabupaten Cis
Dinas Paboen

r

v”u._..____.__h_.__ru_.

Umum dan Tata .U_r.a_._m
imnur

Dinas Perumahan dan Kewasan Permukiman
Kabupaten Clanjur;

TAHAP-1

2024

:
AR RERE AR




Pengem bangan Jaringan Drunase Tersier

” _“”.-._:FIFM_:_E_.WIHI__.__ Dgnm.-.n.m_ﬂ.mmﬁ_..-inlﬂ

Pentngkatan Ssalurmn Dranase Perkotaan

| Rehabilitas: Saluran Drunase Perkotaan

Perbaduan dan pengembangan janngan drainase Sungm utama

119

1. Kecamaian

Karangtengah, dan

I, Kecamatan
Warungkondang

1. Kecamatan Cisnjur

2 Kecamatan Cillaku, dan

1 Kecamatan
Karangrengah

APBD Kabupaten

| Habupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Fabupaten Ciaziul

Sungel Citarum; Sungad
Cibuni; Sungm Cilaades;
Bungai Cipandak; Sungai
Cidamar, Sungsl Cisolon;
Sungai Cidahu;, Sungm
Cidahu ! ike; Sungni
Cinalang: Sungml Ciujung;
Bungai Cikalapa; Sungm
Cibuntu; Sungal Clwidig;
Bungai Cisela; Sungai
Cikawung, dan Anak-snak
Sungni yang bermuara ke
Bungal utama tersebar di
.xn._:_mi._i._ Clanjur

i

| Kecamatan
._.,t.q:r__:h.

d Foacarmalan
Baojomgpicung.

3 [ T LT
Campaka;

i Kot arn
—ampakamulva

5 Eecamatan Cilreboer,

& Kncarmat s

T n Cidaun

a 1 Cijany

% an Cilkadu

0. Kecamatmn

Cikalonglulon,

AFBD Kabupaten

APBD Kabupaten

INSTANSI PELAKSEANA

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Eabupaten Cianjur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

.“.___.__... dan Tama Ruang

Eabupaten Clanjur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Cimngur;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Fuang
Kabupatan Cianjur

APBD Provins
APBD Kabupsaten

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BEWS)
[hnas Sumber Dava Alr Provine: Jawa Barat
Dinas Pelerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur

[hinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjus

TAHAP-1
TAHAP-2

P RERRE




a. Pemebharaan Badan Air

” b. Program Citarum Beraih

|13, Kecamatan

23. HEecamatan

| Sungal Citarum; Sungai

| Kabupaten Cianjur
DAS Citmrumm

120

Ciranjang;

14, Kecamalan
Cekbrong,;

15. Escamatan |
Haurwang:;

16, Kecamatan
Eadupandak;

17. Kecamatan
Karangtengah;

18. Kecamatan Leles;

19, Kecamatan Mande:

20. Kecamatan
Naringgul;

21. Kecamatan Pacet;

22. Kecamatan

Pagelaran;

Pasirkuda;

24, Kocamatan
Sindangharang;

25. Kecamatan
Bukaluyu;

26 HKecamatan
Bukanagara;

27. HKecamatan
Sukaresmi;

28. HKecamatan Takokal;
dan

29. HKecamatan
Tanggeung

Cibuni; m_:_m! Cizsaden;
Sungai Cipandak; Bungai
Cidamar, Sungai Cisckan,
Bungai Cidahu; Sungai
Cidaku |tk m._._.._._.m.u.._
Ciselang Sungai Ciujung;
%_._ﬂ.mu.,_ _“..._—pn__.uu.._a.. m.._a_m.u._
Cibuntu; Sungai Ciwidig:
Bungai Cisela; Sungai
Cikawung, dan Anak-anak
Bungai yang bermuara ke
Sungai utama terssbar di

INSTANSI PELAKBANA
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- ~ [
M M |
|
SUMBER L =
NO. PROGRAM UTAMA LOKASI 7 PENDAKAAN INSTANSI PFELAKEANA e e
! 4= ! ey
" 1.1.4 | Operasi dan Pemelibharaan Embung
B Hmir_-__._.:ﬁn inangka Berit, Embung Makarmukt dan Embung Kecamatan Cibinong
imala } e
| b_Embung Eolaberss dan Bmvatangkil Kecamatan Cikadu
| & .m._:_."_._._:n Canghudu di kecamatan Sukaresmi dan Taman Bunga Casamaken Bikirasal
(usAnNLara
d. Embung Sukatani | _kocamstan Pacet | 1 ”““._H:E: Lingkungan Hidup dan {
. | kecamatan Cipanas ] W TRnAT )
T MMH_””“” w....ﬁ.ﬁu.w_ﬂn . #HEDEFEEE | APBD Provines |2+ Dines kehutanen Provinel Jesrs Barat; _
.- - | - _
& Embung Balongsari dan Cimanggu | Kscamatan Sukaluyu | APBD Kabupaten R S RO Frawiel Jume. Bownts 4 |
Th Emb H nngpr s : Kecamatan Karangtangal Serasta 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinel Jawes Barat; |
h Embung ..‘.E.:_. - . 5 Dinaa Eenergl Sumber Daya Mineral [ESDM) 1 “
|+ Embung Cipanas { Kecamatan Cijati Provinsi Jaws Barat |
11, _Embung Cirahae & - Kecamatan Campake 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
k. Embung Citemen i | Kecamatan Agrabinta
| Embung Cimanggu dan Balongsari Kecamatan Sukaluvy
m. Embung Cikajar dan Embung Cirobi Kecamatan Kadupandak !
..: Embung Sukajadi dan :E.E!an di _Kecamntan Pagelaran
& Eﬁ pembangunan dan pengsmbangsn potensi ai smbung Kabupaten Clanjur
1 AT B | — —— '
1a  [Kewssan Yang Membertkan Perlindungan Teshadap Kuwasan “ | “
 Bawshannys e el ! U L S S | L - l ey i
1.2.1  Kawasan Hutan Lindung P 1 1 = !
1. Kecamatan Campaks;
4 Kecamatan
Carnpakamubya;
31 Hecamatan Cibinong |
4. Kecamatan Cidaun;, 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
1 Rahabilitas: lahan krits 5 Kecamatan Cilomu, 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provine Jaws
6. Kecamatan Nannggul, Barat
7. Kecamatan Pagelaran; 3 Dinas Bina Marga dan Penatasn Ruang
B Hecamatan Pasrkuda Provine Jawa Barat;
drn APEN 4. Dinsa Pekeryasn Umum dan Taia Ruang
| 9.__Escamatan Suksnagsss APBD Provinai Kabupaten Cianjur,
2 [ Pegembangan hutan pantai: | | APBD Kabupaten 5 Dinas Lingkungen Hidup Kabupaten Cianjur
” a  Pengembangsn hutan pantai Cemara | Kecamatan Cldaun B
| b, Pengembangan hutan pantai Kertajadi ) Kecamatan Cidaun .
| £, Pengembangan hutan pantai Sinag Laut | _Kecamatan J_.Eiw_ﬁﬁb |
| . Pengembangan hutan pantai Saganten . Kecamatan Sindanghbarang _ : :
Pengembangan lahan milik Pemerintah provinsi Jawa Barat sebagni Wi niiban Bk iraant | Kemen Pekerjaan Umum dan Perumahan
' kawasan pariwisats dan hutan  Hroog Rakgyat;
o= . Nari 1 2 Dinas Bina Marga Dan Penatasn Fuang
‘ —..pn.u_.._.._.._._hqh.._._ anngad P lawn Barat;
4 Pengembangan reat area 2. K o 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Cikalongkulon

Provinet Jawa Barat;




PROGRAM UTAMA

Perubahan fungsi ru#.m:E.ﬂ_mw._ma._.am vang memilild kesssunian aspak

Pengendalian pemanfaatan ruang pades kawasan lindung terhadap
perastujuan bangunan gedung (PBO) yang sudah diterbitkan

_...,a.:..:m‘rm#ﬂn.r&;mm&mﬂ masyvarakat dalam  pengslolaan kawasan |

B e

LR P

2

Kecamatan Campaka;
Kecamatan
Campakamulya;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Hecamatan Cikadu;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pagalaran;
Keacamatan
dan

Kecamatan Sukanagara

Kabupaten Cianjur

Penerapan Clean Development “Mechanism; COM) & Tanggung Jawab
Sosial Dunia Usaha [Corporate Social Responsibility/C3R) dalam

Kabupaten Cianjur

Pasirlcuda;

| Rehabilitasi lahan di dalam dan di luar loaw asan hutan

Rekayasn teknis dalam pemanfastan ruang untuk E_E._.__uﬂ._.:::

Eﬂ. kawasan lindung

NO.

$ | fisik menjadi kawasan fungsi lindung
5.

I | lindung;

8.

pengelolaan kawasan lindung

9,

10.

- | penyerapan air HE:__.:

-1
1.3

Pemeliharaan disekitar Kawasan Sempadan

| Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

1.
2.

Lol

| Kabupaten Cianjur

Kecamatan Agrabinta;
Fecamatan
Bojongpicung;
Kecamatan Campalo;
Kecamatan
Campakamulya;
Kecamatan Cibeber;
Kecamatan Cibinong;
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan Cijati;
Kecamatan Cikadu,
Kecamatan
Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Ciranjang;
Kecamatan Gelthrong;
Kecamatan
Haurwamgi;
Kecamatan
Kadupandalk;
Kecamatan
Karangtengah;
Kecamatan Leles;

INSTANSI PELAKSANA

4, Dinas Lingkungan Hidup Ka

I. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur




1.3.1 Bempadan Pantal

Pemebtharnan dan pertmdungan sempadan pantm pada kecamatan
yang berbatasan dengan Samudera Hindia

Pembangunan Tanggul Parta

1.3.2 | Sempadan Sungsl

Operasi dan Pemeliharaan dan perlindungan Tanggul dan Tebing

Inventarisasi data dan penyvusunan kajian indikasi palanggarsn
peTINLAAT FLUANG

Pelakaanaan tindak lanjut dan penindalan terhadap pelanggaran
penAiRAN TUANRE

19, HKecamatan Mande

0. Hecamatan Naringgul
21. Kecamaian Pacet;

2. Escamatan tl....w_-_;._._.

23, Kecamaian Pasirkuda;

24, Kecamatan
..m_.__....l._i_._lqn__h..

25, Kecamatan Sulkaluyu

26
Bukanagara;

27, Kecamntan
Bukinreami;

28, Hecamatan Takokak;
dan

29, Keomnatan Tanggeung

Kecamatan Agrabinta;
2. Kscamsimn
Sandd -_u._n.ﬂi._.x_._.h..

| 3 Kecamatan Cidaun

Kecamatan Agrabinta:
Kecammntan
Tndanghb.

Bl

. 3 Kecamatan Cedaun

Sungai Citarum, Sungs
Cisaden, Sungai Crpandal,
Sungmi Cixdamar, Sungm
Cimokan, Sungsi Cidahu,
Burngsi Cidahuleutik,
Sungai Ciselang Sungsi

ung. Sungs Cikalapa,
Bungai
Cinela,

yang

Sunga Cikawung

tarssbar di 32 (tiga pulah |

dua) Kecamatan
Kabupaten Ci L

Bungmi Citarum

Bungai Citaram

AFBN
APBD Provinsi
APBD Kabupaten

APEN
AFBD Provinsi
APBD Kabupaten

APHN
APED Provinm
AFBD Kabupaten

AFBED Provins
APBD Kabupaten

APBD Provinsi
APBD Eabupaten

INSTANS! PELAKSANA _ SE et gisn

Dinas Sumber Daya Alr Provinsi Jawa Barat
Dinan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Dinas SBumber Daya Air Provinai Jawa Barat
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Dinas Sumber Daya Air Provins) Jawa Barat
ip Kabupaten Cianjur

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Prowt Jawa Harai
[hnas “.f.r_!_._:_ ¥
Kabupaten Cimnjur
na ._Sl.uin dan Penataan Fuang
Provinel Jawa Barat

im dan Tata Ruang




NO.

1.3.3

nﬂ..m.ﬂ_-._n.w. an kembali fungs

Kawasan Sekitas Danau, Waduk

A& Operasi dan Pemeliharaan Danau, Waduk dan Penampung Air
Almmi Lainmya

b. Operasi dan pemeliharaan Waduk Cirata

d. Fencana _uﬂ.._ﬂn_._.._ri._.__:.:__ ..__._ !"w.:r. Cisokan

e Rencana pengembangan Waduk Cibuni

Kabupaten Cusrnjur

|. EKecamatan
Cikalonghulon

1. Kecamatan Mands,
Fecamalan Cormnjang
dan

4. Kecamatan Haurwangl

Kecamatan Cids

!m. ] APBN
l. Kecamatan C dan AFBD Prowvinsi

2. Kescamatan C u_.:_m_-__r:.
Eacamiatan
?E:ﬂ___.:n_rr.___x!,!._.i:..._

AFBD Kabupaten

laran
| I - S s |||.|hMM(E-_ Fabupaten |

1L3.4

{ Fencana pengembangan Waduk Cilak

g FRencana pengembangan Waduk Cisadea

a mE!E[ i dan Pernaliharsan Embung dan Penampung Alr Lanonye ;
Embung Cinangka Berit, Embung Makarmukti , dan Embung
Cimala

Embung Kolsberes dan ._u.-ar.#...m...._.@_.:.._. berada

Embung Cangkudu di kecamatan Sukareami dan Taman

Bunga Nusantars

Embung Sukatani

m_._._TFF!ﬁ Sindangara

Embung Ciramagirang

Embung Balongaan dan Cimanggu

Embung Hegarmanah

Embung Cipanas

Embung Cirnksa

g Citemen

Cimanggu dan Balongaar:

Embuing Ciknjar dan Embung Cirobi

Embung Sukajadi dan Hanjawar

Heqicanm ._..._.__._._Tu_..:x._._:E."_ dan _....u._._.m-..._"_.___:::_.:_ potensi 3..._..:=vm.

lagrinya

Cianjur dengan Kabupaten
Garut

I Kecamatsn

Cibnong, Kecamatan

Smdangharang

Kecamatan Campaks

Kecamatan Cibinong

| Kecamatan Cikadu

Kecamatan Suknresmi

kecamatan Pacet

| Eecamatan Cikalongkulon |

kecamatan Clpanas ._
APEN
APBD Provinsi

| AFPBD Kabupsaten

= i
Eecarnatan Sukaluvu

Hecamatan Farangiengsh
Kecamatan Cyat
Fecamatan Campaka
Kecamatan Agrabinta

| Fecarnaltan _.“___....l__..... u

Kecamatan Kadupandak

” Kecamatan Pagelaran

I.u_w_.:“_.-._.i_ Cinnjur

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Fuang
r..t_r_r._._"vl_n.: Clanjur

Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barst
Dinns Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Dinas Sumber Daya Air Provine: Jawa Barat
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Kemeantarian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Hakynt

Kemmnterian Lingkungan Hidup dan
Kahutanan

Dinas Bina Marga Dan Penataan Fuang
Provinm Jawa Barat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clangur

TAHAF-1




138

1.3.6

L3.7

1.3.8

i . —
Hawnsan Lindung Spiritusl dan Kearifan Lolal

| &, Pemeliharaan dan perlindungan makam dalem dkundul
b

| Ruang Terbuls Mijsu (RTH)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharnan dan perlindungsn kawaaan ruang terbuka hijau 1
parkotaan

Pengadasn lahan TPU

b

€

Kawasan sekitar Bitu

Operasi dan Pemelibarnan Situ dan Penampung Adr Alami Laimnys
Situ Babakan

.. Eacamatan Cillaku

KEabupaten Clanjur |

126
7

Fecamatan Cikalonghulon

Kabupaten Cianjur

1 AFBD Kabupaten

TAHAP-2

SUMBER
PENDANAAN INSTANRSI PELAKSANA |

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Kabupaten Ciangur

Kabupaten Cianjur

Situ Hegarmanah

Situ Cigondok, Situ Crmalati, Situ :EM.F Situ Legokhandep,
dan Sity paair Gobang

Situ Cilcabyutan

Situ Cikuda

Situ Claamay, Situ Petak, Cimapag Girang, Suliamenak,
Langkeb, Neglasari, Legok Empang dan Bary Suuk
Talaga Clukur dan Talaga Cipinghku

Sit Cicalobak

Hitu Rancatutut

Situ Claepat

n. Koordinasi, Sinkronisnsi dan Pelalaanann Pemolibharaan Hawa
Rawa Hideung |, Rawa Patat, dan Bawa Herang
Kawn Beber, Rawa Benteur, Rawa Eceng, Rawa Gede ||, Rawa
Kalong, Rowa Patat, Rawa Kajar, Rawa Katepos, Rawa Kole,
Eawa Caplak, Sity Galugs, Situ Cisteul/ Citawalk, Situ Ngebul
Rawa Leuwisoro/ Citambur, Rawa Getok, Rewa Tamiang, Hawa
Gede Il, Fawa Balok/Rawa Bala, Rawa Citawalk /Clateul, Rawa
Gombong, Fawa Kubang L=
Fawa Geds |, Rews Tands, Raws Pleung, Situ Sulkamanah
Rawa Hideung [1, Rewa Talags, Rawa Kubang, Situ Cimasloara,
Situ Cibinong
Rawa Tangkil, Rawa Ficung dan Rawa Ciburnal

Kabupaten Ciamjur

] Kecamatan Tanggeung

. [ Chnas Tﬂ.r_ mahan, Kawssan Permukiman Dan
APBD Kabupstet | Pertanahan _ ol
| " Dinas Perumahan, Kawssan Permulomen Dan
B ey . Pertanahan !
Dines Perumahan, Kawssan Permukiman Dan
APBD I_P...Em..-._.u._ | Bartacialiss

AFBD Kabupaten

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cimnjur |

b
Kabupaten Cianjur
Eabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

APBD Kabupaten | 4

AFBD Kabupaten

AFBD Kabupaten

AFBD Kabupaten

Dinas Sumber Daya Alr Provinal Jawa Barat

APBD Kabupsten 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cinnjur

Kabupaten Cisnjur

Kabupaten Cianjur

APBD Kabupaten

APED Kabupaten

Kabupaten Cismjur

AFBD Kabupaten
AFBD Kabupaten

. Kecamatan Kadupandak

Kecamatan Pagelaran
|
Kecamatan Pasirkuda

Eecamatan Cibinong

Kecamatan Cikadu

AFBD Kabupaten | 2

APED Prowvinsi 1. Dinaa Sumber Dava Air Provinsi Jawa Barat

Doy _.L.__h.r..:.an.n_ﬂ I.__..-._.._m.._ Eabupaten _I.nu.n_mt.q
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TAHAP-1

NO. PROGRAM UTAMA LOKASI PENDANAAN INSTANS] PELAKSANA — .T ]
| § 88§88
|

MIF..hnl.m.nm._.lﬂl.r_ﬂ._._ ‘dan Bawah Tamiang 1 = ” .Iaﬁ.ﬂant._.r..m.._“...n”laﬁhrl ”
Sity Babakan Kecamatan Subkaresm)
Situ Hegarmanah ) | Kecamatan Karangtengah
S Cigondok, Situ Crmalati, Situ Hiang, Situ Legokhandap, Ksomates Cibabsi
dan Simu pasir Gobang ]
Situ Cikabuyutan . ”rahu”amﬂ._at.ﬁ |
Situ Cikuda | Kecamatan Gekbrong .
Situ Claamay, Situ Petak, Cimay Girang, Sukamenak ‘ "
Langkob, Neglasar, Legok w:éﬁ._m it s Shitale Kecamatan Sukanagere
Talaga _”..“..rr._c_" dun Talaga _..,“._H..._:u.m.rc:._ | Iﬂa.l.nﬂ._..l._..l.._._. Takokak |
- Situ Cicalobak | Kecamatan Leles
Situ Rancatutut | Kecamatan Agrabinta
Simu Cisepat Kecamatan Cidaun |
1.4  Kswasan Honssrvesl e ! = _ e _— . —— - '
1.4.1 Kewssan Suaka Alam = ! | = e L - ST
Kaweasn Coges Alas — | e 5
1. Kecamatan Campaba;
2 HKecamaimn
Campabamulya, [
B 3. Hecamatan Cidaun; AFBD Provinsi
Penatann dan pemaerliharaan Cagar Alam 4. Kecamatan Cipanas; APBD Kabupaten
5. Kecamatan Naringgul
dan
6. Kecamatan Takokak
1432 | Kawasan Pelestarian Alam .. | | ]
Taman Nasional: s 1 1 i 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
1 ) 1. Kecamatan Cipanss, Rakyat
2. HKecamatan Cugenang; 2, Kementerian Lingkungan Hidup
: Penataan dan pemeliharaan Taman Nasional Ounung Gede Pangrange | 3. Kecamatan Oekbrong; 1, Dines Pariwisata dan Ksbudayaan Provinsd
. TNGGRH 4. Kecamatan Pacet; dan Jawa Barat
5. Kecarmaian 4, Dinas Kshutanan Provinei Jawa Barat
| Warungkondang 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
3 1 _m“n.:m.!":ip..wt, potenai Taman HKesnekaragaman Hayatl (laman Kabupaien Cianjur | 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5 Kahati) 1 | APBD Provinsi Kabupaten Cianjur
3 T Identifikasi potensi kawasan konservas . Rabupaten Cianjur | APBD Kabupaten
[ : Kawasan vang ditetaphkan
selbaga aw anan
r Penelitian, pengembang dan/atau cagar alam pendidikan paruntukan hutan
produksi tetap dan hutan
| rakynt |

5 | Pemantapan fungs konservas: kawasan hindung | Kabupaten Ciargjur |

B " Rehabilitasi lahan kritis | Kabupaten Cisnjur |

T | uwﬂpﬂl:"r_._:.._ m..!.__._..-._._?-.l.._h.._._ Tuang IhF.__m”.:.__._u:. _..,..____._u_:n ._
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|
SUMBER
NO. | PROGRAM UTAMA LOKAST PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA
P T A s T =
1 Peuatasn dan pemeriiharsan taman wisais alam jember Kecamatan Cipanas APBD Provins
Perlindungan plasma nutfah eks-situ Teman Bunga Nusantars dan K Ciai APBD Kabupaten
2 Kebun Raya Cibodas il P |
1 | Penota mﬂ__lun.-wm.:niu == il . | Kabupaten Cianjur
2 Palindungan Cagar Budaya i 1. Dines Pariwisata dan Kebudayaan;,
| Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar bu \daya Megalitikum Cunung | K _n.:.::u.-.r 2 Dinss Penanaman Modal dan Pelayanan
| Padang APBD P Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
3 | Rencana Pengembangan Cagar Budaya Gunung Padang | Kawasan vang ditetaphan 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
| %EEEE&EEE sabagai P Kabupaten Cianjur;
1 peruntulan hutan 4 Dinas Perumahan dan Eawassn Permukiman
w vld-.._.;.ul._.!.. Cagar Budaya produbsi tetap dan hutan Kabupaten Cianjur,
T e | rat 5. Dinas Lingkungan Hidup Eabupaten Clanjur
& Cagar bu _m- “_-..=.._.. sparti bendn, situs, bangunan dan struktur e
e E!ﬂiiﬁ : LSRR ﬁ
2.1  Eswssan Hutan Produksi B0 e B b LIS I, Bl e MY N
1. Kecamatsn Agrabints;
2 Kecamatsn
Bojengpicutig.
3. Hecamatan Cibwaber,
4. Kecamstan Cibinong,
5. Eecamatan Cidaun;
6. Kecamsinn Cijati; |
7. Kecamstmn Cikmdu;
8 HKecamatan
Cikalengkulon,
| 8. Hecamatan Cipanas;
211 Kawasan Hutan Produks] Terbatas | 1. Hﬁnqhhh:“"_!nﬂr | 1. Dinss Kshutanan Provinei Jawa Barat
11 I.Gn.l._._ﬂ._._i_.-.-._ _L.n_l 2 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
; - Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
12. Kecamatan Naringgual; Clanjur

13. Kecamatan Pagslaran,
14, Kecamatan Pasirkuda;
15, Kecamatan

Sindangharang.
16, Kscamatan Sulkanagara;
17. Kecamatan Suksresmi;
18 Kecamatan Takokak;

dan
— 19. Kecamatan Tangamung _.
) 1. Kecamatan
2.1.2 Eawasan Hutan Produksi Tetap Bajangpicung.

2. Escamatan Campalca;

— v — — |
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_ m M
1
NO. PROGRAM UTAMA LOKAS] | E;III INSTANS] PELAKSANA [—-—1 = r .T — il __
_ | | " _ _
_ ) NN
3. HKecamatan -
Campakamulya,
4. Kecamatan Cibeber;
5. Kecamnatan
Cikalongkulon;
6. Kecamatan Cipanas;
7. Kecamatan Ciranjang;
B HKecamatsn Cugensng.
9. Kecamatan Gekbrong
10, Kecamatan Haurewangi,
11. Kecamntan
Kadupandak; |
12. Kecamatan Mande;
13. Kecamatan Pacst,
14. Kecamatan Pagalaran;
15. Kecamatan Sukaluyu;
16. Kecamatan Sukanagara;
| 17. Kecamatan Sulkaresami, |
18. Kecamatan Talookak;
19. Kecamatan Tanggeung:
dan
20. Kecamatan
Warungkondang
| Pt budi dava kayu skonomis
e pengembangan modsl kerja  sama Pengelalann Hutan Berbasis |
2. | Masvarakat (PHEM] e
pengembangan model desa kenservasi melalui Lembaga Masyakarat |
. | Desa Hutan (LMDH] . — 1. Dinss Kehutanan Provinei Jaws Barat
4 pemanfaatan hasil hutan non- r_-., u 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturs,
5 | pengendalisn pemaniastan hesil huten melalui tebang pilih | Kawasan vang ditetapkan Perkebunan dan Ketahanan Pangan
& pengembangan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan u_!.ﬁtah-nh nebngai oW mmat Kabupaten Cianjur;
| hutan —— 1 peruntukan hutan 3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
ﬁ.ﬂﬁ!ﬂ% panerapan, vﬂ:.._..___._:_-b dan pelatihan E__m!.._ﬂ produlksl tetap dan hutan 4, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
kehutanan koordinasi, mventansas dan penyusUNan rencana sirategs | rakyat dan Pengembangan Dasrah
| penanganan lahan kntis _— - APBD Provinsl 5, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten
__8 laan Hutan Produbs Berbasis Masvarnkat APBD Kabupaten Cianjur
9. | Pengembangan poranghat insentif dan disinsmntd untuk pengslolaan BUMD 6. Perhutani
| kawasan hutan produbsi
o Pengembangan Secara Terbatas dan Selelctil bagi Kegiatan Wisata dan
10. | Nmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produks)
11 Pengendalian pemanfastan ruang kawasan hutan produlosi
1. Kscamatan Agrabinta I. Dinas Kehutanan Provinai Jawa Barat
Pengembar Agroforesti  dengan jhalk swasta melalui: | 2. Kecamatan Leles 4. [hnas Tanaman Pangan, Hortikuliura,
12 a Blﬂl..v.ﬂh,.ir!._. plot demonstrasi _-&_d..n__ﬂl_.: 3. Escamatan Pagelaran Parkebunan dan Ketahanan Pangan

| #. Keoamatan Cidaun | Kabupaten Cianjur
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10

11
13
13
14

15

| Mawssan Tanaman Pangan

[ B
_ lahan yang produktf dan berfungsi dalam menurunksn erosi di
Inbhan masyarakat selitar Sungai Citarum
¢. Penmnaman padi gogo, kacang tanah, dissla pohin Jati
d Penanmman tanaman pangan dan hortikultura
s Peranaman pohon sengon (tanaman utama), jagung, kacang tanah
dan ubl kayu |tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai “pohon lestari™
vang tidak akan ditebang 3 o = |
| Mengidentifikasl, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dan
kerusakan atau degradasi lingkungan yang terjadi akibat pengambilan
sumberdaya hutan X i .
[ "Mengurangkan nilal degradaai dan menambahkan nilal manfant jasa
| lingkungan techadap PORB Hijmu

Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca mﬂln.-lmmf_ dan lahan kritis

Pervusunan dokumen khusus untuk valussi ekonomi pada kawasan
hutan produksd

Pengembangan ?_..-la!...n._ .1..24_-.:1-._._

atan p
pole \AnAM yang sewusi dengan kondis) tanah dan perubahan iklim,
Pengembangan jaringan prasarana sumber daya air yang mampu
menjumin ketersediaan ar; ) ) ) ) i |

[ Peningkatan produktivitas melalui pola intensifikasi, diversifikaai, dan
pola tansm vang sesusi dengan kondisi tanah dan perubahan iklm.

| Pengembangan jaringan prasarsns sumber daya air yang mampu
menjamin keterssdinan air; -

| Peningkatan keasjahters Inhan yang lestari. |
Peninghatan fungsi sawah beririgaai tekmis,

" Pengelclnan tata nisgs pro Ehusus, dan
Pelestanian kewasan tanaman pangan padi kKhusus Pandan Waog,

Mempertnhankan luss kawasan tanaman pangan beririgasi teknis,

Mengubah sawah tadah hujan menjadi sawah irgaai

Pengembangan Agroforesti dengan pihink swastn medalui
a mengembangkan plot demonstrasi agroforesty;

43 = W

membust FTANCANEAN penanaman dan membuat model pengolahan | 5. Kecamatan Cipanas

6. Kscamatan
Cikalonghkulon

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

| Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

| Kabupaten Clanjur
[ T“t..r:_ui._.l-._ ﬁ_.l.._._._.cq

Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cranjur

! Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cunjur
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T Fabupaten Cimnjur

Eabupaten Clanjur
Eabupaten Cianjur
Habupaten Clanjur

Kabupsten Clanjur
Kabupaten Clanjur

| Kabupaten Clanjur
| Kabupaten Clanjur
Kabupaten Cianjur

1. Epcamatan
Sindangbarang
. Kecamatan Cidaun

Kecamatan Leles

“Fecamatan Agrabinta

Kecamatan Pagelaran

APHN
APED Provins
| APBD Kabupaten

Swaata

| APED Provinal
APED Kabupaten
BUMD

3 Dinas m..__J.W.._.:..._.._ﬁIn.__ r.ﬁ.:ﬂ_ I.l..mq:ﬁl.*!.. Clanjur

b

=]

2. Dhnas Pekorjaan Umum dan Tata Rusng
3. Swaata

INSTANSI PELAKSANA

4  Badan Perencanasn Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dasrah
5 Dinsa Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
Dinas Tansman Pangan, Hortikulura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
_.1_:_._.“_:_

Dinas Somial Kabupaten Cianjur
Swasta/BUMN/BLUMD

Dhinas tararnan [ hortkulura, |
porkabunan dan ketahanan pangan

Perkobunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Cianjur
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TAHAP-1
TAHAPF-2

SUMBER |
ND PROGRAM UTAMA LOKAST PENDANAAN INSTANE] PELAKEANA ==l
|
|
1 b membuat ﬂ.l._ni.._.plﬁln.. penanaman dan membuar modal pengolahan [ B ._.n_!..lh._s_.n..._nlm Cidaun | | 2. Dinas Lingkungan Hidup —....l..mf._._ﬂlﬁ.._ _ﬁ“_.l“..__:_u I
jahan vang produletf dan berfungsi dalam menurunkan erosi di 5. Kecamatan Cipanas 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
lahan masyerakst ssidtar Sungad Citarum, 6. Kecamatmn dan Pengembangan Dasrah
¢. Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohen Jati Cikalongkulon 4. Dinan Lingkungan Hidup

d. Penanaman tanaman pangan dan hortioulture:

#. Penanamean pohon sengon (tansman utamal, jagung. kacang tanah
dan ubi kayu [tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai “pohon lestar™
yang tidak akan ditebang

r__!__m..iﬂ._:ﬁrhﬂ manghitung, dan menentukan mila skonom: dan APBD Provinm
18 herusakan atau degradaai lingkungan yang terjadi aldbat pengambilan | Kabupaten Cianjur APBD Kabupaten
sumberdaya tanaman parngan —— } i _BUMD _
I o APBD Prowinm
190 Mengurangkan nilal degradasi dan menambahkan nilal manfaat jass Kabupaten Cianjur APBD Kabupaten
lingkungan terhadap PORB Hijau | BUMD
[ = | - _ APBD Provinsi
20 Pengurangan emisi Gas FPumah Kaca (GRE) dan lahan kritia Kabupaten Cianjur APBD Kabupaten
BUMD
21 Permvusunan dokumen khusus untuk valuss skonomi pads Kewasan Knbupaten Clanjur :hﬂﬂWDTlﬂﬂcn._.”““:
tanATmeT [ATEAT BUMD
S ) I | APBD Provinsi
-} Pengembangan Kawasan Agritrianis Kabupaten Cianjur AFBD Habupaten
4 _BUMD
2.2.2 H.-.Iil.i_ Hortilultum - |
| _ua:wn_n_.-h.: dan mengembanglkan sumber daya hortikultura secara Kabupsten Clanjur
| optimal, bertanggung |awab, dan lestari R
2 Peningkatan kensumai produk dan pemanfasian jasa_hortikultura | Kabupaten Cianjur _
3 Peningkatan kesehaton, kessjahteraan, dan kemakmurnn rakoyst | Kabupaten Cianjur
4| Peningleatan produlesl dag produlktivitas komoditas hortlliultura _| Kabupaten Clanjur APEN
5 Pengsmbangan imovasi teknologi konservasi lahan berbasis tanaman Kabupaten Clanjur APBD Provinsi
. hersilulura st g—— o B ; APBD Kabupaten | | Kementerian Pertanian
& Penerapan teknoiogl budidava tansmen hortbouliurm berkelaniuten |_Kabupaten Clanjur g 2. Kementerian Pakerjaan Umum dan Perumahan -
- Penvusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Sarana, Kewasan Kabupeten Clanjur Rakovat
| dan Komodias Perkebunan : . { 3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
a Penvediaan [nfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandinan Kabupaten Cianjur Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

| Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota S Cimyjur

Kecamatan Agrabinta 4, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Kecamatan Lelea
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Cdaun
Eecamatan Crpanas
Kecamatan
Cikalongkulon

Pengembangan Agroforeati dengan pihak swasta melalui
a. mengembangkan plot demenstrasi agroforestri
b. membuat rancangan penanaman dan membuat model
o pangolahian lnhan yang produktif dan berfungai dalam
menurunkan erosi di lahan masyarakat sskitar Sungai Citarum;
e Penanaman padi gogo, kacang tanah, disela pohon Jati;
d. Penanmaman tanaman pangan dan hortikoultura,

APBD Prowvinm
APBD Kabupaten
| BUMD

O En e R =
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PROGRAM UTAMA

¢. Penanaman pohon sengon (lanaman Ulama), jRgUng, Kacang
tanah dan ubi kayu (ianaman sela) serta Ki Hujan sebagal “pohon
leatari” vang tidak akan ditsbang |
Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nila ekonomi dan
kesrusakan atau degradasi lingkungen yang terjedi slibat pengambilan

sumberdayva tanaman pangan

Menguranghan nilai degradasi dan menambahian nils maenfeat jass
lingkungan terhadap PDRB Hijau

| yang berfungsl |
Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasia Koorporasi

| ..uﬂ..r.&_n._..._._n_..__

Pengurangan emisi Oas Rumah Kaca (GRE) dan lahan kritia

Penyusunan dokumen kKhusus untuk valuasi skonomi pads kawasan
hortikultura

132

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

7

Pangembangan Tanaman Hortikulutra jenis Jagung

Peningkatan pembangunan ntas sektor dan sub sektor serta kegiatan

skonomi sekilarmys

T Peningkatan keterkaitan ssktor hulu dan hilir perksbunan vang dapat

menstimulas pengembangan skonomi wilayah

| Peninghatan Nilad Ekaper

Peningkatan keberlanjutan ekosistemn di wilayah sekitarmya terutama |

B

Pengsmbangan Siatem Informas: Perkebunan

Pengadaan dan pengaturan tata air untuk mendukung Kegiatan |

a“h"_hidiru

[~

=

O 0 =3 O gn

Kecamatan
Sukanagara
Kecamnatan Pagelaran
Kecamatan Pasirkuda
Kecamatan ._..-..._:k!L ng
Kecamatan Cijat
Fecarmalan
Kadupandak
Kecamatan Takokak
Kecamatan Cibinong
Kecamaran Cillmdu
Kecamatan Lelea
Hecamatan Cidmun
Kecamatan Naringgul
Kecamatan Agrabinta
Hecamatanm
Sindangbarang

K scamatan ..rﬂ_.___._a:._._l..
Facarnatnr
Bajongpicung,
Kecamatan Campaloa,
Kecamatan
Carmnpaboarmiubya;
Kecamatan Cianjur,;
Kecmmatan Ciheber
Kscamatan Cibinong:

KEecamatan Cyjatr;

APBD Provinsi
APBD Kabupaten
BUMD
APBD Provina
APBD Kabupaten
BUMD
APBD Provinm
APBD v”l“_..._.n._u_lnﬂ._.
BUMD
AFBD Provinm

| APBD Kabupaten

BUMD

APBD Provins
AFBD Kabupaten
BUMD

AFBED Provinm
AFBD Kabupaten

Swanta

Kemanterian Pertanian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan |

Falovat

Dinas Tanaman Pangan, Homikuliura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten |

Cimnjur,

[nas Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur,
Drnas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Habupaten .ﬂ._.:.._.____:

:




NO.

10,

11.

13.

| Pen mn:._Fu._H_ wm.._ dian

| sumberdaya tanaman pan r E — |
Mengurangkan nilni degradasi dan menambahkan nilad manfoat jase

PROGRAM UTAMA

it _ur::_e.w._. untuk _.._.nm:.ﬁ.:.._.m:jn dan
mengembangkan hasil perkebunan;

Pengendatian hama dan penyvalit untuk menjages hasil perkebunan;
Penggunaan pupuk yang ramah lingkungan;

| Pengembangan komoditas eksport;

Dukungan pengembangan tenaman perkebunan berkelanjutan

10,
11,

12

13.
14,

15.
16,

133

Kecamatan Cikadu;
Kecamatan
Cikalongkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Cipanas;
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Gekbrong:
Kecamatan
Haurwang;

. Kecamatan

Kadupandak;

18. HKecamatan

19.
20,

21

22,

23

24,
25,

141
27

28,

Rarangtengah;
Kecamatan Leles;
Kecamatan Mande;
Kecamatan Naringgul;
Kecamatan Pacet;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pasirkuda; |
Kecamatan
Sindangbarang:
Kecamatan Sulkaluyu;
Kecamatan |
Sukanagars;

HKecamatan |
Bukaresmi;

TAHAP-1

INETANSI PELAKSANA

2024

. Penanmman padi gogo, kacang tanah, diseln pohon Jati;

. Penanaman tanaman pangan dan hortikoltura;

¢. Penanaman pohon sengon (tenaman utama), fagung, kacang
tanah dan ubi kavu (tanaman sela) serta Ki Hujan sebagai “*pohon
lestar” vang tidak akan ditebang

an

Mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan nilai ekonomi dari |

kerusakan atau degradast ingkongan yvang terjadi akibat pengambilan

linglungan terhadap PODRB Hijau

20, Kecamatan Takokak;
M. Kecamaiman
Tanggeung; dan
d1. Kechmsaran
1 — e Warungkondang.
Pengembangan Agroforesti dengan pihak swasta melalui @
a. mengembangkan plot demonstras agroforestri; 1. Kecamatan Agrabinta
b, membuat rancangan penanaman dan membuat model 2. Kecamatan Leles
pengolahan luhan yang produlonif dan berfungsi dalam 3. Kecamatan Pagelaran
menurunkan erosl di lahan masyarakat sekitar Sungai Citaram; 4. Kecamatan
5. Kecamatan Cipanas

Kecamatan
Cikalongkulon

Kecamatan Agrabinta;
Kecamatian
Bojongpicung;
Kecamatan Campaka;

APBD Provinsi
APFBD Kabupaten
BUMD

AFBD Provinsai
APBD Kabupaten
BUMD
AFBD Provinsi

APHD Kabupaten |

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Ketahanan AILEAL
Kabupaten Cianjur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Dinas Lingkungan Hidup

2

;
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TAHAP-1
TAHAP-2

INSTANSI FELAKSANA

|

AL R 1R
| Rdlk®5. 784
+ Kecarnatan | BUMD

AFBD Provins

16 Pengurangan emisi Oaa Rumah Kaca (GRE)] dan lahan krins 5 APBD Kabupaten
L BUMD
8
¥}

10, EKecamatan Cileadu:

11 Koerammtmn
Cikalonghulon;

12, Kecamatan Cilabku,

14, Estamal
18, HKecamatan Cugenang;
Gekbrong,
Keoamatan
Hmurwangt;

18 Kecamnatan

Kadupandak;

19, Kescamaian
Karangtengah;

APBD Provinai

- Penvusunan doekumen khusus untuk valussi ekonomi pada kawasan 20
17 20

18

parkebunan

Pengembangan perkebunan aren

Kecamatan Leles,
Kecamatan Mande;

AFBD Kabupaten
BUMD

Hecamatan amaﬂﬂ._mhcm.
Kecamatan Proet,
Kecamatan Pagelaran,
Kecamatan Pasrkuda
Fecamalan
uu.n.;__l.._._mn..a_.h_li..
Kecamatan Sulabuyu;
Kmcmmatan
m...._.-...!.__ﬂmu.;.
Hecamatan
Sukareami;
Kecamatan Takokalk,
Kecamatan
Tanggeung; dan
Kecamatan
Warungkondang
Kecamatan
Sukanagara
Kecamatan Pagelaran
Eecamntan Pasirkuda
Kecamatan Tanggeung
Kecamatan Cijati

APED Provinm
AFBD Kabupaten
BLUIMD




NO.

2.2.4

| ¥

Hawnsan Peternskan
Pengembangan kawasan peternakan
Petermakan Sap: Potong
Peternakan Sapi Perah
Peternakan [tk
Peternakan Ayvam Fas

" Pengembangan dan pembangunan sarwna dan prasarana perufitukan
peternakian
1] Pengembangan pasar hewar,
7} Pengembangan rumah potong hewan;
1) Rumah potong unggas,
| 4) Balai pongembangan ek MUmMInansia.

Mengidentifikasi, menghitung. dan menentukan nila ekonomi dan

kerusakan atau degradasi lingkungan vang teradi akibal pengambilan
| sumberdaya peterniakan

Mengurangkan nilai degradas dan menambahkan nilm manfast jase
| lingkungan terhadap PDRE Hijau R -

Penvusunan dokumen khosus untuk valuam ekonomi pada kawasan
| poternnkan

| Pengelolann Pembudidayasn lkan

|dentifikasi dan nventarisasi lokasi unggulan budidaya yang Iayak

” 1j Budidaya kolam air tawar

7} Budidava kolam air payau /tambak
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INSTANSI PELAKSANA

= Hecamalan
Kadupandak
Kecamatan Takobkak
Kecamatan Citnnong

wlaun

1 Naringgul

1 Agrahinta

14. Escamatan
Sindangharang I

1 Kecnmatan
Cilenlonggh

7 APBD Provinm

a (oo L& ; :
Kecamatan Cekbrong APBD Kabupaten
3. HKecamatan Mande; dan
Swasta
4 K acamnatan
Warungkondang 1
|

| Dinas Petermakan, Kesshatan Hewan

2. Dan Perikanan
Kabupaten Cianjur 4. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur

4. Dinaa Lingkungan Hidup

APBD Provinsi 5. Bwaaia
| APBD Eabupaten
Kabupaten Ciamjur S
Kabupaten Cianmjur
Kabhupaten Cianjur
-1 1
1. Kecamatan Agrabintsa;
2  Kecamatan Cidsurn;
1. Kecamatan
Cikalongkulon;
4, Kecamatan Mande; dan | APBN Dinas Pet K Keasl H 4
' ¢ (emehat ran d

8 Kecnmuslas _ APBD Provinai ST AEAD emehialian AT AT

Sindangbarang | APBD Kabupaten Periicanan Kabupatan Clanjur

| Kabupaten Ciapjur

1. Kecamatan Agrabinta;
2. Kecamatan Cianjur;

3. Kecamatan Cidaun;

TAHAP-1

TAHAP-2

:
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NO. PROGRAM UTAMA LOKASI | SUMBER INSTANSI PELAKSANA

4, Kecamatan |
| Sindangbarang,

1. HKecamatan
3) Budidaya kolam jaring apung Waduk Cirata Cikalongkulon;
Kecamatan Mande
Kecamatan Cipanas,
Kecamatan Cugenang;
Kecamatan Sukaresmi;
Kecamatan
Warungkondang,

4} Budidaya ikan lainnya

Fansp

3. | Membangun dan Eumhu&uﬂuun..wmin. nfrastrakiur mB..u_:TE._.hrﬂn.ﬁ. ::...w..

; ; 1. Hecamatan Agrabinta;
1) Pangkalan pendaraten ikan __..n_md.ﬁ_rwknﬂ dan PPl Jayanti 5 xaﬁ:u.“n_n..h_ M.._.“_.m::_ﬂ

| 2] Pusat benih than | Kecamatan Karangtengah
3| Balai benih ikan (BBI) Kecamatan Bojongpicung
1. Kecamatan Cianjur;
2. Kecamatan Sukaluyu,
3. Kecamatan Cirangjang;
S . 4. Kecamatan Mande;
4] Unit pembenihan rakyat % Hacasiatan
Cikalengkulon;
6, Kecamatan Cilaku;
2 - . = I._bBecamatan Cugenang.
1. KecamatanCidaun
A Pangmnbinpyas perltanan tinglep; 2. Kecamatan Agrabinta
A ey R Pt 4 Y TP S s T | ._...._.."_.uh.h_..ﬂ._:_EHn..in:.._ . 1. Dinas Peternakan, Kesshatan Hewan dan
. Pemanfaatan yang t melebihi potenmi lestanny 1 el Perikanan Kabupaten Cianjur Kabupaten
| tangkapan vang dipsrbolehkan; — s | 2. Kecamntan Agrabinta APEN Clanjur
5 Penggunasan alat tangkap dan ukuran kapal vang diperbolehkan | 1. KecamatanCidaun APBD Provinsi | 2 Satpol PP
L %..bEEEH.EEﬂj." ; 3. ._.ﬂ._u...n,.w..n._:_a._. .....E..u_._"__._.._.._.w...__. 1 3. Badan Pembangunan dan Aset Kabupaten
E Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan | 1. KecamatanCidaun
L tertentu; 4. Kecamatan Agrabints |
7 Program menangkap ikan ukuran layak tanghkap; 1. Haumtnatuelstuin
8 ldentifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budi dava vang lavak;
= Mapping lokasi budi dayva unggulan yang lavalk untuk dikembangkan, = Terssbar di 32 K
10, | Pembangunan infrastruktur pokek dan pendulkung: | Temmchar di 32 Kecamatean
11, | PBudidava kolam sir deras dan kolam air tenang; —_ | Tomebar di 32 K
12 | Pemanfaatan teknolog budi daya laut ramah hinglkungan; = _ | Termebar di 32 Kecamatan
Melakukan optimalisasi input dalam usaha budi daya laut; 1. KecamatanCidaun
13 = | 2 Kecamatan Agrabinta
Budiaya kolam air payau /tambalk;, 1. KecamatanCidaun

=—=-=2 i | 2. Kecamatan Agrabinta
ﬁxﬂm_n:n_b.rﬂ.: Budi daya kolam jaring apung di Kewasan Waduk Cirata | 1. Kecamatan
15 Cikalonghu lon;
2 Kecamatan Mande




|
|
|
m
! it Pt Bt
16, Pengend s day i foaw \BoAn;: Kabupaten Cianjur
- Pelibatan partisipasi ____:_._ruro.mn_. dalam melsstarikan lingkungan Kabupaten QE.:E.
porairan laut; dan
18, Pengembangan, penerapan, penyuluhan dan pelatihan hasil penelitian Kabupaten Cianjur
" dan pengembangan bidang perikanan = el
19. Zona tunda kawasan perikanan
Mengidentifiknsi, menghitung, dan menentukan nilai skonomi dari
20. kerusakan atau degradasi lingkungan vang terjadi akibat pengambilan
= | sumberdaya Perikanan k . | Kabupaten Cianjur
21 | Menguranghkan nilai degradaai dan menambahkan nilai manfaat jasa
| lingkungan terhadap PDRB Hijau S L
a3 | Penyusunan n.oxE....E.F khusus untuk valuasi ekonomi pada kawesan Kabupaten Cianjur
“ | perikanan budidaya e |
23, Pembangunan kawasan _unlu-uﬂ a.nhﬂ_c_.:nn_ cianjur selatan
1. Kecamatan Cidaun
| 2. Kecamatan
24 Pengembangan kawasan tambak udang ” Sirdengbaraig
=S | 3. Kecamatan Agrabinta
1. Kecamatan Cidaun
2. Kecamatan
25 Pengadann sarana penanglkapan ikan Sindenaberang
= v | 3. Kocamatan Agrabinta
2.4 _ I!IIIEEE De e enaaseesey 0
Penatausahaan lzin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam n_-..._ .“ Mcﬂs..ﬂhg Campnka;
SCATTALAT
1 Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Cikalonghulon;
lein Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam | Dasrah |, Cilmbeiz: d
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampad dengan 12 Mil Laut. P — L
. e 4. Kecamatan Sukaluyu
= pengendalian -.._u.ﬂr.._?.-.;.: kawasan iﬁguwgmg secarn lestari, baik
% | untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil _ _.“.EEUJ"H S
peninglkatan penserapan psnambangan yang memenuhi persyaratan
o5 keaslamatan dan kesshatan kecja _ L SN | Hetupatm Sy
. S B L. = “ Kabupaten Cianjur AFBN
3 _u_m_.:_._m_.wm;: .__.I_...HHIEE.EH nrau.-.ﬁn: n_ :r._lﬂ r:.#-.-ﬂ.. | Kabupaten Cianjur APBD Provins
- | evaluasi perizinan kawasan pertambangan z | Kabupaten Cianjur |
7 | pemetaan rnﬂl.wﬂ.m..ﬁu tenaial pertambangan o s | Kabupaten Cianjur
8 rehabilitasi pasca tambang | Kabupaten Cianjur
o | _n.vn_..&.m.run.-w.._”._un!! Hﬂ..__u::h e | Kabupaten Cianjur
14 | i i | Kabupaten Cianjur
11 | _.,__n.:n__:.muu.nh-.r.m__.._.u.mhb u.q]:ﬂ._r:._._mu: :4_.Fnu.m_u" m__urh._u_..u:m.u. | Kabupaten Cianjur
12. Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan rehabilitasi kawasan Knbripabay Clanjur
55 pertambangun masyarakat L s
13. Sosialisasi, rx.:.w_...ﬁmu«:uﬁ dan pengembangan masyarakat | Kabupaten Cianjur

& L4 -

o

INSTANSI PELAKSANA

Kementerian ESDM
Satpal PP
Badan Pembangunan dan Asst Kabupaten

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian |

dan Pengembangan Dasrah
Dinas Lingkungan Hidup Cianjur
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| Mengidentifikasi, menghitung, dan menentuban nila shonomi dan |
14 kerusakan atau degradasi lingkungan vang terjadi alkibat pengamhbilan | Kabupaten Clanjur |
o | _sumberdays Pertambangan
Is Menguranghan nilai n_‘n-L-.E dan menambahkan nilad manfaal jass
|_lingkungan terhadap PORB Hijau |
F.{:a:.f!: dokumen khusus untuk valuasi ekenemi | nih-_ o anmn

Kabupaten Clanjur

Kabupatan Cianjur

Iiii .I.H.I .I
_ | Program Perencanaan dan ﬂidrl._ﬁ.c:b: Induatri ]

2 Pongembsngan dan pembangunan kawasan peruntuban industn

Pengembangan kawasan peruntulan industri memiliki izin yang telah
diksluarkan dan tegakan bangunan

[ Pongembangan induntn w_..mﬂ! u._._..:nlu..uwu__..u ndustn .q..l._.-rEHﬂ .
susu, tndustri bahan penvegar dengan bahan baku teh, industri
pengolahan minyvak nabati, ndustri pengolahan buah-bushan dan
BAVUT,

Pengembangan industn teksti], kubt, alas kakn, vang meliputs mdustn
| _pano, amart apparsce, dan tekotil khusus;

. vlau!:w.-uﬂ!.__ hulu agre mehputi mdustri olesfood dan industn 3

| oleoldmis;
Kow mman ﬂ!ﬂ:___.____..E.. industr Eﬁ tolah masa habm LNy 3
T dimrahkan untuk n_".u__bnlbrh:rr-_ Tokasi baru ﬂﬂﬁﬂn bangan vaitu di Kncuintinn Mandi Kabupaten Clanjur;
koo cikalonghulon dan Ry Kecamatan Pacet; dan 5 Dinss Perumahan dan Kawasan Permukiman
| Pengembangan kawasan peruntukan ndustri, dilakuksn dengan K P e | Kabupaten Cianjur;

8 ﬁ.!:nl.:-:rlhﬂr.ﬂu aspek ekologis, dan memperhatikan daya dukung o " 6. Dinas Lingku Hidup Kabupaten Ciacjur

| ILH] d
Pengendalinn pada kegiatan industr yang telah berkembang di luar

| kawssan peruntukan induste, |
Pengembangan industr vang bertelnologl tinggl, mmah lingkungan,

. dan membangldtkan kegiatan skonomi; {

" Pengembangan industri vang menerapkan manajemen mutu dan
. | kendali mutu; =

Kecamatan Cianjur; | 1. Kementerian Perindustrian

Hecamatan 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menagah,
Cikalongkulon; | APBN Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Kecamatan Cilaku; | APBD Provins Cianjur

Kecamatan Gekbrong. APBD Kabupaten Dines Penanaman Modal dan Pelayanan
Kecamntan Swasta Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
Karangtengah, Dinas Pekerjann Umum dan Tata Ruang

- A by =

Prngnenbangan industri kecil dan mensgah yang ramah lingkungan,
uw hemat _EEQEQI.GE teraga :lq.- _n_rmp| o
— 13 | Pengemb o
i Pengembangan  industn _uI.inE.h: rumnk  lngkungan untuk |
: . mendukung komoditas unggulan Jabar Selatan, -
15 Pengembangan Industn keail dan menengah; dan
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INSTANSI PELAKSANA

TAHAP-1
TAHAP-

ﬂ!ﬁnuwz._ﬁ:n .:m_.._.E.. _Eﬁmuh ..E.m :.L:..:..u n..n_c-.n ﬁ!._.he_.-.._.iﬂ
17 ausu, industri bahan penyegar dengan bahan baku teh, mdustri

. pengolahan minyak nabati, industri pengolahan buah-bushan dan
SEVUT;

18, | vns_.. USUnAnN m!un!..- Ewé:g :um_.__u.": xu».:._nEaI:

z.__:-.._ _.._.E.E_: .u.-_._-H u_..xn _ar-__ mE._ rn_l..EE.E..n Eq._.i.n_sﬁ Jjenis | |

B |_industri vang dikembangkan i == ! |

Kajian daya tampung sungai sebagai masukan proses ﬂﬂ.E:_.E.

22. kegintan industri berdasarksn beban cemar limbah cari yang |

|_dihasilkan “

23 Pengembangan jaringan air beraih perpipaan dari sumber En_
h._E.!Exhb: m!_-..r!m!.!.. H...uEn:._,.Eh industri &

1%7% u_.-_»a-: "ﬂE._.-_uo.ﬂt-. E:_..:x nﬁsm:#::w rdﬂ.ﬁ!.. |
as industri berupa pengembangan akses jaringan jalan, siatem

i transportasi umum vang dapat disediakan oleh perusahsan dan

| terminal untuk angkutan barang

26, F..._..’ ediaan RTH

Mitigasi bencana pada kawasan peruntuban industr :
- Perlu dilengkapi dengan eariy warning system;
- Penyediaan sistem hydrant;

i - Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi, yang terus disosialisasikan
sehingga meningkatkan kesinpan masyarakat terhadap bencana;
dan

- | - Penemtusn titik aman kumpul keadaan darurat = 00000 |
Penyusunan dokumen khusus untuk valussi ekonomi pada kawasan |
| peruntukan industri S _— _
2.6 | Kawasan Parlwissts =S E A
1. | Pengembangan Daya Tark Wisata Kabupaten O M Ly
| Lokasi Pariwisata Alam berada di; e = e 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provins
; | & Objek Wisata Pantai Jayanti e | Kecamatan Cidaun | |  Jawsa Barat
b, Objel Wisata Pantai Cemara Cipanglay | Kecamatan Cidaun |2, Dinas Bina Marga Dan Penatasn Ruang
Kecamatan Sindangbarang Provinai Provinsi Jawa Barat

d. Pantai APRA Sindang Barang Kecamatan Sindangbarang APBN | 3. Dinas Perumahan dan Permulkiman Provinsi
%E Kecamatan Pagitkuda | AFBD Provinm Jawa Barat

[ Ohjek Wisata Rawa Gode Desa Simpang | Kecamatan Pasirkuds APED Kabupaten 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
| B Objelk Wisata Makan Evang Dalam Pasir Cihea =~ | Kecamatan Haurwangi Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;

. Objel Wisata Hutan Lindung Kecamatan Haurwang 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

| i Objek Wisata Wana Polland |t | Kecamatan Haurwangi | Rabupaten Cianjur;

Objsk Wisata Bumi Ageung Cikidang | Kecamatan Cisnjur 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

_.... Ohjek Wisata The Jhona Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
| L_Objek Wisata Hutan Kota Babakan Karet | Kecamatan Cianjur !
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INSTANS] PELAKBANA

TAHAP-1
TAHAP-2

| m. Objek Winata Artala
Objek Wisats Jangari Hills
Objelk Wisata Jangari

Dines Lingkungan Hidup Kabupaten
_ﬂ._._-.:.ur_ﬂ Chnas Kebudavaan dan Pa riwisata
Kabupaten Cuanjur

" Kecamatan Mande
| Kecamatan Mande

Objek Winats [stana Cipan s

Objek Wisata Alam Pungsalatan :
Oljek Wisata Taman Bungs Nusantara
Ohjak Wisata The Nice Funtastic Park

."-"nﬂ‘llﬂﬂ

1 Kecamalan _.”_.m_.ﬂ._.l.l
1 Kacamatan _..”_._._i._._.lu

Kecamatan Sularesmi

” Eecamatan Sulkaresm

Kecamatan Mande

Ohyjek Winata Sevillage Puncak
Objek Wisata Makam Cikundul
Pantsi Tipay Sinar Laut

Prrtad Batukukumbung

% = 2

v, Koawasan Wisata Budaya Pandanwang

” Perpvusunan Masterpian m_..ﬁ_.sim.i.w}-.i_:: M..u...ﬂ_.mim_,.-:
. Penyusunan Masterplan Destinasi waduk cirata

Pengembangan Destinasi Pantai Apra, Pantm Karangpotong, Panta
Sinar Laut, Pantal Ciwidig, Pantai Batukukumba dan Panted Jayenti

| Kawassn peruntukan parisisats, meliputi

. a Wilayah Cianjur Utara [DEKF)

b Wilayah Cianjer Tengah [DER

| e Wilayah Cianjur Selatan (DKF e

Kawasan strategis pariwisata Kabupaten (KSPK), meliputi

|, Kawassan Strategis Ekowisata Alam Cagar Bicsfer dan Heritage
COuadeh - Cibodas dan sakitarmya;

2. Kawasan Strategis Ekowisata Danau dan Relign Cikundul - Jangen

Haurwangl dan sekitarnya;

3, Kawasan Strategis Parwisata Cagar Budaya dan Agro Gunung
Padang -Pasirmangka dan sekitarmya;

4. Kewanan Strategis Ekowisata Pantai Jayanti - Sinarlaut dan
seliitammya =

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten [KPPEK) meliput

|. Kawnaan Pengembangan Pariwisata Alam Perkotaan Kriya Cianjur

Warungkondang-Cibeber dan sekitarnya

Kawssan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan dan Sungal

Citambur - Cibuni - Cijati dan selatarmya

3. Kawssan Pengembangan Pariwisata Alam Pegunungan Naringgul

[ &)

Clumig b dop selcitamya T e
1) Kswasan pengsmbangsn Pariwisata Unggulan Kabupaten [KPPUK)
mediputi

1. KPPUK Area 1
2 KPPUK Area 2
3 EPPUK Area 3

| Warungkondang
. Kecamatan Campaka

|_Kecamatan Cisnjur
| Kecamatan Campaka |
. Kecamatan Cidaun |

Kecamatan Cipanas

Kecamatan Cikalongkulsn

|_Kecamatan Agrabinta
. Kecamatan Cidaun

Kacamatan

Kecamatan Mande

. 1. KEecamatan Cidaun;

2. Hecamatan Agrabinta;
3 Ksoamatan Sukanegars.
4. Kecamatan Cidaun

Kabupaten Cranjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur




PROGRAM UTAMA

EPPUK Area 4
KPPLUK Area 8
KEPFPLUK Area &
KPPFUK Area 7

=2

Kawasan wisata buatan wisata beras pandanwang

_ penatasn dan optimalisasi fungsi objek wisata
| pengembangan infrastruktur pendukung
_peningicatnn aksssbilites menyju obysk wisata
m”.:n._:._.ﬁrl.?-_:_ pemasaran dan promosi ﬁ_v__ma.i._ wisata dasrah
Pengembangan Geopark di Kabupaten Cianjur melalui
Penaslitian pengembaggan teori dan konsep yang
berkaitan dengan sumberdaya geologi.
Melaksanakan penelitinn dan pengloajan tindak
pengembangan dan pengelolaan sumberdava geologi,
Malaksanakan kagian budaya dan pemetaan sosial di lokan potensi
sumberdays geologi,
Melakaanakan kegiatan pelatihan, pendampmmgan, dan penguatan
kaletnbagaan vang berkanan dengan permasalahan pengembangan
dan pengelolaan sumberdaya geologm
Melaksanakan kajian geclog, biclogy dan budaya suatu kawasan
untuk dapat dikembangkan melalui kensep geopark,
{ Melaksanakan kegiatan pelatihen, pendampingan. dan pengustan
kalembagaan untuk mengembangkan meniadi kawasan gecpark,
Melaksanakan kajfian terkait kebencanaan geclogl dan berpsran
aktif dalam kegiatan pengurangan resiko serta penanggulangsn
kehencanaan
Kajian Inventarisasi, identfikasi dan analisis
sumber-aumber daya Warisan Gieolog
Eeanekaragaman Hayati [Biodiversity], dan
Budaya [Culiurl Diversity)
i Kajinn Kelayakan Kawasan Geopark
Pengembangan desa wisata

a Kajian dan

LenLang

keterkmitan aniara
[Crecheritags),

Keanekar WAL

Pembangunan Pusat Budaya

Pembangunan Gedung Creative Center

. Kabupaten Cianjur

.. Kabupaten Clanjur

Kab up aten Ci Rnjur

1
4
3
4

.-u

]

)
-

6. HKecamatan Subanagara
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INSTANSI FELAKSANA

Kecamatan
Warungkondang

Kabupaten Clanjur |
Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cinnjur

1. Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
Dinas Keb
Crinas Pen
Kabupaten Ciamngjur

5
3

Eecamatan Cianjur
Kecamatan Cidaun
Kecamatan Cilaku
Kacarnatan
Karangtengah
Kecamatan
Sindangbarang

I. Kecamatan Cianjur
Kecamntan Cidaun
1. Kecamatan Cilaku
4. Kecamatan

Earangtengah




| Program Kawasan Permukiman

& Pengembangan permuloman perkotaan diarahkan untuk
an komersial, dan permuloman swadaya dengan

neum bang

b, Pengembangan pusat distribusi klaster Sitem Heal Gudang (SRO)

143

APBN
AFBD Prowinsi

APBD EKabu paten

Kecamatan Campaka
Kecamatan C
Eacamatan (
Kecamatan Cidaun;
Kecamatan
Cilkalonghulon
Keacarmatar Cilaku,
Keeamatan Cipanas, |
Kecamnatan Cranjang.
Kecamatan
Kadupandak;
Kecamatan
Karangtengah;
Kecamatan Pagslaran;
Kecamatan
.,..r.._...;__._tr_i..-__._.._..
Kecamatan
Bukanagarn;
Kecamaian Tanggoung:
dan

Foscamatan
Warungkondang
Kecamatan Campaka;
Kecamuatan Cianjur,
Kecamatan Cit:nong.
Kecamatan Cidawn

Kecamalan
Cikalonghkulon;
Kecamatan Cilaku;
Kecamatan Crpanas
Kecamatan Coanjang
Kecamatan
Kadupandalk;

Ko Amatan
Knrangtengah,
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan
Sindangbarang;
Kecamatan

Bukanagara; |
Eecamatan Tanggeung; |
dan |
Kpocamatnn

Warungkondang,

INSTANSI PELAKBANA

Kementarian Pelisrjaan Umum dan Perumahan
Raboyat

Dinas Perumahan dan Permuloman Provinai
Jawa Harat

Cinas Penanaman Modal dan Pelayanan
.q..Eu_”.lL: Batu Pintu K T LT _..“-u_.:_u._:

Dinas Pelerjann Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cimnjur

Dinms Perumahan dan Kawasan Permulaman
Kabupaten Clanjur

TAHAP-1
TAHAP-2

THHE
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TAHAP-1
TAHAP-2

| Dinas Perumahan dan Hawasan Permukiman
) Kabupaten Cianjur !
"d, Pengembangan permubiman perkotaan diarahkan untuk Kabupaten Cianjur APBD Provinei Dhrias Fu.ﬂarl._._tg dan Kawaasn Permuokiman
permukiman vertilal - | APEBD Kabupaten  Kabupaten Cianjur
| Penatasn dan Peninghkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan dan HKewasan Permulomean
| dengan Luss di bawah 10 Ha ] 1 _ Eabupaten Clanjur
a Perbalkan dan psnataan permubiman kumuh _ Kabupaten Cianjur I. Dhinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

ﬂ”_llmmm._.__._l._.rl.: Fumah Tldak Layvak Huni Kabupaten Clanjur = Terpadu Sary Pintu Kabupaten Clanjur,
[ 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cianjur,
Peryedinan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan Kabupaten Clanjur 3. Dinss Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Cianjur,

EE:FEFE Hidup Kabupaten Cisnur.
[Chnas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Eabupaten Cianjur;

Badan Penanggulangan Bencana Dasrah

3. Dinans Sosial Kabupaten Cianjur

Penyedinan tanah untuk perumahan dan kewasan permukiman | ., e
melalui optimalisasi aset tanah milik pemenntah daerah kabupaten NIRRT ATt 2
" Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan | Kabupaten Clanjur

o aman _.i__._..:#__._.__l._"._

1. Kecamatan

ldentifikasi Perumahan di loksai rawan bencana at

program Kabupaten

au terkena relokas

Bajongpicung, APBN
2. Kecamatan Clanjur; APBD Provinsi
3, Kecamatan Cibeber, | APBD Eabupaten
4 _.v.-.ﬂ“_...._n“__.lr._u””_"_..._._._ Swasts 1. Dinss Pesrumahan dan Esvasan Permukiman
5 v.“E._._-._H_. Cilaku Kabupaten Clanjur;
e ! Dinas Peker Umum dan Tata Ruang

Escamatan Cipanas,

Escarmnatan C rRnjAng.
B HKecamatman Cugenang
9. Kecamatan Oekbrong;

10, Kecarmatan Haureang;

EKabupaten Ci (]

[hinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Eabupaten Cianjur;

Badan Penanggulangan Bencana Dasrah
Lhnas Sosial kabupaten Cianjur

11l Kecamatan
Karangtengah,

13. Eecamatan Mande;

13. Kecamatan Pacet;

14, Kecamatan Subaloyw;

15 Kscamatan Sukaresmmi;

16, Kecamatan |

- . Warunghondang | — ’
= APBD
Penvediaan dan panyiapan lokasi relokaai korban bancana gempa Kabupaten Cianjur Kabupaten, |. Dinas Perumahan dan Kawasan Permuloman
] b ' ST Kalsupaten Cinnjur
Pengendalian pengembangan permulkiman di kawasan Puncak untuk Kecamatan Campaka AFBD 2. Dinas Pekerjasn Umum dan Tata Puang
mendukung fungs konservasi ..__..!r. asan; dan } Kabupaten Kabupaten Cianjur
Pervediasn Pressrana, Sarmns den Utibtes Umoum &f Perumahan

Tersebar di 32 Kecamat Swanta
untuk menunjang fungai hunian ernebar di cmstan ; | w s



e
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Pembangunan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan prival
dan publik

Penyusunan Rencana Teknis Drainase Linglungan

Sistern pemanfastan air hujan (SPAH) serta sistern daur ulang air

Pembangunan sumur resapan, biopori dan sistem dranase vang

terkoneks) dengan bak dengan pembuangan akhir (saluran primer)
dan _"i.q__...__.-:._#c:!.._._ folder / Kolam resstensl

Pengembangan rocf garden dan atay vertikal garden

Mingas: bencana

Perlu dilenghapi dengan eorly warmng sysiem,

Penyvediaan sintem hydrant

Penvedinan Jalur dan tempat evakuasi, vang terus disosialisasiban
sshingga meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana. dan
Penentusn titik aman kumpul keadasn dansrat

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Alam dan Rencana
Penanggulangan Bencana  (RPH]

[ Program pangslolasn neks bencans

Dokumaen strateg pengurangan nako bencana

Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi
dan taunami

Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pads kewasan rawan
bvmnicarn

Peryusunan dokumen khusus untuk valunsi skonomi pada kawsaan
e kiman

. Kswasan Permukiman Pedesasn

Pengembangan permukiman pedesaan

SUMBER
LoKAst PFENDANAAN
|
oA asan Percotasn 1
Cianjur
b g [ N ¥
5 mns&”“.n_ E..—”..fr G i
1, Kawasan Pet ki otmarn _.”-_m..,.hﬂ-__aa._
- Swmata
..u_._r..._.__..!...?-..
4, Hawasan Perkotaan
Crdaun
APED
Kabupaten Cianjur Kabupaten,
Swaata
AFBD
Kabupaten Cianjur Kabupaten
Swasta.
APFBD
Kabupaten Clanjur Kabupaten,
Swasta.
APBD
Kabupaten Cianjur Kabupaten,
Swasta
AFBD
Kabupaten Cimnjur Kabupaten,
Swasta
APBD
Kabupaten Cianjur Kabupatsn
Swania
APBD
Kabupaten Cianjur Kabupaten
Swasta
I, Kecamatan Agrabinta,
2 Kecamatan
. “_u.‘\.._au_._ﬂ-"_..n: T APEIN
3 Kecamatan I T
Campakamulya; ..u.:_.._.._._.n:_.___-._
q Kecamatan Cibeber; APBD Esbupaten
5 Escamatan Cidaun;
a

Kecamatan Cijati;

INBTANSI PELAKSANA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
HKabupaten _.|u.._.1.."__1

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
.In_"___..t:__l._ _|_-___.__.L.

ahan dan Kawasan Permubkoman
Kabupaten Cianjur;

HBadan Penanggulangan Bencana Dasrah;
[Hnns Sosial Kabupaten Cianjur

Dinas Pen

TAHAP-1

TAHAP-2
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Penataan dan Peningkatan Kualitss Kawasan Permuloman Kumuh
dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) helctare
o Perbaikan dan penataan permukiman kumuh; dan

| b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
| Peoyedisan prasas

y ... _ .
Penvecliann tanah untuk perumahan dan kawasan Tﬂ_:._:#_._..:!..: Kabupaton Clajur

di perumabian,
ksl optunalisssl aast L agrali Habupaten.

Pencadangan tanah untuk kebutuhan _._ﬂ_dv.-._._ gunan perumahan dan
knw naan permubkiman;

I Identiffkasi Perumahan di lokasi rawan Bencana atau terkena relokasi

program Kabupaten;

U Penyediaan dan ﬂ!___._._..ﬂ_! oknai relokasi korban bencana,

Penvediaan Prasarana, Sarans dan Uohtas Umum d&f Perumahan
kk menunjang fungsi huniamn,

u
| Pembangunan dan Penvediaan Ruang Tarbuka Hijau Perkotaan privat
dan publik;

imunan Rencana Teknis Drainase Linghkungan,

s pemanieatan air hujan [SPAH] serta sistem daur ulang ir.
Pembangunan sumur resapan, kopori dan aistern drainase vang
terkoneksi dengan balk dengan pesmbuangan akhir (saluran primer)
clder/kolam resisten i,

dan ._..:_J._._ bBamgguiiar

T Mitigasl bencana meliput:

# Perlu dilengkapi dengan early warning systen;

* Penyvediann sistemn hidran;

o Ponyvediaan Jajur dan tempat evakuasi, yvang terus dis winlinanilonn
sehinggn ._._._ﬂ:._.._..mrpmﬁ..qu.._._ kesiapan masyvarakat terhad ap benoana

s Penentuan btk aman k q___.___ keadann darirat, dan

10
i1
12
13
14
15
1]

18,

19
20
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Eecamatan Cillkksdu,
Kscamatan Cilaku;
Eecamatan Cugenang.

Karangtengah,
Kecamatan Lales:

Kecamatan Ma
Kecamatian Z-_w.__._m.m_:_.
Kecamatan Paoet;
Kecamatan Pasirlouda;
Ksoamatan
Bindangbarang;
Escamatan Sulkaluyu;

Kecamatan Sulkaresami,

dian

Hecumnnton Takolak.

Kabupatsn Clanjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur

| Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjuar

Kabupaten Cianjur

APBN
APBD Provinsi

APBD Kabupaten

Swasta

AFBD HKabuwpaten

Swasta

INSTANSI FELAKSANA

TAHAP-1
TAHAP-2

PEEREG
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INSTANSI FELAKSANA

PROGRAM UTAMA LOKASI [ R
| s Penyusunan rencana dan rekomendasi bencana dan Rencans
| Penanggulangan Bencans (RPH)
Program pengelolaan risike bencana meliputi
o Dala 1 atrategl pangurangan risiko bemcana;
s Pengembangan sistem peringatan dini longsor, banjir, gempa bumi, Kabupaten Clanjur
dan wunami; dan -
+ Relokasi dan/atau pembatasan permukiman pada kawasan rawan
bencana I
| Penyusunan dokumen khusus untuk valuasi ekonomi pada kawasan Kabupaten Clanjur
permuliman
| Eescmmatan Cianjur,
2. Kecamatan Cirmnjang
k| Keoamatan
Karangtengah,
4. Keoamatan Pagelaran;
5 Ksoamatan Sukaluvu;
fi. HKeoamaian Mande
T Kecamatan Paoet;
] Kecamatan
Cikalonghulon
"] Kecaimatan un
10. Kecamatan Naringgul;
11, Kecamatan APBN

St

angbarang;

2 Kecamatan Agrabinta
] Kecamatan Cibinong
14 Escamatan ._.u.._._m.‘m.._.._._ ng

15, Kecamatan
Kndupandak;

16 Kecamatsn
Sukanagara;

17. Kscamatan Takokalk;

18, Kecamainn Campaloa;

19. EKscamatan Cibsher;

20, Kecamatan
Warungkondang; dan

2], Kecamatan

AFBD Prowinsi
APED Kabupaten

Penataan inatalas: dan aset mubiter

| Bojongpicung. |
a | Kecamatan Cianjur A
b | Kecamatan Cianjur APEN
e 1. Komando Rayon Militer APBD Provinai

{Koramil] Cidaun di | APBD Kabupaien

Eecamatan Cidaun;

3

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pertahanan

TAHAP-1
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Eomando Havon Militer
| Korasmndl)
..r:_._..-.:-n_..-lql_._m di
Kecamatan
Sindangharang l
Komando Rayon Militer
(Koramil] Agrabints di
Kecamatan Agrabinta,
Komands Rayon Militer
(Koramil] Pagelaran i
Kecamatan Pagelaran,
Komando Rayon Militer
|Koramil) Suknanagara di
Kecamatan Bukanagara;
Komando Hayvon Militer
|[Koramill] Takokak di
Kocamatan Takokak;
Komando Rayon Militer
(Koramil) Campaka di
Kecamata ( .IH_"_H_-.‘...I_

Komando Rayon Militer
(Koramil) Cibsber ch
Kecamatan Cibeber:
Komando Rayvon Militer
| Korarmal)
Warungkondang di
FleCimrm vt
Warunghkondang, -
Komande Rayon Militer
[Kopramil] Bojongpicung
els Fecarmatan
Bopongpeeung, ]
Komando Fayon Militer
| E crrmamid) _.._..-,_._.u..._n dh
Kecamatan Cianjur; |
Komando Rayon Militer
[Koramil] Ciranjang di
Kecamatan _r..._._.u.._._."u.._._ﬁ..
Komando Rayon Militer
{Koramil] Cugenang di
Kecamatan Cugenang;
Komando Rayoen Militer
{Koramil] Karangtengah
di Kecamatan
KEarangtengah;

INSTANSI FELAKSANA

TAHAP-1
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15, Komando Rayon Militer
[Koramil) Mande di
Kecamatan Mande;

| 16, Komando Rayon Militer
{Koramil) Pacet di
Kecamatan Pacet, dan

17. Kamando Rayon Militer
[Koramil] Cikalongkulen
i Escamatan

| Cikalongkulon

Hepolisian Sektor (Folsek) 1. Kepolisian Sektor
{Polsek) Cidaun di
Kecamatan Cidaun;

2. Kepolisian Sekior
(Polsek) Sindangbarang |
di Kecamatan
Sindangbarang:

| 3. Kepolisian Sektor
(Polsek) Agrabinta di
Kecamatan Agrabinta;

4. Kepolimian Sektor
(Polsek) Naringgul di
Kecamatan Naringgul,

5. Hepolisian Saktor
(Polssk) Cibinong di
Kecamatan Cibineng,

. Hepolisian Saekctor
[Polsek) Tanggeung i
Kecamatan Tanggeung;

7. Kepolisian Sektor
[Polsek) Kadupandak di
Kecamatan
Kadupandak;

B. Kepolizian Sektor

(Polsek] Pagelaran di
Kecamatan Pagelaran.

|1'9. Kepolisian Sektor

(Polsek] Sukanagara di

Kecamatan Sukanagara;

10. Kepolizian Sektor

(Polsek) Takokak di
Kecamatan Takakalk:

11. Kepolisian Salctor

(Polsek) Campaka di
Kecamatan Campala;
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_
1 13 I!_._...hu_l...-_.”_ Balitor |
|Polask) Cibeber i
Kecamatan Cibaber,

13. Kepolisian Saktor
| Poluek)

.-f.t“q_.__.-.._. orvd arg di
Kecamatan
...r.!::!r.._.:._..m.-hm..

14, Kepolinian Saktor
[Polaak] Bojongpicung di _
Kecamatan |
:.___.___._._.:_.___.._:Dn.”

15. Kepolinian Saelctor
(Poleak] Sukaluyu di
Kecamatan SBukaluyu,

18, Kepolisian Balctor
(Poleak) Cianjur di
Kecamatan Cianjur,

17, Kepolinian Baltar
(Polsnk) Ciranjang i
Kecamatan Ciranjang.

18. Kepolisian Baktor
[Polsek) Karangtengah di
Kecamatan
Karangtengah,

19 Kepoliman Selkitor
| P hmmsiit | Mande di
Kecamatan Mande,

20 Kepolisinn Sektor
(Polsek) Sukaresmi i
Kecamatan Sularesm,

1. Kepolisian Saktor
[Polmakc) Pacet di
Kecamatan Pacet; dan

I2. Kepolimian Bektor
[Polask] Cikalongkulon
di Kecamatan

| Cikalonghkulon 1
T Pengandalian H..__...:.._E_a.uﬂd_lmn_“..._mw ruang budi daya di sekitar kawasan Kabupaten Cianjur
peruntukan pertahanan dan keamanan negara, | APEN

. Kementerian Dalam .,..-ﬂ-.ﬂ

Pengoptimalan fungsi kewasan pertabanan dan ommanan yaog sdn, | Kabupaten Cianjur

Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi; | Kabupaten Cianjur

pertahanan keamanan yvang baru sesusi dengan rencana tata ruang

kawasen pertahansn keamsnan. s S o S SN
| RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

APRL Profine . K entenan Pertahanan
APED Kabupaten | = - ; e




| Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan

Pengembangan lawasan sgropolitan

Penataan lawwasan pesinir pantail aslatan

" Arahan o bangan

1

_ Kawssan Strategis dari Sudut kepentingsn Fungsl dan Days
| Peryatan Foaw azar .c___.rl..?l }._E MNarnggul - - Cidaun

Mempertahakan dan melindungi keberadaan lahan-lahan untuk
pengembangan tanaman padi Pandawangi

Menjadikan Beras Pandanwang sebagai sektor unggulan tanaman
pangan

Meninghatian teknologl budidava tanaman padi Pandanwangi
Senata dan mengembangan kawasan sebaga: Deaa Winatn
Penatasn dan pengembangan kawasan dengan mempertimbanglan
dava dukung dan daya tampung

Penataan Kawasasn melalui pengembangan infrastrubour
Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan
mempethatican daya dukung dan dars tampung nuang

Arahan psngembangan
1. Mempertahankan keberadaan kawasan lindung

Pengendalian pembangunan di sekitar kewvasan dengan peraturan
yvang ketat

3, Penataan dan pengembangan kawasan budidava vang dilmboui an

dengan mempertimbangkan dayva dukung dan daya tampung
linglungan serta tidak menghilangkan fungsi lindung kawasan

4. Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang
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Kecamatan Karangiengah,
Kecamatan Cirmnjang:
Kecamatan Suboaluyu,
Kecamatan Bojengpscung,

| Kecamatan Haurwangi

Kacamatan Cipanas,

| Kecamatan Pacet

Kescamatan Cidaun;
Kecamatan
Aindangbarang;

| _Kecamatan Agrabinta

l. Kecamatan Narmggul,
4  Kecamatan Culaun

i S P —

AFBD Provinsi
APBD —...Fw___._.—u.nnﬂ._
BUMD

APED Provina
APBED Eabupaten

[N 5}

INSTANSI PELAKSANA

m
-
§

Dinas Tanaman Pangan, Hortikoultura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Eabupaten Cianjur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Clanjur
Badan Perencanasn Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perksbunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Cianjur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
Badan Perencanasn Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dasrah

Dinas Lingkungan Hidup

S —

TAHAP-2

|

_ | |
B
| |

 — |




LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044




LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
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LAMPIRAN XIII.A PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tanah ronmmc_.




LAMPIRAN XII1.B PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api
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LAMPIRAN XIII.C PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Tsunami
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LAMPIRAN XIII.D PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi




Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir

LAMPIRAN XIII.E PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044
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LAMPIRAN XIII.F PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang

PETA KETEMTLIAN AMUSUE AEWCAKA POLA BUANG
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LAMPIRAN XIII.G PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim




LAMPIRAN XIII.H PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

TEMTANG
| EWCAEL TATA WLASG WL e M ARRATE S Ciad N
TRMLS ZH34 - 2048
| PETA KETENTUAN EHISSUS REMCANA POLA MUANG
| HAWAT AN AAWRAK FIENCANA RTHTAIRGAN




LAMPIRAN XIII.I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
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LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air




LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044
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Purwakarta

T T T SN RTSC AR FOLA RUAND

i Cmgate e ot T e B
e T s

o
Yl e,

Sk mbrurni — .
)
L — S
. S —— e R L LIRS
ddm i S e e
. . Kabupaten mr:lll
—" . B L]
|. .- ||.. .Ilﬁd
F 3 : | ..””...-....._.ln._llr
! S H"ﬂ.:. - | —
; L = "
fa— —3 X [
=] | ' ra
= - L e et - Habiupater | e sTET
. o =X Garut e —
e 41l 4 - S ——
— R st B i
T .._... T e
" - BUPATI DML
Eran TrOeCaR
_ e ss—




LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Karst




LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2044

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara




